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RINGKASAN

Berbagal cara dan strategi termasuk kajian-kgjian dan penelitian-penelitian
dalam rangka pengelolaan hutan lindung sudah dilakukan namun hasilnya belum
sesuai dengan yang diharapkan. Permasal ahan-permasal ahan menyangkut pengelolaan
hutan lindung masih tetap terjadi sehingga kondis tersebut mengakibatkan
permasal ahan pengelolaan hutan lindung menjadi kompleks (ill-defined situation) dan
tidak terstruktur dengan baik (ill-structured complexity).

Penelitian ini menyangkut serba sistem aktivitas manusia atau human activity
systems (HAS) dalam pengelolaan hutan lindung yang ditandai dengan orang-orang
yang dalam peran sosianya masing-masing selalu memiliki  kehendak untuk
melakukan kegiatan yang punya maksud (purposeful activities). Sedangkan pihak-
pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung selalu melakukan suatu proses
pembelgjaran (learning process) yang terkait dengan sistem aktivitas yang punya
maksud (purposeful activity system).

Rekonstruksi tata kelola dalam pengelolaan hutan lindung mengambil rujukan
penelitian yaitu hanya dilakukan di hutan lindung yang berada di Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metodologi serba sistem lunak
(Soft Systems Methodology) yang pengerjaannya dilakukan sesuai dengan penahapan
sistematis sesual syarat recoverability yang ditekankan Checkland & Poulter (2006).
Pemenuhan syarat recoverability ini dilakukan dalam rangka menjamin kualitas data
sama halnya seperti triangulasi data riset arus utama dalam ilmu sosia. Namun
demikian hasil dari penelitian aks  yang didasarkan atas SSM ini tidak dapat
digeneralisir seperti halnya pengertian repeatability  berdasarkan pendekatan
kuantitatif (positivis) dalam metodologi ilmu sosia. Untuk melakukan restrukturisasi
lima prinsip tata kelola hutan menurut FAO-UN (2011) dikembangkan satu prinsip
menyangkut tata kelola yaitu prinsip konsensus (concensus)(UNDP, 2007; Osborne &
Gaebler, 1992; dan Denhardt & Denhardt, 2007).

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses
pembelgjaran yang partisipatif dan berbasis budaya dalam sistem terbuka yang rumit
dan kompleks yang berbentuk serba sistem aktivitas manusia (human activity systems)
terkait dengan rekonstruksi tata kelola hutan lindung dalam pengelolaan hutan
lindung. Tujuan penelitian yang berhubungan dengan proses pembelgaran yang
terkait dengan research interest yaitu: Melakukan rekonstruksi tata kelola dalam
pengelolaan hutan lindung melalui proses pembelgaran partisipatif dan berbasis
budaya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang berkaitan dengan problem
solving interest adalah: (1)Melakukan rekonstruksi implementasi kebijakan dalam
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo melalui proses pembelgaran
partisipatif dan berbasis budaya. (2) Melakukan rekonstruksi pelaksanaan koordinasi
daam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo melalui proses
pembelgjaran partisipatif dan berbasis budaya.

Kata kunci: Rekonstruksi Tata Kelola Hutan Lindung, kebijakan, koordinasi, SSM.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Pada dekade terakhir ini tuntutan efisiens dalam pemberian pelayanan
serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, ditambah dengan
kecenderungan globalisasi ke arah liberalisasi ekonomi dan desentralisasi telah
mengarah kepada perubahan kebijakan yang signifikan di sgjumlah negara.
Kondis tersebut menyebabkan terjadi perubahan dalam dukungan hak-hak
masyarakat serta inisiatif partisipatif yang menyebabkan insentif yang lebih
besar bagi pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan yang lebih baik
(FAO, 2011).

Indonesia sangat beruntung karena sebagian hutan tropis terbesar di
dunia terdapat di Indonesia (Forest Watch Indonesia dan Global Forest World,
FWI/GFW: 2002). Sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997, tingkat kerusakan
hutan hanya mencapai 800.000 — 900.000 ha per tahun, tahun 2001 meningkat
menjadi 1,8 juta per tahun, dan pada tahun 2003/2004 angka kerusakan hutan
telah mencapai 3,8 juta per tahun (Nugraha, 2004). Menurut Bank Dunia, pada
tahun 2006 kawasan hutan di Indonesia mengalami penyusutan kawasan hutan
sebanyak 10 persen (The World Bank: 2009).

Segumlah kgjian di  berbaga negara menunjukkan pentingnya
pengelolaan hutan yang baik termasuk pengelolaan hutan lindung. Di Jerman,
pengelolaan hutan dilakukan melalui melalui proses aami  untuk
mengembangkan hutan yang bernilai ekologi maupun ekonomi (Federal
Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, 2011). Di Finlandia
bagian selatan, Program Nasional Hutan tahun 2015 diselenggarakan untuk
mengembangkan  konservas hutan sukarela untuk hutan milik pribadi  (
http://www.metla.fi). Di Kanada, khususnya di British Columbia, pengelolaan

hutan lindung didukung dengan ketersediaan inventarisasi ekosistem yang luas
dalam rangka pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan
hutan lindung (Ministry of Forests, Mines and Lands, 2010). Malaysia tetap



memperhatikan keseimbangan antara hutan produksi dan hutan lindungnya
(Malaysian Timber Council, n.d).

Tata kelola adalah merupakan suatu konsep yang merujuk pada suatu
akuntabilitas kinerja suatu organisasi dalam rangka kepengelolaan yang baik.
Untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan (termasuk pengelolaan hutan
lindung) berjalan dengan baik maka diperlukan strategi untuk tercapainya
hutan lindung yang baik dan lestari yaitu dengan penerapan prinsip tata kelola
yang bak sebagai landasan terciptanya tata kelola hutan lindung yang baik.
Adapun prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) menurut
Food and Agriculture Organization-United Nations (2011) vyaitu: (1)
Participation, (2) Efficiency & Effectiveness, (3) Fairness/Equity, (4)
Transparency, dan (5) Accountability.

Kajian ini memilih pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo
yang secara operasional dilakukan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
(BKPH) Kabupaten Wonosobo, dan secara struktural langsung berada di bawah
Kesatuan Pemangkuan Hutan (RPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Unit I.
Kajian ini menggunakan lokas tersebut sebagai rujukan penelitian rekonstruksi
tata kel ola dalam pengel olaan hutan lindung.

Kerusakan hutan lindung yang yang terjadi di Kabupaten Wonosobo pada
dasarnya dimulai sgjak era reformasi pada tahun 1998. Dari hasil penelitian
yang pernah dilakukan di Kabupaten Wonosobo, diketahui bahwa segjak tahun
1998 - 2003, hutan lindung di Kabupaten Wonosobo mengalami deforestasi +/-
1000 hektar per tahun, sehingga hutan lindung yang pada tahun 1998 luasnya
sekitar 18.880 hektar, telah menyusut menjadi 13.000 hektar pada akhir tahun
2003. Disinyalir pelaku pembabatan hutan adal ah petani kentang yang berusaha
mencari lahan pertanian baru karena lahan pertanian yang lama sudah tidak
subur lagi (Zulaifah, 2007). Bahkan setelah beberapa tahun, luas Hutan Lindung
di Kabupaten Wonosobo tidak bertambah bahkan telah menyusut menjadi
3.0967,97 hektar (Grand Design RTPDK, 2007).

Perhutani membuat suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang
disebut dengan Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) berdasarkan Keputusan Direkss Perum Perhutani  Nomor:



682/KPTS/DIR/2009. Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan prinsip bersama,
berdaya dan berbagi dalam hal pemanfaatan lahan, waktu dan hasil dalam
pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsp saling menguntungkan,
memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosid
(Khususiyah, dkk. 2009).

Berbagai permasalahan yang menunjukkan lemahnya tatakelola hutan
lindung yang baik (Good Governance) dapat ditunjukkan dalam berbagai kajian
menyangkut pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Menyangkut
prinsip transparansi, selama ini rumus sharing kurang begitu jelas sehingga
dalam penghitungan pembagian bagi hasil pihak petani merasa tidak puas,
sehingga pihak Perhutani dimintakan untuk merumuskan pembagian dengan
jelas (http://www.suaramerdeka.com). Disamping itu menyangkut akuntabilitas
pengelolaan hutan lindung, salah satu Ketua LM DH Wonosobo, menj el askan:

“ Lbha kalau Perhutani itu susahnya itu kalau sharing. Yang jelas untuk
Perhutani itu sendiri dapat hijaunya hutan ataupun pedulinya konservasi
itu kan sudah untung. Tapi dari hasil nanti, sayangnya itu tetep minta 40
%, itu yg sayangnya itu pak, saya kurang sreg itu, yg padahal merintisnya
wong tani itu kan ga sembarangan pak, berangkat ke gunung itu bener2
puasa pak.” *.

Dalam ha prinsip akuntabilitas, harian Suara Merdeka juga
menjelaskan hal tersebut: “Masalahnya, selain karena desakan ekonomi juga
akibat kurang perhatian pemerintah terhadap kondis hutan, instansi yang diberi
konsensi menangani hutan. Karena itu, tidak heran kalau daerah tersebut kini
telah mengalami perubahan tata guna lahan, dari hutan menjadi lahan pertanian
kentang, sayuran, dan tembakau.” ( Suara Merdeka.com, 2003). Program PHBM
yang diselenggarakan oleh Perhutani dianggap belum akuntabel dimana hal ini
terbukti dari hasil penelitian Sulistyowati (2004) yang menunjukkan bahwa
sebagian besar responden yang tidak mengikuti program yang diselenggarakan
oleh Perhutani karena tidak adanya sosialisasi dan tidak adanya pemberitahuan
secara mendalam mengenai program tersebut. Disamping itu mutasi di

Perhutani terlalu sering sehingga sewaktu pelaksanaan atau kerjasama sudah

! Wawancaradengan Romadhon, K etua LMDH Desa Tambi,
Argomulyo, Kec. Kegjgjar, Wonosobo, 8 Februari 2012.



berjalan, menjadikan program berjalan kurang optima (Wawancara anggota
TKPD Wonosobo). 2

Tata kelola yang menyangkut prinsip partisipasi, masyarakat belum
dapat berpartisipasi secara penuh mengingat masyarakat belum memiliki
kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta belum
memiliki kesadaran untuk memahami pentingnya fungsi hutan dan lingkungan
bagi kehidupan manusia terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
lindung (Sulistyowati,2004). Selain itu dalam menyangkut kebijakan
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo, termasuk dalam
pengelolaan hutan lindung, dalam proses perencanaannya belum melibatkan
partispasi masyarakat dan belum memprioritaskan pengelolaan kawasan
lindung, khususnya Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng, sehingga belum
mampu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga
fungs hidrologik tanah untuk menjamin kesediaan unsur hara tanah, air tanah
dan air permukaan belum tercapai, dan belum memenuhi kecukupan karena
belum mampu memecahkan masalah alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan
lindung (Andriana, 2007).

Hasil kagian yang menjelaskan prinsip keadilan atau kesamaan
menunjukkan bahwa salah satu hal yang diwarisi oleh pihak otoritas pengelola
hutan Jawa dari pendahulunya (VOC dan Bosch Wezen) adalah perilaku
feodalnya. Akses masyarakat ke dalam hutan hampir sama sekali tertutup.
Berbagai larangan dikeluarkan oleh Perhutani seperti larangan untuk mencari
kayu bakar, larangan mengambil daun, larangan menggembala ternak, dan
larangan-larangan yang lain.  Terlebih, aparat Perum Perhutani sendiripun
belum sepenuhnya siap untuk bersama-sama dalam arti yang sesungguhnya
dengan masyarakat (Bakhtiar, 2001). Salah satu ketuaLSM mengatakan:

“Bagaimana masyarakat bisa ikut dalam program baik pemerintah
maupun perhutani. Bagaimana masyarakat merasa memiliki, karena
kalau merasa ikut memiliki berarti dapat ikut merawat, selama ini kan
ditentukan oleh Perhutani.

2 Wawancara dengan Agus Dwiatmojo, anggota TKPD (Tim
Kerja Pemulihan Dieng), Kab. Wonosobo, Tgl. 4 Februari, 2012.
> Wawancara dengan Felly, KetuaLSM Kloning, Kabupaten

Wonosobo, 11 Desember 2012.



Menyangkut efisiensi dan efektivitas, karena kurangnya sosialisasi yang
dilakukan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo,
komunikas dan pengenalan mengenai PHBM dan khususnya program
agrosilvikultur mengakibatkan kurang pahamnya mengenai peraturan, hak dan
kewgjiban yang berlaku dan harus dijaankan (Murdiyanto, 2008).
Ketidakefisenan dan ketidakefektivan pengelolaan hutan lindung juga
ditunjukkan mengenai pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM) yang tidak dapat dijalankan secara efektif karena
kurang mendapat dukungan sebagian besar masyarakat pendukung Pengelolaan
Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonosobo ( Warta Tenure ,No.4, Februari 2007, hal.16).

Ada dua permasalahan faktual yang dihadapi oleh Perum Perhutani
menyangkut pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, yaitu
menyangkut implementasi kebijakan yang tidak dapat diterapkan secara
optimal sertaketidakefektivan pelaksanaan koordinasi.

Dalam rangka implementasi kebijakan atau program PHBM telah
dibentuk suatu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berada di
sekitar kawasan hutan lindung yang dapat digjak bekerja sama oleh Perhutani
untuk ikut menjaga dan melestarikan hutan lindung tersebut melalui program-
program dalam rangka pengelolaan hutan lindung selain  pihak lain yang
berkepentingan (stakehol der).

Kebijakan maupun program yang dibuat oleh Perum Perhutani dalam
prakteknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dari
hasil wawancara dengan salah seorang ketua LMDH diketahui bahwa
implementasi program dari Perhutani dalam prakteknya masih membingungkan,
hal ini dapat dilihat dari ungkapan yang disampaikan oleh ketua LMDH
tersebut:

“ Masyarakat saya sudah sosialisasikan selama 2 tahun pak untuk tanam
kopi, dengan luas sekitar 90,2 ha, tapi sudah 1 tahun belum ada
keterangan untuk penyelesaian SPKS, ~ *

* Wawancaradengan Romadhon, Ketua LMDH Desa Tambi,
Argomulyo, Kec. Keggar, Wonosobo, 8 Februari 2012



Penelitian yang dilakukan oleh Zualifah menyatakan bahwa imbas
kerusakan lingkungan yang telah dirasakan oleh masyarakat Kota \Wonosobo
menuntut pihak Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah khususnya Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara perlu menyusun program rehabilitas
hutan lindung (Zulaifah, 2007).

Belum sdluruh Masyarakat Desa Hutan  sepenuhnya memahami
kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Perum Perhutani. Hal tersebut
antara lain ditunjukkan dengan ketidakpahaman mengenai peraturan-peraturan
dalam rangka implementasi program PHBM tersebut. Hal ini diperkuat dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Murdiyanto (2008) yaitu ketidakpahaman
masyarakat mengenai peraturan PHBM kemungkinan disebabkan karena
kurangnya sosidlisasi, komunikasi dan pengenalan mengenai PHBM dan
khususnya program agrosilvikultur. Sehingga mengakibatkan kurang pahamnya
mengenai  peraturan, hak dan kewgjiban yang berlaku dan harus dijalankan
(Murdiyanto, 2008: hal 263). Dalam prakteknya Perhutani juga belum mampu
menjalankan PHBM secara efektif karena kurang dukungan dari sebagian besar
masyarakat pendukung Perda PSDHBM dan Pemda (Suwito, 2007).

Permasalahan tersebut di atas sebaga realisasi dari implementas
kebijakan atau program Perum Perhutani merefleksikan apa yang disampaikan
oleh Denhradt & Denhardt (2007) yaitu kebijakan dan program yang terkait
dengan kepentingan publik akan lebih efektif melalui usaha yang dilakukan
secara kolektif serta dilaksanakan melalui suatu proses kerjasama.

Selain permasalahan menyangkut implementasi kebijakan atau program
yang dilakukan oleh Perum Perhutani, koordinasi yang dilakukan dalam
rangka pengelolaan hutan lindung juga belum dilakukan secara efektif.
Himmelman (2002) dimana koordinas dianggap sebaga suatu pertukaran
informasi serta melakukan  kegiatan yang mengarah kepada saling
memberikan manfaat untuk mencapai tujuan yang sama.

Masalah koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di antaranya
disebabkan kurang terintegrasinya  program-program pembangunan lintas

sektoral dimana ditunjukkan adanya program penanganan di Kawasan Dieng



yang berjalan sendiri-sendiri (Grand Design RTPKD, 2007). Sdlain itu
koordinas yang dilakukan Perhutani dengan pemerintah daerah Kabupaten
Wonosobo  belum berjalan dengan maksimal (Pemkab Wonosobo, 2006).

Zulaifah (2007) menyatakan bahwa  untuk menyusun program
rehabilitasi hutan lindung  perlu dilakukan langkah penanganan yang lebih
baik antara lain dengan dilakukannya koordinasi antara Pemerintah Daerah
(Pemkab) Kabupaten Wonosobo dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani
Unit | Jawa Tengah khususnya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara. Sulistyowati (2004) menyebutkan bahwa upaya penanggulangan dan
pencegahan terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung di kawasan
Dieng, Kabupaten Wonosobo, adalah melaui penegakan hukum yang
konsekuen, kerja sama yang sinergis dan simultan antara Perhutani, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung dengan
menggunakan sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) oleh
Perhutani di Kabupaten Wonosobo juga dirasakan belum maksma. Ha
tersebut dibenarkan oleh Raharjo yang mengatakan sebagai berikut:

Karena di Kabupaten belum maksikal,di Kecamatan Gerung

juga seperti itu pak, tidak melalui Forkom (Forum Komunikasi)

Kecamatan, tetapi langsung ke ketua Paguyuban Kabupaten.

Tidak ke Forkom Kabupaten karena masalahnya yang kita tahu ya

Pak Misro itu Ketua Paguyuban, yang lainnya tidak tahu” .

Kondis faktual tersebut menggambarkan bahwa tata kelola hutan lindung
masih terjadi kelemahan-kelemahan, padahal tatakelola hutan lindung sudah
dicanangkan dengan maksimal. Berdasarkan pemaparan tersebut maka
pendlitian ini dilakukan dalam rangka rekonstruksi tata kelola guna
membangun tata kelola hutan lindung yang baik.

Asums dasar dari penelitian ini adalah bahwa  berbagai cara dan
strategi termasuk  kajian-kgiian dan penelitian-penelitian dalam rangka
pengelolaan hutan lindung sudah dilakukan namun hasilnya belum sesuai

dengan yang diharapkan. Permasal ahan-permasalahan menyangkut pengelolaan

> Wawancara dengan Syakhro Sigit Raharjo, Kepala Desa sekaligus Ketua LMDH
Lengkong, Kecamatan Sigedang, Kabupaten Wonosobo, tgl. 9 Februari 2012.



hutan lindung masih tetap terjadi sehingga kondisi tersebut mengakibatkan
permasalahan pengelolaan hutan lindung menjadi  kompleks (ill-defined
situation) dan tidak terstruktur dengan baik (ill-structured complexity).
Sehubungan dengan permasalahan tersebut diusahakan suatu pendekatan yang
lebih spesifik yaitu dengan menggunakan paradigma berpikir serba sistem
(systems thinking) sebagal suatu usulan tentang pengelolaan hutan lindung yang
efektif. Selain itu dengan proses pembelgaran (learning process) yang terus
menerus yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat
diterapkannya  prinsip good forest governance yang tepat dalam rangka
pengelolaan hutan lindung di Indonesia.

Penelitian ini menyangkut serba sistem aktivitas manusia atau human
activity systems (HAS) dalam pengelolaan hutan lindung yang ditandai dengan
orang-orang yang dalam peran sosianya masing-masing selau memiliki
kehendak untuk melakukan kegiatan yang punya maksud (purposeful activities).
Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung selalu
melakukan suatu proses pembelgjaran (learning process) yang terkait dengan
sistem aktivitas yang punya maksud (purposeful activity system). Adapun proses
pembelgjaran tersebut berada dalam suatu sistem terbuka yang rumit dan
kompleks yang berbentuk human activities system. Perubahan yang diharapkan
dari proses pembelgjaran tersebut diharapkan memenuhi kriteria yang logis
secara sistematik ( systematically desirable) dan dapat diterima secara budaya
(culturally feasible).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Daam rangka memperoleh kegelasan atas aplikas teori serta
pemecaham permasalahan dalam rangka pengelolaan hutan lindung maka
penelitian ini dilakukan melalui dua siklus seperti yang dijelaskan oleh McKay
dan Marshal (2001) menyangkut dual imperative of action research. Oleh
karena itu untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kaitannya dengan
research interest seperti yang dimaksud oleh McKay dan Marshal (2001) maka
pertanyaan penelitian yang digjukan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses pembelgaran pada pengelolaan hutan lindung yang

berlangsung secara partisipatif dan berbasis budaya dalam menentukan 6



prinsip tata kelola yang baik dari segi: (1) partisipasi, (2) efisiensi dan

efektivitas, (3) keadilan dan kesetaraan (4) transparans (5), akuntabilitas

dan (6) konsensus?

Adapun pertanyaan penelitian yang menyangkut pemecahan permasalahan
(problem solving interest) dalam pengelolaan hutan lindung, adalah sebagai
berikut:

2. Bagaimana proses pembelgaran yang berlangsung secara partisipatif dan
berbasis budaya menghasilkan optimalisasi implementasi kebijakan dalam
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo?

3. Bagaimana proses pembelgaran yang berlangsung secara partisipatif dan
berbasis budaya menghasilkan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten WWonosobo?



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Hutan Lindung

Ekawati (2010) menyatakan bahwa antara pengelolaan dan managemen
tidak ada perbedaan dengan ditunjukkan dari hasil penelitiannya dimana beliau
menerjemahkan pengelolaan hutan lindung dengan menggunakan istilah
mangemen, yaitu management of protected forest. Daam aspek yang
menyangkut pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat ditemui pengelolaan
hutan yang juga dirujuk dari istilah managjemen dimana pengelolaan juga
disamakan dengan istilah mangemen dalam pengelolaan hutan berbasis
masyarakat (community based forest management=CBFM) menurut Rianse
(2010). Untuk mengetahui arti manajemen itu sendiri, dapat dilihat dari konsep
yang diberikan oleh Benowitz(2001) dimana managemen adalah suatu proses
mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya secara efektif dan efisien dalam
upaya untuk mencapal tujuan organisasi. Menurut Benowitz, fungs
manajemen menyangkut 5 prinsip dasar yaitu: (1) planning, (2) organizing, (3)
staffing, (4) Leading, dan (5) Controlling.

Pengelolaan hutan menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
(2006) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan lestari adalah
kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, rehabilitas dan reklamasi hutan, perlindungan
hutan dan konservasi aam.

Menurut Betinger, dkk (2009), pengelolaan hutan melibatkan konsep
praktik kehutanan dan konsep bisnis (seperti analisis alternatif ekonomi) untuk
mencapal tujuan sesuai kepentingan pemilik hutan. Selanjutnya mereka
menyatakan bahwa pengelolaan hutan menyaratkan suatu rencana serta
penilaian aktivitas pengelolaan hutan dalam rangka mencapai tujuan. Kangas,
et a.(2008) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan hutan merupakan
suatu cara yang penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan kehutanan.
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Dengan melihat pengkajian mengenai istilah pengelolaan dan manajemen,
maka pada prinsipnya istilah pengelolaan tidak ada perbedaan dengan istilah
mangemen. Oleh karena itu pengertian pengelolaan hutan lindung dapat
dismpulkan sebagai segada aspek yang berhubungan dengan planning,
organizing, staffing, leading, dan controlling dalam rangka pengelolaan hutan
lindung yang meliputi: (a) tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan
Hutan, (b) pemanfaatan hutan, (c) rehabilitass dan reklamasi hutan, dan (d)
perlindungan hutan dan konservas alam.

2.2 TataKeola(Governance)

Dalam bidang ilmu administrass masih belum ada kesepahaman
mengenai pengertian tata kelola yang merupakan terjemahan dari governance.
Pada dasarnya governance lebih menitikberatkan pada interaksi yang terjadi
antara tiga aktor yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Esens dari
pengertian governance adalah memperkuat interaksi antarketiga aktor tersebut
dadam mendukung people-centered development (Cheema, 2007:34-35).
Pengertian governance sendiri adalah sebagai suatu interaksi antara pemerintah
dan masyarakat (citizens) yang memungkinkan program dan kebijakan publik
dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi. Dalam konteks yang lebih
luas governance mengarah kepada aturan, institusi, dan network yang
menentukan bagaimana  fungsi suatu organisas atau Negara (Bhatta, 2006).
Adapun Neo dan Chen (2007) menjelaskan governance sebaga suatu langkah,
kebijakan, dan institusi yang dipilih serta struktur yang dihasilkan yang secara
kolektif menyediakan insentif dan sekaligus hambatan dalam memfasilitasi atau
mencegah interaksi dalam mencapai kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Kata kunci dari konsep governance adalah konsensus dimana
perbedaan-perbedaan kepentingan bisa diakomodasikan dan sinergi  dapat
dibangun melalui konsensus tersebut. Dengan governance diharapkan institus
Negara dapat bekerja dan berjalan dengan baik selain dilakukannya penguatan
ingtitusi-institusi pasar dan juga civil society untuk mengimbangi dominasi
Negara yang sebelumnya dianggap kurang mampu dalam melaksanakan
pembangunan (Pratikno, 2005, hl. 236). Kemudian berkembang pemikiran
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mengenai peran pemerintah yang tidak lagi sebagai sentral dalam kehidupan
masyarakat namun berusaha mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam
sektor publik, dengan munculnya buku “Reinventing Government” (1992) oleh
David Osborne dan Ted Gaebler. Selanjutnya muncul New Public Services
(2003) oleh JV. Denhardt dan R.B. Denhardt dimana pemerintah lebih
berorientasi ke citizen-centric governance, bukan institution-centric vicil service
(Prahalad, 2005). Kemudian yang terakhir adalah menyangkut paradigma
governance, dimana peran pemerintah lebih bersifat facilitator dan enabler,
yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif sebagai
pelaku ekonomi sosia. Dalam perkembangan konsep governance muncul
wacana mengena konsep good governance. Good governance menurut UNDP
(United Nations Development Programme) mempunyai karakteristik sebagal
berikut (Rondinelli, 2007: 7). Participation, Rule of law, Transparency,
Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness and efficiency,
Accountability, and Strategic vison. Good governance yang sehat juga akan
berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki vis
yang jelas (Effendi, 2005).

Dalam konteks good governance, perlu alternatif adanya Negara yang
interaktif (interactive state) dimana Negara mempunyai posisi yang penting,
berinteraksi  secara intensif dengan masyarakat melalui  mekanisme
konstitusional, administratif dan kewargaan (civic), menjamin pembangunan
ekonomi dan kesgjahteraan sosia (Pratikno, 2005).

Praktikno (2007) menjelaskan beberapa bentuk interaks atau
hubungan di antara berbaga aktor atau institusi yang terkait. Yang pertama
adalah model tradisional yang berasal dari konsep Weber dimana hirarki
tersebut diperlukan dalam menjamin berjalannya koordinasi dalam hubungan-
hubungan organisasional. . Kedua, adalah model pasar, dimana dalam model
ini ada hubungan yang berbanding lurus antara fungsi koordinasi dan fungsi
kontrol. Ketiga, adalah model jaringan dimana hubungan antara pemerintah
dan mekanisme jaringan ini bersifat saling membutuhkan (dependent).

Dari konsep good governance di atas maka dalam pengelolaan hutan

lindung juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan good
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governance tersebut. Participation menunjukkan adanya motivasi maupun
keinginan bekerjasama dari berbagai pihak yang terkait.  Seperti yang
disampaikan oleh Arifin (2001) menyangkut agenda penggunaan sumberdaya
alam, termasuk hutan lindung, dimana perlu adanya peningkatan kualitas dan
intensitas kerjasama atau kemitraan antara sektor swasta, sektor pemerintah, dan

masyarkat madani.

2.3. Implementas Kebijakan

Edward 111 (1980) menyatakan bahwa ada 4(empat) kondisi yang
diperlukan agar suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik,
yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4)struktur birokrasi.
Daam mencapa keberhasilan implementasi atau pelaksanana kebijakan sesual
dengan tujuan organisas maka  peran pimpinan sangat menentukan
(Mustopadidjaja, 2003).

Salah satu fungs administrasi publik menurut Tjokroamidjojo (1991)
adalah pelaksanaan (implementing), disamping perencanaan (planning), dan
evaluas (evaluating). Sedangkan untuk mencapal implementasi kebijakan
yang secara efisien dan efektif ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor
internal (Tjiptoheriyanto dan Manurung, 2010).

Syahruddin (2010, hal.42) menyatakan hambatan yang ditemui dalam
implementasi dapat disebabkan oleh belum terjalinnya komunikasi yang efektif
antara pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan serta pengelola
kawasan industri.

2.4 Koordinasi

Menurut Witzel(2004) koordinas tidak terlepas dari aspek kontrol,
karena agar koordinas dapat berjalan dengan efektif maka perlu dilakukan
kontrol atas koordinasi yang telah dilakukan tersebut. Oleh karena itu maka
Witzel (2004) juga menjelaskan bahwa koordinasi kadang-kadang juga dikenal
sebaga kontrol meskipun menurut dia istilah ini sudah jarang digunakan atau
telah menjadi usang di banyak kalangan. Menurut Witzel (2004) koordinas

diartikan sebagai apa yang manger lakukan dalam rangka membawa semua
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elemen organisasi secara bersama-sama dan memastikan mereka menuju arah
yang sama.

Menurut Bolman & Dea (1991) usaha organisass dalam mencapal
koordinasi dan kontrol secara forma dilakukan melalui dua cara yaitu:
Pertama, vertically, yaitu kegiatan koordinasi yang dilakukan melaui
mekanisme komando, supervisi, kebijakan, aturan, perencanaan, sistem kontrol.
Kedua, laterally, yaitu kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat, gugus
tugas, standing commitee, peranan koordinator khusus, atau struktur matriks.
Menyangkut peranan seseorang dalam melakukan koordinasi dalam suatu
organisasi, Stewart, G.L.,Manz, C.C., & Sims, H.P(1999) menyatakan bahwa
tidak ada pedoman forma mengena tugas seorang koordinator, namun
demikian seorang koordinator lebih berperilaku sesuai dengan konvens sosial
daripada peraturan yang terstruktur.

Menurut Berger (1994) dalam kaitannya dengan pengelolaan perubahan
daam organisasi, terdapat proses perubahan yang saling menguatkan
menyangkut: 1) commitment(motivation), 2) coordination(behavior), dan 3)

competence (Skill).
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BAB 3.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Pendlitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses
pembelgaran yang partisipatif dan berbasis budaya dalam sistem terbuka yang
rumit dan kompleks yang berbentuk serba sistem aktivitas manusia (human
activity systems) terkait dengan rekonstruksi tata kelola hutan lindung dalam
pengelolaan hutan lindung.

Tujuan penelitian yang berhubungan dengan proses pembelgaran yang
terkait dengan research interest yaitu:
1. Menganalisis rekonstruks tata kelola dalam pengelolaan hutan lindung
melalui proses pembelgaran partisipatif dan berbasis budaya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang berkaitan dengan
problem solving interest adalah:

2. Menganalisis rekonstruksi implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo melaui proses pembelgaran partisipatif
dan berbasis budaya.

3. Menganalisis rekonstruksi pelaksanaan koordinasi  dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo melalui proses pembelgaran partisipatif

dan berbasis budaya.

3.2 Manfaat Penélitian
Tujuan penelitian yang berhubungan dengan proses pembelgaran yang
terkait dengan research interest yaitu:
1. Memahami rekonstruks tata kelola dalam pengelolaan hutan lindung
melalui proses pembelgjaran partisipatif dan berbasis budaya.
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Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yang berkaitan dengan problem
solving interest adalah:

2. Memahami rekonstruks implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan

lindung di Kabupaten Wonosobo melaui proses pembelgjaran partisipatif

dan berbasis budaya.

3. Memahami rekonstruksi pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan hutan

lindung di Kabupaten Wonosobo melalui proses pembelgjaran partisipatif

dan berbasis budaya.
3.3 Signifikans Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai

berikut:

a)

b)

Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan kebaruan teori tata kelola berdasarkan prinsip
tata kelola hutan yang baik (FAO-UN, 2011; UNDP, 2007; Osborne &
Gaebler, 1992; dan Denhardt & Denhardt, 2007). Target yang
diharapkan dari hasil penelitian ini adalah terpublikasikannya hasil

penelitian dalam jurnal Governanc.

Bagi Praktik Bisnis

Bagi Perum Perhutani, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam melakukan rekonstruksi tata kelola dalam
pengelolaan hutan lindung serta untuk menyelesaikan permasalahan
menyangkut implementasi kebijakan yang belum berjalan secara
maksimal serta membantu mengatasi ketidakefektivan koordinasi dalam

rangka pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.
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BAB 4
METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Pendlitian

Penelitian ini merupakan riset aksi yang berdasarkan SSM (SSMI-based
action research) dimana penelitian ini ditandai dengan adanya orang-orang yang
yang dalam peran sosianya masing-masing berkehendak untuk melakukan
aktivitas atau kegiatan yang punya maksud. Serba sistem kegiatan manusia
dalam SSM seolah-olah ada di dalam apa yang dianggap sebagai dunia nyata.
Kegiatan yang terkandung di dalam serba sistem aktivitas manusia tidak sama
dengan tindakan yang terjadi di dalam dunia nyata. Penelitian yang didasarkan
SSM ini merupakan kombinas antara eksplorasi dunia nyata pada level redlitas
(reality) dengan eksplorasi dunia nyata pada level aktualitas (actuality) seperti
yang disampaikan oleh Hardjosukarto ( 2012). Hal ini juga sesuai dengan apa
yang dinyatakan oleh Uchiyama (2009, p. 9) dimana “ in SSVI-based AR we
are not concerned with such an existence of structures or systems in the reality
level but interested in the possibility of accommodation among people in the
“actuality” level”. Oleh karena itu berdasarkan uraian sebelumnya maka
penelitian ini termasuk dalam lingkup paradigm interpretivism, seperti yang
diungkapkan oleh Flood & Jackson after Holwell dalam Hardjosukarto (2012)
yang menegaskan bahwa “this SSMI-based AR is interpretive in nature, in the
sense that it uses systems as an organizing framework for thinking, and not as a

representation of reality”.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi serba sistem |unak
(soft systems methodology/SSM). Pendekatan SSM tepat digunakan bagi
penelitian yang memandang dunia (sosial) sebaga hal yang kompleks,
problematik,  misterius, dikarakteristikan oleh  pertarungan  sudut
pandang(Checkland and Poulter, 2006). Penelitian ini menyangkut human
activity systems (HAS) dalam pengelolaan hutan lindung yang ditandai dengan

orang-orang yang dalam peran sosidnya masing-masing seladu memiliki
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kehendak untuk melakukan kegiatan yang punya maksud (purposeful activities).
Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung selalu
melakukan suatu proses pembelgjaran (learning process) yang terkait dengan
sistem aktivitas yang punya maksud (purposeful activity system). Adapun proses
pembelgjaran tersebut berada dalam suatu sistem terbuka yang rumit dan
kompleks yang berbentuk human activities system. Perubahan yang diharapkan
dari proses pembelgjaran tersebut diharapkan memenuhi kriteria yang logis
secara sistematik

( systematically desirable) dan dapat diterima secara budaya (culturally

feasible).

3.4 Tahapan SSM

Untuk dapat memperoleh pemahaman dan gambaran yang lengkap
mengenai Human Activity Systems tersebut, dilakukan 7 langkah-langkah
penelitian sesuai dengan siklus baku dalam proses SSM (Chekland and Scholes,
1990) yang dikelompokkan ke dalam 2 ranah, yaitu ranah dunia nyata (real
world) dan ranah berpikir serba system (systems thinking about the real world)
seperti tampak dalam Gambar 1. Adapun 7 tahapan kegiatan tersebut adalah:
(1) menemukan situas permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik
(Problem situation considered problematic); (2) Menstrukturkan situas
permasalahan (Problem situation expressed); (3) Menentukan root definitions
dari sistem yang relevan (Root definitions of relevant purposeful activity
system); (4) Membuat model konseptual (Conceptual models of the systems
named in the root definitions); (5) Membandingkan tahap 2 dan tahap 4
melalui komparasi model konseptual dengan situasi dunia nyata (  Comparison
of models and real world); (6) Menentukan perubahan yang diinginkan serta
layak dilaksanakan ( Changes systematically desirable, culturally feasible);
dan (7) Melakukan suatua tindakan untuk meningkatkan atau memperbaiki

situasi masalah (Action to improve the situation).
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Gambar 4.1. Proses Dasar SSM (The conventional seven-stage model o SSM)

1.Problem situation 7.Action to improve
[ considered } [ the problem situation }\ 6. Changes.
) systematically
¥ desirable culturaly
[ 2. Problem situation }
expressed 5. Comparison of
[ models and real
) Real World
l Systems Thinkings about real
world
3. Root definitions of 4. Conceptua models of
relevant purposeful the systems (holons)
activity systems named in the root defitions

Sumber: Checkland & Scholes, 1990.

Tahap 1 dan tahap 2 termasuk tahap pencarian (finding out). Tahap 6 dan
tahap 7 termasuk dalam tahap melaksanan tindakan (taking action). Tahap 1,
tahap 2, tahap 5, tahap 6, dan tahap 7 merupakan reality atau perception about
real world. Adapun tahap 3 dan tahap 4 merupakan tahap berpikir serba sistem
(systems thingking) yang merupakan actuality atau feeling about real world.

Analisis Pembuatan Rich Picturedan CATWOE

Untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pembuatan dan
penyajian rich picture menurut Checland (1999) adalah (1) elemen-elemen
struktur yang perubahannya relatif lambat; (2) elemen-elemen proses yang
perubahannya berlangsung terus menerus; (3) serta hubungan antara struktur dan
prosestersebut. Ada3 elemen penting untuk memahami dan mengenali dunia
nyata sebagai analisis dalam rangka membuat rich picture yaitu (a) Analisis
Satu yang menyangkut Analisis Intervensi , (b) Analisis Dua yang menyangkut
Analisis yang berfokus pada aspek Sosia yang melibatkan aspek peran, norma,
dan nilai , dan (c) Andisis Tiga yang berfokus pada Andlisis Palitik yang
menyangkut struktur power (Checkland & Poulter, 2006).
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Checkland & Poulter, 2006) menyatakan bahwa untuk mempermudah
bagi para peneliti  membuat suatu root definition dibuat suatu rumus PQR yaitu
: “Mengerjakan P dengan Q dalam rangka mengkontribusikan pencapaian
R” dimana PQR ditetapkan untuk menjawab pertanyaan . Apa yang harus
dikerjakan (P), bagaimana mengerjakannya (Q), serta mengapa
mengerjakan hal tersebut (R) dalam suatu kajian. Tujuan pemakaian rumus
tersebut yang dilakukan sebelum membuat suatu bangunan model adalah untuk
memberi suatu keyakinan dimana ada kejelasan berpikir mengena aktivitas
yang bertujuan yang relevan dengan situasi permasalahan.  Adapun alat bantu
yang tepat untuk menganalisis root definitions adalah kata CATWOE. Inti dari
CATWOE adalah pasangan dari proses transformasi dengan sudut pandang atau
kerangka pikir dimana proses transformasi dan sudut pandang tersebut memiliki
makna yang penting. CATWOE merupakan singkatan dari: C (Customer), A
(Actors), T (Transformation), W ( Worldview atau Weltanschauung), O (
Owners), dan E (Environmental Constraints).

M etode Pengumpulan Data
Di bawah ini adalah kerangka teori (F), metodologi (M), real world
situation (A), dan problem situation (P) yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 4.1 Kerangka Umum (Framework) Penelitian

F Prinsip-prinsip tata kelola hutan lindung untuk menjamin tercapainya
(Kerangka Teoritis) rekonstruksi tata kelola hutan lindung
P Implementasi prinsip-prinsip tata kelola hutan lindung yang belum

(Situasi problematis dunia

nyata)

kelola hutan lindung.

A

(Areaspesifik yang akan

diteliti)

Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo.

M

(Metodologi untuk keperluan

Metodologi Serba Sistem Lunak (Soft Systems Methodol ogy)
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maksimal dalam rangka menjamin tercapainya rekonstruksi tata

Al. Melakukan rekonstruks tata kelola hutan lindung dari segi: (1)
transparans, (2) akuntabilitas, (3) partisipasi, (4) keadilan dan
kesetaraan, (5) efisiensi dan efektivitas, dan (6) Konsensus.

A2. Melakukan rekonstruksi optimalisasi implementasi kebijakan

yang dapat menjamin tercapainyatatakelola hutan lindung di

A3. Melakukan rekonstruksi koordinasi yang efektif yang dapat
menjamin tercapainya tata kelola hutan lindung di Kabupaten




| riset dan pemecahan masalah) |

Sumber: Diadaptasi dari McKay and Marshall (2001)

Adapun tahapan SSM serta teknik pengumpulan data dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 4.2. Tahap SSM dan Teknik Pengumpulan Data

Tahap SSM Uraian Teknik Pengumpulan
Data
1: Menetapkan e Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik | ¢ Wawancara
situasi yang data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan mendalam, Focus
dianggap situasi dunia nyata yang dianggap problematik. Group Discussion
problematis Kegiatan ini sangat penting karena hasil tahap ini (FGD), studi literatur

akan memberikan gambaran mengenal situasi
problematik yang nantinya akan dilakukan suatu
tindakan perubahan baik perbaikan atau
penyempurnaan mengenai situasi problematik
tersebut.

2. Penuangan

Menyusun gagasan menyangkut situasi problematik

¢ \Wawancara mendal am,

Situasi masalah secara sistematis berdasarkan hasil tahapan pertama Focus Group
yang dianggap dengan caramenuangkan situasi masalah yang Discussion (FGD),
problematis dianggap problematik ke dalam bentuk penyajian studi literatur
secara terstruktur yang disebut rich picture. Penyusunan rich picture

dimaksudkan untuk mengenali sgjak awal situasi

dunia nyataterkait dengan organisasi atau institusi

yang sedang menjadi focus perhatian penelitian.

3 : Pemilihan dan Menyusun akar permasal ahan tentang system ¢ \Wawancara mendalam,
penamaan root aktivitas manusia yang relevan dengan situasi Focus Group
definitions dari problematik yang sedang diteliti. Padatahap ini Discussion (FGD),
sistem yang relevan dilakukan pemilihan dan penamaan root definition studi literatur

dari sistem yang relevan. Root definition disusun
dengan menggunakan rumus PQR. Melalui root
definition akan tergambarkan mengenai apa,
bagaimana, dan mengapa tentang suatu proses
aktivitas yang terjadi.

4: Pembuatan Tahap ini merupakan pembuatan model konseptual ¢ \Wawancara mendalam,
model berdasarkan root definition , melalui analisis PQR, Focus Group
konseptual CATWOE, sertacriteria 3E (Effficacy, Efficiency, dan | Discussion (FGD),

Effectiveness). Model ini bukan wujud sesungguhnya studi literatur
dari dunianyata, namun hanya merupakan hasil dari
berpikir serba sistem tentang situasi dunia nyata.

5:Pembandingan Membuat perbandingan antara situasi dunia nyata ¢ \Wawancara mendalam,

Situas dunianyata dengan hasil kajian yang berupa model konseptual. Focus Group

dengan model Tahap pembandingan ini tidak sgja sekedar Discussion (FGD),

konseptual membandingkan antara model konseptual dengan studi literatur

situasi dunia nyata, tetapi juga mengelola diskusi
mengenai situasi dunia nyata sehingga dimungkinkan
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munculnya berbagai sudut pandang yang selamaini
tersembunyi. Dari tahapan ini diharapkan muncul

perumusan saran langkah tindakan untuk perbaikan,
penyempurnaan, dan perubahan situasi dunia nyata.

6: Perumusan Tahap ini merupakan tahap perumusan saran tindak ¢ \Wawancara mendalam,
tindakan dimana hasil analisisnya digunakan sebagai dasar Focus Group
perubahan yang untuk perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan Discussion (FGD),
diinginkan dan situasi dunianyata. Kegiatan yang dilakukan adalah studi literatur
mungkin dengan menganalisis situasi problematik berdasarkan
dilakukan pembandingan yang telah dilakukan pada tahap lima.

Ada 2 pertimbangan penting untuk kemungkinan
perubahan dunianyataini, yaitu (1) argumennya dapat
diterima (arguably and systematically desirable) dan
(2) secarakultural dapat dimungkinkan (culturally
feasible).

7: Melakukan Ini merupakan tahap terakhir dari tujuh tahap SSM -
tindakan untuk yang merupakan langkah tindakan untuk perbaikan,
perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan situasi yang
penyempurnaan problematik. Dalam praktiknya praktist SSM dapat
dan perubahan menentukan pada titik mana penelitian dihentikan,

Situasi apakah sampai pada langkah ketujuah yaitu tindakan
problematis untuk perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan

situasi dunia nyata atau cukup sampai pada tahap ke
enam sgja yaitu tahap perumusan saran tindakan sgja.

Sumber: Hardjosoekarto, 2012.
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Strukturisas Situas Masalah

Chekland dan  Scholes (1990) menyebutkan tahapan dalam SSM
dikategorikan menjadi dua yaitu (1) The Sream of Cultural Enquiriy dan (2)
The Stream of Logic-Based Enquiry. Analisis yang didasarkan atas kultural
dilakukan pada tataran dunia nyata, yang berada pada tahap 1, tahap 2, tahap 5,
tahap 6, dan tahap 7. Adapun analisis yang berbasis logika berlangsung pada
tahap berpikir serba sistem yang terdapat pada tahap 3 dan tahap 4.

Pada tahap strukturisass masalah, dilakukan dengan cara menuangkan
situasi problematik kedalam suatu bentuk yang biasanya berupa gambar (rich
picture). Untuk memahami dan mengenali situasi problematis dunia nyata
dilakukan tiga jenis atau tahap analisis. Menurut Checkland dan Poulter (2006)
untuk mengenali situasi problematis dunia nyata terkait dengan institusi yang
menjadi perhatian dalam suatu kegiatan penelitian maka dalam langkah awal
dilakukan analisis yang mencakup Analisis Satu, Analisis Dua, dan Analisis
Tiga. Pada Anaisis Dua berfokus pada Anadisis Sosia yang menyangkut
Peran, Norma, dan Nilai (roles, norms, values). Adapun pada Andisis Tiga
berfokus pada Analisis Politik yang akan mempengaruhi situasi yang sedang
diteliti.

Pengenalan Situasi Problematis: Analisis Satu (Analisis I ntervensi)
Langkah pertama dalam rangka pengenalan situasi problematis dunia
nyata yang termasuk dalam The Stream of Cultural Enquiry dilakukan dengan
Analisis Satu (Analysis of the Intervention). Analisis Satu disebut juga
Analisis Intervensi merupakan suatu proses identifikas dari pihak-pihak yang
terkait dengan real world yang akan menjadi rujukan atau dipinjam sebagai
obyek penelitian, serta peran mereka dalam real world tersebut. Dalam Analisis
Satu yang dilakukan adalah melakukan pengidentifikasian C (clients), P
(practitioners), dan O (owners of the issue addressed). Checkland dan Poulter
(2006) menyatakan bahwa ada 3 pihak yang mempunyai peran utama dalam
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kajian Analisis Satu ini yang menyangkut situasi problematik, dimana ketiga
pihak tersebut adalah sebagai berikut: (1) Client (Klien) yaitu orang atau
sekelompok orang yang menyebakan terjadinya investigas serta terlaksanannya
intervensi terkait situasi problematis yang sedang ditdliti; (2) Practitioner
(Praktisi) yaitu orang atau sekelompok orang yang melaksanan investas,
dimana mereka bertindak sebagai praktisi; dan (3) Owners of the Issue
Addressed (Pemilik isu) yaitu orang atau sekelompok orang yang mempunyai
kepentingan atau concern dengan permasalahan maupun sebaga pihak yang
nantinya merasakan perubahan sebagai dampak dari usaha perbaikan yang
dilakukan atas situasi problematis yang terjadi tersebut.

Tabel di bawah ini merupakan identifikasi ketiga pihak yang menjadi
subyek penting dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 5.1 Hasll Analisis Satu

Pihak Kode Hasl Identifikas Analisis Satu
Client C Peneliti, Pembimbing, Departemen Ilmu Administrasi,
Program Pascasarjana Doktor Universitas Indonesia
Practitioner | P Peneliti
Owners of O - Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara
the issue - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah
addressed - Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BK PH)
Kabupaten Wonosobo
- Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kabupaten
Wonosobo

- Pemerintah Kabupaten Wonosobo : - Dinas
K ehutanan dan Perkebunan, Tim Kerja
Pemulihan Dieng (TKPD)

- Pihak yang berkepentingan (stakeholder):
Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta

- Forum Hutan Wonosobo (FHW)

- Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

- Masyarakat Desa Hutan (MDH)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014.

Pengenalan Situasi Problematis: Analisis Dua (Analisis Sosial)
Setelah Analisis Satu selesa dilaksanakan maka pada langkah berikutnya
adalah dilakukan Analisis Dua atau Analisis Sosial dalam rangka pengenalan
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situas problematis dunia nyata. Checkland dan Poulter (2006) menyarankan
untuk mempertimbangkan penggunaan tiga elemen sosial dalam melakukan
intervensi yaitu elemen: @) Peran (roles), b) Norma (norms), dan c¢) Nilai
(values). Peran (Roles) merupakan suatu posisi sosia yang menunjukkan
perbedaan di antara para anggota suatu kelompok atau anggota suatu organisasi.
Adapun norma (Norms) merupakan suatu perilaku yang diinginkan atau
diharapkan yang terkait dengan, dan membantu mendefinisikan, suatu peran.
Sedangkan nilai (values) merupakan suatu standar atau kriteria dimana perilaku
yang sesuai dengan peran tersebut dinilai.

Anadisis Dua memfokuskan pada analisis sosial hal ini dimaksudkan
bahwa dengan memahami permasalahan sosia secara umum maka praktisi SSM
dapat membuat gambaran yang semakin lengkap berkaitan dengan situasi dunia
nyata. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hardjosoekarto (2012)
dimana daam kaitannya dengan tahap keenam dari proses SSM (tahap
perumusan usulan langkah tindakan perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan
situasi dunia nyata) diperlukan dua pertimbangan, yaitu argumennya diterima
dan secara kultural dimungkinkan. Selanjutnya Hardjosoekarto (2012)
menambahkan bahwa pengenalan situas dunia nyata, khususnya aspek
sosialnya, sangat penting. Hal ini penting agar supaya pemilihan sistem yang
relevan dari aktivitas manusia atau aktivitas manusia yang punya maksud benar-
benar relevan dengan upaya kita untuk melakukan sesuatu terhadap situasi dunia
nyata. Ketiga elemen ini yaitu peran, norma, dan nilai tersebut saling
berhubungan erat satu sama lainnya, bersifat dinamis, serta selau berubah
seiring dengan perubahan yang terjadi pada dunia nyata. Melalui Analisis Dua
atau Analisis Sosia ini peneliti mengidentifikasi tiga elemen penting yaitu
bagaimana peran, norma, dan nilai yang ada dalam pengelolaan Hutan Lindung
di Kabupaten Wonosobo.

a) Peran (Roles) Organisasi

Di bawah ini dijelaskan peran (roles) yang dimiliki oleh masing-masing
ingtituss  yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo, yaitu sebagai berikut:
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e Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah

Ingtitusi-institusi yang berada di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Kedu Utara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo, seperti Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
serta Resor Pemangkuan Hutan (RPH) dimana secara struktural institusi-
ingtitusi tersebut berada di bawah Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum
(Perum) Kehutanan Negara memiliki peran sebagai berikut:

Pada dasarnya peran dasar dari Perum Perhutani adaah
menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan
dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip governans perusahaan
yang baik. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka berdasarkan PP No.72
tahun 2010, Perum Perhutani memiliki peran yang sangat penting yaitu: (1)
Melakukan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; (2)
Melakukan pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; (3) Melakukan rehabilitasi dan
reklamas hutan; (4) Melalukan perlindungan hutan dan konservasi alam; (5)
Melakukan pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi; (6)
Menyelenggarakan  pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan; (7)
Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan; (8)
Melakukan pengembangan agroforestri; (9) Membangun dan mengembangkan
Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat; (10) Melakukan perdagangan
hasil hutan dan hasil produks sendiri maupun produksi pihak lain; dan (11)
Mengusahakan optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading
house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata,
hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan gaian C, prasarana
telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya.
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¢ Dinas K ehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo memiliki peran
penting dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di  bidang
produksi,perlindungan dan rehabilitas sumber daya alam, kelembagaan dan
usaha, pengelolaan administrasi, ketatausshaan serta pengawasan dan
pelaksanaan. Adapun untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut maka peran
yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo
adalah sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis bidang produksi,
perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam, kelembagaan dan usaha; (2)
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan urusan bidang produksi,
perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam, kelembagaan dan usaha; (3)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang produksi, perlindungan dan
rehabilitass sumber daya alam, kelembagaan dan usaha; (4) Pemberian
pinjaman tertentu; (5) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas; (6)
Pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsiona; (7) Pelaksanaan
pembinaan Unit Pelaksana teknis Dinas; dan (8) Pelaksanaan tugas lain yang
dinerikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya (http://hutbun-
wonosobo.blogspot.com/2010).
e Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD)

Dalam rangka penyelesaian masalah degradasi hutan dan lahan di

kawasan Dieng, sebagai bagian dari hutan yang berada di Kabupaten Wonosobo,
diperlukan pengintegrasian berbagai program dan rencana pemerintah, lembaga
non pemerintah, maupun masyarakat Yyang benar-benar komprehensif. Oleh
karena itu salah satu usaha yang dilakukan adalah membentuk suatu Tim Kerja
Pemulihan Dieng (TKPD) sebagai akselerator koordinasi antar stake holder dan
Program Pemulihan Dieng.

Peran penting dai TKPD adalah mengkoordinaskan dan
mengintegrasikan program dan kegiatan yang dibawa oleh para pihak yang
memiliki kepentingan terhadap pemulihan dan pelestarian kawasan Dieng.
Keanggotaan TKPD selain terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Wonosobo, tetapi juga DPRD Kab Wonosobo, Perhutani, Swasta,
LSM dan sebagainya. Agar kinerja TKPD berjalan efektif maka dibentuk Tim
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Pengarah dan Tim Teknis. Peran Tugas Tim Pengarah adalah |lebih pada tataran
perumusan kebijakan program pemulihan dan pelestarian kawasan Dieng.
Adapun peran yang dilakukan oleh Tim Teknis adalah membantu Tim
Pengarah khususnya dalam hal pelayanan administrasi, seperti notulensi rapat,
penyajian draft kebijakan dan sebagainya. Tim Pengarah memiliki peran dalam
ha : (a) Memberikan arahan, saran, pertimbangan dan masukan dalam
keseluruhan proses pel aksanaan kegiatan pemulihan Kawasan Dieng dan Daerah
Aliran Sungai (DAS) Serayu; (b) Menjalin kerjasama dan koordinas dengan
pihakpihak yang berkepentingan terhadap pulihnya Kawasan Dieng dan Daerah
Aliran Sungai (DAS) Serayu; dan (c) Meakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas Tim Teknis. Sedangkan peran yang dilakukan oleh
Tim Teknis yaitu : (d) Mengidentifikas permasalahan yang timbul sebagai
akibat penurunan kualitas lingkungan di Kawasan Dieng dan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Serayu; (b) Menyusun strategi pemulihan Kawasan Dieng dan
penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu secara umum; (¢) Menyusun
kerangka acuan kerja sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
pemulihan Kawasan Dieng dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu; (d)
Menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan
Kawasan Dieng dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu; dan (e) Melaporkan
hasil kerja Tim Teknis kepada Tim Pengarah secara periodik (Grand Design
RTPKD, 2007).

e Peran Lembaga M asyarakat Desa Hutan (LM DH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan yang bekerja sama dengan Perum
Perhutani untuk mencapa keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan serta untuk
peningkatan kesegjahteraan masyarakat hutan itu sendiri. Peran utama dari
LMDH adalah sebagai berikut: (1) Mewadahi kepentingan Masyarakat Desa
Hutan (MDH) yang ingin menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dan
pihak-pihak lain yang terkait; (2) Meningkatkan partisipasi Masyarakat Desa
Hutan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan; (3) Melakukan kerjasama
dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengembangan program dan
kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (4) Memberikan
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pengembangan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kepada Masyarakat
Desa Hutan mengenai pengel olaan hutan yang baik dan lestari; (5) Memfasilitas
Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dalam merencanakan,
melaksanakan maupun melakukan evaluasi kegiatan program PHBM; (6)
Memberikan peningkatan rasa tanggung jawab dan peran serta Masyarakat Desa
Hutan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan; dan (7)
Meningkatkan kesgahteraan dan kemandirian Masyarakat Desa Hutan
(KepDir.Perum Perhutani: No.682/KPTS/DIR/2009).

e Masyarakat Desa Hutan

Sebagai sekelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan
melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk
mendukung kehidupannya maka peran yang penting dari Masyarakat Desa
Hutan adalah @) bersama Perum Perhutani menjaga dan melindungi hutan untuk
keberlanjutan fungsi dan manfaatnya, b) mempersigpkan kelompok untuk
mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan atau pihak
yang berkepentingan, ¢) mengamankan sumberdaya hutan dan proses
pemanenan hasih hutan, d)memberikan kontribusi faktor produksi, e)berbagi
peran dengan Perum Perhutani serta pihak yang berkepentingan dalam
pemanfaatan lahan (tanah maupun kering), waktu, dan pengelolaan kegiatan,
dan c) melakukan usaha-usaha produktif yang mendukung terciptanya hutan
lestari (KepDir.Perum Perhutani: No.682/KPTS/DIR/2009).

e Forum Hutan Wonosobo (FHW)

Forum Hutan Wonosobo (FHW) dibuat dalam rangka menyelaraskan
berbagai  pihak yang mempunya kepetingan (stakeholder ) dalam proses
pengelolaan hutan di wilayah Dieng termasuk hutan lindung di Wonosobo.
Forum Hutan Wonosobo (FHW) terdiri atas berbagai unsur seperti Pemerintah
Daerah  yang meliputi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD serta kepala-kepala
dinas di lingkungan Kabupaten Wonosobo; (2) Perum Perhutani, dan (3)
masyarakat, yang diwakili oleh LSM.

Sebaga kelompok kerja lintas sektoral di tingkat kabupaten yang
mempunyai misi menempatkan sektor kehutanan sebagai core pembangunan
dadam rangka menyelamatkan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan
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kehidupan sosial masyarakat desa hutan maka Forum Hutan Wonosobo (FHW)
mempunyai peran penting dalam: & pengembangan konsep pengelolaan
sumberdaya hutan lestari secara partisipatif dan terintegrasi, komunikasi dan
koordinas yang mendorong sinergis antar sektor dan antar stakeholder,
monitoring dan evaluasi, serta arbitrase permasalahan-permasalahan kehutanan,
b) membantu menyusun rencanarencana setrategis, serta melaporkan
pelaksanaan tugas dan saran kepada bupati untuk pertimbangan dan penetapan
kebijakan (Kep.Bup. No. 661/538/2007 ).
¢ Pihak yang ber kepentingan (stakeholder): L embaga Swadaya M asyar akat,
L embaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta

Pihak yang berkepentingan (stakeholder) mempunyai perhatian dalam
mendorong proses optimalisas pengelolaan hutan lindung.  Stakeholder
memiliki peran secara bersama-sama dengan Perum Perhutani melakukan: a)
perencanaan partisipasif pengelolaan hutan lindung, b) perencanaan
pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang ), waktu, dan pengelolaan kegiatan, c)
penetapan nilai dan propors berbagai hasil kegiatan Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat.

b) Norma (Norms) yang dimiliki I nstitusi

Di bawah ini dijelaskan norma yang dimiliki oleh masing-masing institus
yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, yaitu
sebagai berikut:
e Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah termasuk Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH), Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), serta Resor Pemangkuan
Hutan (RPH) memiliki norma-norma  berupa perundang-undangan seperti
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan,
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung, maupun peraturan-peraturan organisasi yang mengatur mekanisme dan
prosedur kerja dimana perilaku dari para anggota organisasi diharapkan dapat
mematuhi norma-normatersebut. Norma-norma yang digunakan juga mengacu
kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan

30



berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan
Umum (Perum) Kehutanan Negara, serta Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani  Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pengaturan kelembagaan yang
tersusun dengan baik serta pembagian kerja yang jelas akan dapat menciptakan
efisens dan efektivitas dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan
norma atau aturan yang jelas yang terkait dengan peran-peran yang dilakukan
oleh anggota-anggota organisasi diharapkan seluruh karyawan Perum
Perhutani Unit 1 Jawa Tengah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo dapat menjalankan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab sehingga mampu mewujudkan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo yang lestari.

¢ Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan
Perkebunan (Dishutbun) serta Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) memiliki
norma-norma yang berupa perundang-undangan maupun peraturan-peraturan
organisasi yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja dimana perilaku dari
para anggota organisas diharapkan dapat mematuhi norma-norma tersebut.
Normanorma yang digunakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Wonosobo dan
dilaksanakan melaui lembaga Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Keputusan
Bupati Wonosobo Nomor 180/25/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim
Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo. Dengan diterapkannya
norma-norma yang ada tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten \WWonosobo
dapat bekerjasama secara sinergi dengan Perum Perhutani dan stakeholder
lainnya sehingga dapat menjaga kelestarian hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

eLembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memiliki norma-norma yang
berpegang pada peraturan yang dijabarkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimiliki serta kode etik organisass LMDH

sesuai dengan kesepakatan dari para pengurus dan anggota organisasi. LMDH
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memiliki struktur organisasi yang dapat menunjukkan fungsi dari masing-masing
unit yang ada di dalamnya serta deskripsi pekerjaannya dimana segala aktivitas
dadam LMDH dapat berfungs sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.
Melaui norma-norma tersebut, diharapkan fungsi LMDH dapat berjalan sesual
dengan tujuan pengelolaan hutan lindung agar tetap dapat terjaga dan lestari.

e Forum Hutan Wonosobo (FHW) sebagal suatu wadah bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo
mempunyai nhormanorma sesuai dengan aturan yang di tetapkan dengan
Keputusan Bupati Wonosobo tersebut. Norma-norma yang ada tersebut digunakan
sebagai suatu pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya dapat
menciptakan keharmonisan dan sinergi yang positif diantara pihak-pihak yang
terkait tersebut.

e Pihak yang berkepentingan (stakeholder) seperti Lembaga Swadaya M asyarakat,
Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta berpegang pada norma-
norma yang berupa perundang-undangan, peraturan  maupun kesepakatan
informal yang telah disepakati bersama di antara para pihak yang berkepentingan
(stakeholder) tersebut. Norma-norma maupun kesepakatan yang ada digunakan
untuk saling mendukung kegiatan dan menciptakan suasana kerjasama yang
kondusif dalam rangka pengel olaan hutan lindung di Kabupaten \Wonosobo.

c) Nilai (Values) Organisasi

Di bawah ini dijelaskan nilai (values) yang dimiliki oleh masing-masing
institus yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo, yaitu sebagai berikut:
e Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah termasuk Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH), Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), serta Resor Pemangkuan
Hutan (RPH).

Untuk mencapal vis dan misi perusahaan Perhutani, maka melalui
Anadlisis Sosial (Anaisis Dua), dapat diketahui bahwa budaya perusahaan
merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh

insan Perhutani sebagai landasan dan acuan bagi Perhutani untuk mencapai
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tujuan. Untuk itu Perhutani mendefinisikan budaya perusahaan dalam 8 nilai
yang disingkat BERMAKNA yang dijabarkan dalam perilaku utama perusahaan
yaitu:
a. Berkelanjutan

Nilal yang diterapkan bagi pegawai Perum Perhutani adalah ditujukan
untuk selalu melakukan pengembangan dan penyempurnaan institusi Perhutani
secara terus menerus, dan belgar hal-ha yang baru untuk memperbaruhi
keadaan serta berorientasi jangka panjang.
b. Ekselen

Nilai ekselen diartikan dengan selalu memperlihatkan gairah keunggulan
dan berusaha keras untuk hasil yang terbaik, sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan selurun pemangku kepentingan
(stakeholders).
c. Responsibilitas

Dalam menjaankan tugas dan kewgjiban, pegawa Perhutani berusaha
untuk seldu  menggunakan  penalaran  (logika  berpikir)  dalam
mempertimbangkan untung dan rugi, memiliki kesadaran diri yang utuh dalam
bertindak, mengembangkan imajinasi untuk antisipasi dan selalu mendengarkan
suara hati dalam mengambil setiap keputusan yang dilambil.
d. Matang

Pegawal Perhutan diharapkan untuk selalu bersikap dewasa dan memiliki
keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun keyakinannya dengan
mempertimbangkan pendapat /perasaan orang lain, serta dapat menanggapi
maupun memecahkan permasalahan secara bijaksana.
e. Akuntabilitas

Dalam melaksanakan setiap pekerjaan, pegawai Perhutani diharapkan
untuk selalu mengutamakan data dan fakta.

f. Kerjasamatim
Kerjasama dalam tim sangat penting dan selalu mengutamakan kerja sama
tim, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.
g. Nilai Tambah
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Setiap pegawai yang ada di Perhutani harus selalu menghargai kreativitas
dan melakukan inovasi, senantiasa belgar untuk mendapatkan cara baru dan
hasil yang lebih baik.

h. Adgilitas

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewagjiban, pegawai Perhutani
harus seladu tanggap dan beradaptas dengan cepat dalam menghadapi
perubahan serta melihat perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses di
arena persaingan pasar global (perumperhutani.com).
¢ Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, dimana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten (RPJM) Kabupaten Wonosobo maka pembangunan bidang
kehutanan dan perkebunan Kabupaten Wonosobo didasarkan pada nilai yang
bertujuan (1) memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta (2)
meningkatkan K esgjahteraan Masyarakat.
eTim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) memiliki nila dalam ha penciptaan
kondis yang diperlukan untuk implementasi program yang meliputi raising
awareness bagi publik secara luas untuk pemulihan kawasan terdegradasi,
konseptualisasi solusi dari permasalahan kelembagaan dan operasional yang
masih dihadapi sampai saat ini serta dukungan dalam bentuk legal dan legislas
dalam pengelolaan lahan berkelanjutan yang mencakup pencegahan konflik,
kepastian kawasan, perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluas
secara kolaboratif, serta penyigpan pendanaan dari berbagai pihak (pemerintah
pusat, pemda dan para pihak lain). Strategi kedua difokuskan pada penyelarasan
pengetahuan dan nilai-nilai lokal bersama-sama dengan pengetahuan berbasis
penelitian sebagal dasar untuk mendisain, ujicoba serta implementas
pengel olaan lahan berkelanjutan dan rehabilitasi kawasan berbasis masyarakat.
Masyarakat akan berpartisipasi dalam evaluas jasajasa lingkungan,
identifikasi dan promosi praktek-praktek terbaik. Selain itu akan dikembangkan
skema-skema insentif tidak langsung, serta pertukaran dan disseminas
informasi hasil implementasi program sebagai bahan pembelgjaran bersama.

Strategi  ketiga difokuskan pada pelibatan parapihak secara luas dalam



membangun strategi bersama dalam konteks pengelolaan lahan dan rehabilitasi
kawasan yang terintegrasi secara kolaboratif untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pada level Daerah Aliran Sungai (DAS), akan dikembangkan
kesepakatan dan perencanaan antar wilayah dalam konteks konservasi dan
pemanfaatan air, perlindungan habitat prioritas, serta pengelolaankawasan
terdegradasi. Perencanaan pengelolaan kawasan berbasis masyarakat dan
pengetahuan-pengetahuan yang tepat akan dibangun dan diimplementasikan
dalam bentuk pilot-pilot site.

e Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LM DH)

Dalam menjalankan kegiatannya LMDH memiliki nilai-nilai yang dapat
menjadi pedoman bagi para anggotanya yaitu: sederhana dan tidak birokratis,
dapat menjamin kelancaran hubungan pengurus dan anggota, dapat menjamin
partisipasi anggota, menjamin kehidupan yang demokratis, dan mudah bagi
LMDH untuk berkembang mencapai tujuannya.

e Pihak yang berkepentingan (stakeholder) yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat,

Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta dimana pihak-
pihak ini memiliki nilai untuk mendukung agar pengelolaan hutan lindung dapat
dilaksanakan tanpa mengubah fungsi dan kadah-kaidah hutan lindung itu
sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki oleh stakeholder tersebut adalah fleksibel,
dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan bias disesuaikan
dengan potens dan kemampuan masing-masing pihak. Selain itu nila
partisipatif, dimana dalam kerjasama tersebut masing-masing pihak sama-sama
menyumbangkan potensinya masing-masing. Nilai akomodatif, artinya pihak
yang satu bias menerima potensi pihak yang lainnya.

e Forum Hutan Wonosobo (FHW)

Forum Hutan Wonosobo mempunyai nilai  dimana dalam rangka
pengembangan konsep pengelolaan sumberdaya hutan lestari dilakukan secara
partisipatif dan terintegrasi, komunikas dan koordinasi yang mendorong
sinergis antar sektor dan antar stakeholder, monitoring dan evaluasi, serta

arbitrase permasal ahan-permasal ahan kehutanan.
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e Masyarakat Desa Hutan (MDH)
Masyarakat Desa Hutan memiliki nilai kepedulian terhadap kelesatrian
dan pemberdayaan lingkungan dan sumber daya hutan khususnya, untuk

tercapainya fungs hutan lindung yang lestari.

Pengenalan Situasi Problematis. AnalisisTiga (Analisis Poalitik)

Adapun langkah ketiga dalam tahapan pengenalan situasi problematis
dunia nyata adalah Analisis Tiga atau Analisis Politik. Analisis ini dilakukan
untuk mengetahui aspek politik, kewenangan atau kekuasaan yang berperan dan
memiliki pengaruh dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo
dengan cara menjabarkan bagaimana kekuasaan tersebut muncul dan berperan
dalam isu-isu pengelolaan hutan lindung. Daam hal ini kekuasaan tersebut
dapat diidentifikasikan menjadi dua unsur vyaitu disposiss kekuasaan
(Disposition of Power ) dan sifat atau karakter kekuasaan ( Nature of Power).

e Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah

Dalam katannya dengan Disposis Kekuasaan, secara struktura
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, yang membawahi Bagian Kesatuan
Pemangkuan Hutan (BKPH) Kabupaten Wonosobo, serta Resor Pemangkuan
Hutan (RPH) setingkat Kecamatan. Kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan
hutan adalah terletak pada KPH Kedu Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara yang memiliki
kewenangan dalam membuat kebijakan operasional di wilayah yang menjadi
kekuasaannya. Adapun peran dan pembagian kerja masing-masing unit yang
berada di bawahnya (BKPH serta RPH) dilakukan dalam rangka melaksanakan
program dan kebijakan dari KPH Kedu Utaras Daam melaksanakan
pengelolaan hutan, Perhutani wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan
memperhatikan prinsip governansi perusahaan yang bak. Perhutani juga
memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan,
pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, dan/atau pelatihan; melindungi
masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan Pengelolaan Hutan, antara

lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam
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rangka Pengelolaan Hutan sepanjang sesuai dengan prinsip governansi
perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan.

Menyangkut Karakter Kekuasaan, Perhutani mempunya kemampuan
untuk mempengaruhi dan mengajak seluruh anggota organisasi Perhutani supaya
mencapal tujuan serta misi dan visi perusahaan. Disamping itu Perhutani juga
memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan dan program dalam rangka
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Perhutani juga memiliki
kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti institus
pemerintah, organisas non pemerintah, serta institusi-institusi lain yang
memiliki kepentingan yang sejalan dengan visi dan misi Perhutani.
e Pemda KabupatenWonosobo

Disposis Kekuasaan yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Wonosobo didasarkan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Wonosobo. Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten
Wonosobo memiliki kekuasaan menyangkut kebijakan dalam melaksanakan
urusan Pemerintah daerah di bidang produksi, perlindungan dan rehabilitas
sumber daya aam, kelembagaan dan usaha, pengelolaan administrasi,
ketatausahaan serta pengawasan pelaksanaan. Dalam susunan organisasi,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo memiliki struktur

organisas yang disusun dimana terdapat bidang-bidang, unit pelaksana teknis,
maupun fungsional yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Kekuasaan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo tidak mencakup aspek
yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung namun hanya bersifat
membina masyarakat desa hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan
demikian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo aktif
memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat desa hutan agar
memiliki kesadaran mengena hutan lindung yang lestari.

Dalam hal Karakter Kekuasaan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Wonosobo berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya mempunyai

kemampuan untuk membuat perumusan kebijakan teknis dibidang produksi,
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perlindungan dan rehabilitas sumber daya alam, kelembagaan dan usaha
Selain itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo juga
memiliki kemampuan membuat peraturan yang menyangkut kebijakan dan
program yang melibatkan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di
sekitar wilayah hutan lindung. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Wonosobo juga memiliki kemampuan untuk membina kemitraan dengan
berbagai pihak khususnya dengan Perum Perhutani dan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan pengelolaan hutan lindung yang lestari seperti Lembaga
Masyarakat Desa Hutan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo memiliki
kemampuan untuk memberikan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan bagi
masyarakat desa hutan agar mereka memiliki kepahaman mengena
pengelolaan hutan lindung yang baik dan benar.

e Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD)

Dalam hubungannya dengan Disposisi Kekuasaan, Tim Kerja Pemulihan
Dieng (TKPD) memiliki kekuasaan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu
Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 180/25/2007 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo.
Ketua dan unsur pimpinan TKPD memiliki kekuasaan menyangkut kebijakan
pengkoordinasian program-program yang dimiliki pihak-pihak yang terkait
(stakeholder) dengan pemulihan kawasan Dieng termasuk hutan lindung yang
berada di Kabupaten Wonosobo.

Adapun menyangkut Karakter Kekuasaan, TKPD mempunyal
kemampuan untuk menciptakan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
(KISS) daam menyelesaikan problematik Dieng secara partisipatif dan
menggandeng semua pihak yang berkepentingan. TKPD juga mampu
memperluas jaringan (network) dengan sebanyak mungkin berbagai pihak yang
merasa berkepentingan dengan perbaikan daya dukung lingkungan di Kawasan
Dieng termasuk hutan lindung yang berada di Kabupaten Wonosobo.
eembaga Masyar akat Desa Hutan (LM DH)

Menyangkut Disposis Kekuasaan, Ketua dan unsur pimpinan LMDH
memiliki kekuasaan menyangkut kebijakan kerjasama dengan Perum Perhutani
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dan pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan lindung dalam
rangka mencapa keberlanjutan fungs dan manfaat hutan serta untuk
peningkatan kesg ahteraan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan mengenai Karakter Kekuasaan, @LMDH mempunyai
kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani dan pihak lain
yang sesual dengan tujuan LMDH. Selain itu LMDH juga mempunyai
kemampuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa hutan menyangkut
pemanfaatan hutan lindung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyakarat desa
hutan.

e Masyarakat Desa Hutan (MDH)

Masyarakat Desa Hutan dalam kaitannya dengan Disposisi Kekuasaan
memiliki kekuasaan secara menyelurun mengenai aktivitas kegiatan
menyangkut pemanfaatan hutan lindung serta beraktivitas dengan hutan lindung.
Sedangkan yang berhubungan dengan Karakter Kekuasaan, maka Masyarakat
Desa Hutan mempunya kemampuan untuk memperkuat program kerjasama
dengan Perhutani maupun dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Wonosobo dalam mendukung kebijakan dan program Perhutani dalam rangka
mencapal hutan lindung yang lestari.

5.2 Pembuatan Rich Picture

Rich Picture dibuat berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari
narasumber serta dituangkan sebagai hasil dari pengalaman dan persepsi praktisi
SSM tentang situasi dunia nyata yang dianggap problematis yang diperoleh
melalui proses identifikasi serta dengan cara menghubungkan  serangkaian
konsep yang saling berhubungan. Adapun kalimat-kalimat yang terdapat dalam
Rich Picture tersebut merupakan bagian atau potongan dari hasil wawancara
dengan para aktor-aktor yang dianggap penting dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo. Daam penelitian ini pembuatan Rich picture
didasarkan atas Research Interest dan Problem Solving. Pembuatan Rich
Picture yang didasarkan atas Research Interest menunjukkan bahwa dalam

penerapan Governanss dalam pengelolaan hutan lindung masih terdapat
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beberapa hal yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh beberapa
pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung.

Salah satu pucuk pimpinan Perhutani di KPH Kedu Utara yaitu Wakil
Administratur/Wakil Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara
menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam penyelenggaran
Governanss dalam pengelolaan hutan lindung adalah adanya partisipasi
masyarakata desa hutan. Diakui bahwa partisipas masyarakat masih belum
maksimal seperti adanya harapan masyarakat desa supaya lebih berpartisipas
dalam program pengelolaan hutan lindung dengan memberikan kontribusi yang
lebih optimal. Oleh karena itu untuk lebih berpartisipasi dan berdaya guna
dalam pengelolaan hutan lindung maka perlu adanya proses pemberdayaan yang
lebih ditingkatkan lagi dan ditumbuhkan dalam lingkungan LMDH. Seperti
yang diungkap oleh pimpinan KPH Kedu Utara “Mereka harus lebih
berpartisipasi, lebih berkontribusi Iah, yaLMDH itu (Lembaga Masyarakat Desa
Hutan), kita merasa mereka belum cukup bak, proses pemberdayaan harus
ditumbuhkan di LMDH itu. “

Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) KPH
Kedu Utara dalam informasinya juga menyatakan bahwa dampak dari
permasalahan penjarahan terhadap kawasan hutan lindung pada masa lampau
adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan hutan lindung yang dimiliki oleh Perum Perhutani. Masyarakat
yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung belum dapat samasekali untuk
dikesampingkan dengan kehidupan yang berhubungan dengan kehutanan.
Masyarakat desa hutan masih tinggi tingkat ketergantungan terhadap keberadaan
hutan di sekitar mereka, termasuk hutan lindung. Penjelasan yang disampaikan
oleh Kepala Seksi Pengel olaan Hutan Bersama M asyarakat (PHBM) KPH Kedu
Utara dapat adalah sebagai berikut: “ Di hutan lindung dulunya kan penjarahan
pak, kita mau merubah masyarakat untuk langsung dibubarkan kan ndak bisa
pak, masih dibutuhkan partisipasi masyarakat.”

Dalam governans hutan lindung yang dilakukan oleh Perum Perhutani,
dijumpai permasalahan yang menyangkut kekurang jelasan informasi mengenai

pengelolaan hutan lindung yang dialami oleh masyarakat desa hutan. Hal ini
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disampaikan oleh salah satu Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH)
Kabupaten Wonosobo. Masyarakat memiliki persepsi yang berbeda dengan
Perum Perhutani yang antara lain ditunjukkan dengan konsep pengelolan hutan
lindung dimana masih ditemui pemikiran oleh masyarakat yang menganggap
masih diperbolehkannya kegiatan mencangkul dan menanam tanaman
semusim, padahal bentuk kegiatan mencangkul dan menanam tanaman
semusim tidak diperbolehkan atau dilarang olen Perum Perhutani. Konsep
pengelolaan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan
menurut Perum Perhutani adalah masyarakat desa hutan tidak boleh
mencangkul dan menanam tanaman semusim di kawasan hutan lindung. Hal
yang dinyatakan oleh salah satu Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH)
Kabupaten Wonosobo:

“Persepsi antara Perhutani dengan masyarakat itu sudah bertolak belakang

pak, yang namanya mengelola kan tidak harus mencangkul dan menanam

tanaman semusim tapi kehendak masyarakat inginnya mencangkul dan
menanam tanaman semusim, padaha kegiatan itu tidak boleh oleh
perhutani pak.”

Adapun informan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Wonosobo mengatakan bahwa LMDH itu merupakan lembaga tertinggi di Desa,
bukan milik Perhutani tapi miliknya Desa. Dibawah LMDH ada seks atau
bagian yang mengurusi pertanian, ada yang mengurusi kehutanan, ada yang
mengurusi tanaman. Jadi ketidakjelasan atau masih adanya anggapan yang
keliru mengenai lembaga LMDH sebagai suatu organisasi yang bukan di bawah
struktur organisasi Perum Perhutani, tapi sebagai suatu lembaga yang terpisah
dari Perum Perhutani harus diinformasikan secara meluas ke seluruh
masyarakat. Perum Perhutani menganggap LMDH sebagai lembaga binaannya
sehingga harus diberdayakan agar sesual dengan fungsi kelembagaan LMDH itu
sendiri. Hal yang dinyatakan oleh Dinas K ehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Wonosobo: “ LMDH itu merupakan lembaga tertinggi di Desa, bukan milik
Perhutani tapi milik Desa. Dibawahnya ada yang ngurusi pertanian, ada yang

ngurusi kehutanan.”
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Governans hutan lindung yang baik dapat dilihat dari aspek akuntabilitas
dari sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Perum Perhutani dimana ada
anggapan kinerja dari pegawa Perum Perhutani belum optimal. Daam rangka
program kerjasama atau koordinasi dengan institusi lain yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung, masih ditemui kendala dimana pel aksanaan kegiatan
atau program belum dapat dilakukan secara maksimal karena mutasi atau
pergantian pgabat yang terjadi di internal Perum Perhutani dianggap relatif
sering terjadi. Dampak dari perubahan yang sering terjadi tersebut,
mengakibatkan suatu koordinas atau pertemuan diantara institusi-institus
terkait dengan pengelolaan hutan lindung kurang berjalan maksimal, karena
pergantian pegabat yang menghadiri kegiatan atau pertemuan tersebut kurang
mendukung pelaksanaan program dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Tim
Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Wonosobo: “Mutasi di Perhutani terlalu sering
sehingga sewaktu pelaksanaan atau kerjasama sudah berjalan , menjadikan
program berjalan kurang optimal.”

Tanpa adanya perhatian serta peran serta yang sangat signifikan dan aktif
dari Perum Perhutani, maka sulit bagi LMDH untuk beraktivitas. Hal tersebut
diungkapkan oleh salah satu Camat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Hal ini
dapat dimaklumi karena lembaga LM DH merupakan lembaga tingkat desa yang
minim akan sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia, sehingga agar
LMDH juga aktif dalam kegiatan kerjasama dengan Perum Perhutani, maka
LMDH harus diberdayakan secara lebih makssimal. LMDH yang berdayaguna
serta memiliki sumberdaya manusia yang optimal akan membantu serta
memberikan dampak yang positif dalam rangka pengelolaan maupun
pemanfaatan hutan lindung yang sesuai dengan kaidah perlindungan hutan
lindung. Hal ini dinyatakan Camat Kabupaten WWonosobo:

“Tanpa ada peran serta yang sangat signifikan dan aktif dari Perhutani

nonsense LMDH akan bisa bergerak to pak. Tanpa ada perhatian, tanpa

ada kepedulian dalam apapun dari perhutani maka LMDH tidak bisa
bergerak.”

Masyarakat desa hutan perlu dilibatkan dalam berbagai kebijakan
maupun program yang dibuat oleh Perum Perhutani. Namun menurut salah satu
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Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten WWonosobo,
masyarakat desa hutan belum secara maksimal diberdayakan oleh Perum
Perhutani karena masyarakat desa hutan tidak dilibatkan dalam pemeliharaan
atau perawatan hutan lindung. Semua pengaturan kebijakan dan program
mengenai pengelolaan hutan lindung dilakukan dan ditentukan oleh Perum
Perhutani, tidak ada keikutsertaan masyarakat di dalamnya sehingga masyarakat
merasa tidak memiliki karena adanya larangan dari Perum Perhutani dalam
rangka pengelolaan hutan lindung. Pernyataan Ketua Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Wonosobo:

“Bagaimana masyarakat bisa ikut dalam program baik pemerintah maupun

Perhutani. Bagaimana masyarakat merasa memiliki, karena kalau merasa

ikut memiliki berarti dapat ikut merawat, selamaini kan ditentukan oleh

Perhutani.”

Salah seorang Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di
Kabupaten Wonosobo juga beranggapan bahwa dalam rangka pembagian
pendapatan dari hasil kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH mash
dianggap belum memadai. Perum Perhutani dianggap belum transparan dan adil
dalam rangka pembagian pendapatan tersebut, sehingga dengan kondisi
demikian dianggap dapat merugikan masyarakat desa hutan yang melakukan
penggarapan atau pemanfaatan hutan lindung. Dari pihak LMDH sendiri
menganggap bahwa masyarakat desa hutan sudah merintis suatu kegiatan atau
bekerja keras dalam rangka ikut mengelola hutan lindung serta bersusah payah
daam mengerjakannya dengan anggapan bahwa memerlukan perjuangan
tersendiri untuk masuk ke kawasan hutan lindung tersebut.

“Lha kalau Perhutani itu susahnya itu kalau sharing. Yang jelas untuk

Perhutani itu sendiri dapat hijaunya hutan ataupun pedulinya konservasi

itu kan sudah untung. Tapi dari hasil nanti, sayangnya itu tetep minta 40

persen, itu yang sayangnya itu pak, saya kurang sreg itu, yang padahal

merintisnya wong tani itu kan ga sembarangan pak, berangkat ke gunung

itu bener-bener puasa pak.”
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Dari penjelasan  atau informasi yang diberikan tersebut sebelumnya

menyangkut governans hutan lindung yang disampaikan oleh beberapa
informan tersebut diringkas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Hasil pendapat Para Pelaku ttg Governansi Hutan Lindung

Pelaku

Pikiran dan Pendapat Pelaku

Wakil Administratur/Wakil
Kepala K esatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara

“Mereka harus lebih berpartisipasi,lebih berkontribusi Iah
..ya LMDH itu (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), kita
merasa mereka belum cukup baik, proses pemberdayaan
harus ditumbuhkan di LMDH itu. “

Kepala Seksi Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) KPH Kedu Utara

“ Di hutan lindung dulunya kan penjarahan pak, kita mau
merubah masyarakat untuk langsung dibubarkan kan ndak
bisa pak, masih dibutuhkan partisipasi masyarakat.”

K epala Resor Pemangkuan
Hutan (RPH) Kab. Wonosobo

“ Persepsi antara Perhutani dengan masyarakat itu sudah
bertolak belakang pak... yang namanya mengelola kan
tidak harus mencangkul dan menanam tanaman
semusim..tp kehendak masyarakat inginnya mencangkul
dan menanam tanaman semusim... padaha kegiatan itu
tidak boleh oleh perhutani pak.*

Dishutbun Wonosobo

“ LMDH itu merupakan lembaga tertinggi di Desa, bukan
milik Perhutani tapi milik Desa. Dibawahnya ada yang
ngurusi pertanian, ada yang ngurusi kehutanan”

Tim Kerja Pemulihan Dieng
(TKPD) Wonosobo

“Mutasi di Perhutani terlalu sering sehingga sewaktu
pelaksanaan atau kerjasama sudah berjalan , menjadikan
program berjalan kurang optimal.”

Camat

“Tanpa ada peran serta yang sangat signifitan dan aktif
dari Perhutani nonsense LMDH akan bisa bergerak to
pak... Tanpa ada perhatian, tanpa ada kepedulian dalam
apapun dari perhutani maka LMDH tidak bisa bergerak.”

K etua Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)

“Bagaimana masyarakat bisa ikut dalam program baik
pemerintah maupun perhutani. Bagaimana masyarakat
merasa memiliki, karena kalau merasa ikut memiliki
berarti dapat ikut merawat, selama ini kan ditentukan
oleh Perhutani.”

Ketua Lembaga Masyarakat
Desa Hutan (LMDH)

“ Lha kalau Perhutani itu susahnya itu kalau sharing.
Y ang jelas untuk Perhutani itu sendiri dapat hijaunya hutan
ataupun pedulinya konservas itu kan sudah untung. Tapi
dari hasil nanti, sayangnya itu tetep minta 40 %, itu yg
sayangnya itu pak, saya kurang sreg itu, yg padahal
merintisnya wong tani itu kan ga sembarangan pak,
berangkat ke gunung itu bener2 puasa pak.”

Masyarakat Desa Hutan

“Kulo pun nderek LMDH tahun 1994 pak, tapi mboten
enten pelaksanaan nopo2, cuman ndamel jalur hijau, niku
mawon mboten dados”

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014.

Adapun Rich Picture yang dibuat berdasarkan Problem Solving

menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan

yang terkait dengan

pengelolaan hutan lindung Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan




(BKPH) Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa
kelemahan dan kekurangan. Terkadang anggota Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH) belum memahami kebijakan dan program dari Perhutani antara
lain dengan ditunjukkannya ketidakmengertian anggota LMDH mengenai
kondis wilayah hutan yang akan ditanami. Sebagian anggota LMDH tidak
mengetahui daerah atau wilayah mana yang dapat ditanami dan yang tidak
dapat ditanami, mereka hanya mengetahui gambaran kondisi hutan berdasarkan
informasi atau data yang diperoleh dari buku atau dokumen tertulis sga.
Dengan ketidaktahuan kondisi di lapangan secara menyelurun maka ada
sebagian anggota LMDH yang menyadari bahwa tidak semua wilayah hutan
yang akan mereka tanami, memiliki kelayakan tanah untuk ditanami.
Pernyataan Kepaa Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kabupaten
Wonosobo: “Kadang LMDH itu tahunya hanya luas yang ada di buku atau
administrasi, sementarariil di lapangan ternyatatidak bisa ditanami semua.”

Di lan ha Kepaa Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kabupaten
Wonosobo menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Perhutani dalam
rangka pengelolaan hutan lindung belum maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan
dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penanaman kopi di hutan
lindung. Masyarakat Desa Hutan kurang berminat dalam memelihara dan
merawat tanaman kopi karena masyarakat kurang memperoleh informasi yang
jelas dari Perhutani menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan
tanaman kopi. Masyarakat memiliki informasi yang minim mengenai
bagaimana nanti hasil yang akan dipetik dari penanaman kopi. Disamping itu
ada aturan bahwa dalam hutan lindung tidak boleh dilakukan pencangkulan
tanah. Masyarakat menganggap bahwa mereka boleh menanam kopi sambil
mencangkul tanah, namun ternyata hal tersebut dilarang oleh Perhutani,
sehingga masyarakat tidak melanjutkan kegiatan penanaman kopi di daerah
hutan lindung sehingga tanaman kopi menjadi terbengkelai dan masyarakat
menjadi tidak memperolen manfaat dari kegiatan tersebut. Kepala Resor
Pemangkuan Hutan (RPH) Kabupaten Wonosobo menyatakan:

“Kurang minatnya masyarakat merawat kopi itu karena masyarakat itu

tidak hasilnya seberapa, karena hasilnya kan tahunan pak, tahunya
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masyarakat merawat kopi sambil mencangkul, tapi aturan Perhutani

mencangkul itu tidak boleh, masalahnya seperti itu akhirnya ditinggalkan

dan tidak dirawat.”

Adapun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo
menambahkan bahwa implementasi kebijakan juga belum sepenuhnya dipahami
oleh aparatur Perhutani di lapangan seperti Mandor serta Mantri di lapangan.
Ada anggapan bahwa sebagian dari Mandor atau Mantri di tingkat operasional
atau lapangan kualitas Sumber Daya Manusianya belum memuaskan. Apabila
ada pertemuan dengan pimpinan Perhutani di tingkat kabupaten yaitu Asisten
Perhutani (Asper) di Kabupaten Wonosobo, informasi kurang dapat diserap oleh
mereka yang ada di level bawah. Demikian juga dengan anggota LMDH, jika
dalam suatu kebijakan atau program sudah dibuat, dengan kesepakatan antara
Perhutani dan LMDH, dengan konsep win-win solution, harusnya anggota
LMDH sudah memahami hal tersebut, baik menyangkut hak dan tanggung
jawabnya. Namun dalam prakteknya terkadang anggota LMDH menyalahi
kesepakatan yang telah dibuatnya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Wonosobo menjelaskan:

“Masadlahnya pada LMDH, harusnya kalau sudah win-win solution,

harusnya mereka tahu hak dan tanggung jawabnya, sering mereka

menyalahi kesepakatan bersama. Mereka terbatas dalam ha persond,
termasuk aspek kualitasnya, karena yg kita sampaikan di level Asper,
mungkin mandor sama mantri di lapangan nggak paham.”

Salah satu anggota Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten
Wonosobo menyatakan bahwa kebijakan dari Perhutani belum efektif karena
belum adanya share pendanaan yang memadai bagi masyarakat. Selain itu
masih ditemui adanya ketidaksepakatan atau ada perbedaan antara keinginan
masyarakat dengan keinginan Perhutani. Masyarakat desa hutan pada
umumnya ingin bebas daam menanam di hutan lindung dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang sudah turun temurun hidup
di sekitar hutan sulit untuk mengalihkan profesi selain dari mencari atau
memanfaatkan hasil hutan. Oleh karena itu walaupun Perhutani memiliki

kewenangan untuk mengelola hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, namun
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masyarakat desa hutan di sekitar hutan lindung juga akan tetap tergantung
kehidupannya dengan hutan lindung tersebut. Di lain pihak, pengelolaan
program PHBM oleh Perhutani sudah diatur dengan peraturan yang ada yaitu
PP No.72 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan Perhutan untuk
mengelola hutan lindung.

Dengan adanya kewenangan pengelolaan hutan lindung oleh Perhutani
maka esensinya adalah semua pihak termasuk masyarakat, khususnya yang
tinggal di sekitar hutan lindung, harus mematuhi semua prosedur dan aturan
yang telah ditetapkan oleh Perhutani. Masyarakat yang diberi kebebasan secara
luas dan tidak terbatas untuk ikut mengelola atau memanfaatkan hutan lindung
akan dapat merusak kondisi hutan lindung itu sendiri dan pada akhirnya akan
mengganggu fungs hutan lindung sebagai tempat resapan air, pencegah eros,
atau pencegah banjir. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka tugas Perhutani
sebagal institusi yang berwenang dalam mengelola hutan lindung akan semakin
berat karena berhadapan dengan masyarakat yang berusaha memanfaatkan hasil
hutan lindung untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu anggota Tim
Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo menyatakan:

“Cuma yang jadi masalah antara keinginan masyarakat dengan keinginan

Negara dalam hal ini adalah Perhutani adalah berbeda, kalau masyarakat

inginnya bebas menanam, tapi bagi Perhutani atau Negara, sudah ada

aturan mainnya. Program belum efektif karena belum adanya share
pendanaan itu 1ho.”

Sedangkan menurut salah satu Camat di Kabupaten Wonosobo, dalam
rangka implementasi kebijakan dan program dimana Perhutani pada umumnya
bekerja sama atau bersama-sama masyarakat mengelola hutan lindung, maka
ditemui beberapa hambatan antara lain berupa keterbatasan kualitas sumberdaya
manusia yang dimiliki LMDH. Seperti halnya desa-desa di Indonesia, pada
umumnya sumberdaya manusia yang berada di tingkat desa masih belum
memadai. Demikian pula dengan sumberdaya anggota LMDH, dalam rangka
melakukan kerjasama pel aksanaan program dengan Perhutani, sumberdaya yang
dimiliki LMDH belum mampu secara maksimal dalam menggerakkan dan

menjalankan LMDH sebagai suatu institus. Hambatan dalam

a7



mengimplementasikan  kebijakan dan program dari  Perhutani adalah
keterbatasan SDM yang dimiliki oleh LMDH. Camat di Kabupaten Wonosobo
menyatakan: “ Secara umum masalahnya adalah SDM pak, jadi untuk
menggerakkan suatu institusi itu kan memang diperlukan suatu SDM.”

Kondis yang dijelaskan oleh beberapa narasumber juga hampir sama
seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) di Kabupaten Wonosobo. Narasumber tersebut menjel askan
bahwa padatingkat LMDH itu sendiri, secara kelembagaan, LMDH yang ada di
Kabupaten Wonosobo belum kuat semua. Di Kabupaten Wonosobo, semua
desa sudah ber LMDH semua, tetapi pada umumnya hanya formalitas
kelembagaan. Oleh karena itu dalam rangka implementasi  kebijakan oleh
Perhutani, terdapat kendala mengenal kualitas sumberdaya manusia Ketua
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan: “Di tingkat LMDH sendiri,
secara kelembagaan LMDH belum kuat semua. Di Wonosobo semua Desa
sudah ber LMDH semua, tapi hanya formalitas.”

Adapun salah satu Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LM DH) yang
ada di Kabupaten Wonosobo mengharapkan dalam implementasi kebijakan
Perhutani yang dianggap belum lancar tidak mengurangi semangat dari anggota
LMDH untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan dari Perhutani. Namun
demikian diakui bahwa masalah sumberdaya manusia anggota LMDH dalam
bidang pendidikan masih belum mampu mengikuti irama kerja dari program
yang diterapkan oleh Perhutani. Karena apabila pendidikan dari anggota LMDH
tidak ditingkatkan maka pengalaman pengelolaan hutan lindung yang sifatnya
merusak yang pernah dilakukan pada masa lalu akan dapat terulang kembali
pada masa yang akan datang. Cara kerja sebelumnya hanya berorientasi pada
terpenuhinya kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan secara
menyeluruh untuk kelestarian  hutan lindung itu sendiri. Pernyataan yang
disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di
Kabupaten Wonosobo:

“Kalau tidak ada pendidikan tidak bisa mengakses, maka LMDH itu saya

kira kalau menganut orang-orang tua dulu, ya itu, itu petani caranya
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bertani masih egois, jadi saya ingin di tahun-tahun mendatang, LMDH

bisa mengakses pendidikan juga.”

Kondis kelembagaan LMDH yang masih belum memadai daam
kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dapat dilihat dari
salah satu LMDH yang telah berjalan yaitu LMDH Argo Mulyo. LMDH Argo
Mulyo yang berlokasi di Desa Tambi, Kecamatan Kejgar, Kabupaten
Wonosobo yang didirikan pada tanggal 29 Maret 2011, memiliki pengurus
sebanyak 20 orang serta anggota organisasi sebanyak 190 orang. Dari
keseluruhan anggota LMDH Argomulyo, berdasarkan data pada tahun 2014,
hanya 1 orang anggota LMDH yang sedang meneruskan kuliah, 10% lulusan
SLTA, 20 % lulusan SLTP, dan sisanya adalah lulusan SD. Dengan demikian
dilihat dari pendidikan, maka kelembagaan LMDH kurang memadai.
Kompetensi yang diharapkan dari anggota LMDH dalam rangka pengelolaan
hutan lindung adalah selain pendidikan formalitas yang harus dimiliki oleh
anggota LDMH vyaitu setingkat SLTA, juga perlunya pengaaman anggota
LMDH dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung
(hasil wawancara dengan ketua LMDH Argo Mulyo). Sebagian informas yang
diberikan oleh informan tersebut diringkas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Hasl pendapat Para Pelaku ttg I mplementas Kebijakan

Pelaku Pikiran dan Pendapat Pelaku
Kepala Bagian Kesatuan “Kadang LMDH itu tahunya hanya luas yang ada di buku
Pemangkuan Hutan (BKPH) atau administrasi, sementara riil di lapangan ternyata tidak
Kab. Wonosobo bisa ditanami semua.”
Kepala Resor Pemangkuan “Kurang minatnya masy merawat kopi itu karena masyarakt

Hutan (RPH) Kab. Wonosobo itu tidak hasilnya seberapa, karena hasilnya kan tahunan
pak .tahunya masyarakat merawat kopi sambil
mencangkul..tapi  aturan Perhutani mencangkul itu tidak
boleh....masalahnya seprti itu..akhirnya ditinggalkan dan
tidak dirawat.”

Dishutbun Wonosobo “Masalahnya pada LMDH, harusnya kalau sudah win-win
solution, harusnya mereka tahu hak dan tanggung
jawabnya, sering mereka menyalahi kesepakatan bersama.
Mereka terbatas dalam ha personel, termasuk aspek
kualitasnya, karena yg kita sampaikan di level Asper,
mungkin mandor sama mantri di lapngan nggak paham.”

Tim Kerja Pemulihan Dieng “Cuma yang jadi masalah antara keinginan masy dengan

49



Pelaku Pikiran dan Pendapat Pelaku

(TKPD) Wonosobo keinginan Negara dalam hal ini adalah perhutani adalah
berbeda, kalau masyarakat inginnya bebas menanam, tapi
bagi perhutani atau Negara., sudah ada aturan mainnya
...Program belum efektif karena belum adanya share
pendanaan itu lho....."

Camat “ Secara umum masalahnya adalah SDM pak, jadi untuk
menggerakkan suatu ingtitusi itu kan memang diperlukan
suatu SDM.”

Ketua Lembaga Swadaya “Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan LMDH

Masyarakat (LSM) belum kuat semua..di Wonosobo semua Desa sudah ber

LMDH semua, tapi hanya formalitas.”
Ketua Lembaga Masyarakat “Kalau tidak ada pendidikan tidak bisa mengakses, maka
Desa Hutan (LMDH) LMDH itu saya kira kalau menganut orang-orang tua dulu,

ya itu..itu petani caranya bertani masih egois..jadi saya
ingin di tahun-tahun mendatang, LMDH bisa mengakses
pendidikan juga.”

Masyarakat Desa Hutan “Mboten wonten penyuluhan pak. Memang berat
pengolahan lahan kangge nanem kopi, gondani , 5 th niku.”

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014.

Dalam pembuatan Rich Picture yang dibuat berdasarkan Problem Solving
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung masih terdapat bebergpa kelemahan dan
kekurangan. Menyangkut koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung, ditemui
adanya suatu perkumpulan atau paguyuban dimana keberadaannya ada di
tingkat Unit (provins) atau Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH), suatu
jabatan dalam struktur Perum Perhutani setingkat Kecamatan atau membawahi
beberapa Kecamatan. Namun dalam struktur Perum Perhutani, nama paguyuban
itu sendiri tidak tercantum. Oleh karena itu konsep paguyuban itu sendiri
merupakan suatu bentuk perkumpulan informal yang keanggotannya berasal dari
beberapa LMDH yang mempunyai tujuan dalam rangka mengerjakan suatu
kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan lindung. Pernyataan Kepala
Resor Pemangkuan Hutan (RPH), Kabupaten Wonosobo: *“Peraturan ttg
Paguyuban sendiri sayatidak tahu tapi pernah dengar adanya ditingkat Unit atau
KPH.”
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Masyarakat atau orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu menjadi
tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan dimana masyarakat
atau orang tersebut tinggal. Masyarakat atau orang tersebut mempunyai hak dan
kewajiban sebagai warga dari pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah
juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya, antara lain menyangkut
pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya, termasuk dalam
kaitannya dengan pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat. Sebaliknya,
Perum Perhutani juga mempunyai kewgjiban dalam membina masyarakat yang
tergabung dalam LMDH sebagai masyarakat binaannya. Y ang menjadi masalah
adalah Perhutani terkadang dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung
meninggalkan atau tidak mengajak serta pemerintah daerah terutama sewaktu
melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan yang menjadi binaanya.
Hal ini mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan
dan pengembangan kapasitas masyarakat desa hutan. Selain itu dengan tanpa
mengagjak pemerintah daerah, maka penanganan terhadap masyarakat desa hutan
tidak sinergis antara Perum Perhutani dan pemerintah daerah, masing-masing
pihak jalan sendiri-sendiri. Ha ini seiring dengan pernyataan Dishutbun
Kabupaten Wonosobo: “Perhutani mempunyal masyarakat desa hutan sebagai
binaan, namun terkadang dalam pelaksanaanya Perhutani sering meninggalkan
kami”

Dalam hubungan antara Perhutani dengan LMDH juga masih terjadi
kendala khususnya menyangkut petak-petak atau blok penggarapan lahan
Perhutani yang dilakukan oleh LMDH. Hal ini disampaikan oleh anggota
TKPD. Perhutani kurang memperhatikan peta atau blok lahan yang akan
dimanfaatkan oleh LMDH. Perhutani tidak memperhatikan batas yang dibuat
menurut versi Perhutani dengan batas menurut administrasi pemerintahan,
khususnya wilayah Kecamatan. Ada blok yang dimiliki oleh dua LMDH,
dimana pembagian blok perhutani tidak sesuai dengan batas wilayah
administrasi pemerintahan, sehingga batas administrasi pemerintahan sering
menjadi permasalahan. Dengan demikian ada satu blok yang dikelola 1 LMDH
tetapi berada pada 2 wilayah administrasi Kecamatan. Hal tersebut disampaikan
oleh Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Wonosobo: “Blok-blok yang ada
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dimiliki oleh 2 LMDH, dimana pembagian blok perhutani tidak sesuai dengan
batas wilayah administrasi pemerintahan, batas administrasi sering menjadi
permasalahan.”

Sumberdaya Manusia di tingkat LMDH menjadi suatu hambatan
tersendiri sewaktu akan dilakukan suatu pelaksanaan koordinasi antara Perhutani
dengan berbaga institus terkait dengan pengelolaan hutan lindung, termasuk
dengan LMDH. Secara umum kualitas sumberdaya manusia LM DH yang berada
di tingkat desa, mash belum memadal, serta kurang mampu mengimbangi
kualitas sumberdaya yang pada umumnya dimiliki oleh institus lain. Hal
tersebut disampaikan oleh salah satu camat yang berada di Kabupaten
Wonosobo:

“Dalam ha koordinasi, sebetulnya masalah SDM, jadi untuk

menggerakkan suatu institusi memang diperlukan SDM, dengan SDM

yang biasa sgja, ya sulit. Jadi untuk menggerakkan suatu institusi memang
diperlukan SDM pak, jadi kalo kita masih biasa-biasa sgja dengan SDM
semacam itu ya saya mengatakan sulit.”

Menurut salah satu lurah yang ada di Kabupaten Wonosobo, koordinasi
yang dilakukan oleh tingkat pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam
rangka pengelolaan kawasan lindung, termasuk hutan lindung, belum maksimal.
Pemerintah Daerah mempunyai kewagjiban melalui Forum Komunikas
(Forkom) yang di Kabupaten Wonosobo disebut dengan Forum Hutan
Wonosobo (FHW) untuk melakukan koordinasi dalam wilayahnya dalam rangka
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo yang lestari dan terintegras
(Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari dan Terintegrasi/PSDHLT). Pemda
mengkoordinasi berbagai pihak yang terkait dengan hutan, termasuk hutan
lindung, di Kabupaten Wonosobo. Institusi-institusi tersebut antara lain
termasuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perum Perhutani, Lembaga
Masyarakat Desa Hutan. Kondis ketidak lancaran pelaksanaan koordinasi
tersebut menyebabkan jalur komunikas yang harusnya terjadi antara koordinasi
di tingkat desa melalui kecamatan dan ke kabupaten juga kurang lancar.
Implikasi hal tersebut menyebabkan pelaksanaan koordinasi menggunakan
dternatif lain yaitu melalui pemanfaatan forum Paguyuban yang ada di antara
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LMDH tersebut. Pernyataan yang disampaikan oleh Lurah yang ada di
Kabupaten Wonosobo:

“Karena di kabupaten belum maksimal, di Kecamatan jugatidak melalui

Forkom Kecamatan tapi langsung ke ketua Paguyuban Kabupaten.

Rendahnya SDM dari pendidikan jadi pengertian tentang pengelolaan

dan pemanfaatn hutan sangat kurang.”

Ha yang hampir sama disampaikan oleh sdah satu ketua LSM di
Kabupaten Wonosobo, dimana dinyatakan bahwa dalam pengel olaan hutan yang
ada di Kabupaten Wonosobo, terdapat Forum Koordinasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Wobosobo yang disebut dengan Forum Hutan
Wonosobo (FHW). Forum itu berusaha menjembatani berbagai kepentingan
pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Wonosobo
termasuk hutan lindung. Forum itu juga harus dapat mewadahi berbagai
kepentingan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan di
Kabupaten Wonosobo. Dengan berbaga permasalahan yang ada diharapkan
kepentingan masyarakat yang terletak atau berdekatan dengan kawasan atau
hutan lindung tidak terabaikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan
kewenangan yang dimiliki maka kegiatan yang dilakukan oleh  FHW
diharapkan mampu memfasilitasi sekaligus mengevaluas kegiatan PHBM di
Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut diungkap oleh LSM di Kabupaten
Wonosobo:

“ Oke lah yang penting Forum Hutan Wonosobo, bagaimana masyarakat

bisaikut terlibat di dalamnya, bagaimana forum itu ya memfasilitasi dan

mengevaluas kegiatan PHBM di Wonosobo, khususnya baik
menyangkut kerjasama maupun dalam pelaksanaan pengelolaan
bersama.”

Koordinas yang kurang maksimal dalam pengelolaan hutan lindung
mengakibatkan informasi yang diterima beberapa pihak yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung juga kurang berjalan lancar. Apabila sudah
dilakukan kesepakatan atau pemahaman mengenai bentuk pengelolaan hutan
dalam suatu kawasan hutan lindung, dalam hal ini Perum Perhutani sebagai

pihak yang berwenang harus mampu mengkoordinasikan pihak yang terkait,
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dalam hal ini adalah LMDH. Salah seorang Ketua LMDH mengatakan bahwa
dalam kenyataannya, proses pengurusan kerjasama antara LM DH dengan Perum
Perhutani, masih ditemui ketidak jelasan mengenal kepastian penyelesaian
Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Under standing/MoU) antara LMDH dan
Perum Perhutani. Hal tersebut diungkap oleh LSM Kabupaten Wonosobo:

“Lha kalau Perhutani itu sudah dapat hijaunya hutan ataupun konservasi

pak, tapi sayangya itu Iho dalam bagi hasilnya, itu yang saya kurang sreg

bener. Misakan kita mengusulkan ke pak Admin, itu prosesnya

menunggunya lama pak.”

Sebagian informasi yang diberikan oleh informan tersebut diringkas
dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4 Hasil pendapat Para Pelaku tentang Koordinasi

Pelaku Pikiran dan Pendapat Pelaku
Kepala Resor Pemangkuan “Peraturan ttg Paguyuban sendiri saya tidak tahu tapi pernah
Hutan (RPH) Kab. dengar adanya ditingkat Unit atau KPH.”
Wonosobo
Dishutbun Wonosobo “Perhutani mempunyai masyarakat desa hutan sebagai binaan,

namun terkadang dalam pelaksanaanya Perhutani sering
meninggalkan kami”

Tim KerjaPemulihan Dieng | “Blok-blok yang ada dimiliki olen 2 LMDH, dimana

(TKPD) Wonosobo pembagian blok perhutani tidak sesuai dengan batas wilayah
administras pemerintahan, batas administrasi sering menjadi
permasalahan.”

Camat “Dalam hal koordinasi, sebetulnya masalah SDM, jadi untuk

menggerakkan suatu instituss memang diperlukan SDM,
dengan SDM vyang biasa sgaya sulit. Jadi  untuk
menggerakkan suatu institus memang diperlukan SDM pak,
jadi kalo kita masih biasa2 §a dg sdm semacam itu ya saya
mengatakan sulit.”

Lurah “Karena di kabupaten belum maksimal, di Kecamatan juga
tidak melalui Forkom Kecamatan tapi langsung ke ketua
Paguyuban Kabupaten. Rendahnya SDM dari pendidikan jadi
pengertian ttg pengelolaan dan pemanfaatn hutan sangat

kurang.”
Ketua Lembaga Swadaya “ Oke lah yang penting Forum Hutan Wonosobo bagaimana
Masyarakat (LSM) masyarakat bisaikut terlibat di dalamnya,.....bagaimana forum

itu ya memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan PHBM di
Wonosobo khususnya baik menyangkut kerjasama maupun
dalam pelaksanaan pengelolaan bersama.”

Ketua Lembaga Masyarakat “Lha kalau Perhutani itu sudah dapat hijaunya hutan ataupun
Desa Hutan (LMDH) konservasi, tapi sayangya dalam bagi hasil, itu saya kurang
sreg. Misalkan kita mengusulkan ke pak Admin prosesnya
menunggunya lama pak.”

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014




Berdasarkan pemaparan sebelumnya, berikut ini digambarkan Rich

Picture mengenai governansi dalam pengelolaan hutan lindung:
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Gambar 5.2 Rich Picture Pengelolaan Hutan Lindung

Tatakelola Dalam
Pengelolaan

Hutan Lindung
dengan

memakai SSM

o UNIVERSITAS
Ui ¥ INDONESIA

itias, Justilion | Erk

K ebutuhan Lahan bagi
Masyarakat Desa Hutan
untuk ditanami

Perambahan
Hutan

P w
|
Promotor dan
Ko-Promotor
;iJJ
I

Pendliti dan Praktisi
SSM

Pereview
Al adomils

di Wonosobo

o

Wonosobo

Instansi
Lain

M asyarakat Desa
Hutan (M DH)

Pengelolaan Hutan
Lindung

Hutan Lindung

K ebijakan

\k Defor estasi/Rusak

N

Pemda

\A nnnenhn

PP.72/2010:K ewenangan Per hutani

mengelola hutan di Wonosobo

Kebijakan PHBM 4fzm—wmw

epentingan

UU. 32/2004:

Pemerintahan

PP.38/2007: Pembagian
Urusan Pemerintahan

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014
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ROOT DEFINITIONS DAN MODEL KONSEPTUAL

Dalam bab ini akan dijelaskan The Sream of Logic-Based Enquiry
dimana analisisnya berbasis logika yang berlangsung pada tahap berpikir serba
sistem tahap 3 dan tahap 4 dari SSM. Adapun kategori The Stream of
Cultural Enquiry yang telah dijelaskan di bagian awal berlangsung pada tataran
dunia nyata yang berlangsung pada tahap 1, 2, 5, 6, dan 7 (Checkland dan
Scholes, 1990). Pada tahap 3 dan tahap 4 dari The Stream of Logic-Based
Enquiry ini sebagai tahapan berpikir serba sistem mengenai dunia nyata yang
menyangkut tahap pemilihan dan penamaan sistem aktivitas manusia yang
relevan (Relevant Purposeful Activity Systems ) serta tahap pembuatan model
konseptual (Conceptual Model).

5.1 Root Definitions of Relevant Purposeful Activity Systems

Pada tahap 3 ini dibuat root definition of relevant system sebagai suatu
deskrips terstruktur dari sebuah sistem aktivitas manusia yang relevan dengan
situasi problematis yang menjadi perhatian di daam penditian ini
(Hardjosoekarto, 2012). Dalam root definition (definisi akar) tergambar proses
transformasi dalam organisasi menyangkut apa, bagaimana, dan mengapa dalam
hubungannya dengan proses transformasi dalam organisasi. Penulisan root
definition mengenai governans dalam pengelolaan hutan lindung dilakukan
dengan menggunakan formula “ mengerjakan P dengan Q untuk mewujudkan R,
dimana PQR menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa’ (Checkland
dan Poulter, 2006). Root definition disusun berdasarkan 3 pertanyaan penelitian
yang akan dijawab melaui penggunaan model konseptual. Dengan
menggunakan pendekatan research interest dan problem solving dari McKay
dan Marshall (2001), maka peneliti memilih 1 sistem yang paling relevan
mengenai research interest dan 2 sistem mengena problem solving, dimana
keseluruhan sistem tersebut dijabarkan menjadi 8 root definition.
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Analisis CATWOE

Agar root definition benar-benar dapat dipakai sebagai dasar dalam
pembuatan model konseptual, maka perlu dicek dengan menggunakan alat
bantu analiss CATWOE, sehingga root definition benar-benar mampu
menggambarkan sebuah sistem aktivitas manusia yang punya maksud yang
relevan yang kita pilih. CATWOE merupakan singkatan dari Customers (C),
Actors (A), Transformation Process (T), Worldview (W), Owners (O),
Environment Constraints(E). Selain itu juga digunakan kriteria kinerja 3E
yaitu: 1) Efikasi, 2) Efisiensi, dan 3) Efektivitas. Efikas mengacu kepada
keberhasilan transformasi T dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
Adapun kriteria Efisienss merujuk kepada pemakaian sumberdaya yang
minimum dalam mencapal proses transformasi T. Sedangkan kriteria Efektivitas
mengacu kepada pencapaian tujuan jangka panjang Yyang lebih baik yang
disebabkan oleh transformasi T. Ketiga kriteria tersebut digunakan dalam
pengawasan terhadap kinerja dari seluruh tahapan kegiatan dari suatu sistem
aktivitas yang punya maksud yang tujuannya adalah untuk pelaksanaan kontrol
terhadap aktivitas kegiatan tersebut.

Dalam rangka kajian mengenai governans dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan rich picture seperti yang
tergambar dalam Gambar 5.1, dilakukan pengelompokkan dunia nyata dalam 3
sistem yang relevan yang didasarkan atas konsep dalam pengelolaan hutan
lindung, yaitu governansi, implementasi kebijakan, dan koordinasi. Sistem
tersebut dijabarkan menjadi 8 root definition dengan mengacu kepada elemen
CATWOE dadam rangka menganalisis proses transformas menyangkut
research interest dan problem solving. Root definitions dalam research interest
terdiri atas 6 aspek yaitu: 1)Partisipasi; 2) Efisiensi dan Efektivitas; 3) Keadilan
dan Kesetaraan; 4) Transparansi; 5) Akuntabilitas, dan 6) Konsensus,
sedangkan root definitions pada problem solving terdiri atas: 1) Implementasi
Kebijakan dan 2) Koordinasi.
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a) Root Definitions Governansi dalam Pengelolaan Hutan Lindung
(Research Interest)
Root definitions yang merujuk research interest mengenai Governans
terdiri atas 6 prinsip yaitu: 1) Partisipasi; 2) Efisens dan Efektivitas; 3)

Keadilan dan Kesetaraan; 4) Transparansi; 5) Akuntabilitas; dan 6) Konsensus.

Dibawah ini adalah tabel mengenai 6 root definitions yang berkaitan dengan

research interest menyangkut governansi dalam pengelolaan hutan lindung.

Tabd 5.5 Root Definitions Penelitian
(Research Interest)

Nama Root
Definiton
(RD)

Kegiatan

Ket

Partisipasi

Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah untuk
meningkatkan partisipas masyarakat (P) melalui pemberdayaan
masyarakat (Q) dalam rangka menjamin tercapainya penataan
ulang governansi  hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R)

RD 1

Efisens dan
Efektivitas

Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah  untuk
meningkatkan efisiens dan efektivitas perusahaan(P) melalui
penyusunan Standard Operational Prosedure (SOP) (Q) dalam
rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo (R)

RD 2

Keadilan dan
K esetaraan

Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah  untuk
mengoptimalkan keadilan (fairness) dan kesetaraan (equity) (P)
melalui perencanaan program (Q)  dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governans  hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo (R)

RD 3

Transparans

Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah untuk
meningkatkan transparansi (P) melaui proses pelayanan kepada
masyarakat (Q) dalam rangka menjamin tercapainya penataan
ulang governansi  hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R)

RD 4

Akuntabilitas

Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah untuk
meningkatkan akuntabilitas (P) melalui implementasi program
(Q) daam rangka menjamin tercapainya penataan ulang
governans hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R)

RD 5

Konsensus

Sebuah sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah
untuk  meningkatkan konsensus (P) melalui pembuatan

RD 6

95



Nama Root Kegiatan Ket

Definiton
(RD)

keputusan (Q) dalam rangka menjamin tercapainya penataan
ulang governansi  hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R)

Sumber: Olahan Pendliti, 2014
Di bawah ini disusun CATWOE sebagai adat uji atau analisis untuk ke

enam root definition dalam konteks research interest tersebut. Root Definition
1 tentang Partisipasi adalah: “ Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah  untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat (P) melalui pemberdayaan masyarakat (Q)
dadam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governans dalam
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R).” Peran dari pendliti,
pembimbing, dan penguji dalam konteks ini adalah dalam kaitannya dengan
research interest, untuk kepentingan pengembangan konsep dan teori partisipasi
sebagai salah satu prinsip dalam governansi yang baik, dan bukan dalam rangka
pemecahan masalah (problem solving interest), sehingga peran mereka tidak
langsung berkaitan dengan pemecahan masalah menyangkut partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.

Analisis CATWOE untuk Root Definition Partisipas Masyarakat dapat
dilihat padatabel berikut.

Tabel 5.6 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 1:Partisipasi Masyarakat

Customers (C) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit

| Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ),Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit

| Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas K ehutanan
dan Perkebunan )

Transformation | Terwujudnya partisipas masyarakat yang lebih aktif dalam segala
Process (T) kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan

lindung melalui koordinasi program pemberdayaan masyarakat,
khususnya dengan LMDH, FHW, Pemkab Wonosobo, dan TKPD;
sosialisas kebijakan Perhutani dan diseminas informasi kepada MDH
terkait fungsi hutan lindung, kelestarian hutan lindung, serta kegiatan
MDH yang membahayakan lingkungan hidup; melalui pemberian
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saran atau pertimbangan kepada MDH misalhya mengenai rencana
program MDH atau penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS); melalui
pemberdayaan FHW dalam menangani permasalahan  pengelolaan
hutan lindung; melalui pembinaan dan bantuan bagi MDH yang ingin
melakukan kegiatan dalam kawasan hutan lindung; melalui pendidikan
dan pelatihan bagi anggota LMDH terkait dengan pemanfaatan dan
pengelolaan hutan lindung, dalam rangka menjamin tercapainya penataan
ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Worldview (W)

Partisipass masyarakat yang lebih aktif dalam segala kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung sangat
penting dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governans
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas K ehutanan
dan Perkebunan ) memahami dan menyadari akan perlunya perubahan
menyangkut partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta
dalam menjaga kelestarian fungsi hutan lindung, mengingat dampak
negatif yang merugikan semua pihak jika hutan lindung rusak.

Owners (O)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas K ehutanan
dan Perkebunan ).

Environmental
Constraints (E)

Rendahnya pendidikan masyarakat desa hutan sehingga kurang
dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian fungs hutan
lindung. Kualitas sumberdaya manusia di Perum Perhutani dapat
menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa
hutan.  Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi
masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani sehingga berpengaruh
dadam rendahnya partispas masyarakat desa hutan dalam
pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung. Masyarakat kurang
mampu secara ekonomi sehingga membatas gerak aktivitasnya
untuk berpartisipasi. Belum memadainya kondis organisasi
LMDH sehingga berdampak kurang maksimalnya peranan
pengurus dan anggota organisasi dalam beraktivitas. Kondisi-
kondis tersebut dapat menyebabkan kendala bagi terselenggaranya
partisipasi yang aktif dari masyarakat desa hutan dalam pengelolaan
hutan lindung.

M enetapkan
kriteria kinerja
melalui 3E.

E-Efikasi/ Kesediaan dan kemampuan masyarakat desa hutan
Keberlang- (MDH), sumber daya dan dukungan LMDH, peran
sungan Perum Perhutani  dan stakeholder, kagian dan

penelitian mengenali pemberdayaan masyarakat desa
hutan (MDH), serta kebijakan pengelolaan hutan
lindung sangat membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governans hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo.
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E-Efisiens Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran Perum
Perhutani mengingat luasnya wilayah hutan lindung.
Menggunakan fasilitas dan sarana Perum Perhutani terkait
dengan beratnya medan hutan lindung.

E-Efektivitas | Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Perum
Perhutani dan stakeholder, terselenggara partisipas
masyarakat secara lebih aktif untuk memanfaatkan dan
mengelola hutan lindung  dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di
Kabupaten Wonosaobo.

Sumber: Olahan Peneliti, 2014
Root Definition 1 merupakan gambaran yang paling relevan mengenai

proses peningkatan partisipas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang prinsip governans
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Pihak-pihak (Customers)
yang berkepentingan dengan sistem partisipasi adalah Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah;
Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan ),
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); Masyarakat Desa Hutan (MDH).
Pihak-pihak ini merupakan sekelompok orang atau lembaga yang langsung atau
tidak langsung menjadi pihak yang akan diuntungkan dan berkepentingan
dengan proses transformasi menyangkut partisipass melalui  proses
pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan lindung dimana
partisipass merupakan  salah satu prinsip governansi yang bak dalam
pengel olaan hutan lindung.

Sebagal Actors, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara -
Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah  merupakan sekumpulan orang atau
lembaga yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan proses
transformasi (T) baik langsung maupun tidak langsung menyangkut transformasi
partispasi masyrakat dalam pengelolaan hutan lindung menjadi ke arah
partisipasi yang lebih baik. Adapun sebagai Owners(O), Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan
mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan pengembangan partisipasi

melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung. Pihak-
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pihak ini (owners) mempunya kewenangan untuk meneruskan atau
menghentikan kegiatan proses transformasi tersebut.

Transformasi (transformation) diartikan sebagal suatu proses pengubahan
input menjadi output, baik yang bersifat konkret maupun abstrak
(Hardjosoekarto, 2012). Sedangkan Checkland dan Scholes (1990) menegaskan
bahwa proses transformasi merupakan pengubahan atau transformasi  entitas
tertentu sebagal suatu input menjadi suatu output dalam suatu entitas yang sama.
Gambar di bawah ini menunjukkan formulasi suatu proses transformasi:

Gambar 5.3. Proses Transformasi

Input Transformation | Output(that entity in
(some entity) > process ”| atransformed state)

Sumber: Checkland dan Scholes (1990).

Yang menjadi input dari proses transformasi menyangkut partisipasi
adalah masyarakat desa hutan (MDH) yang berada di dalam wadah institusi
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang keterlibatan dalam program
pengelolaan hutan lindung masih dianggap kurang partisipatif. Selain itu input
yang lain adaah adanya kesediaan dan kemampuan masyarakat desa hutan
(MDH), sumber daya dan dukungan LMDH, peran Perum Perhutani dan
stakeholder, kgjian dan penelitian mengena pemberdayaan masyarakat desa
hutan (MDH), serta kebijakan pengelolaan hutan lindung.

Proses pengubahan atau transformasi T mengenai partisipasi melaui
pemberdayaan masyarakat desa hutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait
dengan pengelolaan hutan hutang lindung yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah serta Pemerintah
Kabupaten Wonosobo (Dinas K ehutanan dan Perkebunan ). Strategi atau metode
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KPH Kedu Utara agar
masyarakat desa hutan (MDH) lebih berpartisipasi dalam program pengelolaan
hutan lindung adalah dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi program

dan kebijakan Perhutani menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
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oleh MDH. Adapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Wonosobo bersama-sama dengan Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD)
Kabupaten Wonosobo adalah memberikan informas terkait fungsi hutan
lindung serta menjaga kelestarian hutan lindung serta aspek-aspek kegiatan
MDH yang dapat membahayakan lingkungan hidup, seperti erosi, longsor,
maupun  perambahan hutan oleh masyarakat yang dapat  berakibat
berkurangnya fungsi hutan lindung.

Pihak yang berkepentingan (stakeholder) seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat  memberikan saran atau pertimbangan kepada MDH misalnya
dalam memberikan pertimbangan mengenai rencana program MDH atau
penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LMDH dengan pihak Perum
Perhutani. Forum Hutan Wonosobo (FHW) sebagai wadah koordinasi yang
dibentuk oleh Pemda Kabupaten Wonosobo bersama-sama dengan Perum
Perhutani memiliki peran penting dalam memfasilitas institus yang terkait
dengan kegiatan MDH seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Perhutani
dalam membicarakan atau menangani permasalahan dalam pengelolaan hutan
lindung. Adapun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memberikan
pembinaan dan bantuan bagi MDH yang ingin melakukan kegiatan dalam
kawasan hutan lindung milik Perhutani.

Terwujudnya partisipas masyarakat yang lebih aktif dalam segala
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung
melalui koordinasi program pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan
LMDH, FHW, Pemkab Wonosobo, dan TKPD; sosialisas kebijakan Perhutani
dan diseminasi informasi kepada MDH terkait fungs hutan lindung, kelestarian
hutan lindung, serta kegiatan MDH yang membahayakan lingkungan hidup;
melalui  pemberian saran atau pertimbangan kepada MDH misalnya mengenai
rencana program MDH atau penyusunan  Perjanjian Kerja Sama (PKS);
melalui pemberdayaan FHW dalam menangani permasalahan pengelolaan
hutan lindung; melalui pembinaan dan bantuan bagi MDH yang ingin
melakukan kegiatan dalam kawasan hutan lindung; melaui pendidikan dan
pelatihan bagi anggota LMDH terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan
hutan lindung, dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governans
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hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Melalui proses Transformasi T yang
dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam peningkatan
partisipass MDH melalui pemberdayaan MDH maka output yang diharapkan
adaah MDH dapat meningkat tingkat partisipasinya dari suatu masyarakat
yang tingkat partisipasinya kurang baik menjadi lebih baik lagi dalam kaitannya
dengan program pengelolaan hutan lindung.

Daam analisis CATWOE yang menyangkut Worldview, aspek partisipas
sangat penting dalam rangka menata ulang governansi dalam pengelolaan hutan
lindung. Menurut Denhardt dan Denhardt (2007) dalam rangka pemberdayaan
masyarakat maka perlu ada fasilitasi untuk mendorong individu-individu dalam
pelaksanaan program untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka,
apa yang menjadi komitmen mereka sehingga dapat menciptakan rasa memiliki
bagi individu-individu tersebut, merasa ikut bertanggungjawanb mengenai
pelaksanaan program. Demikian pula pemberian kewenangan atau kesempatan
kepada masyarakat dalam rangka partisipasi dapat meningkat maka
pemberdayaan perlu dilakukan terhadap individu dalam pelaksanaan program
dilakukan sehingga masyarakat dapat mengatasi dan menolong diri mereka
sendiri  (Osborne dan Gaebler, 1992). Anggapan pentingnya partisipasi dalam
rangka membangun governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung juga
disampaikan oleh salah seorang anggota masyarakat dessh hutan  yang
mengatakan:

“ Inginnya ya harus ada penyuluhan dari pihak Perhutani pak, lebih baik

lagi sambil menunggu tanaman kopinya, lebih baik lagi ada bantuan dari

pihak Perhutani. Memang berat apabila harus mengolah lahan untuk
tanaman kopi dalam jangka waktu 5 tahun”.

Dalam rangka proses transformasi untuk meningkatkan partisipasi
melalui  pemberdayaan masyarakat dijumpa  bebergpa hambatan (E:
Environmental Constraints) menyangkut sumber daya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana baik hambatan yang dialami oleh pihak Perhutani maupun
oleh para pemangku kepentingan yang lain. Sumber daya Perhutani juga masih
mengalami kendala dimana pada umumnya pendidikan yang dimiliki oleh

pegawa Perhutani yang ditempatkan di Kabupaten Wonosobo (BKPH
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Wonosobo) kebanyakan setingkat sekolah menengah. Dari total jumlah pegawai
BKPH Wonosobo sebanyak 42 orang, hanya ada 1 orang yang lulusan Sarjana,
SMA=29 orang, SMP= 9 orang, dan SD = 3 orang (Data Statistik BKPH
Wonosobo, 2013). Salah satu Lurah di Kabupaten Wonosobo juga memberikan
informasi mengenai kendala yang menyangkut Sumber Daya Manusia LMDH: “
Rendahnya SDM dari pendidikan, jadi pengertian tentang pengelolaan dan
pemanfaatan hutan sangat kurang”.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menyangkut
partisipasi adalah karena masih dijumpainya masyarakat yang kurang mampu
seperti disampaikan oleh Yulianti (2012) dimana salah satu kebijakan yang
tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melaui pemberdayaan
masyarakat terutama masyarakat miskin dalam organisas sosia kemasyarakatan
yang ada. Selain itu untuk peningkatan partisipasi masyarakat juga dijumpai
hambatan berkenaan dengan masih belum memadainya kondisi organisas
LMDH seperti disampaikan oleh salah seorang ketua LMDH yang lain yang
mengatakan: ” Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan LMDH belum
kuat semua. Di Wonosobo semua Desa sudah ber LMDH semua, tapi hanya
formalitas.”

Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melaui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Dalam
aspek efikas dilihat sgjauh mana partisipas masyarakat dapat berlangsung
melalui pemberdayaan masyarakat. Efisiensi terkait dengan sgauh mana
penggunaan sumberdaya dapat dilakukan secara minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, Sarana dan prasarana), dan efektivitas menyangkut
tercapainya peningkatan dari masyarakat yang kurang berpartisipasi menjadi
lebih berpartisipasi dalam kaitannya dengan kebijakan ataupun program dalam
pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian
tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformas yang berlangsung, agar

kinerjatercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
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Adapun proses perubahan atau transformasi partisipas masyarakat dapat

digambarkan sebagai berikut:

==~ INPUT

-
s,

Gambar 5.4. Proses Transformasi Partisipas Masyarakat

KKesediaan dan

kemampuan masyarakat
desa hutan (MDH)

e Sumber daya dan
dukungan LMDH

e Peran Perum Perhutani
dan stakeholder

o Kagjian dan penelitian

masyarakat desa hutan
(MDH)

o Kebijakan pengelolaan
hutan lindung.

o

mengenai pemberdayaan

"""" PROSES TRANSFORMASI ~~""7"7"77""7 OUTPU --._
% Melalui koordinasi program \ N

pemberdayaan masyarakat, khususnya )

\ dengan LMDH, FHW, Pemkab /TefWUJ udnya N
Wonosobo, dan TKPD. masyarakat desa

o Melalui sosiaisasi kebijakan Perhutani hutan yang
dan diseminasi informasi kepada MDH |:> fg)saru?gg:;urang
|:> terkait fungs hutan lindung, kelestarian menjadi lebih

hutan lindung, serta kegiatan MDH yang
membahayakan lingkungan hidup.
Melalui pemberian saran atau
pertimbangan kepada MDH misalnya
mengenai rencana program MDH atau
penyusunan Perjanjian Kerja Sama
(PKS).

Melalui pemberdayaan FHW dalam
menangani permasalahan pengelolaan
hutan lindung.

Melalui pembinaan dan bantuan bagi

/

MDH yang ingin melakukan kegiatan
dalam kawasan hutan lindung.
Melalui pendidikan dan pelatihan bagi
anggota | MDH terkait dennan

.

berpartisipasi secara
aktif untuk terlibat
dalam pengelolaan
hutan lindung

)

pemanfa Umpan Balik 1hutan
\\Iindung.

e Rendahnya pendidikan masyarakat desa hutan sehingga kurang dapat
memahami pentingnya menjaga kel estarian fungsi hutan lindung.

o Kualitas sumberdaya manusia di Perum Perhutani dapat menjadi kendala
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa hutan.

e Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa
hutan oleh Perum Perhutani sehingga berpengaruh dalam rendahnya
partisipas masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan
hutan lindung.

e Masyarakat kurang mampu secara ekonomi sehingga membatasi gerak
aktivitasnya menyangkut partisipasi pengelolaan hutan lindung.

e Belum memadainya kondisi organisas LMDH sehingga berdampak
kurang maksimalnya peranan pengurus dan anggota organisasi dalam
beraktivitas.

Berikut di bawah ini disusun CATWOE sebagai aat uji atau analisis
Root Definition 2 tentang Efisiens dan Efektivitas yaitu: “ Sistem

untuk
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yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perusahaan (P) melaui penyusunan Sandard Operational Prosedure (SOP) (Q)
dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung
di Kabupaten Wonosobo (R).”  Adapun yang menjadi peran dari peneliti,
pembimbing, dan penguji dalam konteks ini adalah dalam kaitannya dengan
research interest, untuk kepentingan pengembangan konsep efisens dan
efektivitas melalui Standard Operational Procedure (SOP) sebagai salah satu
prinsip dalam governansi yang baik, bukan dalam rangka pemecahan masalah
(problem solving interest), oleh karena itu peran peneliti, pembimbing, dan

penguji tidak secara langsung terkait dengan pemecahan masalah menyangkut

efisiens dan efektivitas dalam pengelolaan hutan lindung.
Anaisis CATWOE untuk Root Definition Efisiens dan Efektivitas
dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.7 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 2: Efisiensi dan Efektivitas

Kinerja Perum Perhutani

Customers (C)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ), Tim Kerja  Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah

Transformation
Process (T)

Tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur Perum
Perhutani yang mampu mewujudkan visi, misi, serta tujuan Perum
Perhutani  melalui proses penyusunan Standard Operational Procedure
(SOP) yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten; kerjasama dan
sinergi antarindividu dan unit-unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan; penggunaan saranaprasarana, dana, dan anggaran yang tepat;
tugas dan tanggung jawab aparatur yang jelas, pelayanan yang
meringankan masyarakat pengguna jasa dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governans  hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Worldview (W)

Efisenss dan Efektivitas melalui penyusunan Sandard Operational
Procedure (SOP) yang mampu dilaksanakan secara maksimal oleh Perum
Perhutani sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya penataan
ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Owners (O)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
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Jawa Tengah

Environmental
Constraints (E)

Kualitas sumberdaya manusia di Perum Perhutani dapat menjadi kendala
dalam meningkatkan efisiens dan efektivitas organisasi; motivasi kerja
aparatur Perum Perhutani yang kurang dalam menjalan tugas dan tanggung
jawab; birokras dalam organisasi yang kurang mendukung; wilayah hutan
lindung yang luas dapat menjadi kendala dalam menerapkan efisensi dan
efektivitas kerja; sarana dan prasaran yang kurang memadai bagi aparatur
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kondisi-kondisi tersebut
dapat menyebabkan kendala bagi terselenggaranya kinerja organisasi Perum
Perhutani yang efektif dan efisien.

M enetapkan
kriteria kinerja
melalui 3E.

E-Efikasi/ Tuntutan pengguna jasa yang dapat dipenuhi oleh Perum
Keberlang- Perhutani, struktur organisasi Perum Perhutaniyang sesuai
sungan dengan kondisi hutan lindung, sumber daya manusia dan
anggaran Perum  Perhutani yang  memadal,
terselenggaranya  tugas dan tanggung jawab aparatur
Perhutani dalam wilayah hutan lindung maupun kebijakan
pengelolaan hutan lindung sangat penting dalam rangka
menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo.

E-Efisiens Penggunaan sumber daya keuangan Perum Perhutani secara
memadai dan sesuai kebutuhan prioritas. Menggunakan
faglitas dan sarana Perum Perhutani secara tepat sesua
dengan kondisi hutan lindung yang menjadi lokasi kegiatan.

E-Efektivitas | Tercapainya kinerja organisas Perum Perhutani yang lebih
efisien dan efektif berdasarkan  Standard Operational
Procedure (SOP) dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governans hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

Sumber: Olahan Peneliti, 2014
Root Definition 2 menunjukkan gambaran mengenai proses peningkatan

efisens dan efektivitas kinerja Perum Perhutani  dalam pengelolaan hutan

lindung melaui penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) dalam

rangka menjamin tercapainya penataan ulang prinsip governansi pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Obyek dalam penelitian ini adalah
hutan lindung yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo. Adapun Customers
sebagal orang atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini khususnya
dadam sistem efisiens dan efektivitas kinerja Perum Perhutani  dalam
pengelolaan hutan lindung adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten
Wonosobo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan ); Pihak yang berkepentingan
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(stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga
Donor, Usaha Swasta); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH);
Masyarakat Desa Hutan (MDH). Orang-orang atau lembaga-lembaga ini
sebagai Customer merupakan pihak yang langsung atau tidak langsung akan
diuntungkan dan berkepentingan dengan proses transformasi menyangkut
efisenss dan efektivitas kinerja Perhutani melaui penyusunan Sandard
Operational Procedure (SOP) sebagal salah satu prinsip governans yang baik
dalam pengel olaan hutan lindung.

Sebagal Actor, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan sebuah institus yang melakukan
kegiatan dalam rangka proses Transformasi (T) baik langsung maupun tidak
langsung mengenai transformasi  yang terkait dengan efisiens dan efektivitas
kinerja Perhutani melalui penyusunan Standard Operational Procedure (SOP)
dari kinerja Perhutani yang dianggap kurang efisien dan efektif menjadi ke arah
kinerja yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula sebagai Owners (O),
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah mempunyai kewenangan dalam hubungannya dengan peningkatan
efisenss dan efektivitas kinerja Perhutani melalui penyusunan Sandard
Operational Procedure. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara -
Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan suatu lembaga yang
mempunyai kemampuan untuk meneruskan atau menghentikan kegiatan proses
transformasi tersebuit.

Konsep transformasi menyangkut proses perubahan input menjadi suatu
output baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Yang menjadi input dari
proses transformasi ini adalah Standard Operational Procedur.  Proses
pengubahan atau transformasi menyangkut penyusunan Standard Operational
Procedure (SOP) dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan
hutang lindung yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah. Daam menyusun SOP yang efektif, KPH
Perhutani harus merujuk kepadafungsi dan struktur organisasi Perhutani. Selain
itu kriteria SOP yang efektif harus ~ menjelaskan upaya pencapaian tujuan,
dalam menjalankan misi dan untuk mewujudkan Visi Perum Perhutani; dalam
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penyusunannya harus memenuhi kriteria manual SOP, serta dapat menyesuaikan
dengan kondisi-kondisi permasalahan yang ada serta kemungkinan hambatan
dalam implementasi SOP. Melalui proses Transformasi T yang dilakukan oleh
KPH Perum Perhutani dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja
Perum Perhutani melalui penyusunan Standard Operational Procedure maka
output yang diharapkan  adalah kinerja dari Perum Perhutani yang kurang
efisien dan efektive menjadi lebih efisien dan efektif dalam kaitannya dengan
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten WWonosobo.

Tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur Perum
Perhutani yang mampu mewujudkan visi, misi, serta tujuan Perum Perhutani
melalui proses penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) yang
melibatkan pihak-pihak yang berkompeten; kerjasama dan sinergi antarindividu
dan unit-unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan; penggunaan
sarana,prasarana, dana, dan anggaran yang tepat; tugas dan tanggung jawab
aparatur yang jelas, pelayanan yang  meringankan masyarakat pengguna jasa
dalam rangka menjamin tercapai nya penataan ulang governans hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo.

Analisis CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan efisienst dan efektivitas kinerja Perhutani melalui  penyusunan
Sandard Operational Procedure sangat penting dalam rangka menata ulang
governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Menurut Stup (2001) proses
pengembangan SOP yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan
dimana proses penyusunannya harus mempertimbangkan masukan dari semua
orang. Praktek terbaik untuk mengembangkan SOP adalah melalui keterlibatan
aktif dari parapegawai. Sama seperti kegiatan managemen lainnya, perencanaan
yang baik dapat meningkatkan peluang sukses didasarkan atas standar operasi
prosedur (Stup, 2002). Dalam implementasi efisiensi dan efektivitas melalui
penggunaan SOP, sudah dibuat suatu SOP antara lain mengenai Penanaman
Tanaman Bawah Tegakan, seperti disampaikan oleh Kepala Sub Sekst PHBM
Perhutani Kedu Utara.

Dalam rangka proses transformasi untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas melaui penyusunan SOP Perhutani, dijumpai beberapa hambatan (E:
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Environmental Constraints) menyangkut sumber daya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana baik hambatan yang dialami oleh pihak Perhutani maupun
oleh para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Dalam
kaitannya dengan efisienss dan efektivitas menyangkut pengelolaan hutan
lindung, pengelolaan hutan lindung dianggap tidak efisien karena jumlah
Mandor yang mengawas hutan lindung jumlahnya tidak sebanding yang
disampaikan oleh Kepalal/Asper BKPH Kabupaten Wonosobo.  Pengelolaan
hutan lindung juga dianggap kurang efektif khususnya sewaktu diadakan
kegiatan bersama antar stake holder karena SDM Perhutani sering berganti-ganti
atau sering dilakukan mutasi sehingga terkadang perlu waktu yang lama lagi
dalam suatu kegiatan karena Asper nya baru sga dilantik, seperti disampaikan
oleh sfat Dishutbun Kabupaten WWonosobo.

Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melalui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Daam
aspek efikas dilihat sejauh mana efisiensi dan efektivitas dapat berjalan sesuai
yang diharapkan melalui kegiatan penyusunan SOP. Efisiensi terkait dengan
sgjauh mana penggunaan sumberdaya yang minimum (sumberdaya manusia dan
anggaran) dalam rangka penyusunan Standard Operational Procedure yang
dilakukan oleh Perhutani dalam pengelolaan hutan lindung. Adapun efektivitas
menyangkut tercapainya kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan SOP yang
berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu dilakukan dalam
rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformas yang
berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar kinerja tercapai sesual
dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi efisiensi dan efektivitas dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 5.5. Proses Transformasi Efisiensi dan Efektivitas
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e Motivas kerja aparatur Perum Perhutani yang kurang dalam
menjalan tugas dan tanggung jawab

e Birokras dalam organisasi yang kurang mendukung.

e Wilayah hutan lindung yang luas dapat menjadi kendala
dalam menerapkan efisiensi dan efektivitas kerja.

e Sarana dan prasaran yang kurang memadai bagi aparatur
dalam menjaankan tugas dan tanggungjawabnya.

e Kualitas sumberdaya manusia di Perum Perhutani dapat .
kendala dalam meningkatkan efisienss dan

Berikutnya disusun CATWOE sebagai aat uji atau analisis untuk  Root

Definition 3 tentang Keadilan dan Kesetaraan yaitu: “ Sistem yang dimiliki
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa

Tengah

kesetaraan (equity) (P) mealui

perencanaan program (Q)

dalam rangka meningkatkan optimalisas keadilan (fairness) dan

daam rangka

menjamin tercapainya penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo (R) “.
Adapun yang menjadi peran dari peneliti, pembimbing, dan penguji dalam

konteks ini adalah dalam kaitannya dengan research interest, untuk kepentingan
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pengembangan konsep keadilan dan kesetaraan melalui perencanan program
sebagal salah satu prinsip dalam governans yang baik, bukan dalam rangka
pemecahan masalah (problem solving interest), oleh karena itu peran pendliti,
pembimbing, dan penguji tidak secara langsung terkait dengan pemecahan
masalah menyangkut implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam
pengelolaan hutan lindung.

Analisis CATWOE untuk Root Definition Keadilan dan Kesetaraan
dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabda 5.8 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 3: Keadilan dan K esetaraan

Customers (C) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ), Tim Kerja  Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah

Transformation | Tercapainya implementasi keadilan dan kesetaraan secara maksimal yang

Process (T) mampu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat maupun
stakeholder dalam pengelolaan hutan lindung melalui penyusunan
perencanan program  pengelolaan hutan lindung; sosialisasi

kebijakan dan program pengelolaan hutan lindung; penyusunan standar
pelayanan publik; pemberdayaan masyarakat desa hutan; pendidikan
dan pelatihan kepada masyarakat desa hutan dalam rangka menjamin

tercapainya penataan ulang governansi  hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

Worldview (W) | Implementasi keadilan dan kesetaraan melalui perencanaan program yang
mampu dilaksanakan secara maksima oleh Perum Perhutani dengan
memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat maupun stakeholder
dalam pengelolaan hutan lindung sangat penting dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governansi  hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

Owners (O) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah

Environmental | Birokrass dalam organisass Perum Perhutani yang kurang mendukung,
Constraints (E) | Peraturan perundangan yang kurang berorientasi kepada masyarakat desa
hutan, sumberdaya manusia di Perum Perhutani  yang kurang berkualitas, serta
sumber daya manusia MDH dan LMDH yang belum memadai  dapat
menjadi penghambat dalam implementasi keadilan dan kesetaraan bagi
masyarakata desa hutan.
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Menetapkan E-Efikasi/ Kesediaan dan tanggung jawab Perum Perhutani dalam
kriteria kinerja | Keberlang- membina masyarakat desa hutan, adanya lembaga
melalui 3E. sungan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat desa hutan akan pentingnya
fungs hutan lindung, fungs media sehingga
masyarakat desa  hutan ~ memahami peran
tanggungjawabnya, pengurus LMDH dan tokoh
masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya hak
dan kewagjiban masyarakat desa hutan, serta kerjasama
Perum Perhutani dengan stake holder sangat membantu
daam menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi
masyarakat desa hutan  dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governans hutan lindung
di Kabupaten Wonosobo.

E-Efisiens Penggunaan sumber daya keuangan Perum Perhutani secara
memadai dan sesuai kebutuhan prioritas. Menggunakan
fasilitas dan sarana Perum Perhutani secaratepat sesuai

E-Efektivitas | Tercapainya implementasi keadilan dan kesetaraan secara
maksimal yang mampu memberikan kesempatan yang
sama kepada masyarakat maupun stakeholder dalam
pengelolaan hutan lindung untuk menjamin tercapainya
penataan ulang governans hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014
Root Definition 3 merupakan gambaran yang paling relevan mengenai

peningkatan implementasi keadilan (fairness) dan kesetaraan (equity) melalui
penyusunan perencanaan program Perum Perhutani dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang prinsip governansi dalam pengel olaan hutan lindung
di Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian
adalah hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Adapun pihak yang
berkepentingan dengan penelitian ini (Customers) adalah Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah;
dan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Baik masyarakat maupun institusi yang
terlibat dalam kegitan ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung atau
tidak langsung menjadi pihak yang akan diuntungkan dan berkepentingan
dengan proses transformasi menyangkut prinsip keadilan (fairness) dan
kesetaraan (equity) melalui perencanaan program Perum Perhutani dimana
keadilan  (fairness) dan kesetaraan (equity) merupakan salah satu prinsip
governans yang baik dalam pengelolaan hutan lindung.  Sebagai Actors,
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Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah adalah sebaga suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan dalam
rangka pelaksanaan proses transformasi baik langsung maupun tidak langsung
menyangkut pengubahan atau transformasi prinsip keadilan  (fairness) dan
kesetaraan (equity) dalam pengelolaan hutan lindung dari yang kurang optimal
menjadi ke arah  keadilan (fairness) dan kesetaraan (equity) yang lebih
optimal.

Pemahaman mengenai transformasi menyangkut keadilan dan kesetaraan
adalah berhubungan dengan proses perubahan suatu input menjadi  output baik
yang sifatnya konkret maupun abstrak. Dalam kaitan dengan proses
transformas tersebut maka yang menjadi input dari proses transformasi ini
adalah perencanaan program. Proses pengubahan atau transformas
menyangkut penyusunan perencanan program  pengelolaan hutan lindung
dilakukan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah sebagal suatu instituss yang berwenang dalam
pengelolaan hutan hutang lindung. Konsep transformasi dalam kgjian ini adalah
mengubah input ( perencanaan program) sebagal suatu bagian dari sistem
keadilan dan kesetaraan dalam prinsip governansi sehingga diharapkan keadilan
dan kesetaraan dalam governansi hutan lindung berubah menjadi lebih optimal
(output) dan dapat bermanfaat bagi customers yang dalam kegiatannya
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung.

Pada dasarnya perencanaan program merupakan suatu kegiatan yang
telah dirumuskan menyangkut berbagal aspek yang harus dilakukan dengan
menggunakan metode tertentu sehingga diharapkan tujuan dilaksanakannya
program tersebut dapat tercapai. Perum Perhutani dalam merencanakan suatu
program sebagai bentuk realisas dari kebijakan yang telah diambil perlu
mempertimbangkan berbagai aspek sehingga dapat dibuat suatu perencanaan
programn yang dapat diredisaskan dalam pelaksanaannya serta serta
meminimalkan hambatan-hambatan yang ada.

Terkait dengan implementasi keadilan dan kesetaraan, maka dalam rangka
merencanakan program Perhutani perlu memperhatikan kepentingan stakehol der

yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung  khususnya masyarakat desa
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hutan (MDH). MDH merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak
atau pengaruh dari perencanaan program yang dibuat oleh Perum Perhutani.
Apabila perencanaan program Perhutani hanya memperhatikan kepentingan dan
keuntungan Perum Perhutani sgja maka dapat merugikan kepentingan MDH
dimana pada umumnya MDH yang tingga di sekitar hutan lindung
mengandalkan kebutuhan hidupnya pada hasil atau is dari hutan lindung itu
sendiri. Melalui proses Transformasi yang dilakukan olenh KPH Perum Perhutani
terkait dengan implementasi keadilan dan kesetaraan melalui penyusunan
perencanaan program Perum Perhutani maka output yang diharapkan adalah
tercapainya optimalisasi keadilan dan kesetaraan dari yang sebelumnya kurang
optimal.

Proses transformasi keadilan dan kesetaraan menyangkut implementasi
keadilan dan kesetaraan secaramaksima yang mampu memberikan kesempatan
yang sama kepada masyarakat maupun stakeholder dalam pengelolaan hutan
lindung melalui penyusunan perencanan program pengelolaan hutan lindung;
sosialisas kebijakan dan program pengelolaan hutan lindung; penyusunan
standar pelayanan publik; pemberdayaan masyarakat desa hutan; pendidikan
dan pelatihan kepada masyarakat desa hutan dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Adapun sebagal Owners (O), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan suatu lembaga yang
memiliki kewenangan formal dalam kaitannya dengan implementasi  prinsip
keadilan (fairness) dan kesetaraan (equity) dalam pengelolaan hutan lindung.
Pihak KPH Perum Perhutani ini (Owners) mempunyai kewenangan untuk
meneruskan atau menghentikan kegiatan proses transformasi tersebut.

Analisis CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan keadilan (fairness) dan kesetaraan (equity) sebagal salah satu prinsip
governans yang baik melalui perencanaan program  sangat penting dalam
rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo. Selain peran fasilitator, pemerintah juga memiliki
kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap solusi yang dihasilkan melalui

proses seperti ini sepenuhnya konsisten dengan norma-norma keadilan dan
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kewgjaran ( Denhardt dan Denhardt, 2007). Pemerintah harus lebih dari
sekadar pemerintahan yang efektif namun harus menjadi pemerintahan
demokratis serta memenuhi perannya sebagal penjamin keadilan sosial. Ini
hanya bisa terjadi jika lembaga-lembaga demokrasi  lebih inklusif dan
berkomitmen untuk menciptakan kondisi di mana semua warga negara memiliki
kesempatan dan akses yang sama ke pemerintah (Rizvi, 2007).

Keadilan dan kesetaraan khususnya bagi masyarakat desa hutan
menyangkut prinsip bagi hasil (sharing) juga belum dirasakan maksimal oleh
LMDH, seperti dinyatakan oleh anggota LMDH Argo Mulyo yang mengatakan
bahwa kendala dalam berinteraksi dengan Perhutani adalah bahwa Perhutani
inginnya dapat yang lebih banyak padahal masyarakat tidak mudah dalam
mengerjakan dan mengelola hutan. Dalam rangka proses transformasi untuk
mengoptimalkan keadilan dan kesetaraan melalui perencanaan program
pengelolaan hutan lindung ada beberapa hambatan (E: Environmental
Constraints) menyangkut sumber daya dan anggaran. Ada keterbatasan yang
dimiliki oleh stake holder khususnya anggota masyarakat LMDH yang pada
umumnya tingkat pendidikannya masih rendah. Selain itu juga ada keterbatasan
dana dari Perhutani dalam rangka memberdayakan peran LMDH disamping
kemampuan anggaran LMDH sendiri yang masih terbatas dalam rangka ikut
memanfaatkan hutan dalam rangka pengel olaan hutan lindung.

Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melalui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Daam
aspek efikasi dilihat sgjauh mana pencapaian dari kegiatan perencanaan program
dalam rangka penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai salah satu
prinsip governans yang baik. Efisiens terkait dengan sejauh mana penggunaan
sumberdaya dapat dibuat secara minimum (sumberdaya manusia dan anggaran)
dalam rangka penyusunan perencanaan program dalam kaitannya dengan
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Adapun efektivitas
menyangkut ketercapaian secara maksima prinsip keadilan dan kesetaraan

melalui perencanaan program yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung.
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Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari
proses transformasi yang berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar
kinerjatercapal sesual dengan rencana yang telah ditetapkan.
Adapun proses perubahan atau transformasi keadilan dan kesetaraan
dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5.6. Proses Transformasi Keadilan dan Kesetaraan

.- INPUT S 77T PROSES TRANSFORMASI 7777 OUTPUT -~
( Kesediaan dan \ [ Tercapainya )
/ tanggung jawab Perum e Méeaui penyusunan perencanan implementasi
membina masyarakat - kesetaraan secara
desa hutan lindng maksima yang
e Lembaga pendidikan :> e Méalui penyusunan standar I:> mampu
dan pelatihan, untuk pelayanan publik. memberikan
meningkatkan e Melalui sosialisasi kebijakan dan kesempatan yang
kesadaran masyarakat program  pengelolaan  hutan sama kepada
desa hutan akan lindung masyarakat
pentingnya fungsi . maupun
hutan lindung * Melau pemberdayaan stakehol der
e Media, agar masyarakat desa hutan k : /
memahami peran \\pel atihan kepada masyarakat dey
tanggungjawabnya
¢ Pengurus LMDH dan
toko Lot <
untuk Umpan Balik

menyosialisasikan
\ / Py

. Birokras dalam organisasi Perum Perhutani yang kurang
DT mendukung, Peraturan perundangan yang kurang berorientasi | ______________-
kepada masyarakat desa hutan, sumberdaya manusia di Perum
Perhutani  yang kurang berkualitas, serta sumber daya manusia
MDH dan LMDH yang belum memadai dapat menjadi
penghambat dalam implementasi keadilan dan kesetaraan bagi
masyarakata desa hutan.

Berikutnya disusun CATWOE sebagai adat uji atau analisis untuk  Root
Definition 4 tentang Transparans Yyaitu: “Sebuah sistem yang dimiliki
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
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Tengah untuk meningkatkan transparansi (P) melalui proses pelayanan
kepada masyarakat (Q) dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang
governans  hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R).” Adapun yang menjadi
peran dari peneliti, pembimbing, dan penguji dalam konteks ini adalah dalam
kaitannya dengan research interest, untuk kepentingan pengembangan konsep
transparansi sebagal salah satu prinsip dalam governansi yang baik, bukan
dalam rangka pemecahan masalah (problem solving interest), oleh karena itu
peran pendliti, pembimbing, dan penguji tidak secara langsung terkait dengan
pemecahan masalah menyangkut penerapan transparansi dari Perhutani dalam

pengelolaan hutan lindung.
Analiss CATWOE untuk Root Definition Transparansi dapat dilihat
pada Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.9 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 4: Transparans

Customers (C)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ),Tim Kerja  Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah

Transformation
Process (T)

Tercapainya peningkatan transparansi oleh Perum Perhutani yang mampu
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakt dalam pengelolaan
hutan lindung melalui kekompakan dan kerjasama yang baik di antara
aparatur Perum Perhutani; dukungan Pimpinan dan birokras Perum
Perhutani; melalui keterbukaan pertemuan dan rapat Perum Perhutani bagi
masyarakat; melalui kemudahan masyarakat untuk mengakses informas
terkait dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat; kemudahan masyarakat
untuk mengetahui prosedur dan perijinan terkait dengan program
pengelolaan hutan lindung; kemudahan bagi masyarakat untuk ikut
berperan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat dalam rangka
menjamin tercapainya penataan ulang governans  hutan lindung di
Kabupaten Wonosabo.

Worldview (W)

Implementasi transparans  melalui  pelayanan kepada masyarakat yang
mampu dilaksanakan secara maksima oleh Perum Perhutani dengan
memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat
maupun stakeholder dalam pengelolaan hutan lindung sangat penting
dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi  hutan
lindung di Kabupaten Wonaosobo.
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Owners (O)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |

Jawa Tengah
Environmental Birokras dadam organisasi Perum Perhutani yang kurang mendukung,
Constraints (E) | peraturan perundangan yang kurang berorientasi kepada kebutuhan dan
kepentingan masyarakat, sumberdaya manusia di Perum Perhutani yang
kurang berkualitas, penyimpanan dokumen dan arsip yang kurang rapi,
ketidakpedulian masyarakat terhadap  kinerja Perum Perhutani dapat
menjadi penghambat proses transparans
Menetapkan E-Efikasi/ Kesediaan dan tanggung jawab Perum Perhutani dalam
kriteria kinerja | Keberlang- pelayanan kepada masyarakat; tuntutan pengguna jasa
melalui 3E. sungan Perum Perhutani; struktur organisasi Perum Perhutani;
sumber daya manusia dan anggaran Perum Perhutani;
peraturan dan kebijakan pengelolaan hutan lindung
sangat bermanfaat dalam menciptakan transparans
Perum Perhutani untuk menjamin tercapainya penataan
ulang governans hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

E-Efisiens Penggunaan sumber daya keuangan Perum Perhutani secara
memadai dan sesuai kebutuhan prioritas. Menggunakan
faslitas dan sarana Perum Perhutani secara tepat.

E-Efektivitas | Tercapainya transparansi oleh Perum Perhutani secara

maksimal yang mampu memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat maupun stakeholder dalam
pengelolaan hutan lindung untuk menjamin tercapainya
penataan ulang governans hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Root Definition 4 memberikan gambaran yang paling tepat  mengenai

proses peningkatan transparansi sebagai salah satu prinsip governansi yang baik

melalui pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perum Perhutani

dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung

di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan research interest dengan

dengan meminjam obyek penelitian hutan lindung di Kabupaten Wonaosobo.

Pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini ( Customers) adalah
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah; Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Dishutbun); Sake holder
(Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha
Swasta); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); dan Masyarakat Desa
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Hutan (MDH). Pihak-pihak ini (Customers) adalah sekelompok orang atau
ingtitusi yang langsung atau tidak langsung menjadi pihak yang akan
diuntungkan dan berkepentingan dengan proses transformasi menyangkut
transparans  sebagal salah satu prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan
hutan lindung melalui pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Fungss actors dalam ha ini adalah institus Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah sebagai pihak
yang melakukan kegiatan transformasi sekaligus bertanggung jawab dalam
rangka pelaksanaan proses transformasi  baik langsung maupun tidak langsung.
Proses transformasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kinerja Perhutani yang sebelumnya
dianggap kurang transparan  menjadi lebih transparan dalam rangka
implementasi prinsip governansi yang baik terkait dengan pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten WWonosobo.

Sebagai Owners (O) ( pihak yang berkuasa untuk menghentikan ataupun
meneruskan kegiatan proses transformasi T), Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah mempunyai
kewenangan secara legal untuk melaksanakan atau menghentikan proses
kegiatan pelayanan kepada masyarakat sebagal bagian dari sistem transparansi
yang merupakan salah satu prinsip governans yang baik  untuk menjamin
tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Daam proses transformasi (transformation) terkandung suatu proses
perubahan input menjadi suatu output baik yang bersifat konkret maupun
abstrak. Dalam Root Defintion tentang transparansi, yang menjadi input dari
proses transformasi ini adalah pelayanan masyarakat. Proses pengubahan atau
transformasi menyangkut aktivitas pelayanan kepada masyarakat dilakukan
oleh pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan hutang lindung yaitu
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah (Actor).

Strategi yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pengel olaan dan pemanfaatan
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hutan lindung yang dilakukan oleh pihak Perum Perhutani adalah
mengembangkan budaya kualitas pelayanan seperti penerapan nilai-nila
pelayanan, aturan-aturan, atau komitmen yang menyeluruh untuk memuaskan
konsumen dalam hal ini adalah stakeholder maupun masyarakat desa hutan.
Disamping itu perlu juga diperhatikan sistem informas pelayanan yang dapat
memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Pada intinya Perum Perhutani
menyelenggarakan pelayanan prima sehingga pelayanan yang diberikan oleh
Perum Perhutani dapat memuaskan masyarakat yang membutuhkan jasa dari
Perum Perhutani.

Dalam proses transformasi, terkait dengan tercapainya peningkatan
transparans  oleh Perum Perhutani yang mampu memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakt dalam pengelolaan hutan lindung melalui kekompakan
dan kerjasama yang bak di antara aparatur Perum Perhutani; dukungan
Pimpinan dan birokras Perum Perhutani; melalui keterbukaan pertemuan dan
rapat Perum Perhutani bagi masyarakat; melalui kemudahan masyarakat untuk
mengakses informas terkait dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat;
kemudahan masyarakat untuk mengetahui prosedur dan perijinan terkait dengan
program pengelolaan hutan lindung; kemudahan bagi masyarakat untuk ikut
berperan dalam berdiskus dan mengemukakan pendapat dalam rangka
menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo.

Dalam kaitannya dengan proses transformasi maka output yang
diharapkan adalah Perum Perhutani dapat memaksimalkan transparansi  sebagai
salah satu prinsip governansi yang baik melalui pelayanan kepada masyarakat
dari kurang maksimal menjadi lebih maksimal dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Analiss CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan transparansi sebagai salah satu prinsip governansi yang baik melalui
perencanaan program  sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governansi  hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Pentingnya
transparans sebagal salah satu aspek penting dalam governansi disampaikan
oleh Cheema (2007) yang menyatakan transparansi dalam proses demokrasi
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dilakukan melalui suatu pelaporan dan umpan balik, proses dan prosedur yang
jelas, dan perilaku dan tindakan mereka yang memegang otoritas pengambilan
keputusan. Rondinelli (2007) menambahkan bahwa tanpa lembaga hukum
yang transparan, pemilik dan mangjer perusahaan membuang-buang waktu dan
uang negosiasi setiap transaksi dengan pejabat pemerintah - sebuah proses yang
membuka jalan bagi penyuapan dan korupsi. Pentingnya transparansi dalam
pengelolaan hutan lindung disampaikan oleh sadah satu ketua LMDH di
Kabupaten Wonosobo yang menambahkan bahwa perlu ada kejelasan aturan
atau prosedur sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan:”
Masyarakat perlu kegelasan menyangkut  hutan lindung khususnya dari
Perhutani, sehingga dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung,
masyarakat tidak dipingpong ke Dishutbun ataupun disuruh datang ke
Perhutani.”

Dalam rangka proses transformasi untuk mengoptimalkan transparansi
oleh Perhutani melalui pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan
lindung ada hambatan (E: Environmental Constraints) khsusunya menyangkut
birokrasi dalam organisas Perhutani. Dalam menerapkan transparansi tidak
semudah yang diharapkan oleh masyarakat karena Perhutani memiliki aturan
atau prosedur tersendiri untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,
seperti disampaikan oleh ketua TKPD Wonosobo, yang mengatakan: “ Namun
demikian yang namanya transparansi, tidak semua yang ada di Perhutani harus
dibuka semua. Semua harus maklum karena Perhutani mempunya aturan
sendiri.” Hal ini ditambahkan oleh staf Dishutbun: “Kadang masyarakat
ekspekatasinya terlalu besar, padahal hutan lindung kan ada rambu-rambu yang
tidak boleh dilanggar. Nah ini yang perlu kejelasan bagi masyarakat.”

Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melalui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Dalam
aspek efikasi dilihat sgjauh mana pencapaian dari kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka penerapan prinsip transparansi sebagai salah satu

prinsip governans yang baik. Efisiens terkait dengan segjauh mana penggunaan
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sumberdaya dapat dibuat secara minimum (sumberdaya manusia dan anggaran)
daam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan
transparans dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.
Adapun efektivitas menyangkut ketercapaian secara maksimal prinsip
transparans yang dilaksanakan oleh Perhutani melalui pelayanan kepada
masyarakat yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu
dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformasi
yang berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar kinerja kegiatan-
kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Adapun proses perubahan atau transformas transparansi dapat
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5.7. Proses Transformasi Menyangkut Transparans
B 1 . U PROSES TRANSFORMASI -~ OUTPUT ---__

.

o Kesediaan dan tanggung baik di antara aparatur Raum Perh.utani _ tranparansi oleh
jawab Perum Perhutani e Melalui dukungan Pimpinan dan birokrasi Perum Perhutani
dalam pelayanan kepada Perum Perhutani secara maksimal
masyarakat . o Méelaui keterbukaan pertemuan dan rapat yang mampu

« Tuntutan penggunajasa Perum Perhutani bagi masyarakat memberikan manfaat
Perum Perhutani |:> o Melalui kemudahan masyarakat untuk |:> kepada masyarakat

e Struktur organisasi Perum mengakses informasi terkait dokumentasi maupun stakehol der
Perhutani yang dibutuhkan masyarakat dalam pengelolaan

e Sumber daya manusia dan e Melalui kemudahan masyarakat untuk hutan lindung.
anggaran Perum Perhutani mengetahui prosedur dan perijinan terkait

e Peraturan dan kebijakan dengan program pengelolaan hutan lindung
pengelolaan hutan lindung. e Méelalui kemudahan bagi masyarakat

untuk ikut berperan dalam berdiskusi dan

S — Umpan Balik <
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Birokras dalam organisasi Perum Perhutani yang kurang
mendukung, peraturan perundangan yang Kkurang
berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat,

. sumberdaya manusia di Perum Perhutani yang kurang /

berkualitas, penyimpanan dokumen dan arsip yang kurang -
“““““““““ rapi,ketidakpedulian masyarakat terhadap kinerja Perum
Perhutani dapat menjadi penghambat proses transparansi
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Berikutnya disusun CATWOE sebagal alat uji atau analisis untuk  Root
Definition 5 tentang Akuntabilitas yaitu: “ Sebuah sistem yang dimiliki
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas (P) melalui implementas
program (Q) dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R). Adapun yang menjadi peran dari
peneliti, pembimbing, dan penguji dalam konteks ini adalah dalam kaitannya
dengan research interest, untuk kepentingan pengembangan konsep
akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam governansi yang baik, bukan
dalam rangka pemecahan masalah (problem solving interest), oleh karena itu
peran pendliti, pembimbing, dan penguji tidak secara langsung terkait dengan
pemecahan masalah menyangkut penerapan akuntabilitas dari Perhutani dalam
pengelolaan hutan lindung.

Anaisis CATWOE untuk Root Definition Akuntabilitas dapat dilihat
pada Tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.10 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 5: Akuntabilitas

Customers (C)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ), Tim Kerja  Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |
Jawa Tengah

Transformation
Process (T)

Tercapainya peningkatan akuntabilitas oleh Perum Perhutani yang mampu
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakt dalam pengelolaan
hutan lindung melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
stakeholder; evaluasi secara berkala mengenai sistem dan prosedur kegiatan,
kebijakan program; kebersamaan aparatur Perum Perhutani dalam mencapai
vis dan misinya; pemantauan sistem, prosedur, kebijakan serta kinerja
organisasi; pengutamaan visi dan misi Perum Perhutani untuk kepentingan
masyarakat; dukungan sumber daya yang dimiliki Perum Perhutani dalam
rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di
Kabupaten Wonosabo.

Worldview (W)

Transparanss melalui implementas program Perum Perhutani  yang mampu
dilaksanakan secaramaksimal dalam pengelolaan hutan lindung sangat
penting dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan
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lindung di Kabupaten Wonaosobo.

Owners (O) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit |

Jawa Tengah

Environmental Adanya struktur birokrasi dalam organisas Perum Perhutani yang kurang
Constraints (E) | mendukung, nilai-nilai pribadi aparatur yang kurang positif, peraturan
perundangan yang kurang berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan
masyarakat, sumberdaya manusia di Perum Perhutani yang kurang
berkualitas, kurang adanya harmonisasi dalam kerjasama dapat menjadi
penghambat proses akuntabilitas Perum Perhutani
M enetapkan E-Efikasi/ Tersedianya forum atau wadah bagi keluhan masyarakat dan
kriteria kinerja | Keberlang- stakeholder, kesediaan dan tanggung jawab Perum Perhutani
melalui 3E. sungan dalam pelayanan kepada masyarakat, tuntutan pengguna
jasa Perum Perhutani, Sumber daya manusia dan anggaran
Perum Perhutani, Peraturan dan kebijakan pengelolaan
hutan lindung serta sistem, prosedur, kebijakan akan sangat
membantu terciptanya transparansi Perum Perhutani untuk
mewujudkan tercapainya penataan ulang governansi hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo.

E-Efisiens Penggunaan sumber daya keuangan Perum Perhutani secara
memadai dan sesuai kebutuhan prioritas. Menggunakan
fadilitas dan sarana Perum Perhutani secara tepat.

E-Efektivitas | Tercapainya  akuntabilitas oleh  Perum Perhutani
secara maksima yang mampu memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat maupun stakeholder
dalam pengelolaan hutan lindung untuk  menjamin
tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Root Definition 5 menunjukkan gambaran yang paling tepat  mengenal

proses peningkatan akuntabilitas kinerja Perhutani

lindung

melalui implementasi program Perum Perhutani

dalam pengelolaan hutan

dalam rangka

menjamin tercapainya penataan ulang prinsip governansi  pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo.  Yang menjadi obyek dalam penelitian ini
adalah hutan lindung yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo.  Adapun
(Customers) sebagai orang atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian
ini khususnya dalam sistem efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan lindung
adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan

Perkebunan ); Pihak yang berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya
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Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH); Masyarakat Desa Hutan (MDH). Orang atau
lembaga-lembaga ini sebagai Customer merupakan orang atau lembaga yang
langsung atau tidak langsung menjadi pihak yang akan diuntungkan dan
berkepentingan dengan proses transformasi menyangkut akuntabilitas kinerja
Perhutani melalui implementasi program Perum Perhutani sebagai salah satu
prinsip governans yang baik dalam pengel olaan hutan lindung.

Sebagai Actors, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara -
Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan sebuah institus yang
melakukan kegiatan dalam rangka proses Transformasi baik langsung maupun
tidak langsung mengenai transformasi  yang terkait dengan akuntabilitas
Perum Perhutani melalui implementas program Perum  Perhutani yang
dianggap kurang akuntabel berubah menjadi ke arah kinerja yang lebih
akuntabel. Demikian pula sebagai Owners, Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah mempunyal
kewenangan dalam hubungannya dengan peningkatan akuntabilitas Perum
Perhutani melalui implementasi program Perum Perhutani.  Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah
merupakan suatu lembaga yang mempunyai kemampuan untuk meneruskan atau
menghentikan kegiatan proses transformasi tersebut.

Konsep transformasi menyangkut proses perubahan input menjadi suatu
output baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Yang menjadi input dari
proses transformasi ini adalah implementasi program. Proses pengubahan atau
transformas menyangkut implementasi program dilakukan oleh pihak yang
terkait dengan pengelolaan hutan hutang lindung yaitu Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah.  Dalam
implementasi program, Perum Perhutani perlu memperhatikan segjauh mana
program tersebut bermanfaat bagi Perum Perhutani sendiri maupun bagi
masyarakat atau stakeholder lainnya.  Selain itu efektivitas implementasi
program Perum Perhutani akan tercapai apabila dampak yang ditimbulkan oleh
implementasi program tersebut tercapai seperti yang diharapkan, khususnya oleh
mereka yang terkait dengan program pengelolaan hutan lindung. Implementasi
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program harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan memperhatikan
aspek komunikasi yang efektif, maupun sumberdaya yang dimiliki. Melalui
proses transformasi yang dilakukan oleh KPH Perum Perhutani dalam
peningkatan akuntabilitas Perum Perhutani melaui implementasi program
maka output yang diharapkan adalah kinerja dari Perum Perhutani yang
kurang akuntabel menjadi lebih akuntabel dalam kaitannya dengan
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Daam proses transformasi, terkait dengan tercapainya peningkatan
akuntabilitas oleh Perum Perhutani yang mampu memberikan  pelayanan
yang baik kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung melalui
keterbukaan informasi kepada masyarakat dan stakeholder; evaluasi secara
berkala mengena sistem dan prosedur kegiatan, kebijakan program;
kebersamaan aparatur Perum Perhutani dalam mencapal visi dan misinya;
pemantauan sistem, prosedur, kebijakan serta kinerja organisasi; pengutamaan
visi dan misi Perum Perhutani untuk kepentingan masyarakat; dukungan sumber
daya yang dimiliki Perum Perhutani dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Analisis CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip governans yang baik melaui
implementasi program  sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governans hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.
Akuntabilitas adalah pilar demokrasi dan good governance yang memaksa
negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berfokus pada hasil, berusaha
menjelaskan tujuan, mengembangkan strategi yang efektif, memantau dan
melaporkan kinerja (Cheema, 2007). Cadlahan juga berpendapat bahwa
akuntabilitas sektor publik adalah kewgjiban pemerintah untuk menjelaskan
secara terbuka, penuh, dan cukup, bagaimana pemerintah melaksanakan, atau
gagal untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah yang mempengaruhi
masyarakat (Callahan, 2007).

Dalam rangka proses transformasi untuk memaksimalkan akuntabilitas
Perhutani melalui implementasi program dalam pengelolaan hutan lindung

memiliki  hambatan (E: Environmental Constraints) khususnya menyangkut
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sumber daya manusia dalam organisasi Perhutani. Dalam menjaankan program,
kinerja Perhutani juga belum sesuai dengan yang diharapkan, seperti
disampaikan oleh staf Dishutbun sebagai berikut: “ Perhutani sebagal institusi
yang punya lahan, tetapi mereka terbatas dalam hal personel, termasuk aspek
kualitasnya. “ Selain itu juga ada keterbatasan dana dalam menjalankan kegiatan
pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung salah satunya adalah dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melaui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Daam
aspek efikasi dilihat sggauh mana pencapaian dari kegiatan implementasi
program dalam rangka penerapan prinsip akuntabel sebagai salah satu prinsip
governans yang baik. Efisiens terkait dengan sgjauh mana penggunaan
sumberdaya dapat dibuat secara minimum mungkin(sumberdaya manusia dan
anggaran) dalam rangka implementas program dalam kaitannya dengan
akuntabilitas dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.
Adapun efektivitas menyangkut ketercapaian secara maksima prinsip
akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Perhutani melalui implementasi program
yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu dilakukan
dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformasi yang
berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar kinerja kegiatan-kegiatan
tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi akuntabilitas dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 5.8. Proses Transformasi Menyangkut Akuntabilitas
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Struktur birokrasi dalam organisas Perum Perhutani yang
kurang mendukung, nilai-nilai pribadi aparatur yang
kurang positif, peraturan perundangan yang kurang
berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat,
sumberdaya manusia di Perum Perhutani yang kurang
berkualitas, kurang adanya harmonisasi dalam kerjasama
dapat menjadi penghambat proses akuntabilitas Perum
Perhutani

Berikutnya disusun CATWOE sebagai alat uji atau analisis untuk  Root
Definition 6 tentang Konsensus vyatu: “ Sebuah sistem yang dimiliki
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah

keputusan (Q) dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governans

dalam rangka meningkatkan konensus (P) meaui pembuatan

hutan lindung di Kabupaten Wonosobo (R). Adapun yang menjadi peran dari
pendliti, pembimbing, dan penguji dalam konteks ini adalah dalam kaitannya
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dengan research interest, untuk kepentingan pengembangan konsep consensus

sebagal salah satu prinsip dalam governans yang baik, bukan dalam rangka

pemecahan masalah (problem solving interest), oleh karena itu peran peneliti,

pembimbing, dan penguji tidak secara langsung terkait dengan pemecahan

masalah menyangkut penerapan konsensus dari Perhutani dalam pengelolaan
hutan lindung. Analisis CATWOE untuk Root Definition  Konsensus dapat
dilihat pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.11 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 6: Konsensus

Customers (C)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ),Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah dan stakeholder yang terkait dengan pengelolaan hutan
lindung

Transformation
Process (T)

Terwujudnya konsensus antara Perum Perhutani dengan stakeholder yang
berhubungan dengan pengel olaan dan pemanfaatan hutan lindung melal ui
pembuatan keputusan oleh Perum Perhutani yang disetujui secara bersama-
sama antarkelompok atau individu yang teribat; penampungan berbagai
aspirasi dan kepentingan ; curah pendapat atau gagasan yang diadops
menjadi suatu kesepakatan; wadah atau forum yang memfasilitasi berbagai
kepentingan dalam rangka pencapaian konsensus; pengesahan kesepakatan
di antara pihak yang terkait diwujudkan dalam bentuk konsensus dalam
rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan lindung di
Kabupaten Wonosaobo.

Worldview (W)

Tercapainya konsensus di antara pihak yang terkait dalam segala
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan
lindung sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya penataan
ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Owners (O)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah

Environmental
Constraints (E)

Ketidaksiapan untuk menerima kenyataan bahwa idea atau pemikirannya
tidak diterima oleh forum; sifat memaksakan kehendak yang dapat
menggagalkan  konsensus; mementingkan ego  individu atau
kelompoknya; keengganan untuk berpartispas dalam pencapaian
konsensus karena sudah memiliki sikap apriori. Kondisi-kondisi tersebut
dapat menyebabkan hambatan bagi terwujudnya kesepakatan untuk
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mencapai konsensus dalam pengel olaan hutan lindung.

M enetapkan E-Efikasi/
kriteria kinerja | Keberlang- Pemahaman mengenai prinsip benar salah dan menang
melalui 3E. sungan kalah; menghindari ego untuk tujuan individu atau

kelompok  kepentingannya; komunikasi  efektif;
keterlibatan pikiran, perasanaan, dorongan; kesempatan
menyampaikan alas an; adanya pihak yang berperan
sebagai penengah atau mediator sangat membantu
meningkatkan konsensus  dalam rangka menjamin
tercapainya penataan ulang governansi  hutan lindung di
Kabupaten Wonosabo.

E-Efisiens Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran Perum
Perhutani mengingat luasnya wilayah hutan lindung.
Menggunakan fasilitas dan sarana Perum Perhutani.

E-Efektivitas | Terwujudnya konsensus dari berbagai pihak yang terkait
dengan pengelolaan hutan lindung dalam rangka
menjamin tercapainya penataan ulang governansi hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Root Definition 6 menunjukkan gambaran yang paling tepat  mengenal
proses peningkatan  konsensus  dalam pengelolaan hutan lindung melaui
pembuatan keputusan  dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang
prinsip governansi  pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Yang
menjadi obyek dalam penelitian ini adalah hutan lindung yang berlokas di
Kabupaten Wonosobo. Adapun Customers sebagal orang atau pihak yang
berkepentingan dalam penelitian ini khususnya dalam sistem konsensus adalah
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan Perkebunan
); Pihak yang berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Lembaga Masyarakat
Desa Hutan (LMDH); Masyarakat Desa Hutan (MDH). Orang atau Lembaga-
lembaga ini sebagai Customer merupakan orang atau lembaga yang langsung
atau tidak langsung menjadi pihak yang akan diuntungkan dan berkepentingan
dengan proses transformasi menyangkut konsensus melalui  pembuatan
keputusan sebagai salah satu prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan

hutan lindung.
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Sebagal Actors Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara -
Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan sebuah institus yang
melakukan kegiatan dalam rangka prosestransformasi  baik langsung maupun
tidak langsung mengenai transformasi  yang terkait dengan konsensus dalam
pengelolaan hutan lindung melalui - pembuatan keputusan oleh Perum Perhutani
yang pelaksanaan konsensusnya masih dianggap rendah berubah  menjadi ke
arah pencapaian konsensus yang lebih tinggi. Demikian pula sebagai Owners,
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah mempunyai kewenangan dalam hubungannya dengan peningkatan
tercapainya konsensus melalui pembuatan keputusan. Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan
suatu lembaga yang mempunyai kemampuan untuk meneruskan atau
menghentikan kegiatan proses transformasi tersebut.

Proses transformasi menyangkut proses perubahan input menjadi suatu
output baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Yang menjadi input dari
proses transformasi ini adalah pembuatan keputusan. Proses pengubahan atau
transformasi  menyangkut pembuatan keputusan dilakukan oleh pihak yang
terkait dengan pengelolaan hutan hutang lindung yaitu Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah.  Dalam
pembuatan keputusan, strategi yang dilakukan oleh KPH Perhutani sehingga
konsensus diharapkan dapat meningkat adalah dilaksanakan melalui berbagai
aktivitas kegiatan mulai dari menjalin hubungan atau menetapkan stake holder
yang terkait dengan program pengelolaan hutan lindung sampa dengan
mengimplementasikan  keputusan sesua hasil konsensus. Melalui proses
transformasi  yang dilakukan oleh KPH Perum Perhutani dalam peningkatan
konsensus  melalui pembuatan keputusan maka output yang diharapkan
adalah tercapainya konsensus  dari yang rendah berubah menjadi konsensus
yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan  pengelolaan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo.

Dalam proses transformasi, terkait dengan terwujudnya konsensus antara
Perum Perhutani dengan stakeholder yang berhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan hutan lindung melalui  pembuatan keputusan oleh Perum
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Perhutani yang disetujui secara bersama-sama antarkel ompok atau individu yang
teribat; penampungan berbagai aspirasi dan kepentingan ; curah pendapat atau
gagasan yang diadopsi menjadi suatu kesepakatan; wadah atau forum yang
memfasilitasi berbagai kepentingan dalam rangka pencapaian konsensus;
pengesahan kesepakatan di antara pihak yang terkait diwujudkan dalam bentuk
konsensus dalam rangka menjamin tercapainya penataan ulang governansi
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Andisis CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan konsensus sebagai salah satu prinsip governansi yang baik melalui
pembuatan keputusan  sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya
penataan ulang governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Menurut
UNDP (1997) governance yang baik menjamin bahwa politik, sosial dan
prioritas ekonomi didasarkan pada konsensus yang luas dalam masyarakat.
Nugraha (2007) menyatakan perlu dialog secara berkesinambungan sehingga
akan tumbuh konsensus, kerjasama atau kooperasi dan sinergi pada keseluruhan
tataran dari sistem penyelenggaraan negara.

Dalam rangka proses transformasi untuk memaksimalkan konsensus di
antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung,  Perhutani
melalui pembuatan keputusan dalam pengelolaan hutan lindung memiliki
hambatan (E: Environmental Constraints) khususnya menyangkut birokrasi dan
lingkungan. Secara aturan dan kewenangan, berdasarkan PP No.72 tahun
2010, Perum Perhutani memiliki landasan yang kuat sebagai lembaga yang
mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan hutan lindung. Namun
demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan hutan lindung yang berada di
Kabupaten Wonosobo berada di wilayah yang secara administratif berada di
daam kewenangan atau wilayah pemerintahan Kabupaten Wonosobo
berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah. Dilain pihak, di daam
kawasan maupun di luar kawasan hutan lindung terdapat sekelompok
masyarakat yang sebagian besar kehidupannya tergantung dari hasil hutan.
Kondis tersebut menyebabkan terkadang muncul permasalahan atau konflik
baik antara Perhutani dan Pemda Wonosobo, maupun dengan masyarakat itu

sendiri. Juga adanya konflik kepentingan seperti disampaikan oleh salah satu
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ketua LSM yang ada di Wonosobo yang mengatakan bahwa Perhutani tetap
menginginkan konsep PHBM sedangkan pihak lain ada yang mengharapkan
dengan konsep PSDHLT padahal konsep PSDHLT telah disepakati antara
Pemkab Wonosobo dengan Perhutani.

Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melalui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Daam
aspek efikas dilihat sgjauh mana pencapaian dari kegiatan pembuatan keputusan
dalam rangka penerapan prinsip konsensus sebagai salah satu prinsip governansi
yang baik. Efisiens terkait dengan sgauh mana penggunaan sumberdaya dapat
dibuat secara minimum mungkin (sumberdaya manusia dan anggaran) dalam
rangka pembuatan keputusan dalam kaitannya dengan penerapan konsensus
dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Adapun efektivitas
menyangkut ketercapaian secara maksimal prinsip konsensus yang dilaksanakan
oleh Perhutani melalui pembuatan keputusan yang terkait dengan pengelolaan
hutan lindung. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol
atas kinerja dari proses transformasi yang berlangsung melalui berbagai aktivitas
kegiatan, agar kinerja kegiatan-kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi konsensus dapat digambarkan
sebagal berikut:
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o Ketidaksiapan untuk menerima kenyataan bahwa idea atau
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konsensus
e Mementingkan ego individu atau kelompoknya
untuk berpartisipasi dalam pencapaian
konsensus karena sudah memiliki sikap apriori

a) Root Definitions (Problem Solving))

Menurut Checkland dan Poulter (2006) SSM digunakan dalam rangka
pemecahan masalah (problem solving) dimana sebenarnya juga dapat digunakan

untuk keperluan praktik

riset teoritik (McKay dan

Marshall,

2001;

Hardjosukarto, 2013). Pada bagian awa sudah dibahas mengenai SSM yang

berorientasi pada praktek riset teoritis, sedangkan selanjutnya akan dijelaskan

permasalahan yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Di bawah ini

adalah tabel mengenai 2 root definition yang berkaitan dengan pemecahan

133



masalah ( problem solving interest) menyangkut: 1) implementasi kebijakan

dan 2) koordinasi.

Tabd 5.12 Root Definitions Pendlitian

Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah untuk mewujudkan koordinas (P) melalui
komunikasi dan interaksi antarinstitusi yang terkait dengan
pengelolaan  hutan lindung(Q) dalam rangka menjamin
efektivitas pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan
hutan lindung (R)

(Problem Solving)
Nama Root Kegiatan Ket.
Definiton (RD)
Implementasi | Sistem yang dimiliki Kesatuan Pemangkuan Hutan | RD 7
Kebijakan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah untuk menghasilkan kebijakan (P) melaui
pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum
Perhutani  (Q) dalam rangka menjamin optimalisasi
implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung (R).
Koordinasi Sistem yang dimiliki dan dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan | RD 8

Sumber: Olahan Pendliti, 2014
Di bawah ini adalah CATWOE sebagal dat uji atau analisisuntuk  Root

Definition 7 tentang Implementasi Kebijakan yaitu: “

Sistem yang dimiliki

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah untuk menghasilkan kebijakan (P) melalui pemahaman masyarakat

mengenai kebijakan Perum Perhutani (Q) dalam rangka menjamin optimalisasi

implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung (R). Analisis CATWOE

untuk Root Definition

berikut.

Tabel 5.13 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 7: Implementasi

K ebijakan

Implementasi Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.9

Customers (C) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Perkebunan ), Tim Kerja

Actors (A) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah
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Transformation
Process (T)

Terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani yang maksimal
melalui komunikasi dan interaks antarinstitus yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung; penjelasan mengenai harapan-harapan yang
akan dipenuhi sekaligus juga mampu memenuhi komitmen yang sudah
diikrarkan; penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat
dan stakeholder; pemberdayaan SDM Perum Perhutani mencakup sikap,
ketrampilan, dan budaya; jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk
standarisasi pelayanan, monitoring, dan evaluas ; penyediaan pedoman
dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder dalam
rangka menjamin governans yang baik dalam pengelolaan hutan
lindung.

Worldview (W)

Tercapainya implementasi kebijakan Perum Perhutani secara maksimal
sangat penting dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam
pengelolaan hutan lindung

Owners (O)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah

Environmental
Constraints (E)

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Perum Perhutani,
terbatasnya sumberdaya yang ada dalam masyarakat desa hutan
(MDH), Fungss LMDH belum maksmal, kebijakan Perum
Perhutani yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sarana
dan prasarana yang belum memadai. Kondisi-kondisi tersebut
dapat menyebabkan kendala bagi terwujudnya implementasi
kebijakan yang maksimal dalam pengelolaan hutan lindung.

M enetapkan
kriteria kinerja
melalui 3E.

E-Efikasi/ Mis dan tujuan kebijakan pengel olaan hutan lindung Perum
Keberlang-  |Perhutani, sumber daya Perum Perhutani; peran serta
sungan masyarakat desa hutan (MDH) dan stakeholder untuk
berpartisipasi; kemudahan prosedur bagi masyarakat desa
hutan dan stakeholder untuk berpartisipasi; situasi dan
kondisi lingkungan yang kondusif akan membantu
mewujudkan implementasi kebijakan yang maksimal dalam
rangka menjamin tercapainya governansi hutan lindung yang
baik di Kabupaten Wonosobo.

E-Efisiens Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran Perum
Perhutani mengingat luasnya wilayah hutan lindung.
Menggunakan fasilitas dan sarana Perum Perhutani.

E-Efektivitas | Terwujudnya implementasi kebijakan Perum Perhutani
yang maksimal dalam rangka menjamin tercapainya
governans  hutan lindung yang bak di Kabupaten
Wonosobo.

Sumber: Olahan Peneliti, 2014
Root Definition 7 menunjukkan gambaran yang paling tepat  mengenal

implementasi kebijakan Perum Perhutani  dalam pengelolaan hutan lindung
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melalui pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani dalam
rangka menjamin tercapainya penataan ulang prinsip governansi pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Yang menjadi obyek dalam penelitian
ini adalah hutan lindung yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo. Adapun
Customers sebagal orang atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini
khususnya dalam sistem implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan
lindung adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas
Kehutanan dan Perkebunan ); Pihak yang berkepentingan (stakeholder)
(Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha
Swasta); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); serta Masyarakat Desa
Hutan (MDH). Orang atau lembaga-lembagaini sebagai Customer merupakan
pihak-pihak yang secaralangsung atau tidak langsung menjadi pihak yang akan
diuntungkan dan berkepentingan dengan proses transformasi menyangkut
impelementasi kebijakan dari Perum Perhutani melalui pemahaman masyarakat
mengenai kebijakan Perum Perhutani  dalam pengelolaan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo.

Sebagai Actors, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara -
Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan sebuah institus yang
melakukan kegiatan dalam rangka proses transformasi  baik secara langsung
maupun tidak langsung mengenai  transformasi yang terkait dengan
implementasi  kebijakan Perum Perhutani melalui pemahaman masyarakat
mengena kebijakan Perum Perhutani yang dianggap kurang optimal menjadi
ke arah implementasi kebijakan yang lebih optimal mengena pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Demikian pula sebagai Owners,
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah mempunya kewenangan dalam hubungannya dengan optimalisasi
implementasi kebijakan Perum Perhutani melalui  pemahaman masyarakat
mengenai kebijakan Perum Perhutani. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)
Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan suatu lembaga
yang mempunyai kemampuan untuk meneruskan atau menghentikan kegiatan

proses transformasi tersebut.
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Proses transformasi menyangkut proses perubahan input menjadi suatu
output baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Yang menjadi input dari
proses transformasi ini adalah pemahaman masyarakat mengenai kebijakan
Perum Perhutani.  Proses pengubahan atau transformasi  menyangkut
pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani dilakukan oleh
pihak  yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung yaitu Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah.
Agar supaya transformasi tersebut dapat dilakukan dan dapat menghasilkan
output sesuai dengan yang diharapkan maka perlu ada suatu strategi atau cara
yang dilakukan oleh Perum Perhutani sehingga implementasi kebijakan dapat
berdampak secara lebih optimal. Berbagai cara dapat dilakukan untuk
melakukan transformasi tersebut melalui  upaya agar tercipta pemahaman
masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani. Berbagai aktivitas kegiatan
dapat dilakukan mulai dari penetapan aparatur Perhutani yang terkait dengan
implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung sampai dengan pelaksanaan
koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Aparatur Perum Perhutani yang
kompeten dengan pengelolaan hutan lindung perlu lebih diberdayakan sehingga
hasilnya dapat 1ebih maksimal. Perlu adanya koordinasi serta kerjasama dengan
stakeholder yang lain sehingga implementasi kebijakan tersebut mendapatkan
dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat desa hutan (MDH) sendiri
yang tinggal di sekitar wilayah hutan lindung dan langsung berhubungan dengan
hutan lindung. Melalui proses transformasi  yang dilakukan olen KPH Perum
Perhutani dalam implementasi  kebijakan Perum Perhutani melalui
pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Perum Perhutani maka output
yang diharapkan adalah implementasi kebijakan Perum Perhutani yang
sebelumnya kurang optimal menjadi lebih optimal lagi dalam kaitannya dengan
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Dalam proses tranformasi, terkait dengan terwujudnya implementas
kebijakan Perum Perhutani yang maksimal melalui komunikasi dan interaksi
antaringtitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung;  penjelasan

mengenai  harapan-hargpan yang akan dipenuhi sekaligus juga mampu
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memenuhi komitmen yang sudah diikrarkan; penyampaian informasi yang
bermanfaat bagi masyarakat dan stakeholder; pemberdayaan SDM Perum
Perhutani mencakup sikap, ketrampilan, dan  budaya;, jaminan kualitas
pelayanan dalam bentuk standarisasi pelayanan, monitoring, dan evaluas ;
penyediaan pedoman dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan
stakeholder dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan
hutan lindung.

Analiss CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan implementasi kebijakan Perhutani melalui pemahaman masyarakat
mengenai  kebijakan Perhutani sangat penting dalam rangka menjamin
tercapainya governansi hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Edward 111
(1980) mengatakan bahwa ada 4 (empat) kondisi yang diperlukan agar suatu
implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu: 1) komunikasi, 2)
sumber daya, 3)disposisi, dan 4)struktur birokrasi.  Program akan berjalan
dengan baik apabila semua individu yang terlibat dalam pelaksanaan program
tersebut mengetahui tujuan dasar dari pelaksanan program tersebut. Oleh karena
itu sosialisasi sangat penting bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan
program dengan mengetahui tujuan pelaksanaan program (Osborne dan
Gaebler, 1992).

Daam rangka proses transformasi untuk memaksimalkan implementasi
kebijakan di antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung
melaui pemahaman masyarakat mengenai implementasi kebijakan tersebut
dalam pengelolaan hutan lindung memiliki  hambatan (E: Environmental
Congtraints) khususnya menyangkut birokrasi dan sumber daya manusia.
Birokras kadang menghambat masyarakat dalam menjalankan implementasi
kebijakan Perhutani seperti disampaikan oleh salah satu ketua LMDH  yang
mengatakan bahwa sudah lama proses tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tapi
hasilnya belum nampak. Hambatan lain adalah menyangkut kualitas sumber
daya manusia seperti disampaikan oleh staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Wonosobo yang menyatakan bahwa terdapat keterbatasan dalam hal
personel LMDH sehingga terkadang mereka menyal ahi kesepakatan bersama.
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Proses transformasi yang telah diidentifikass dalam CATWOE yang
digambarkan melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur
kesuksesan atau ketidaksuksesan melalui tiga cara pengukuran yang berbeda
yaitu efikasi, efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Daam
aspek efikasi dilihat sgjauh mana pencapaian dari keberlangsungan kegiatan
implementasi  kebijakan Perhutani. Efisiensi terkait dengan sgauh mana
penggunaan sumberdaya dapat dibuat secara minimum mungkin (sumberdaya
manusia dan anggaran) dalam rangka implementasi kebijakan dalam kaitannya
dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.  Adapun
efektivitas menyangkut ketercapaian secara maksima implementasi kebijakan
yang dilaksanakan oleh Perhutani terkait dengan pengelolaan hutan lindung.
Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari
proses transformasi yang berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar
kinerja kegiatan-kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi implementasi kebijakan

dapat digambarkan sebagai berikut:
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---7 INPUT

4/ o Misi dan tujuan

kebijakan pengelolaan
hutan lindung Perum
Perhutani.

e Sumber daya Perum
Perhutani

o Peran serta masyarakat
desa hutan (MDH) dan
stakeholder untuk
berpartisipasi.

o Kemudahan prosedur
bagi masyarakat desa
hutan dan stakehol der
untuk berpartisipasi

e Situasi dan kondisi
lingkungan yang akan
berdampak terhadap

implementasi kebijakan

Gambar 5.10. Proses Transformasi Implementasi K ebijakan

PROSES TRANSFORMASI

e Melaui komunikasi dan interaksi
antaringtitusi yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung.

e Melalui penjelasan mengenal
harapan-harapan yang akan
dipenuhi sekaligus juga mampu
memenuhi komitmen yang sudah
diikrarkan.

e Melalui penyampaian informasi
yang bermanfaat bagi masyarakat
dan stakeholder

e Melalui pemberdayaan SDM
Perum Perhutani mencakup sikap,
ketrampilan, dan budaya

e Méelalui jaminan kualitas
pelayanan dalam bentuk

OUTPUT ---._

~

Y

/Terwuj udnya \

peningkatan
implementasi
kebijakan
dalam
pengelolaan
hutan lindung

\
\
v
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.

\\standarisasi pelayanan, monitoriny

Umpan Balik
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Terbatasnya sumber daya yang dimiliki Perum
Perhutani, terbatasnya sumberdaya yang ada dalam
masyarakat desa hutan (MDH), Fungsi LMDH belum
maksimal, kebijakan Perum Perhutani yang belum sesual
dengan kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana
yang belum memadai menjadi kendala dalam
implementasi kebijakan.

Di bawah ini adalah CATWOE sebagai alat uji atau anaisis untuk

Root Definition 8 tentang Koordinasi yaitu:

Sistem yang dimiliki dan

dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum

Perhutani

Unit | Jawa Tengah untuk mewujudkan koordinas (P)

mel al ui

komunikasi dan interaksi antarinstitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan
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lindung(Q) dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan koordinasi dalam

rangka pengelolaan hutan lindung (R).

Andisis CATWOE untuk Root Definition

Koordinasi dapat dilihat

pada Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.14 CATWOE dan 3E dalam Root Definition 8: Koordinasi

Customers (C)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan ),Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD); Pihak yang
berkepentingan (stakeholder) (Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha Swasta); Forum Hutan Wonosobo
(FHW); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Actors (A)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah

Transformation
Process (T)

Terwujudnya koordinas oleh Perum Perhutani yang efektif melalui
komunikas dan interaksi yang intensif dengan pihak yang terkait;
kegelasan peran dan fungs dari masing-masing pihak yang
berkoordinasi; pemantauan terhadap kondisi dan permasalahan yang
terjadi; penentuan tujuan yang jelas dalam penyelenggarakan
koordinasi; penempatan aparatur yang tepat dalam kegiatan
koordinas dalam rangka menjamin governansi yang baik dalam
pengel olaan hutan lindung.

Worldview (W)

Tercapainya koordinasi yang efektif  sangat penting dalam rangka
menjamin governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung

Owners (O)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit
| Jawa Tengah

Environmental
Constraints (E)

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Perum Perhutani,
terbatasnya sumberdaya yang ada dalam masyarakat desa hutan
(MDH), fungsi LMDH belum maksimal, kepentingan yang berbeda-
beda, orientas yang berbeda terhadap kebijakan atau sasaran
program, perbedaan orientasi waktu, serta pengaruh geografis hutan
lindung. Kondisi-kondis tersebut dapat menyebabkan kendala bagi
terwujudnya koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan
lindung.

M enetapkan
kriteria kinerja
melalui 3E.

E-Efikasi/
Keberlang-
sungan

Motivass dan dukungan dari berbagai pihak; adanya
kesatuan sikap dan tindakan terhadap aspek tertentu;
perolehan, diseminasi, dan pemrosesan informasi;
penerapan teknik manajemen dasar; struktur organisas,
dan sumber daya Perum Perhutani akan membantu
mewujudkan koordinasi yang efektif dalam rangka
menjamin tercapainya governansi hutan lindung yang
baik di Kabupaten Wonosobo.
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E-Efisiens Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran Perum
Perhutani mengingat luasnya wilayah hutan lindung.
Menggunakan fasilitas dan sarana Perum Perhutani.

E-Efektivitas | Terwujudnya koordinasi Perum Perhutani yang efektif
dalam rangka menjamin tercapainya governans hutan
lindung yang baik di Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Root Definition 8 menunjukkan gambaran yang paling tepat  mengenal
sistem koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung melalui komunikasi dan
interaks antarinstitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung dalam
rangka menjamin tercapainya penataan ulang prinsip governansi pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Y ang menjadi obyek dalam penelitian
ini adalah hutan lindung yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo. Customers
merupakan orang atau pihak yang berkepentingan dalam pendlitian ini
khususnya dalam sistem koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung, dalam
ha ini adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah; Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Dinas
Kehutanan dan Perkebunan ); Pihak yang berkepentingan (stakeholder)
(Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, Usaha
Swasta); Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); serta Masyarakat Desa
Hutan (MDH). Orang atau lembaga-lembagaini sebagai Customer merupakan
pihak-pihak yang secaralangsung atau tidak langsung menjadi pihak yang akan
diuntungkan dan berkepentingan dengan proses transformasi menyangkut
koordinass melalui komunikasi dan interaksi antarinstitusi yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo

Sebagal Actors, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum
Perhutani Unit | Jawa Tengah merupakan sebuah institusi yang melakukan
kegiatan dalam rangka proses transformasi  baik secara langsung maupun
tidak langsung mengenal transformasi  yang terkait dengan koordinasi yang
dilakukan oleh Perum Perhutani melalui komunikasi dan interaks antarinstitusi

yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung yang sebelumnya dianggap
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kurang efektif menjadi koordinasi yang lebih efektif mengenai pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Demikian pula sebagai Owners,
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara- Perum Perhutani Unit | Jawa
Tengah mempunya kewenangan dalam hubungannya dengan  efektivitas
koordinas oleh Perum Perhutani melaui  komunikasi dan interaks
antaringtitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah
merupakan suatu lembaga yang mempunyai kemampuan untuk meneruskan atau
menghentikan kegiatan proses transformasi tersebut.

Transformasi merupakan suatu proses perubahan dari input menjadi suatu
output balk yang bersifat konkret maupun abstrak. Yang menjadi input dari
proses transformasi ini adalah  komunikasi dan interaksi antarinstitus yang
terkait dengan pengelolaan  hutan lindung. Proses pengubahan atau
transformasi menyangkut komunikasi dan interaksi antarinstitusi yang terkait
dengan pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh pihak yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu
Utara - Perum Perhutani Unit | Jawa Tengah. Agar supaya transformasi
tersebut dapat dilakukan dan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang
diharapkan maka perlu ada suatu strategi atau cara yang dilakukan oleh Perum
Perhutani sehingga koordinasi dapat berjalan secara lebih efektif. Berbagai
cara dapat dilakukan untuk melakukan transformasi tersebut melalui
komunikasi dan interaksi antarinstitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan
lindung. Daam melakukan komunikasi dan interaks yang baik sehingga
berdampak pada implementasi koordinasi yang lebih efektif oleh Perum
Perhutani dapat dilakukan melalui berbaga cara atau strategi. Dalam
berkomunikasi dan berinteraksi, diperlukan suatu sikap empati kepada orang
lain. Dalam hal ini aparatur Perum Perhutani dapat menyelami dan memahami
apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan
hutan lindung. Koordinasi akan dapat berjalan efektif apabila dalam
berkomunikasi dan berinteraksi, pihak Perum Perhutani mampu memberikan
penjelasan mengenal harapan-harapan yang akan dipenuhi sekaligus juga
mampu memenuhi komitmen atau janji yang sudah diikrarkan. Dalam
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berkomunikasi dan berinteraksi, perlu disampaikan informasi yang bermanfaat
bagi stakeholder dimana informas tersebut sebagai dasar dalam melakukan
koordinasi. Aspek penting lainnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang
efektif adalah adanya persepsi dan hargpan yang sama mengenai manfaat dan
tujuan dilakukannya komunikasi dan interaks tersebut, karena hal tersebut akan
berdampak kepada sejauhmana koordinasi dapat dilakukan secara efektif atau
tidak. Melaui proses transformasi  yang dilakukan oleh KPH Perum Perhutani
menyangkut koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung melaui komunikas
dan interaksi antarinstitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung maka
output yang diharapkan adalah tercapainya koordinasi oleh Perum Perhutani
yang sebelumnya kurang efektif menjadi lebih efektif lagi dalam kaitannya
dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Dalam proses transformasi, terwujudnya koordinasi oleh Perum Perhutani
yang efektif melalui komunikasi dan interaks yang intensif dengan pihak yang
terkait; kegelasan peran dan fungs dari masing-masing pihak yang
berkoordinasi; pemantauan terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi;
penentuan tujuan yang jelas dalam penyelenggarakan koordinasi; penempatan
aparatur yang tepat dalam kegiatan koordinasi dalam rangka menjamin
governans yang baik dalam pengel olaan hutan lindung.

Analiss CATWOE yang menyangkut Worldview (W) dalam kaitannya
dengan pelaksanaan koordinasi melalui komunikasi dan interaksi dari berbagai
pihak yang terkait sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya
governans hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Witzel (2004) menyatakan
bahwa  koordinas tidak terlepas dari aspek kontrol, karena agar koordinasi
dapat berjalan dengan efektif maka perlu dilakukan kontrol atas koordinasi yang
telah dilakukan tersebut. Adapun Bolman dan Deal (1991) menjelaskan bahwa
usaha organisas dalam mencapai koordinas dan kontrol secara forma
dilakukan melalui dua cara yaitu: Pertama, vertically, yaitu kegiatan koordinasi
yang dilakukan melalui mekanisme komando, supervisi, kebijakan, aturan,
perencanaan, sistem kontrol. Kedua, laterally, yaitu kegiatan koordinasi yang
dilakukan melalui rapat, gugus tugas, standing commitee, peranan koordinator

khusus, atau struktur matriks.
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Dalam rangka proses transformasi untuk mengefektifkan pelaksanaan
koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung
melalui komunikasi dan interaks dari pihak-pihak yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung tersebut memiliki  hambatan (E: Environmental
Constraints)  khususnya menyangkut birokrasi dan sumberdaya manusia.
Hambatan menyangkut birokrasi sehingga koordinasi kurang berjalan lancar
antara lain menyangkut proses pengurusan kerjasama antara LMDH dengan
Perum Perhutani, dimana masih ditemui ketidak jelasan mengenai kepastian
penyelesaian Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LMDH dan Perum Perhutani
seperti diungkapkan oleh salah seorang ketua LSM Kabupaten \Wonosobo. Di
lain pihak masalah sumber daya manusia khususnya anggota LMDH juga
menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinas yang dilakukan oleh Perhutani
seperti disampaikan oleh salah satu camat di Kabupaten Wonosobo. Proses
transformasi yang telah diidentifikass dadlam CATWOE yang digambarkan
melalui beberapa aktivitas kegiatan dipertimbangkan atau diukur kesuksesan
atau ketidaksuksesan melalui tiga cara pengukuran yang berbeda yaitu efikasi,
efisiensi, dan efektivitas (Checkland dan Scholes, 1991). Daam aspek efikasi
dilihat sgjauh mana pencapaian dari pelaksanaan kegiatan koordinasi yang
dilakukan oleh Perhutani. Efisiens terkait dengan sgjauh mana penggunaan
sumberdaya dapat dibuat secara minimum mungkin (sumberdaya manusia dan
anggaran) dalam rangka koordinas dalam kaitannya dengan pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Adapun efektivitas menyangkut
ketercapaian secara maksimal pelaksanaan koordinas yang dilaksanakan oleh
Perhutani terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Kesemuanya itu
dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformasi
yang berlangsung melalui berbagai aktivitas kegiatan, agar kinerja kegiatan-
kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun proses perubahan atau transformasi koordinasi dapat digambarkan
sebagal berikut:
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Gambar 5.11. Proses Transformasi Koordinas
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masyarakat desa hutan (MDH), Fungsi LMDH belum
maksimal, kepentingan yang berbeda-beda, orientasi
yang berbeda terhadap kebijakan atau sasaran program,
perbedaan orientasi waktu, serta pengaruh geografis
hutan lindung.

Setelah  tahap ke 3 SSM yaitu penyusunan root definitions, maka
selanjutnya adalah melaksanakan tahap ke 4 yaitu dengan membangun model
konseptual baik untuk research interest maupun problem solving. Seperti
dijelaskan sebelumnya, model konseptua menurut Checkland (1999) adalah
merupakan suatu bentuk sistem aktivitas manusia yang sistemik, yang dibangun
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atas dasar root definition, yang biasanya berbentuk kata kerja yang terstruktur.
Model konseptual tidak merupakan bentuk dari dunia nyata, namun hanya
merupakan hasil berpikir serba sistem tentang situasi dunia nyata.

Sesuai dengan penetapan jumlah sistem yang dilakukan pada tahap ke 3
SSM sebelumnya, maka dalam tahap ke 4 ini kegiatan yang dilakukan yaitu
membangun model konseptual berdasarkan root definition yang sudah dipilih
dan diberi nama pada tahap sebelumnya, yaitu dengan menetapkan 8 buah
model konseptual, yang terdiri atas 6 model konseptual merujuk kepada
research interest dan 2 model konseptual merujuk kepada problem solving. Ke
delapan model konseptual tersebut menggambarkan 8 root definition yang telah
dirumuskan sebelumnya. Dasar dari penetapan model sistem aktivitas manusia
ini dilandaskan pada penggunaan kriteria atau tolok ukur PQR, CATWOE, dan
Root Definitions.

a) Mode Konseptual (Research I nterest)

Untuk membuat model konseptual menyangkut 6 pinsip governansi yang
merujuk research interest maka terlebih dahulu dibuat suatu uraian kegiatan
yang beraktivitas (purposeful activity). Tabel di bawah ini menunjukkan

kegiatan yang beraktivitas dari masing-masing sistem aktivitas yang bertujuan.

Tabel 5.15 Kegiatan Sistem 1. Peningkatan Partisipasi Melalui Pemberdayaan
Masyarakat

1 Mempertimbangkan inisiatif dan masukan dari pemimpin lokal, baik
formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenal
suatu  program, yang nantinya program tersebut merupakan

kebutuhan masyarakat

2 Menjalin hubungan dengan stakeholder untuk membina
pemahaman bersama mengena program pengelolaan hutan
lindung

Menyediakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat

Mendiseminasikan informasi mengenai program pengelolaan hutan

lindung kepada masyarakat

5 Melakukan komunikasi dan interaksi secara berkala untuk
mendiskusikan perkembangan program

6 Menyelenggarakan proses konsultass untuk menggali dan
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mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders

7 Menetapkan fasilitator dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan
program dengan kebutuhan stakehol der

8 Memberikan kewenangan kontrol kepada stakeholder untuk
melihat dan mengevaluasi implementasi program

9 Menyediakan anggaran untuk kesinambungan komunikasi dan

keperansertaan stakeholder dalam implementasi program

10 Menyediakan pendidikan informal sesuai dengan kebutuhan
masyarakat terkait dengan implementasi program

11 Memperkuat jaringan sosial atau lembaga masyarakat sehingga mampu
mengembangkan kemampuan dalam implementasi program

Sumber: Olahan Pendliti, 2014
Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini adaah model

konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 1 sebagai
berikut:
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Gambar 5.10 Model Konseptual Sistem 1:  Peningkatan Partisipasi Melalui
Pemberdayaan Masyarakat
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Sumber: Olahan Peneliti, 2014.
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Model konseptual tersebut di atas didasarkan atas Root Definition 1,
menggambarkan tentang partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan
dalam rangka pengelolaan hutan lindung. Diperlukan pertimbangan mengenal
inisiatif dan masukan dari pemimpin lokal, baik forma maupun informal,
ataupun dari anggota masyarakal mengenai suatu program, yang nantinya
program tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan
pengelolan hutan lindung. disediakan forum atau wadah yang memada dan
tepat dalam rangka menampung pemikiran dan partisipasi dari masyarakat desa
hutan. Sebelum itu perlu adanya jalinan hubungan dengan stakeholder dalam
rangka membina persepsi dan pemahaman secara bersama mengena program
pengel olaan hutan lindung.

Kegiatan yang penting dalam rangka pengelolaan hutan menyangkut
partisipasi masyarakat adalah adanya diseminas atau penyampaian informasi
mengenai program pengelolaan hutan lindung kepada masyarakat. Komunikasi
dan interaksi secara berkala secara berkaa juga penting untuk mendiskusikan
perkembangan program tersebut. Selain itu perlu diselenggarakan proses
konsultass untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari
stakeholders sehingga perencanaan dan pelaksaan program dapat berjalan
dengan lancar. Dalam ha ini juga perlu adanya penetapan fasilitator dalam
memastikan kesesuaian pel aksanaan program dengan kebutuhan stakeholder.

Selanjutnya perlu adanya pemberian  kewenangan dan kontrol kepada
stakeholder untuk melihat dan mengevaluasi implementasi program. Adapun
anggaran yang adajuga perlu disediakan dalam rangka kesinambungan proses
komunikas dan keperansertaan stakeholder dalam implementasi program
tersebut. Selain itu juga diperlukan adanya penyelenggaraan pendidikan
informal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan
implementasi kebijakan dan program tersebut. Dalam hal ini juga perlu adanya
penguatan jaringan sosia atau lembaga masyarakat sehingga mereka diharapkan
mampu mengembangkan kemampuan dalam implementasi kebijakan dan
program pengel olaan hutan lindung.

Monitor kinerja dilaksanakan terhadap apa-apa yang telah dicapai pada

masing-masing kegiatan tersebut dengan mengacu kepada penetapan kriteria
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kinerja 3E (Efikasi, Efisiens, dan Efektivitas). Dengan demikian keberhasilan
Model Konseptual Sistem 1 dapat diukur melalui kriteria sebagai berikut:

E-Efikas Berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam rangka
implementasi kebijakan dan program

E-Efisiens Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya peningkatan  dari kurang berpartisipasi
menjadi lebih berpartisipasi

Efikass menyangkut berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam
rangka implementasi kebijakan dan program, sedangkan  Efisiens terkait
dengan penggunaan sumberdaya yang minimum (sumberdaya manusia,
anggaran, sarana dan prasarana), dan Efektivitas menyangkut tercapainya
peningkatan  dari kurang berpartisipas menjadi lebih berpartisipasi.
Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari
proses transformasi yang berlangsung, agar kinerja tercapai sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan yang beraktivitas
(Purposeful Activity) pada Sistem 2 Efisiensi dan Efektivitas yaitu sebagai
berikut:

Tabel 5.16 Kegiatan Sistem 2:  Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas
Melaui Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP)

Persiapan penyusunan SOP

Mengumpulkan informasi dalam rangka penyusunan SOP
Melakukan identifikasi alternatif untuk penyusunan SOP
Melakukan analisis serta pemilihan aternatif SOP

M elakukan penulisan SOP yang dipilih

Pengujian dan review SOP terpilih

Pengesahan SOP yang terpilih

Penerapan SOP

M onitoring tahapan dalam pel aksanaan SOP

10 Evaluasi penerapan SOP.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

OO NO|O|RWIN|F

Terkait dengan hal tersebut di atas maka di bawah ini adalah model
konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 2 sebagai
berikut:
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Gambar 5.11 Model Konseptual Sistem 2:  Peningkatan Efisiensi dan
Efektivitas Melalui Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP)
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Sumber: Olahan Pendliti, 2014
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Model konseptual di atas menggambarkan mengenai Efisiensi dan
Efektivitas Melalui Sandard Operational Procedure (SOP) dalam pengelolaan
hutan lindung yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Kegiatan awa dilakukan
melalui persiapan-persiapan yang diperlukan dalam rangka penyusunan SOP,
yang dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dari berbaga nara sumber
serta dokumen-dokumen yang terkait dengan SOP tersebut. Langkah berikutnya
adalah melakukan analisis serta pemilihan aternative SOP. Namun sebelum
langkah ini dilakukan, terlebih dahulu dilakukan identifikas aternatif untuk
penyusunan SOP tersebut. Beberapa tahapan kegiatan dilakukan dalam
kaitannya dengan SOP yang terdapat di Perum Perhutani yaitu kegiatan
penulisan SOP yang dipilih, melakukan pengujian dan review SOP terpilih,
melakukan pengesahan SOP terpilih, dilanjutkan dengan pengesahan dan
akhirnya dilakukan penerapan SOP terpilih tersebut. Monitor kinerja pada model
konseptual tersebut dilaksanakan terhadap apa-apa yang telah dicapa pada
masing-masing kegiatan tersebut dengan mengacu kepada penetapan kriteria
kinerja 3E (Efikasi, Efisiensi, dan Efektivitas).

E-Efikasi Berlangsungnya penyusunan SOP

E-Efisens Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya peningkatan  efisens dan efektivitas
perusahaan melalui penyusunan (SOP)

Efikas terkait dengan berlangsungnya penyusunan SOP, Efisiens:
Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana), dan Efektivitas berhubungan dengan tercapainya
peningkatan efisiens dan efektivitas perusahaan melalui penyusunan (SOP).
Aktivitas-aktivitas itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja
dari proses transformas yang berlangsung, agar kinerja tercapal sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan yang beraktivitas
(Purposeful Activity) pada Sistem 3 Keadilan dan Kesetaraan yaitu sebagai
berikut:
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Tabel 5.17 Kegiatan Sistem 3: Optimalisasi Keadilan dan Kesetaraan Melalui

Perencanaan Program

[EEN

Memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk membuat suatu
program dalam rangka pengel olaan hutan lindung

Mengundang stakeholder untuk mempresentasikan rancangan programnya

Menetapkan jadwal pelaksanaan presentasi program

Melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai rancangan program

Melakukan kajian mendalam mengenai program yang diusulkan

M engesahkan program baru

N[O~ iwiN

Membuat kesepakatan (MOU) pelaksanaan program yang diusulkan
stakehol der

M engimplementasikan program baru

© |00

Melakukan konsultasi dan bimbingan dalam implementasi program

10

Melakukan sosiadlisasi program baru

11

Melakukan evaluasi implementasi program

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Sehubungan dengan ha tersebut maka berikut ini adalah model
konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 3 sebagai

berikut:
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Gambar 5.12 Model Konseptual Sistem 3: Optimalisass Keadilan dan
Kesetaraan Melalui Perencanaan Program
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Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Model konseptual yang tergambar di atas menunjukkan optimalisas
keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan hutan lindung yang dilakukan oleh
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Perum Perhutani. Beberapa aktivitas dilakukan yaitu memberikan kesempatan
kepada stakeholder untuk membuat suatu program dalam rangka pengelolaan
hutan lindung. Kemudian kegiatan berikutnya adalah melakukan diskusi dan
Tanya jawab mengena rancangan program yang terkait dengan pengelolaan
hutan lindung. Namun sebelum kegiatan tersebut dilakukan, langkah yang harus
dilakukan adalah mengundang stakeholder untuk mempresentasikan rancangan
programnya dan diikuti dengan penetapan jadwal pelaksanaan presentas
program. Tahap selanjutnya adalah melakukan kaian secara mendalam
mengenai program yang diusulkan oleh para stakeholder tersebut. Setelah itu
dilakukan pengesahan program yang baru dengan membuat kesepakatan (MOU)
pelaksanaan program yang diusulkan stakeholder. Berikutnya dilakukan
implementasi program baru, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi.
Setiap langkah kegiatan yang telah dicapai pada masing-masing kegiatan
tersebut dalam model konseptual dilakukan  monitor kinerja dengan
mengacu kepada penetapan kriteria kinerja 3E (Efikasi, Efisiens, dan
Efektivitas).

E-Efikas Berlangsungnya perencanaan program untuk mewujudkan
keadilan dan kesetaraan dalam rangka pengelolaan hutan
lindung.

E-Efisens Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya peningkatan keadilan dan kesetaraan dalam
rangka perencanaan program dari dari kurang adil dan
kurang setara menjadi lebih adil dan lebih setara

Efikass merupakan kriteria menyangkut berlangsungnya perencanaan
program untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam rangka pengelolaan
hutan lindung. Efisiensi: Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarand). Adapun Efektivitas menunjukkan
ketercapaian peningkatan keadilan dan kesetaraan dalam rangka perencanaan
program dari dari kurang adil dan kurang setara menjadi lebih adil dan lebih
setara. Adapun aktivitas-aktivitas itu dilakukan dalam rangkaian tindakan
kontrol atas kinerja dari proses transformasi yang berlangsung, agar kinerja

tercapal sesual dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan
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yang beraktivitas (Purposeful Activity) pada Sistem 4 Transparansi, yaitu
sebagal berikut:
Tabel 5.18 Kegiatan Sistem 4: Peningkatan Transparansi Melalui

Pelayanan Masyarakat

1 Menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi
mengenai manajemen dan pelayanan publik

2 Membuat bagan aur (flow chart) prosedur kegiatan dalam rangka
pelayanan publik

3 Menyediakan akses bagi masyarakat mengenai persyaratan teknis dan
administratif pelayanan publik.

4 Menginformasikan kepastian rincian biaya pelayanan secara jelas pada
masyarakat

5 Menginformasikan kepastian dan waktu penyelesaian pelayanan secara
jelas pada masyarakat

6 Menetapkan  secara formal pejabat/petugas yang berwenang dan
bertanggung jawab memberikan pelayanan publik

7 M enyediakan tempat atau lokasi pelayanan publik secarajelas

8 Memberikan kepastian menyangkut janji dan tanggung jawab pelayanan
yang harus tertulis secarajelas

9 Menetapkan standar pelayanan publik yang realistis dan harus
dipublikasikan pada publik

10 Mensosialsiasikan  informasi pelayanan pada masyarakat melalui
media.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka di bawah ini adalah model
konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 4 yaitu
sebagal berikut:
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Gambar 5. 13 Model Konseptual Sistem 4: Peningkatan Transparansi Melalui
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Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Model konseptual tersebut di atas menggambarkan transparansi dalam
rangka pengelolaan hutan lindung. Akses bagi masyarakat adalah pemberian
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kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai manajemen
dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Selanjutnya perlu
dibuat suatu bagan alur (flow chart) mengenai prosedur kegiatan dalam rangka
pelayanan publik yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Akses juga disediakan
bagi masyarakat mengenai persyaratan teknis dan administratif pelayanan
publik. Tahap kegiatan berikutnya adalah menyangkut informas dimana perlu
adanya pemberian informasi mengenal kepastian rincian biaya pelayanan secara
jelas pada masyarakat serta kepastian dan waktu penyelesaian pelayanan
secara jelas pada masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya penetapan secara
formal pejabat/petugas Perum Perhutani yang berwenang dan bertanggung
jawab memberikan pelayanan publik. Selain itu juga perlu adanya penyediakan
tempat atau lokasi pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat yang
membutuhkan tidak mengalami hambatan.

Aspek penting lainnya dalam tahapan ini adalah adanya pemberian
kepastian menyangkut janji dan tanggung jawab pelayanan yang harus tertulis
secara jelas yang harus dilakukan oleh Perum Perhutani. Setelah ditetapkan
standar pelayanan publik yang realistis dan harus dipublikasikan pada publik
maka dilanjutkan dengan kegiatan sosidsias informas pelayanan pada
masyarakat melalui media. Setiap langkah kegiatan yang telah dicapal pada
masing-masing kegiatan tersebut dalam model konseptual dilakukan monitor
kinerja dengan mengacu kepada penetapan kriteria kinerja 3E (Efikas,
Efisiens, dan Efektivitas).

E-Efikasi: Berlangsungnya transparansi dalam pengel olaan hutan lindung

E-Efisiensi: Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya peningkatan transparansi dari kurang kurang
transparan menjadi lebih transparan

Efikas terkait dengan berlangsungnya transparansi dalam pengelolaan
hutan lindung. Adapun Efisienss menunjukkan penggunaan Sumberdaya yang
minimum (sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana). Sedangkan
Efektivitas menggambarkan tercapainya peningkatan transparansi dari kurang
kurang transparan menjadi lebih transparan. Adapun aktivitas-aktivitas itu
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dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses transformasi

yang berlangsung, agar kinerja tercapai sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan yang beraktivitas (Purposeful Activity) pada
Sistem 5 Akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.19 Kegiatan Sistem 5: Peningkatan Akuntabilitas
Melalui Implementasi Program

Mengidentifikasi kesesuaian program dengan visi, misi dan tujuan
perusahaan

Mengidentifikasi kesesuaian perencanaan program dengan implementasi
program

Menyusun standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan
program (goal) tersebut.

D

Memastikan implementasi program dilaksanakan oleh pegawai yang
memiliki kompetensi

Memastikan implementasi program bermanfaat bagi stakehol der

M enyusun mekanisme monitoring dan evaluas program

Mendokumentasian kegiatan program

M endiseminasikan program kepada masyarakat

O |N|O |01

Menyediakan akses bagi publik untuk memastikan kelancaran
implementasi program

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini adaah model
konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 5, yaitu
sebagal berikut:
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Gambar 5.14 Model Konseptual Sistem 5:  Peningkatan Akuntabilitas Melalui
Implementasi Program
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Sumber: Olahan Pendliti, 2014
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Model konseptual di atas menggambarkan akuntabilitas dalam
pengelolaan hutan lindung yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Identifikas
yang dilakukan pada langkah awa ini adalah mengidentifikasi mengenai
kesesuaian program dengan visi, misi dan tujuan Perum Perhutani. Selain itu
juga dilakukan pengidentifikasian kesesuaian perencanaan program dengan
implementasi program itu sendiri. Kemudian dilakukan langkah memastikan
implementasi  program dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi.
Namun sebelum tahap tersebut dilaksanakan, dilakukan penyusunan standar
yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan program (goal) tersebut. Langkah
selanjutnya adalah memastikan bahwa implementasi program yang telah ada
tersebut benar-benar bermanfaat bagi stakeholder yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung. setelah itu dilakukan penyusunan  mekanisme
monitoring dan evaluasi program.

Setelah dilakukan pendokumentasian kegiatan program maka dilakukan
diseminasi program kepada masyarakat serta penyediaaan akses bagi publik
untuk memastikan kelancaran implementasi program yang dilakukan oleh
Perum Perhutani tersebut. Setiap langkah kegiatan yang telah dicapai pada
masing -masing kegiatan tersebut dalam model konseptual dilakukan monitor
kinerja dengan mengacu kepada penetapan kriteria kinerja 3E (Efikas,
Efisiensi, dan Efektivitas).

Efikasi berhubungan dengan berlangsungnya proses akuntabilitas dalam
rangka implementass program. Adapun Efisiens berhubungan dengan
penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana). Sedangkan Efektivitas menyangkut tercapainya
implementasiprogram yang sebelumnya kurang akuntabel menjadi lebih
akuntabel. Adapun aktivitas-aktivitas itu dilakukan dalam rangkaian tindakan
kontrol atas kinerja dari proses transformas yang berlangsung, agar kinerja
tercapal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan

162



yang beraktivitas (Purposeful Activity) pada Sistem 6. Konsensus, yaitu
sebagal berikut:

Tabel 5.20 Kegiatan Sistem 6: Pencapaian Konsensus
Melalui Pembuatan K eputusan.

1 | Menjalin hubungan atau menetapkan stake holder yang terkait
dengan program pengelolaan hutan lindung

2 | Mengadakan pertemuan dengan stake holder untuk membahas topik
atau isu yang memerlukan konsensus

3 | Penjelasan mengenal proses pencapaian konsensus

4 | Penygiiantopik atau isu yang menjadi konsensus yang harus
diputuskan

5 | Mendiskusikan topik untuk mencari kejelasan pandangan dan
pemikiran yang muncul

6 | Mendorong peserta untuk aktif dalam diskusi topik atau isu yang
menjadi konsensus

7 | Mencoba menggabungkan semua pandangan dari para peserta

8 | Menyusun usulan atau pemikiran yang mengandung aspek-aspek
yang merupakan hasil pemikiran dari diskusi

9 | Diskusikan dan perbaiki usulan pemikiran mengenai topik atau isu
yang menjadi konsensus

10 | Melakukan tes atau menguji kesepakatan topik atau isu yang menjadi
konsensus

11 | Mengimplementasikan keputusan sesual hasil konsensus

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2014

Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini adalah model
konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 6, yaitu
sebagai berikut:
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Gambar 5.17 Model Konseptual Sistem 6:  Pencapaian Konsensus Melalui
Pembuatan Keputusan
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Model konseptual sistem 6 mengenai konsensus tersebut menggambarkan

pencapaian suatu konsensus yang dihasilkan dari kesepakatan-kesepakatan dari
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berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung. Langkah awal
dari model ini adalah didahului dengan adanya persiapan-persiapan yang perlu
dilakukan oleh pihak Perhutani dalam rangka pencapaian konsensus suatu
kegiatan yaitu dimulai dengan adanya kegiatan menjalin hubungan antara
berbagai pihak atau stake holder yang terkait dengan  program dalam rangka
pengelolaan hutan lindung. Para stake holder tersebut adalah para pihak yang
memanfaatkan atau mendayagunakan isi hutan lindung yang dalam
pel aksanaannya harus bernegosiasi dengan pihak yang berwenang secara formal
yaitu Perhutani. Pihak yang terkait dengan sistem konsensus sebagian besar
adalah masyarakat desa hutan sebagai elemen masyarakat yang tinggal dan
langsung berhubungan dengan lingkungan hutan lindung.

Dadam langkah persigpan juga dilakukan suatu kegiatan dengan
mengadakan pertemuan dengan stake holder untuk membahas topik atau isu
yang memerlukan konsensus. Setelah kedua kegiatan tersebut selesa dikerjakan
maka langkah selanjutnya adalah kegiatan  penjelasan mengenai proses
pencapaian konsensus. Perhutani sebaga pihak fasilitator kegiatan ini
memberikan penjelasan kepada para peserta kegiatan sehingga para peserta jelas
memahami struktur dan teknik diskusi yang dilakukan.  Hal ini penting
dilakukan oleh Perhutani sehingga para peserta dapat menyampaikan pemikiran
atau usul mengenal isu konsensus yang perlu disepakati bersama.

Tahap berikutnya adalah penygjian topik atau isu yang menjadi
konsensus yang nantinya akan disepakati bersama dan harus diputuskan. Jika
memungkinkan, para peserta konsensus dapat menyampaikan proposal sehingga
para peserta dapat lebih siap mengena topik atau isu yang perlu disepakati.
Namun apabila kondisi tidak memungkinkan karena keterbatasan pengetahuan
para peserta, maka para peserta dapat menyampaikan permasalahan dengan
menyampaikan secara lisan kepada peserta lain. Langkah kelima adalah
mendiskusikan  topik atau isu untuk mencari keelasan pandangan dan
pemikiran yang muncul. Dalam diskusi biasanya berkembang pro dan kontra
terhadap isu yang berkembang dalam pencapaian kesepakatan tersebut. semua
argumen dari para peserta bailk yang mendukung maupun yang kurang

mendukung, perlu menjadi perhatian umum dari seluruh peserta karena hal
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tersebut yang nantinya akan menjadi landasan bagi tercapainya konsensus.
Dalam diskus tersebut juga dilakukan usaha untuk mencoba mengakomodir
pandangan semua pihak dan juga mendorong para peserta untuk aktif dalam
diskusi tersebut.

Dari hasil diskusi dan penyampaian pemikiran mengenai topik atau isu
tersebut maka disusun suatu usulan atau pemikiran yang mengandung aspek-
aspek yang nantinya dapat merupakan suatu hasil kesepatan dalam rangka
konsensus. Hasil susunan atau kesimpuan sementara tersebut kemudian
didiskusikan kembali dan diperbaiki sehingga dapat dijadikan suatu hasil yang
sudah lebih baik lagi sebagal dasar dalam pencapaian consensus. Dalam tahap
ini sudah mulai berkurang pemikiran-pemikiran yang terlau umum, dan
sebaliknya sudah nampak fokus untuk tercapainya konsensus tersebut. Tahap
selanjutnya dalam aktivitas ini adalah menguji kepada para peserta sejauh mana
topik atau isu dalam pemikiran mengenai suatu program pengelolaan hutan
lindung dapat dibuat suatu kesepakatan untuk mencapai konsensus.
Permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara menanyakan kembali kepada
pihak-pihak yang terlibat, terutama kepada pihak yang kurang sepakat dalam
pemikiran-pemikiran dari hasil diskusi tersebuat. Apabila kesepakatan
mengenal suatu topik atau isu sudah dapat dicapai dari sebagian besar peserta
dan dapat dipahami segala dampaknya maka suatu konsensus sudah dapat
disepakati bersama. Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan keputusan-
keputusan yang telah disepakati bersama sebagai suatu hasil konsensus yang
dapat ditindaklanjuti bersama dengan kewajiban-kewgjiban untuk konsekuen
dalam menjalankan konsensus tersebut. Setigp langkah kegiatan yang telah
dicapa pada masing -masing kegiatan tersebut dalan model konseptual
dilakukan  monitor kinerja dengan mengacu kepada penetapan kriteria
kinerja 3E (Efikasi, Efisiensi, dan Efektivitas).

E-Efikas Berlangsungnya proses konsensus dalam rangka
penyusunan program

E-Efisens Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya konsensus yang sebelumnya rendah
menjadi lebih tinggi
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Efikasi berhubungan dengan berlangsungnya proses konsensus dalam
rangka  penyusunan program. Adapun efisiens berhubungan dengan
penggunaan sumberdaya yang minimum (sumberdaya manusia, anggaran,
sarana dan prasarana). Sedangkan efektivitas menyangkut tercapainya
konsensus yang sebelumnya rendah menjadi lebih tinggi. Adapun aktivitas-
aktivitas itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari proses
transformas yang berlangsung, agar kinerjatercapa sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.

b) Model Konseptual (Problem Solving)

Model konseptual menyangkut problem solving terdiri atas dua sistem
yaitu implementasi kebijakan dan koordinasi. Untuk membuat model konseptual
yang merujuk kepada problem solving maka terlebih dahulu dibuat suatu uraian
kegiatan yang beraktivitas (purposeful activity) yang terdiri atas sistem
implementasi kebijakan dan sistem koordinasi. Tabel di bawah ini menunjukkan
kegiatan yang beraktivitas dari masing-masing sistem aktivitas yang bertujuan
tersebut:

Tabel 5.21 Kegiatan Sistem 7: Optimalisasi Implementasi Kebijakan
Melaui Pemahaman Masyarakat

1 Menetapkan aparatur Perhutani yang berhubungan dengan
implementasi kebijakan

2 Memastikan pengetahuan dan pemahaman aparatur Perhutani
mengenai kebijakan yang diimplementasikan

3 Mengidentifikasi stakeholder yang memerlukan sosiadisasi

mengenai kebijakan pengelolaan hutan lindung

4 Menyiapkan kebijakan yang akan disosialisasikan

5 Mempertimbangkan anggaran untuk implementasi kebijakan

6 Merancang media yang tepat untuk kelancaran
penyebarluasan (diseminasi) kebijakan kepada stakeholder

7 Membuat modul atau panduan sosialisasi kebijakan

8 Menyusun jadwal rangkaian sosialisasi peraturan dan
program

9 Melakukan sosialisasi kebijakan kepada stakeholder

10 Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan stakehol der

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014
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Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini digambarkan model

konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 7, yaitu

sebagai berikut:

Gambar 5. 18 Model Konseptual Sistem 7: Optimalisasi Implementasi
Kebijakan Melalui Pemahaman Masyarakat
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Sumber: Olahan Pendliti, 2014
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Mode konseptual di atas menggambarkan implementasi kebijakan dan
program dalam pengelolaan hutan lindung. Pada kegiatan awa dilakukan
penetapan siapa sga pegawal atau aparatur Perhutani yang memiliki peranan
dan berhubungan dengan implementas kebijakan dan program dalam
pengelolaan hutan lindung. Selanjutnya dipastikan mengenai pengetahuan dan
pemahaman aparatur Perhutani mengenai kebijakan dan program yang
diimplementasikan tersebut. Berikutnya adalah menyiapkan kebijakan dan
program yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung yang akan
disosidisaskan. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, juga diidentifikasi
terlebih dahulu siapa sgja stakeholder yang memerlukan sosialisas mengenal
kebijakan dan program pengelolaan hutan lindung.

Pada aktivitas selanjutnya adalah mempertimbangkan seberapa besar
anggaran yang diperlukan untuk implementasi kebijakan dan program tersebut.
Setelah itu baru dilakukan kegiatan-kegiatan seperti perancangan media sarana
atau media yang tepat untuk kelancaran penyebarluasan (diseminasi) kebijakan
dan program kepada stakeholder sekaligus menyusun modul atau panduan
sosialisasi kebijakan dan program dari Perhutani. Setelah kegiatan tersebut di
atas sudah dilakukan maka kegiatan berikutnya adalah menyusun jadwal
sosialisal peraturan dan program, kemudikan diikuti dengan langkah sosialisasi
itu sendiri mengena kebijakan dan program pengelolaan hutan lindung yang
ditujukan kepada stakeholder. Koordinasi dan kerjasama dilakukan dengan para
stakeholder. Monitor kinerja dilaksanakan terhadap apa-apa yang telah dicapai
pada masing-masing kegiatan tersebut  dengan mengacu kepada penetapan
kriteria kinerja 3E (Efikasi, Efisiens, dan Efektivitas).

E-Efikas Berlangsungnya implementasi kebijakan

E-Efisiens Penggunaan Sumberdaya secara minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya optimalisas implementas  kebijakan
menyangkut kewenangan pengelolaan hutan lindung
tercapai

Efikas mengacu kepada berlangsungnya implementasi kebijakan dan
program, sedangkan Efisenss menyangkut penggunaan sumberdaya secara

minimum baik sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta
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Efektivitas yaitu tercapainya optimalisasi implementasi kebijakan dan program
menyangkut kewenangan pengelolaan hutan lindung dapat tercapai.
Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan kontrol atas kinerja dari
proses transformasi yang berlangsung. Selanjutnya, kegiatan yang beraktivitas
(Purposeful Activity) pada Sistem 8 Koordinasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.22 Kegiatan Sistem 8: Efektivitas Koordinas Melalui
Komunikasi dan Interaksi Antarinsitusi

1 Merencanakan kegiatan koordinas yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan dan program pengel olaan hutan lindung

2 Mengidentifikasi institusi yang akan dikoordinasikan dalam rangka
mengi mpl ementasikan kebijakan dan program

3 Menjalin hubungan dengan institus yang terkait dengan kegiatan koordinas

4 Menyampai kan dan menjelaskan kebijakan dan program yang dikoordinasikan
kepada ingtitusi

5 Melakukan diskusi dan curah pendapat (brainstorming)

6 Mengidentifikas tugas dan tanggung jawab masing-masing institus dalam
rangka koordinasi kebijakan dan program

7 Melakukan sosidlisas kebijakan atau program yang telah ditetapkan bersama

8 Menyusun jadwal kegiatan koordinasi antarinstitusi yang terkait dengan
kegiatan serta program PHBM dalam pengel olaan hutan lindung

9 Melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi antaringtitusi

Sumber: Olahan Pendliti, 2014
Sehubungan dengan hal tersebut maka di bawah ini adaah model

konseptual yang dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas dalam Sistem 8, yaitu
sebagai berikut:
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Gambar 5.19 Moded Konseptual Sistem 8: Efektivitas Koordinasi Melalui
Komunikasi dan Interaksi Antarinsitusi
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Model konseptual tersebut di atas menggambarkan mengenai
pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung. Perencanaan
yang dilakukan adalah perencanaan mengenai kegiatan koordinas yang
berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program pengelolaan hutan
lindung. Sedangkan identifikas merujuk kepada lembaga atau institusi yang
akan dikoordinasikan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan
program tersebut. Kegiatan yang juga dilakukan adalah menjalin hubungan
dengan ingtitusi yang terkait dengan kegiatan koordinasi. Setelah identifikasi
dan menjalin hubungan dengan institus sudah dilakukan, berikutnya adalah
menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan program yang dikoordinasikan
kepada ingtitusi yang terkait tersebut. Tindakan selanjutnya adalah melalukan
diskusi dan curah pendapat (brainstorming).

Identifikasi juga dilakukan menyangkut tugas dan tanggung jawab
masing-masing ingtitusi dalam rangka koordinasi kebijakan dan program.
Setelah itu disusun jadwal kegiatan koordinasi antarinstitusi yang terkait dengan
kegiatan serta program PHBM dalam pengelolaan hutan lindung. Monitor
kinerja dilaksanakan terhadap apa-apa yang telah dicapai pada masing-masing
kegiatan tersebut  dengan mengacu kepada penetapan kriteria kinerja 3E
(Efikasi, Efisiensi, dan Efektivitas).

E-Efikas Berlangsungnya koordinas implementasi kebijakan dan
program

E-Efisiens Penggunaan Sumberdaya yang minimum (sumberdaya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana)

E-Efektivitas Tercapainya peningkatan koordinasi dari kurang efektif
menjadi lebih efektif

Efikas berhubungan dengan berlangsungnya koordinas implementasi
kebijakan dan program, Efisens menyangkut penggunaan Sumberdaya yang
minimum (sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana), sedangkan
Efektivitas adalah tercapainya peningkatan koordinasi dari kurang efektif
menjadi lebih efektif. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangkaian tindakan
kontrol atas kinerja dari proses transformasi yang berlangsung.
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5.3 Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata

Pada Tahap 5 SSM dilakukan perbandingan model konseptual dengan
situasi problematik dunia nyata. Model konseptual digunakan sebaga alat
intelektual dalam membahas situasi problematik dunia nyata. Model tersebut
bukan sebagai gambaran utuh tentang dunia nyata namun hanya sebagai duplikat
dari sistem atau serba sistem aktivitas manusia yang relevan dan dipilih.
Model-model yang telah disusun sebelumnya tersebut dikonstruksikan
berdasarkan logika yang dimiliki oleh peneliti (logic based). Daam tahap
pembandingan maka model-model yang dibuat tersebut tidak dipersepsikan
sebagal model yang paling benar dan sempurna dalam rangka menilai situasi
problematis dunia nyata, sebaliknya model konseptual dari sistem aktivitas
hanyalah merupakan aat yang memungkinkan diselenggarakannya diskusi yang
terkelola (Checkland dan Poulter, 2006). Model-model tersebut dipilih oleh
peneliti dengan alasan bahwa model-model tersebut dianggap relevan dan
berhubungan dengan governans dalam pengelolaan hutan lindung. Model-
model tersebut sebaga hasil konstruks yang didasarkan atas logika pendliti
digunakan untuk merumuskan perubahan, penyempurnaan ataupun perbaikan
terkait dengan situasi problematis menyakut governansi dalam pengelolaan
hutan lindung.

Seperti dinyatakan di bagian awa bahwa kagjian penelitian yang
berdasarkan SSM ini dikategorikan menjadi research interest dan problem
solving interest. Pembahasan dalam Bab 6 ini dibagi menjadi dua sub bagian
dalam rangka menjawab setiap butir pertanyaan penelitian. Sub bagian pertama
yang merupakan research interest akan membahas hasil penelitian merujuk pada
pertanyaan kesatu yang menyangkut 6 prinsip governansi dalam pengelolaan
hutan lindung. Sub bagian kedua yang merupakan problem solving interest akan
membahas hasil penelitian merujuk pada pertanyaan kedua menyangkut
implementas kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung dan pertanyaan ketiga

yang menyangkut koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung.
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Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata menyangkut
Governansi dalam Pengelolaan Hutan Lindung
(Research Interest)

Pembahasan mengenai perbandingan model konseptual dan dunia nyata
yang berhubungan dengan governansi dalam pengelolaan hutan lindung yang
merujuk kepada research interest akan menjawab pertanyaan penelitian nomor
satu yaitu yang berhubungan dengan proses penataan ulang governansi
menyangkut research interest pengelolaan hutan lindung yang berlangsung
secara partisipatif dan berbasis budaya dalam menentukan 6 prinsip governansi
yang baik, yaitu: 1) Partisipasi, 2) Efisiensi dan Efektivitas, 3) Keadilan dan
Kesetaraan, 4) Transparansi, 5) Akuntabilitas, dan 6) Konsensus. Pada sub
bab ini dilakukan pembandingan model konseptual terhadap situasi dunia nyata
yang merujuk pada research interest, menyangkut  governans dalam
pengelolaan hutan lindung yang terbentuk pada sistem 1 sampai dengan sistem
6, yaitu: 1) partisipas, 2) efisiensi dan efekivitas, 3) keadilan dan kesetaraan,
4) transparansi, 5) akuntabilitas, dan 6) konsensus. Tabel pembandingan antara
model konseptual dengan dunia nyata berisi: (1) aktivitas model konseptual, (2)
deskripsi aktivitas, (3) prinsip governansi, (4) keluaran aktivitas, dan (5)
refleksi teori.

Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara model konseptual dengan
dunia nyata terkait dengan partisipass maka berikut ini adalah tabel
perbandingan model konseptual dengan situasi dunia nyata yang berhubungan

dengan prinsip governansi pada Sistem 1: Partisipasi.

Tabel 5.23 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem 1. Peningkatan Partisipas Melalui Pember dayaan M asyar akat

Aktivitas M odel Dunia Nyata
No Konseptual Deskrips Prinsip K eluaran Refleks Teoritis
Aktivitas Governansi: Aktivitas
Partisipasi
1 | Mempertimbang | Mendengarkan Perhutani Munculnya o Kepercayaan terhadap
kan inisiatif dan | saran dan masukan | memberikan inisiatif dan | individu-individu harus
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Aktivitas M odel Dunia Nyata
No Konseptual Deskrips Prinsip Keluaran Refleks Teoritis
Aktivitas Governansi: Aktivitas
Partisipas
masukan dari berbaga | kesempatan kepada | masukan dari | diberikan dengan asumsi bahwa
mengenai  suatu | sumber, termasuk | stake holder untuk | masyarakat mereka merupakan individu
program  yang | dari pimpinan | mengajukan rencana | mengenai program | yang kompeten dalam
dibutuhkan suatu institus | pemanfaatan  hutan | pengelolan hutan | bidangnya. Individu akan
masyarakat. formal maupun | lindung,  misalnya | lindung. bertindak dengan lebih
informal terutama | penanaman  bambu bertanggung jawab bila mereka
menyangkut suatu | cendani, salak. mengontrol sendiri
program yang lingkungannya disbanding jika
dibutuhkan . mereka di bawah kendali dan
perintah orang lain (Osborne
dan Gaebler, 1992).
e Informasi merupakan suatu
hubungan satu arah di mana
pemerintah  membuat  dan
memberikan informasi  bagi
warga. Ini  mencakup baik
"pasif”, akses ke informasi saat
diminta oleh warga negara dan
"aktif* tindakan pemerintah
untuk menyebarkan informasi.
Contoh mencakup akses ke
catatan publik, media resmi,
situs web pemerintah (OECD,
2001).

2 | Menjain Mengidentifikasi | Penyelenggaraan Eksistensi e Peran utama pelayan publik
hubungan institusi yang | program dilakukan | hubungan adalah tidak semata merespon
dengan terkait  dengan | melalui suatu | antarpihak  yang | tuntutan masyarakat, tetapi
stakeholder program kerjasama  (MOu) | terkait dengan | lebih  fokus  membangun
untuk membina | pengelolaan antara Perhutani dan | program hubungan kepercayaan dan
pemahaman hutan lindung stake holder. pengelolaan hutan | kerjasama dengan dan di antara
bersama Membangun lindung. warganegara (Denhardt dan
mengenai kerjasama  dan Denhardt, 2007).
program komunikasi
pengelolaan dengan institusi
hutan lindung atau stakeholder

dalam rangka
kegpengelolaan
hutan lindung

3 | Menyediakan Memfasilitas Belum ada forum | Terbentuknya e Untuk meningkatkan
forum untuk | stakeholder resmi yang dibentuk | forum atau wadah | partisipasi individu maka perlu
menampung dengan suatu | oleh Perhutani dalam | sebagai tempat | dikembangkan suatu forum
partisipas forum kegiatan | rangka menampung | aktivitas yang | untuk menciptakan diaog
masyarakat dalam rangka | aspirasi masyarakat. | berkaitan dengan | diantara individu-individu

mendengarkan LMDH yang | partisipasi tersebut dan mendorong
masukan dan | dibentuk sebagai | masyarakat. individu memiliki motivasi
mengetahui mitra Perhutani untuk bertindak dalam
keinginan dan | hanya sebagai wadah mendukung pelaksanaan
kebutuhan program | resmi masyarakat program tersebut (Denhardt dan
yang dibutuhkan | desa hutan dalam Denhardt, 2007).
masyarakat rangka  mengelola

hutan lindung. Ada e Yang paling penting adalah
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Aktivitas M odel Dunia Nyata
No Konseptual Deskrips Prinsip K eluaran Refleksi Teoritis
Aktivitas Governansi: Aktivitas
Partisipas

Paguyuban  namun akses ke informas  yang

keberadaannya tidak berkualitas, saluran terbuka

formal. untuk komunikasi elektronik,
tanggap  atas struktur dan
konektivitas administrasi dan
jaringan antara warga negara
(Cheema, 2007)

4 | Mendiseminasik | Memberikan Belum sepenuhnya | Stakeholder e Program akan berjalan
an informasi | penjelasan kepada | stake holder | memperoleh dengan bak apabila semua
mengenai stakeholder memahami informasi | informasi yang | individu yang terlibat dalam
program tentang segala | program pengelolaan | memadai untuk | pelaksanaan program tersebut
pengelolaan sesuatu yang | hutan lindung | melaksanakan mengetahui tujuan dasar dari
hutan  lindung | berhubungan (PHBM). aktivitas pelaksanan program tersebut.
kepada berbagai | dengan  program pengelolan hutan | Oleh karena itu sosialisas
pihak yang | pengelolaan hutan lindung sangat penting bagi anggota
terkait/stakehold | lindung yang terlibat dalam
er pelaksanaan program dengan

mengetahui tujuan pelaksanaan
program (Oshorne dan
Gaebler, 1992).

5 | Melakukan Informasi dan | Komunikasi dan | Terciptanyabentuk | e Orientas  yang tertuju
komunikasi dan | perkembangan interaksi dengan | komunikasi ~ dan | kepada arogans birokrasi harus
interaks  secara | program LMDH dirasa masih | interaks secara | diubah ke fokus kebutuhan
berkala  untuk | pengelolaan hutan | kurang sehingga | rutin dari berbagai | pelanggan dengan cara
mendiskusikan lindung selalu | masyarakat  masih | pihak yang terkait | mendengarkan pelanggan serta
perkembangan dikomunikasikan beranggapan dengan memberikan pilihan kepada
program dan disampaikan | Perhutani belum | pengelolaan hutan | pelanggan untuk menentukan

secara berpihak kepada | lindung  melalui | keputusan

berkelangsungan masyarakat berbagai  bentuk | (Osbornedan Gaebler, 1992).
kepada diskusi.

stakeholder.

6 | Menyediakan Memfasilitasi Hampir tidak ada | Teredisirnya e Ada fasilitasi untuk
sarana konsultasi | stakeholder dengan | sarana dan prasarana | tempat, waktu dan | mendorong individu-individu
untuk menggali | sarana  konsultasi | konsultasi dan | tenaga sebagai | dadam pelaksanaan program
dan sehingga diskusi sarana untuk | untuk menyampaikan
mengumpulkan perkembangan memperoleh kepentingan dan  kebutuhan
masukan- program dapat masukan dan | mereka, apa yang menjadi
masukan dari | terdeteksi dan pemikiran untuk komitmen mereka sehingga
stakeholders dapat segera membangun dapat menciptakan rasa

dilakukan tindakan kesepahaman memiliki bagi individu-

pemecahan menyangkut individu tersebut, merasa ikut

masal ah. pengelolaan hutan | bertanggungjawanb mengenai
lindung pelaksanaan program

(Denhardt dan Denhardt, 2007).

7 | Menetapkan Diperlukan adanya | Sudah ada pegawai | Dalam e Peran  pengarah  sangat
fasilitator petugas atau | Perhutani (Mandor) | penyelenggaraan penting dalam mengarahkan
menyangkut fasilitator yang | yang langsung | program telah | individu-individu untuk
kesesuaian bertujuan  untuk | berinteraksi dengan | ditunjuk fasilitator | tercapainya suatu program.
pel aksanaan mencek apakah | masyarakat tapi | yang bertanggung | (Osborne dan Gaebler, 1992).
program dengan | program yang | fungsinya masih | jawab dalam
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Aktivitas M odel Dunia Nyata
No Konseptual Deskrips Prinsip K eluaran Refleksi Teoritis
Aktivitas Governansi: Aktivitas
Partisipas

kebutuhan diselenggarakan terbatas, hanya | monitor
stakeholder telah  memenuhi | fungsi pengawasan. kebutuhan

kebutuhan dan statekholder

kepentingan dengan  program

stakeholder yang

diselenggarakan

8 | Memberikan Stakeholder diberi | Hampir tidak ada | Diperolehnya o Perlu ada pembelgjaran utuk
kewenangan kewenangan untuk | kewenangan kontrol | kewenangan bagi | mempercayai individu,
kontrol  kepada | mencek dan | karena LMDH | stakeholder untuk | memberikan kesempatan, serta
stakeholder mengeval uasi dianggap bentukan | berperan serta | memberikan kesempatan
untuk  melihat | penyelenggaraan dari Perhutani. dalam memilih bagi individu. Yang
dan program mengeval uasi penting adalah bukan
mengeval uasi penyelenggaraan dimunculkan adanya
penyelenggaraan program lingkungan kerja yang
program didasarkan keharusan, namun

lebih ke basis kepercayaan (
Denhardt dan Denhardt, 2007).

e Pemberdayaan terhadap
individu dalam pelaksanaan
program dilakukan melalui
pemberian kewenangan
sehingga mereka dapat
mengatas dan menolong diri
mereka sendiri  (Osborne dan
Gaebler, 1992).

9 | Mengalokasikan | Penyelenggaran Anggaran yang | Teralokasinya e Anggaran  mengendalikan
anggaran untuk | program tersedia masih | anggaran yang segala sesuatu yang
kesinambungan pengelolaan hutan | dianggap belum | memadai bagi dilakukan olen  sebuah
komunikasi dan | lindung memadai penyelenggaraan lembaga
keperansertaan memerlukan program, (Osborne dan Gaebler,
stakeholder anggaran yang khususnya 1992).
dalam memadai menyangkut
penyelenggaraan | khususnya dalam kegiatan
program kegiatan komunikass  dan

komunikasi dan hubungan
hubungan  pihak- antarpihak  yang
pihak yang terkait. terkait.

10 | Membantu Terpenuhinya Belum maksimalnya | Dapat e Médalui refleksi diri,
penyelenggaraan | kepentingan peningkatan diredlisasikan masyarakat mampu memahami
pendidikan masyarakat dalam | pendidikan maupun | pendidikan kondisinya, sehingga pada
informal  sesuai | aspek pendidikan | ketrampilan informal serta | akhirnya mampu mengatasi
dengan informal serta | masyarakat desa | pemenuhan permasal ahannya. Melalui
kebutuhan pengetahuan yang | hutan oleh Perhutani | kebutuhan pengelolaan pendidikan,
masyarakat terkait dengan pengetahuan bagi | individu dapat memahami
terkait  dengan | penyelenggaraan masyarakat  yang | kebutuhannya sehingga
penyelenggaraan | program. memerlukan membuka peluang komunikas
program terkait dengan | dan didlog di antara mereka

penyelenggaraan (Denhardt, 2004).
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Aktivitas M odel Dunia Nyata
No Konseptual Deskrips Prinsip K eluaran Refleksi Teoritis
Aktivitas Governansi: Aktivitas
Partisipas
program.

11 | Memperkuat Memberdayakan Belum optimalnya | Jaringan sosial | e Pemberdayaan terhadap
jaringan  sosia | lembaga yang | pengembangan atau lembaga | individu dalam pelaksanaan
atau lembaga | terkait dengan | kelembagaan dalam masyarakat | program dilakukan melalui
masyarakat program masyarakat. men;j adi lebih | pemberian kewenangan
sehingga mampu | pengelolaan hutan | Dukungan Perhutani | berdaya guna | sehingga mereka dapat
mengembangkan | lindung sehingga | untuk pengembangan | untuk  memenuhi | mengatasi dan menolong diri
kemampuan memiliki LMDH dirasakan | kepentingannya. mereka sendiri  (Osborne dan
dalam kemampuan yang | masih kurang Gaebler, 1992).
penyelenggaraan | memadai untuk | memadai.
program. menangani

permasalahan
menyangkut
penyelenggaraan
program.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Pada pembandingan model konseptual pada Sistem 1 Partisipasi (Tabel
6.1), alur aktivitas pertama menyangkut mendengarkan saran dan masukan
dari berbagai sumber, termasuk dari pimpinan suatu institus forma maupun
informal terutama menyangkut suatu program yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Pada tahap aktivitas selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan stakehol der
untuk membina pemahaman bersama mengenai program pengelolaan hutan
lindung. Kondisi ini dapat dapat dilakukan dengan melaui pengidentifikasian
institusi yang terkait dengan program pengelolaan hutan lindung serta tindakan
membangun kerjasama dan komunikasi dengan institusi atau stakeholder
dalam rangka pengelolaan hutan lindung.

Berikutnya adalah menyediakan forum untuk menampung partisipas
masyarakat dengan memberikan fasilitasi stakeholder dengan suatu forum
kegiatan dalam rangka mendengarkan masukan dan mengetahui keinginan dan
Setelah itu kemudian
tentang

kebutuhan program yang dibutunkan masyarakat.
dilakukan langkah yaitu memberikan penjelasan kepada stakeholder
segala sesuatu yang berhubungan dengan program pengelolaan hutan lindung.
Kemudian informasi dan perkembangan program pengelolaan hutan lindung
selau dikomunikasikan dan disampaikan secara berkelangsungan kepada
stakeholder.
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Perlunya sarana konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-
masukan dari stake holder yaitu dilakukan dengan fasilitas sarana konsultasi.
Hal ini dilakukan untuk mendeteksi perkembangan program dan dapat  dapat
segera dilakukan tindakan pemecahan masalah. Stakeholder diberi kewenangan
untuk mencek dan mengevaluasi penyelenggaraan program. Kemudian langkah
berikutnya adalah penyelenggaran program pengelolaan hutan lindung
memerlukan anggaran yang memadai khususnya dalam kegiatan komunikasi
dan hubungan pihak-pihak yang terkait. Untuk membantu penyelenggaraan
progran maka perlu dipenuhinya kepentingan masyarakat dalam aspek
pendidikan informal serta pengetahuan yang terkait dengan penyelenggaraan
program. Peningkatan partisipasi masyarakat desa hutan melalui pengembangan
program pendidikan masyarakat desa hutan dalam rangka pengelolaan hutan
lindung dapat berbentuk penyuluhan oleh pihak-pihak yang berkompeten
dengan pengelolaan hutan, khususnya hutan lindung. Tolok ukur keberhasilan
program ini dapat diketahui antara lain dengan melihat sgauh mana masyarakat
desa hutan memahami konsep hutan lindung, mengetahui peraturan-peraturan
atau perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil hutan
lindung, atau sgjauh mana akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan
pada hutan lindung. Adapun tahap terakhir dari aktivitas kegiatan partisipasi
masyarakat ini adalah memperkuat jaringan sosiad atau lembaga masyarakat
melalui pemberdayaan |lembaga yang terkait dengan program pengel olaan hutan
lindung sehingga memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani
permasalahan menyangkut penyelenggaraan program pengelolaan hutan
[indung.

Suatu program akan berjalan dengan baik apabila semua individu yang
terlibat dalam pelaksanaan program tersebut mengetahui tujuan dasar dari
pelaksanan program tersebut. Oleh karena itu sosialisasi sangat penting bagi
anggota yang terlibat dalam pelaksanaan program dengan mengetahui tujuan
pelaksanaan program (Osborne dan Gaebler, 1992). Karena peran utama
pelayan publik adalah tidak semata merespon tuntutan masyarakat, tetapi lebih
fokus membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dengan dan di antara

warganegara (Denhardt dan Denhardt, 2007). Dengan demikian peran pengarah
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sangat penting dalam mengarahkan individu-individu untuk tercapainya suatu
program (Osborne dan Gaebler, 1992).

Untuk meningkatkan partisipas individu maka perlu dikembangkan suatu
forum untuk menciptakan dialog diantara individu-individu tersebut dan
mendorong individu memiliki motivasi untuk bertindak dalam mendukung
pel aksanaan program tersebut (Denhardt dan Denhardt, 2007). Forum itu dibuat
daam rangka pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan terhadap
individu dalam pelaksanaan program dilakukan melalui pemberian kewenangan
sehingga mereka dapat mengatasi dan menolong diri mereka sendiri  (Osborne
dan Gaebler, 1992). Dalam ha ini ada fasilitas untuk mendorong individu-
individu dalam pelaksanaan program untuk menyampaikan kepentingan dan
kebutuhan mereka, apa yang menjadi komitmen mereka sehingga dapat
menciptakan rasa memiliki bagi individu-individu tersebut, merasa ikut
bertanggungjawab mengenai pelaksanaan program (Denhardt dan Denhardt,
2007).

Orientasi yang tertuju kepada arogans birokrasi harus diubah ke fokus
kebutuhan pelanggan dengan cara mendengarkan pelanggan serta memberikan
pilihan kepada pelanggan untuk menentukan keputusan (Osborne dan Gaebler,
1992). Ddam ha ini yang paling penting adalah akses ke informasi yang
berkualitas, saluran terbuka untuk komunikasi elektronik, tanggap atas struktur
dan konektivitas administrasi dan jaringan antara warga negara (Cheema,
2007), karena informasi merupakan suatu hubungan satu arah di mana
pemerintah membuat dan memberikan informasi bagi warga. Ini mencakup baik
"pasif”, akses ke informasi saat diminta oleh warga negara dan "aktif" tindakan
pemerintah untuk menyebarkan informasi. Contoh mencakup akses ke catatan
publik, mediaresmi, situs web pemerintah (OECD, 2001).

Kepercayaan terhadap individu-individu harus diberikan dengan asumsi
bahwa mereka merupakan individu yang kompeten dalam bidangnya. Individu
akan bertindak dengan lebih bertanggung jawab bila mereka mengontrol sendiri
lingkungannya disbanding jika mereka di bawah kendali dan perintah orang lain
(Osborne dan Gaebler, 1992). Dengan demikian perlu ada pembelgjaran utuk
mempercayai individu, memberikan kesempatan, serta memberikan kesempatan
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memilih bagi individu. Yang penting adalah bukan dimunculkan adanya
lingkungan kerja yang didasarkan keharusan, namun lebih ke basis kepercayaan
(Denhardt dan Denhardt, 2007). Oleh karena itu melaui refleks diri,
masyarakat mampu memahami kondisinya, sehingga pada akhirnya mampu
mengatas permasalahannya. Melalui pengelolaan pendidikan, individu dapat
memahami kebutuhannya sehingga membuka peluang komunikasi dan dialog di
antaramereka (Denhardt, 2004).

Dadam governanss menyangkut prinsp Partispas pada dasarnya
Perhutani telah memberikan kesempatan kepada stake holder untuk mengajukan
rencana pemanfaatan hutan lindung, misalnya penanaman bambu cendani, salak.
Ha ini dibuktikan dengan adanya suatu penyelenggaraan program yang
dilakukan melalui suatu kerjasama antara Perhutani dan stake holder yang yang
disebut dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Namun demikian PKS tersebut
masih diangggap belum menguntungkan masyarakat Desa hutan,  seperti
disampaikan oleh Ketua LMDH Argo Mulya:

“Tapi dari hasil nanti itu yang sayangnya itu Perhutani tetep minta 40
persen, itu yang sayangnya itu pak, itu yang saya kurang sreg itu itu.
Yang padahal merintisnya wong tani itu kan nggak sembarangan pak.
Minta perhutani 30, nggak pernah dapat padahal Perhutani itu sudah
sangat diuntungkan dengan hijaunya hutan, lestarinya hutan dan
pedulinya konservas masyarakat itu kan dah peduli. Nanti waktunya
panen, Perhutani minta bersih 40 persen. Harusnya cuman 30 pak.”

Belum ada forum resmi yang dibentuk oleh Perhutani dalam rangka
menampung aspirasi masyarakat. LMDH yang dibentuk sebagai mitra Perhutani
hanya sebagal wadah resmi masyarakat desa hutan dalam rangka mengelola
hutan lindung. Ada Paguyuban namun keberadaannya tidak formal. Forum yang
ada justru dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang disebut
dengan FHW (Forum Hutan Wonosobo), yang didirikan pada tahun 2006.
Belum sepenuhnya stake holder memahami informasi program pengelolaan
hutan lindung (PHBM). Komunikasi dan interaksi dengan LMDH dirasa masih
kurang sehingga masyarakat masih beranggapan Perhutani belum berpihak
kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakharmonisan di
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antara stake holder yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung seperti
disampaikan oleh Ketua LMDH Argo Mulyo:

“Kalau LMDH yang ada di Wonosobo itu memang tidak seperti
LMDH yang ada di kabupaten lain, keharmonisannya kurang di antara
pihak-pihak terkait, seperti pemda atau Perhutani, sehingga dampak tidak
baik bagi LMDH dalam membantu pembangunan di bidang pelestarian
hutan.”

Karena belum optimalnya pengembangan kelembagaan masyarakat dan
juga kurangnya dukungan Perhutani untuk pengembangan LMDH maka
masyarakat juga masih merasa keberatan dalam mengelola hutan lindung. Hal
ini disampaikan oleh seorang masyarakat desa hutan yang belum ikut LMDH:

“ Inginnya ya harus ada penyuluhan dari pihak Perhutani pak, lebih baik

lagi sambil menunggu tanaman kopinya, lebih baik lagi ada bantuan dari

pihak Perhutani. Memang berat apabila harus mengolah lahan untuk
tanaman kopi dalam jangka waktu 5 tahun”.

Daam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo, sudah semestinya Perum Perhutani Kedu
Utara serta BKPH  Kabupaten Wonosobo  memperhatikan  dan
mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar hutan lindung (Masyarakat Desa
Hutan=MDH) sehingga dengan partisipas masyarakat maka tidak terulang lagi
penjarahan hutan lindung yang ada di Kabupaten Wonosobo sekaligus
memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengelolaan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Partisipasi masyarakat yang positif
dapat menjamin tercapainya rekonstruksi governans hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo.

Setelah sebelumnya diuraikan perbandingan menyangkut model
konseptual dengan situas dunia nyata untuk sistem 1. Partisipasi, maka
berikutnya di bawah ini adalah tabel perbandingan Model Konseptual dengan
Situasi Dunia Nyata untuk Sistem 2: Efisiensi dan Efektivitas.
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Tabel 5.24 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem 2: Peningkatan Efisens dan Efektivitas Mealui Penyusunan SOP

Dunia Nyata
No Ahljlt:)\gélas Deskripsi Aktivitas e Prinsip _ iilga_ran Refleksi Teoritis
overnansi: tivitas
Konseptual Efisiens dan
Efektivitas

1 | Persigpan Mengerjakan hal-hal | Mencari masukan- | Aspek-aspek e Aturan rinci dan aturan kaku
perencanaan | yang diperlukan | masukan dan | yang dalam beberapa  kondis
penyusunan | dalam rangka | informasi  dalam | berhubungan membuat pembuatan
SOP persiapan dan | rangka penyusunan | dengan kebijakan, pelaksanaan, dan

pertemuan para | SOP persiapan penegakan hukum  menjadi
aparatur  Perhutani penyusunan lebih efektif, namun juga suatu
dalam rangka SOP dapat sistem mungkin  juga
penyusunan SOP dilakukan memerlukan suatu aturan yang
memungkinkan  diskresi dan
fleksibilitas. Oleh karena itu
dampak jangka pendek dan
jangka panjang sautu aturan
mungkin berbeda, misanya,
standar operasi prosedur dapat
meningkatkan efisiensi jangka
pendek dan pada saat yang
sama mengurangi adaptas
jangka panjang (Olsen, 2005).

e Sama seperti kegiatan
manajemen lainnya,
perencanaan yang baik dapat
meningkatkan peluang sukses
didasarkan atas standar operasi
prosedur (Stup, 2002).

2 | Mengumpul | Mengadakan diskusi | Pengumpulan Data dan | ¢ Proses pengembangan SOP
kan untuk berbagi saran | materi oleh tim | informas  serta yang efektif sangat penting
informasi dan masukan serta | penyusun SOP dokumen yang untuk keberhasilan pelaksanaan
dalam melakukan diperlukan dimana proses penyusunannya
rangka brainstorming dalam dadam rangka harus mempertimbangkan
penyusunan | rangka menghasilkan penyusunan masukan dari semua orang.
SOP SOP SOP telah Praktek terbaik untuk

disapkan dan mengembangkan SOP adalah
dikumpulkan melalui keterlibatan aktif dari

para pegawai (Stup, 2001).

Sumber: Olahan Pendliti, 2014
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Langkah pertama yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyusunan
Standard Operating Procedure (SOP) (Tabel 6.2) adalah mengerjakan hal-hal
yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pertemuan para aparatur Perhutani
dalam rangka penyusunan SOP. Persigpan ini perlu dilakukan antara lain
menyangkut informasi-informasi  kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan lindung, dokumen-dokumen yang terkait serta nara sumber
yang berkompeten dalam kaitannya dengan penyusunan SOP tersebut. Kegiatan
selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pengumpulan informasi itu sendiri
dalam rangka penyusunan SOP. Informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari
berbagai sumber baik dari aparatur Perhutani maupun dari dokumen-dokumen
yang telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan daam rangka
mendukung penyelenggaraan diskus sebagal tahap selanjutnya. Mengadakan
diskus dilaksakanan dengan tujuan untuk berbagi saran dan masukan serta
melakukan brainstorming dalam rangka menghasilkan SOP serta
mengidentifikasikan pilihan-pilihan yang muncul dalam kegiatan diskusi
tersebut. Pilihan-pilihan akan muncul dalam diskus yang perlu
dipertimbangkan dengan seksama dan hati-hati sehingga SOP yang terwujud
nantinya memang dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan alternatif yang ada dari
berbagai pilihan-pilihan yang ada melaui suatu kegiatan analisis sebagal
landasan dalam penulisan SOP. Analisis juga harus dilakukan secara seksama
dan dengan pertimbangan yang matang dengan didasari atas informas yang
komprehensif. Dari hasil pilihan aternatif tersebut maka dilakukan langkah
selanjutnya yaitu penulisan draft SOP sesual dengan alternatif yang telah dipilih.
Draft SOP yang telah dibuat juga perlu dilakukan analisis dan pembahasan yang
mendalam sebelum SOP tersebut diterapkan dalam pelaksanaannya. Hal yang
tidak boleh dilupakan dan sangat penting adalah penyetujuan dan pengesahan
SOP itu sendiri oleh pimpinan Perhutani. Dalam pengesahan harus melihat
kembali kemungkinan masih munculnya SOP versi yang lama. Ha ini perlu
dilakukan sehingga dalam prakteknya tidak dijumpai adanya dobel SOP yang

nantinya akan membingungkan para pelaksana SOP itu sendiri, yang hasilnya
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nanti dapat fatal dan merugikan semua pihak yang berkepentingan dengan
pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

Daam penyusunan SOP, proses pengembangan SOP yang efektif sangat
penting untuk keberhasilan pelaksanaan dimana proses penyusunannya harus
mempertimbangkan masukan dari semua orang. Praktek terbaik untuk
mengembangkan  SOP adalah melalui keterlibatan aktif dari para pegawai
(Stup, 2001). Dalam penyusunan SOP ada berbagai cara yang digunakan dimana
sebuah cara sederhana untuk memula SOP adalah dengan mengamati
seseorang yang melakukan proses seperti yang sekarang ada dan menuliskan
segala sesuatu yang mereka lakukan (Stup, 2001). Selain itu dalam penulisan,
SOP yang terbaik adalah yang ditulis oleh orang yang terlibat dalam aktivitas,
serta proses fungs yang diperlukan untuk ditetapkan atau tercakup dalam SOP
(Manghani, 2011).

Dalam kaitannya dengan penulisan dan penyusunan SOP pegawai akan
merasa memiliki dan komitmen untuk melaksanakan SOP jika mereka yakin
bahwa manaemen menggunakan , atau setidaknya dipertimbangkan, ide-ide
mereka. Agar prosedur menjadi efektif, SOP harus muncul di tempat kerja.
Setiap langkah-langkah dalam SOP yang menyebabkan kebingungan atau ragu-
ragu bagi pekerja harus direvisi (Stup, 2001). Juga perlu mencurahkan waktu
untuk merencanakan bagaimana SOP akan ditulis, dari konsepsi sampai produk
akhir, adalah cara yang tepat untuk menghindari masalah dalam organisasi
maupun dalam tugas. SOP lebih memperpendek kegiatan tahap perencanaan,
tahap review, dan tahap penulisan (Moreau, 2010). Sama seperti kegiatan
mangemen lainnya, perencanaan yang bailk dapat meningkatkan peluang
sukses didasarkan atas standar operasi prosedur (Stup, 2002).

Ada dua faktor yang menentukan jenis SOP yang akan digunakan.
Pertama, berapa banyak keputusan yang dibutuhkan pengguna selama
prosedur selama pelaksanaan prosedur tersebut? Kedua, berapa banyak aktivitas
yang dilakukan dalam prosedur? Prosedur rutin yang pendek dan memerlukan
beberapa keputusan dapat ditulis dengan menggunakan format langkah
sederhana. Prosedur panjang yang terdiri dari lebih dari sepuluh langkah, dengan
beberapa keputusan, harus ditulis dalam format langkah hirarkis atau dalam
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format grafis. Prosedur yang memerlukan banyak keputusan harus ditulis dalam
bentuk flowchart (Stup, 2001).

SOP harus direview sebelum diimplementasikan, sehingga dianggap
sudah memadai, lengkap dan sesua dengan standar perusshaan dan semua
hukum, persyaratan etika dan peraturan yang berlaku (Manghani, 2011). Ketika
SOP yang sudah usang dianggap masih memadai, maka SOP harus
diidentifikass dan diperhatikan untuk mencegah penggunaan yang tidak
diinginkan. Oleh karenaitu hanya SOP yang relevan dalam vers sekarang yang
harus tersedia di tempat penggunaan dan harus tetap terbaca (Manghani, 2011).
Dalam ha ini maka untuk perbaikan organisasi secara terus menerus, suatu
prosedur yang dibuat membutuhkan pengembangan yang berkelanjutan, dan
dengan demikian, membutuhkan ide-ide kreatif dan ide yang cemerlang sesual
dengan tugas dari orang-orang menggunakan prosedur tersebut (Treville, et a
2012).

Aturan rinci dan aturan kaku dalam bebergpa kondis membuat
pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan penegakan hukum menjadi lebih
efektif, namun juga suatu sistem mungkin juga memerlukan suatu aturan yang
memungkinkan diskresi dan fleksibilitas. Oleh karena itu dampak jangka
pendek dan jangka panjang suatu aturan mungkin berbeda, misalnya, SOP dapat
meningkatkan efisiens jangka pendek dan pada saat yang sama mengurangi
adaptas jangka panjang (Olsen, 2005). Dalam implementasi efisiensi dan
efektivitas melalui penggunaan SOP, sudah dibuat suatu SOP antara lain
mengenai Penanaman Tanaman Bawah Tegakan, seperti disampakan oleh
Kepala Sub Seksi PHBM Perhutani Kedu Utara:

“Kita pada saat ini sudah mempunyai Standard Operating Procedures

mengenai Penanaman Tanaman di Bawah Tegakan Pak, dimana tanaman

tersebut dapat digunakan sebagal acuan bagi masyarakat untuk menanam
pohon di kawasan hutan lindung.”

Di lain pihak dalam kaitannya dengan efisenss dan efektivitas
menyangkut pengelolaan hutan lindung, pengelolaan hutan lindung dianggap

tidak efisien karena jumlah Mandor yang mengawas hutan lindung jumlahnya
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tidak sebanding. Ha ini disampaikan oleh Kepaa/Asper BKPH Kabupaten
Wonosobo yang mengatakan:

“Memang tidak efektif secara sosia dimana dengan jumlah Mandor hanya

16 orang harus mengawas area hutan lindung seluas kurang lebih 6.600

hektar. Total Mandor di Kedu Utara jumlahnya 41 orang dan luas hutan

sekitar 10.000 hektar. Tapi sulit dikatakan tidak efisien secara ekonomi
karena fungsi hutan lindung tidak terkait dengan aspek ekonomi, tetapi
aspek sosia.”

Pengelolaan hutan lindung juga dianggap kurang efektif khususnya
sewaktu diadakan kegiatan bersama antar stake holder karena SDM Perhutani
sering berganti-ganti atau sering dilakukan mutasi sehingga terkadang perlu
waktu yang lama lagi dalam suatu kegiatan karena Asper nya baru sgja dilantik.
Hal ini disampaikan oleh sfat Dishutbun Kabupaten Wonosobo yang
mengatakan:

“Kendala yang sering dialami adalah sepele, mutas dan rotas di

Perhutani sangat cepat sekali, Asper paling tidak sampa satu tahun

diganti. Sedangkan personel di Perhutani tergantung sama Asper nya,

Asper yang ini punya kebiasaan begini-begini-begini.”

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perhutani juga
kurang efektif. Hal ini disasmpaikan oleh seorang masyarakat yang tidak ikut
LMDH:

“ Kaitannya dengan pihak Perhutani, saya sedikitpun tidak mendapat

bantuan biaya untuk kebutuhan desa. Oleh karena itu rasanya akan sulit

apabila akan melaksanakan kegiatan di dalam lahan hutan, namun
masyarakat sendiri yang harus membiayai semua kegiatan tersebut.”

Jadi menurut warga masyarakat yang belum menjadi anggota LMDH,
kalau dihubungkan dengan pihak Perhutani, masyarakat sedikitpun tidak ada
bantuan untuk kepentingan desa, sehingga sulit juga kalau masyarakat diminta
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hutan, namun masyarakat itu
sendiri yang harus membiayai segala kegiatannya. Dalam kaitannya dengan
hutan lindung di Kabupaten Wonosobo sebagai rujukan penelitian, maka
penyusunan SOP sudah semestinya dibuat dengan memperhatikan berbagai
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aspek yang mendukung SOP dapat diterapkan dengan baik, sehingga SOP

tersebut dapat menjamin tercapainya rekonstruksi governansi hutan lindung di

Kabupaten Wonosobo.

Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara model konseptual dengan

dunia nyata terkait dengan keadilan dan kesetaraan, maka berikut ini adalah

tabel perbandingan model konseptual dengan situasi dunia nyata yang

berhubungan dengan prinsip governansi pada

K esetaraan.

Sistem 3: Keadilan dan

Tabel 5.25 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem 3: Optimalisasi Keadilan dan K esetaraan Melalui Perencanaan

Program
Dunia Nyata
No| Aktivitas M odel Deskrips Prinsp Governansi: Keuaran Refleks Teoritis
Konseptual Aktivitas K eadian dan Aktivitas
Kesetaraan

1 | Memberikan LMDH atau LMDH atau stake Tersedianya e Selain peran fasilitator,
kesempatan kepada | pihak-pihak yang holder memiliki kesempatan bagi pemerintah juga
LMDH atau berhubungan kesempatan membuat | pihak terkait untuk memiliki kewajiban
stakeholder untuk dengan program program dalam mengusulkan moral untuk
membuat suatu pengelolaan hutan | rangka memanfaatkan | kegiatan atau memastikan bahwa
kegiatan atau lindung termasuk hutan lindung program setiap solusi yang
program dalam pemanfaatan pengel olaan hutan dihasilkan melalui
rangka pengelolaan | kawasan, lindung proses seperti ini
hutan lindung memiliki sepenuhnya konsisten

kesempatan untuk dengan norma-norma
mengusul kan atau keadilan dan kewajaran
mengaj ukan suatu ( Denhardt dan
kegiatan dalam Denhardt, 2007)
rangka kerjasama e Lembaga negarajuga
pengel oaan hutan dapat memberdayakan
lindung dengan masyarakat yang
Perhutani mereka layani serta
memberikan
kesempatan yang sama
dan memastikan
kepesertaan sosial,
ekonomi dan politik
dan akses ke sumber
daya (UNDP, 1997).

2 | Mengundang LMDH atau pihak- | LMDH atau stake Terlaksananya e Sebagai peserta aktif
LMDH atau pihak yang holder mengajukan presentasi dalam pemerintahan
stakeholder untuk berkepentingan proposal kegiatan rancangan yang demokratis,
mempresentasikan dengan dalam bentuk kegiatan atau administrator
rancangan kegiatan | pengelolaan hutan | perjanjian kerjasama | program oleh bertanggung jawab
atau programnya lindung (PKS) dengan LMDH atau pihak untuk mendengarkan

menyampaikan Perhutani terkait. suararakyat dan harus
gagasan atau responsif terhadap apa
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Dunia Nyata

dalam kaitannya
dengan

No| AktivitasM odel Deskrips Prinsip Governansi: Keuaran Refleks Teoritis
Konseptual Aktivitas K eadian dan Aktivitas
Kesetaraan

rancangan kegiatan yang dikatakan rakyat.

yang digagas oleh Dalam proses harus

Perhutani mendengarkan, hati-
hati dan jelas,
administrator
bergabung dengan
masyarakat dalam
hubungan yang
refleksif. ( Denhardt
dan Denhardt, 2007)

3 | Menetapkan jadwal | e Perhutani Adanya alokasi Sebuah pemerintahan
pel aksanaan mengidentifikas waktu yang telah yang dipilih secara
presentasi kegiatan i LMDH atau ditetapkan oleh populer lebih mungkin
atau program kelompok Perhutani untuk akuntabel, transparan,

masyarakat terlaksananya dan responsif terhadap
yang akan presentasi kegiatan opini publik, karenaitu,
berpartisipasi atau program yang pemerintahan semacam
dalam kegiatan diusulkan itu akan menghormati
program hak asasi manusia dan

e Perhutani kesetaraan gender dan
menghubungi mengizinkan kebebasan
LMDH atau berekspresi dan
kelompok beragama. Sebuah
masyarakat atau pemerintah yang
pihak-pihak melakukan semuaini
yang terkait, juga akan
dalam rangka memungkinkan
pengalokasian kreativitas manusia
waktu penuh dengan
pel aksanaan menciptakan situasi
penyampaian dan kondisi di mana
program. warga negara akan

e Ditetapkannya dapat mengembangkan
jadwal waktu bakat mereka
pemaparan sepenuhnya dan
program yang menerima layanan yang
dilakukan oleh mereka butuhkan dari
LMDH atau pemerintah (Rizvi,
pihak terkait. 2007).

4 | Melakukan diskusi Perum Perhutani Proposal yang Pembicaraan Y ang penting, peran
dan tanya jawab menyediakan digjukan olehn LMDH | antara Perhutani edukatif administrator
mengenai rancangan | sarana atau forum | atau stake holder dan LMDH serta tidak hanya "memberi
kegiatan atau untuk dengar ditelash dalam rangka | pihak-pihak yang saran," melainkan
program pendapat dengan persetujuan/penolakan | terkait menciptakan situasi

LMDH atau pihak- | proposal menyangkut dialog dan keterlibatan
pihak yang terkait rancangan di mana saling belagjar
terkait yang kegiatan atau dapat berlangsung (
menyampaikan program dapat Denhardt dan
pemikiran kegiatan dilaksanakan Denhardt, 2007)

Konsultasi merupakan
hubungan dua arah di
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Dunia Nyata

No| Aktivitas Model Deskrips Prinsip Governansi: Keuaran Refleksi Teoritis
Konseptual Aktivitas K eadian dan Aktivitas
Kesetaraan
pengel olaan hutan mana warga
lindung memberikan umpan
balik kepada
pemerintah. Pemerintah
menentukan masalah
untuk konsultasi,
mengatur pertanyaan
dan mengelola proses,
sedangkan warga
diundang untuk
berkontribusi mengenai
pandangan dan
pendapat mereka.
Contohnya misalnya
sewaktu diadakan
survei opini public
maupun komentar
mengenal rancangan
undang-undang
(OECD, 2001)
5 | Méelakukan kajian Perhutani dan Hal-hal yang Pemerintah harus lebih
mendalam mengenai | aparatur yang berkaitan dengan dari sekadar
kegiatan atau bertanggung jawab kegiatan atau pemerintahan yang
program yang menyangkut program dapat efektif. Harus menjadi
diusulkan kegiatan atau diketahui dan pemerintahan
program diidentifikasi demokratis yang
pengel olaan hutan melalui suatu menikmati legitimasi
lindung melakukan kajian. populer dan efektif
analisis mendalam serta memenuhi
mengenai kegiatan perannya sebagai
atau program yang penjamin keadilan
diusulkan LMDH sosid. Ini hanyabisa
atau pihak yang terjadi jika lembaga-
terkait lembaga demokrasi
lebih inklusif dan
berkomitmen untuk
menciptakan kondisi di
mana semua warga
negara memiliki
kesempatan dan akses
yang sama ke
pemerintah (Rizvi,
2007).
6 | Mengesahkan Perhutani sebagai Proposal dalam Rancangan Aturan mayoritas harus
kegiatan atau pihak yang bentuk PKS yang kegiatan atau memberikan
program baru memiliki telah ditelaah dan program dapat perlindungan  hak-hak
kewenangan dalam | disetujui kemudian ditetapkan untuk sipil, politik, sosial-
pengelolaan hutan | dibuat PKS nantinya ekonomi, dan budaya
lindung dilaksanakan. dasar dari minoritas.
menetapkan suatu Untuk aasan ini,
kegiatan atau demokrasi
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Dunia Nyata

No| Aktivitas Model Deskrips Prinsip Governansi: Keuaran Refleksi Teoritis
Konseptual Aktivitas K eadian dan Aktivitas
Kesetaraan

program yang memberikan

ditujukan dalam perlindungan  kepada

rangka kelompok minoritas

pemanfaatan atau melal ui langkah-

pengelolaan hutan langkah spesifik:

lindung pemberian otonomi
daerah kepada
kelompok  minoritas,
sehingga membuatnya
mayoritas di  daerah
sendiri,  menciptakan
sistem kuota untuk
komposis  parlemen,
badan pemerintah
daerah, dan cabang
eksekutif  pemerintah,
dan bersandar pada
berbagai bentuk
pembagian kekuasaan
dan program tindakan
yang disepakati
(Cheema, 2007).

7 Membuat Perhutani membuat | PKS yang telah Disepakatinya Membentuk kemitraan
kesepakatan (MOU) | suatu bentuk disetujui oleh kerjasama antar publik-swasta yang
pelaksanaan kerjasamadengan | Perhutani dipakai Perhutani, LMDH bermanfaat bagi
kegiatan atau LMDH atau pihak- | sebagai landasan dan pihak-pihak masyarakat dan
program yang pihak yang terkait | formal dalamrangka | yang terkait pemerintah. Kemitraan
diusulkan dengan mel aksanakan dengan kegiatan publik-swasta  dapat
stakeholder pemanfaaatan atau | program atau program yang membawa ide-ide baru

pengel olaan hutan telah ditetapkan. untuk merancang

lindung program dan proyek.
Kemitraan dengan
sektor swasta
memungkinkan
pemerintah  berusaha
meningkatkan kualitas
dan efisiensi pelayanan
untuk  menyesuaikan
kemampuan  program
yang sesuai dengan
kebutuhan  perubahan
(Rondinelli, 2007)

8 | Mengimplementasik | Kerjasamayang Kegiatan Kegiatan atau Pemerintah harus Iebih
an kegiatan atau telah disepakati implementasi program yang dari sekadar
program baru melalui suatu MOu | program yang telah masuk dalam pemerintahan yang

dapat dilaksanakan | terdapat dalam PKS MoU dapat efektif. Harus menjadi
dengan tanpa dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh pemerintahan
menghilangkan hak | selama tidak pihak-pihak yang demokratis yang

dan kewgjiban melanggar aturan terkait dengan menikmati legitimasi
masing-masing kesepakatan dalam pengelolaan hutan populer dan efektif
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Dunia Nyata

No| AktivitasM odel Deskrips Prinsip Governansi: Keuaran Refleks Teoritis
Konseptual Aktivitas K eadian dan Aktivitas
Kesetaraan
pihak PK S tersebut. lindung. memenuhi perannya

Pelanggaran terhadap sebagai penjamin
PK S yang dilakukan keadilan sosial. Ini
oleh LMDH atau hanya bisaterjadi jika
stake holder dapat membuat lembaga-
berakibat lembaga demokrasi
dibekukannya LMDH lebih inklusif dan
oleh Perhutani. berkomitmen untuk

menciptakan kondisi di
mana semua warga
negara memiliki
kesempatan dan akses
yang sama ke
pemerintah (Rizvi,
2007).

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Pada Tabel 6.3 ini

kegiatan aktivitas dimulai dengan pemberian

kesempatan kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH ) atau pihak-
pihak yang berhubungan dengan program pengelolaan hutan lindung termasuk
pemanfaatan kawasan, memiliki kesempatan untuk mengusulkan atau
mengajukan suatu kegiatan dalam rangka kerjasama pengeloaan hutan lindung
dengan Perhutani. Selanjutnya tahap berikutnya adalah LMDH atau pihak-
pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan lindung menyampaikan
gagasan atau rancangan kegiatan yang digagas oleh Perhutani. Hal yang sangat
penting dalam langkah selanjutnya adalah menyangkut penetapan jadwal
pelaksanaan presentasi kegiatan atau program yang diusulkan. Dalam hal ini
perlu perhatian dari pihak Perhutani untuk mengidentifikass LMDH atau
kelompok masyarakat yang akan berpartisipasi dalam kegiatan program. Selain
itu Perhutani menghubungi LMDH atau kelompok masyarakat atau pihak-pihak
yang terkait, dalam rangka pengalokasian waktu pelaksanaan penyampaian
program. Setelah tahapan tersebut selesal dilakukan maka langkah selanjutnya
adalah penetapan jadwal waktu pemaparan program yang dilakukan oleh
LMDH atau pihak terkait.
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Tahap selanjutnya adalah menyangkut diskusi dan tanya jawab mengenai
rancangan kegiatan atau program. Dalam hal ini Perum Perhutani menyediakan
sarana atau forum untuk dengar pendapat dengan LMDH atau pihak-pihak yang
terkait terkait yang menyampaikan pemikiran kegiatan dalam kaitannya dengan
pengelolaan hutan lindung. Adapun dalam rangka kaian atau pendalaman
program maka Perhutani dan aparatur yang bertanggung jawab menyangkut
kegiatan atau program pengelolaan hutan lindung melakukan analisis mendalam
mengenai kegiatan atau program yang diusulkan LMDH atau pihak yang terkait.
Langkah selanjutnya adalah  pengesahan kegiatan atau program baru dimana
Perhutani sebagal pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan
lindung menetapkan suatu kegiatan atau program yang ditujukan dalam rangka
pemanfaatan atau pengel olaan hutan lindung.

Dalam kegiatan selanjutnya, Perhutani membuat suatu bentuk kerjasama
dengan LMDH atau pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaaatan atau
pengelolaan hutan lindung yang kemudian kerjasama yang telah disepakati
melalui suatu MOu tersebut dilaksanakan dengan tanpa menghilangkan hak dan
kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan
keadilan dan kesetaraan, Rizvi (2007) menyatakan bahwa pemerintah harus
lebih dari sekadar pemerintahan yang efektif. Harus menjadi pemerintahan
demokratis yang menikmati legitimasi populer dan efektif serta memenuhi
perannya sebagai penjamin keadilan sosia. Ini hanya bisa terjadi jika
lembaga-lembaga demokrasi lebih inklusif dan berkomitmen untuk menciptakan
kondisi di mana semuawarga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama
ke pemerintah. Selanjutnya Rizvi (2007) menambahkan bahwa sebagai sebuah
pemerintahan yang dipilih secara populer Iebih mungkin akuntabel, transparan,
dan responsif terhadap opini publik, karena itu, maka pemerintahan semacam
itu akan menghormati hak asas manusia dan kesetaraan gender dan
mengizinkan kebebasan berekspresi dan beragama. Sebuah pemerintah yang
melakukan semua ini juga akan memungkinkan kreativitas manusia penuh
dengan menciptakan situasi dan kondis di mana warga negara akan dapat
mengembangkan bakat mereka sepenuhnya dan menerima layanan yang mereka

butuhkan dari pemerintah.
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Aturan mayoritas harus memberikan perlindungan hak-hak sipil,
politik, sosial-ekonomi, dan budaya dasar dari minoritas. Untuk alasan ini,
demokrass  memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas melalui
langkah-langkah spesifik: pemberian otonomi daerah kepada kelompok
minoritas, sehingga membuatnya mayoritas di daerah sendiri, menciptakan
sistem kuota untuk komposisi parlemen, badan pemerintah daerah, dan cabang
eksekutif pemerintah, dan bersandar pada berbagai bentuk pembagian kekuasaan
dan program tindakan yang disepakati (Cheema, 2007).

Dalam ha ini mak selain peran fasilitator, pemerintah juga memiliki
kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap solusi yang dihasilkan melalui
proses seperti ini sepenuhnya konsisten dengan norma-norma keadilan dan
kewgjaran (Denhardt dan Denhardt, 2007). Namun demikian menurut Denhardt
dan Denhardt (2007) yang penting, peran edukatif administrator tidak hanya
"memberi saran,” melainkan menciptakan situasi dialog dan keterlibatan di
mana saling belgjar dapat berlangsung. Membentuk kemitraan publik-swasta
yang  bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Kemitraan publik-swasta
dapat membawa ide-ide baru untuk merancang program dan proyek. Kemitraan
dengan sektor swasta memungkinkan pemerintah berusaha meningkatkan
kualitas dan efisiens pelayanan untuk menyesuaikan kemampuan program
yang sesuai dengan kebutuhan perubahan.

Sebagal peserta aktif dalam pemerintahan yang demokratis, administrator
bertanggung jawab untuk mendengarkan suara rakyat dan harus responsif
terhadap apa yang dikatakan rakyat. Dalam proses harus mendengarkan, hati-
hati dan jelas, administrator bergabung dengan masyarakat dalam hubungan
yang refleksif ( Denhardt dan Denhardt, 2007). Selain itu Lembaga negara juga
dapat memberdayakan masyarakat yang mereka layani serta memberikan
kesempatan yang sama dan memastikan kepesertaan sosial, ekonomi dan politik
dan akses ke sumber daya (UNDP, 1997). Dalam praktek penyelenggaraan
keadilan dan kesetaraan, praktek konsultasi sebagai hubungan dua arah perlu
dilakukan di mana warga memberikan umpan balik kepada pemerintah.
Pemerintah menentukan masalah untuk konsultasi, mengatur pertanyaan dan

mengelola proses, sedangkan warga diundang untuk berkontribusi mengenai
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pandangan dan pendapat mereka. Contohnya misalnya sewaktu diadakan
survel opini public maupun komentar mengenai rancangan undang-undang
(OECD, 2001).

Dalam praktek pengelolaan hutan lindung, Perhutani masih belum
sepenuhnya dapat menerapkan prinsip keadilan atau kesamaan dimana Perhutani
masih dirasa membedakan perlakuan terhadap LMDH, seperti disampaikan oleh
anggota LMDH Argo Mulyo:

“Di Wonosobo sistem PHBM ndak ditemukan, kalo yang lain di situ

selalu dapat bimbingan dari pihak-pihak terkait, sementara sekarang

LMDH lagi prihatin dan dalam prihatin ini seharusnya diberi motivasi dan

bimbingan baik material maupun moril, dimana banyak masyarakat desa

hutan yang belum ikut LMDH.”

Keadilan menyangkut prinsip bagi hasil (sharing) juga belum dirasakan
maksimal olen LMDH. Hal ini juga dinyatakan oleh anggota LMDH Argo
Mulyo:

“Kendala dalam hubungannya dengan Perhutani, kepenginnya Perhutani
itu pengin dapat |ebih banyak. Padahal pokoknya kita merintisdi hutan itu
ga sepele pak, yang sebenarnya kadang-kadang LMDH ngenyang untuk
pakan ternak atau bambu cendani, Perhutani supaya dapat 30 ga pernah
nerima, padaha Perhutani sudah sangat diuntungkan hijaunya hutan,
lestarinya hutan, pedulinya konservasi, masyarakat itu kan sudah peduli
padahal yang paling tahu tentang hutan adalah masyarakat bukan
pemerintah atau Perhutani, tapi masyarakat di daerah hutan itu penting
untuk membantu Indonesia.”

Dalam kaitannya dengan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo sebagai
rujukan penelitian, maka Perhutani perlu menerapkan keadilan dan kesetaraan
dalam praktek governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Perum Perhutani
sebagai suatu institusi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam
mengelola hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, perlu memberikan perhatian
dan kesempatan yang sama, secara adil kepada pihak-pihak lain yang terkait dan
berkepentingan dengan hutan lindung yang berada di Kabupaten Wonosobo.
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Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan tersebut diharapkan dapat menjamin
rekonstruksi tata kelola hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

dunia nyata terkait dengan transparans maka berikut

Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara model konseptual dengan

ini adalah tabel

perbandingan model konseptual dengan situasi dunia nyata yang berhubungan

dengan prinsip governansi pada Sistem 4: Transparansi.

Tabed 5.26 Perbandingan Model Konseptual dengan Situas Dunia Nyata

Sistem 4: Peningkatan Transparansi Melalui Pelayanan M asyar akat

No | Aktivitas Dunia Nyata
Model Deskripsi Prinsip K eluaran Refleks Teoritis
Konseptual Aktivitas Governansi: Aktivitas
Transparansi
1 | Menyediakan | Masyarakat atau | Bentuk pelaporan | Tersedianya akses ; ;
akses bagi | pihak-pihak yang | dan  pertanggung | bagi masyarakat * Sebagal peserta_ aktif
masyarakat berhubungan jawaban  maupun | dalam rangka dalam pemert ntah?n
untuk dengan kegiatan Perhutani | memperoleh yang demokratis,
memperoleh pengelolaan hutan | belum sepenuhnya | informasi administrator
informasi lindung memiliki | dianggap mengenai bertanggung jawab
mengenai kesempatan untuk | transparan oleh | mangijemen dan untuk mendengarkan
manajemen memperoleh  data | masyarakat. pelayanan public.
dan pelayanan | atau informasi suara r_akyaI dan harus
publik mengenai responsif terhadap apa
manajemen  dan yang dikatakan rakyat. (
pelayanag. Segl;k;llk Denhardt dan Denhardt,
yang isediakan
oleh Perhutani 2007) .
e Transparans
promosikan dalam
proses demokrasi
melalui suatu pelaporan
dan umpan balik, proses
dan prosedur yang jelas,
dan perilaku dan
tindakan mereka yang
memegang otoritas
pengambilan keputusan.
(Cheema, 2007)
2 | Membuat Perhutani Aturan atau | Terbentuknya
bagan alur | mengidentifikasi prosedur yang | bagan alur suatu
(flow  chart) | berbagai kegiatan | harus dipenuhi oleh | prosedur kegiatan
prosedur dan program yang | masyarakat yang | pelayanan publik
kegiatan berhubungan dibuat oleh
dalam rangka | dengan penyediaan | Perhutani masih
pelayanan informasi  kepada | dirasakan
publik masyarakat. menyulitkan
masyarakat.
Sebagai contoh,
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No | Aktivitas
M odel
Konseptual

Dunia Nyata

Deskripsi
Aktivitas

Prinsip
Governansi:

Keluaran
Aktivitas

Refleks Teoritis

Transparansi

aturan —aturan
tentang
pemanfaatan hutan
lindung masih
belum
disosiaisasikan
kepada masyarakat
sehingga masih ada
masyarakat  yang
tidak paham
dengan aturan
Perhutani.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Kegiatan Perum Perhutani yang terkait dengan prinsip transparans
sangatlah penting dalam rangka governansi dalam pengelolaan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo. Alur kegiatan (Tabel 6.4) dimulai dari masyarakat atau
pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung memiliki
kesempatan untuk memperoleh data atau informasi mengenai manaemen dan
pelayanan publik yang disediakan oleh Perhutani. Perum Perhutani
menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai
mangiemen dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Perum Perhutani.
Langkah selanjutnya adalah menyangkut pembuatan bagan alur (flow chart)
prosedur kegiatan dalam rangka pelayanan publik. Daam hal ini Perhutani
perlu mengidentifikasi berbagai kegiatan dan program yang berhubungan
dengan penyediaan informasi kepada masyarakat. Dari hasil identifikas yang
telah dilakukan tersebut maka tahap selanjutnya adalah Perhutani merancang
suatu alur prosedur (flow chart) kegiatan yang berhubungan dengan program
yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan aspek biaya daam rangka
pengurusan suatu kegiatan dengan Perhutani, maka Perhutani memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang
berhubungan dengan persyaratan menyangkut prosedur teknis dan adminstratif
pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diharapkan menciptakan

197




suasana yang nyaman bagi para pihak yang terkait dengan pelayanan oleh
Perum Perhutani. Kondisi tersebut dilaksanakan dengan melaui identifikasi
biaya-biaya secara jelas dan terbuka kepada masyarakat yang berhubungan
dengan segala kegiatan dalam program pengelolaan hutan lindung.  Selain
aspek biaya maka diperlukan kepastian dan keelasan kepada masyarakat
mengenai penyelesaian suatu pelayanan yang diberikan oleh Perhutani.

Langkah selanjutnya adalah penunjukan secara jelas dan diketahui oleh
masyarakat petugas Perhutani yang bertugas melayani masyarakat sehingga
tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang membutuhkan
pelayanan. Setelah itu perlu ada kesigpan ruang atau tempat yang representatif
daam rangka pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah
sewaktu berhubungan dengan Perhutani. Berikutknya adalah ditetapkannya
suatu aturan tertulis secara jelas menyangkut suatu janji atau kesepakatan
menyangkut hubungan antara masyarakat dengan Perhutani.  Aktivitas
selanjutnya menyangkut standar dimana dalam ha ini Perhutani membuat
suatu standar yang jelas mengenai segala program yang berhubungan dengan
keterlibatan masyarakat. Standar tersebut dijelaskan dan diberitahukan kepada
masyarakat.  Kegiatan terakhir adalah sosialisasi yang dilakukan agar
masyarakat mengetahui adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
oleh Perhutani.

Dalam kaitannya dengan transparansi kegiatan, maka aspek transparans
mempromosikan dalam proses demokrasi melalui suatu pelaporan dan umpan
balik, proses dan prosedur yang jelas, dan perilaku dan tindakan mereka yang
memegang otoritas pengambilan keputusan. Itu membuat informasi yang dapat
dimengerti dan standar yang jelas dapat diakses oleh warga. Integritas
melengkapi kontinum akuntabilitas dan transparansi karena itu adalah penting
untuk konsep etika profesional (Cheema, 2007). Selain itu tanpa lembaga
hukum yang transparan, pemilik danmanger perusahaan membuang-buang
waktu dan uang negosiasi setiap transaksi dengan pejabat pemerintah - sebuah
proses yang membuka jalan bagi penyuapan dan korupsi (Rondinelli, 2007)

Dalam membangun masyarakat terbuka yang sukses, jaminan akses ke

informasi adalah unsur yang paling penting. K ebebasan berbicara dan kebebasan
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berserikat juga memainkan bagian penting. Warga harus dapat membahas isu-
isu hari, menghadapi media dan pemerintah, dan, turun ke jalan untuk
mendaftar protes mereka dalam demonstras damai. Pada gilirannya, mereka
yang memegang kepercayaan publik dan otoritas harus mendengarkan dan
memperhatikan kepentingan  warga (Pope, 2007). Selain itu informasi
merupakan suatu hubungan satu arah di mana pemerintah membuat dan
memberikan informasi bagi warga. Ini mencakup baik "pasif’, akses ke
informasi saat diminta oleh warga negara dan "aktif" tindakan pemerintah untuk
menyebarkan informasi. Contoh mencakup akses ke catatan publik, media
resmi, situs web pemerintah (OECD, 2001).

Sebagai peserta aktif dalam pemerintahan yang demokratis, administrator
bertanggung jawab untuk mendengarkan suara rakyat dan harus responsif
terhadap apa yang dikatakan rakyat. Dalam proses mendengarkan, hati-hati dan
jelas, administrator bergabung dengan masyarakat dalam hubungan yang
refleksif ( Denhardt dan Denhardt, 2007). Ha ini menunjukkan bahwa
pemegang jabatan publik tidak menempatkan diri mereka sendiri di bawah
pengaruh finansial atau tekanan lainnya bagi individu atau organisasi yang
berada luar atau yang dapat mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan tugas
resmi mereka (Cheema, 2007). Kode dan peraturan tidak menerapkan diri
mereka sendiri. Pelatihan dan saran sangat dibutuhkan oleh para pegawai (Pope,
2007). Media yang bebas, independen dan pluralistik sangat penting untuk
masyarakat yang bebas dan terbuka, dan juga bagi sistem pemerintah yang
akuntabel (Paus 2007).

Daam penerapan transparansi, perlu adanya fasilitasi untuk mendorong
individu-individu ~ dalam pelaksanaan program untuk ~ menyampaikan
kepentingan dan kebutuhan mereka, apa yang menjadi komitmen mereka
sehingga dapat menciptakan rasa memiliki bagi individu-individu tersebut,
merasa ikut bertanggungjawanb mengenai pelaksanaan program (Denhardt dan
Denhardt, 2007). Dalam rangka pengelolaan hutan, transparansi perlu
ditingkatkan oleh pihak perhutani. Hal ini disampaikan oleh ketuta TKPD

Wonosobo, yang mengatakan:
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“Daam pengelolaan hutan, selain partisipasi maka perlu duduk bareng-
bareng antara berbagai pihak atau stakeholder yang terkait sehingga
perencanaan sampa dengan implementas program dapat berjalan
dengan maksimal. Namun demikian yang namanya transparansi, tidak
semua yang ada di Perhutani harus dibukak semua. Semua harus
maklum karena Perhutani mempunyai aturan sendiri.”

Namun demikian salah satu ketua LMDH di Kabupaten Wonosobo
menambahkan bahwa perlu ada kejelasan aturan atau prosedur sehingga tidak
menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Dia menyatakan:

“Masyarakat perlu kejelasan dari pihak-pihak terkait yang berhubungan

dengan hutan lindung khususnya Perhutani, sehingga dalam kaitannya

dengan pengelolaan hutan lindung, masyarakat tidak dipingpong ke

Dishutbun ataupun disuruh datang ke Perhutani.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh staf Dishutbun yang mengatakan :

“Kirakira apa yang bisa dikerjasamakan, rambu-rambu apa sga yang

tidak boleh. Kadang memang masyarakat ekspekatasinya terlalu besar,

padahal hutan lindung kan ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar.

Nah ini yang perlu kejelasan bagi masyarakat.”

Daam kaitannya dengan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo sebagal
rujukan penelitian, maka stake holder atau pihak yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung perlu transparansi dari Perum Perhutani sebagai
pihak yang mempunyai kewenangan utama dalam pengelolaan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo. Untuk itu maka sudah semestinya pihak Perum
Perhutani menjalankan transparansi secara lebih maksimal sehingga mampu
meyakinkan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung serta
mampu menjamin tercapainya rekonstruksi governansi dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo. Namun demikian juga tidak dapat dipaksakan
bahwa semua yang dilakukan atau menjadi peraturan dari Perhutani harus
diberitahukan ke seluruh masyarakat luas.

Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara model konseptual dengan
dunia nyata terkait dengan akuntabilitas maka berikut ini adalah tabel
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perbandingan model konseptual dengan situasi dunia nyata yang berhubungan

dengan prinsip governansi pada Sistem 5: Akuntabilitas.

Tabed 5.27 Perbandingan Model Konseptual dengan Situas Dunia Nyata
Sistem 5: Peningkatan Akuntabilitas Melalui Implementasi Program

No | Aktivitas Dunia Nyata
Model Deskrips Prinsip Keluaran Refleks Teoritis
Konseptual Aktivitas Governansi: Aktivitas
Akuntabilitas
1 | Mengidentifi | Melakukan Perhutani hampir | Program yang | e Akuntabilitas adalah
kes pendataan tidak pernah | diimplementasi | pilar demokrasi dan
kesesuaian | nrogram-program | melibatkan kan tidak | good governance
Sgr)]gr;']“ Jig. | Perhutani  yang | masyarakat melenceng dari | yang memaksa
o Y| berhubungan dalam membuat | vis, misi dan| negara sektor
tujuan dengan aturan atau | tujuan swasta, dan
perusahaan pengelolaan hutan | program. Perhutani masyarakat sipil
lindung untuk berfokus pada
Mencek  sgauh hasil, berusaha
mana  program menjelaskan tujuan,
dibuat mengembangkan
berdasarkan visi strategi yang efektif,
dan mis serta memantau dan
tujuan perusahaan melaporkan kinerja
(Cheema, 2007)
2 | Mengidentifi | Mendata Implementasi Implementasi
kasi perencanaan perencanaan program tidak
kesesuaian program program  tidak | melenceng dari
perencanaan | pnengelolaan hutan | sesuai dengan | perencanaan
S‘r;]gram lindung harapan program yang
dehgan | Meakukan masyarakat. telah dibuat
implementasi . .
program pencekan sgauh | Sebagai  contoh
mana  program | program
yang sosiadisas
dilaksanakan tentang aturan-
tidak aturan dalam
menyimpang dari | pengelolaan
perencanan yang | hutang lindung
dibuat kepada
masyarakat,
kurang
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No

Aktivitas Dunia Nyata

Deskrips Prinsip Keluaran Refleksi Teoritis
Konseptual Aktivitas Governansi: Aktivitas

M odel

Akuntabilitas

dijalankan
dengan baik,
hanya sekali-kali
sga  sehingga
belum semuanya
masyarakat desa
hutan yang
mengetahui  dan
memahami.

Sumber: Olahan Pendliti, 2014

Awal kegiatan dalam rangka kesesuaian program dengan visi, mis dan
tujuan perusahaan maka dilakukan pendataan program-program (Tabel 6.5).
Perhutani yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung. Selain itu juga
dilakukan dengan mencek sgjauh mana program dibuat berdasarkan visi dan
mis  serta tujuan perusahaan.  Sedangkan tahap mengenai kesesuaian
perencanaan program dengan implementas program maka perlu mendata
perencanaan program pengelolaan hutan lindung serta melakukan pencekan
sgjauh mana program yang dilaksanakan tidak menyimpang dari perencanan
yang dibuat.

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi program dalam pengelolaan
hutan lindung. Kegiatan yang lain adalah membuat suatu pedoman sehingga
tujuan program dapat terlaksana. Adapun tahap untuk memastikan program
dilaksanakan oleh pegawa yang berkompeten maka mengidentifikasi aparatur
Perhutani yang terlibat dalam implementasi program serta mencek kompetensi
aparatur Perhutani yang melaksanakan program. Kegiatan program yang telah
dilaksanakan dapat disimpan dan didokumentasikan.Tahap berikutnya adalah
sosialisas program kepada masyarakat  sehingga masyarakat mengetahui is
dari kegiatan atau program yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung.
Setelah itu dilakukan tahap dimana masyarakat atau pihak-pihak yang

202




berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung memiliki kesempatan untuk
memperoleh data atau informasi mengenai implementas program.

Akuntabilitas adalah pilar demokrasi dan good governance yang memaksa
negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berfokus pada hasil, berusaha
menjelaskan tujuan, mengembangkan strategi yang efektif, memantau dan
melaporkan kinerja (Cheema, 2007). Adatiga hal dalam menyiratkan individu
dan organisasi yang bertanggung jawab untuk kinerja yang diukur seobjektif
mungkin. Akuntabilitas financial berarti kewgjiban pada penanganan sumber
daya, yang memegang jabatan publik untuk melaporkan penggunaan sumber
daya. Akuntabilitas politik berarti metode terbuka untuk sanksi atau
penghargaan mereka yang memegang posisi kepercayaan publik melalui sistem
checks and balances antara eksekutif, legidatif, dan yudikatif cabang.
Akuntabilitas administrasi menyiratkan sistem kontrol internal pemerintah,
termasuk standar pelayanan sipil dan insentif, kode etik, dan review
administratif (Cheema, 2007).

Pemerintah, di sisi lain, memiliki tanggung jawab yang luas terhadap
warga negara mereka. Tidak seperti pasar, mereka tidak dapat mengabaikan
yang lemah, rentan, pengangguran, orang sakit, dan orang miskin. Pemerintah
memiliki tanggung jawab terhadap semua dari mereka sebaga penjamin
keadilan sosia (Rizvi, 2007). Akuntabilitas di sektor publik harus didasarkan
pada gagasan bahwa administrator publik dapat dan harus melayani warga untuk
kepentingan umum, bahkan dalam situasi yang melibatkan pertimbangan nilai
yang rumit dan tumpang tindih norma. Untuk melakukannya, administrator
publik tidak harus membuat keputusan  sendiri. Sebaliknya, masalah ini harus
diselesaikan tidak hanya didasarkan pada dialog dalam organisasi, tetapi juga
pada pemberdayaan dan berbasis luas keterlibatan warga sipil (Denhardt dan
Denhardt, 2007). Bagi warga, adalah adil untuk mengatakan bahwa
akuntabilitas sektor publik adalah kewagjiban pemerintah untuk menjelaskan
secara terbuka, penuh, dan cukup, bagaimana pemerintah melaksanakan, atau
gaga untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah yang mempengaruhi
masyarakat (Callahan, 2007).
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Dalam reditas di lapangan, kadang akuntabilitas perhutani masih
dipertanyakan, mengingat apa yang seharusnya menjadi kewagjiban dari
perhutani belum dilaksanakan secara maksimal, seperti yang disampaikan oleh
anggota masyarakat desa hutan sebagai berikut: * Hutan lindung ning mboten
enten kajenge, wong ketutupan alang-alang niku, wong mung ditanem mawon”.
Pernyataan tersebut disetujui oleh Ketua LMDH Argo Mulyo yang
menambahkan:

“Karena hutan itu cepet rumpute, belum tumbuh sudah ilang pak,
kesesep rumpute. Rumpute cepet banget tumbuhe pak. Lha perhutani
tidak ada pemeliharaan cuman nanem-nanem-namen ga ada
pemeliharaan, Iha Perhutani sekarang kerjasama dengan LMDH, tapi
LMDH cuman pahite pak. Kepengine LMDH itu nanam kopi, sambil
nunggu taneman kopi 5 tahuniterus dibawahnya itu bisa ditanami
tanaman yang untuk mendukung kekuatan para petani, yang ada nilai
jual.”

Akuntabilitas Perhutani dianggap masih kurang terutama menyangkut
SDM nya yang kurang mendukung program Perhutani itu sendiri. Hal ini
disampaikan oleh staf Dishutbun sebagai berikut:

“Kenapa ada rapat-rapat seperti itu, pertemuan koordinasi di tingkat desa,
muaranya kan masyarakat butuh lahan, sedangkan Perhutani sebagal
ingtitusi yang punya lahan, tetapi mereka terbatas dalam hal personel,
termasuk aspek kualitasnya, karena yang kita sampaikan di level Asper,
mungkin Mandor sama Mantri di lapangan nggak mudeng, nggak
paham.”

Untuk itu sudah seharusnya Perhutani memperhatikan aspek
akuntabilitas dengan memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan
dengan kegiatan pengelolaan hutan lindung yang dilakukan oleh  Perhutani
sehingga program-program yang dijalankan dapat bermanfaat baik bagi
Perhutani sendiri maupun bagi pihak lain yang terkait, serta menjamin
tercapainya penataan ulang governans dalam pengelolaan hutan lindung di

Kabupaten Wonosobo.
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Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara model konseptual dengan

dunia nyata terkait dengan konsensus maka

berikut ini

adalah tabel

perbandingan model konseptual dengan situasi dunia nyata yang berhubungan

dengan prinsip governansi pada Sistem 6: Konsensus.

Tabel 5.28 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem 6: Peningkatan Konsensus Melalui Pembuatan Keputusan

No | Aktivitas Model Dunia Nyata
Konseptual Deskripsi Aktivitas Prinsip Keluaran Refleksi Teoritis
Governansi: Aktivitas
Konsensus
1 Menjalin Perhutani Konsensus dapat | Eksistens Peran utama pelayan
hubungan atau mengidentifikasi dilakukan  antara | hubungan publik adalah tidak
menetapkan stake | ingtitusi yang memiliki | Perhutani sebagai | Perhutani dengan | semata merespon
holder yang topik atau isu yang | pihak yang | pihak yang terkait | tuntutan masyarakat,
terkait dengan akan disepakati | memiliki dengan program | tetapi lebih fokus
program sebagai konsensus | kewenangan formal | pengelolaan hutan | membangun hubungan
pengelolaan hutan | menyangkut program | dalam pengelolaan | lindung. kepercayaan dan
lindung pengelolaan hutan | hutan lindung kerjasama dengan dan
lindung dengan stake di antara warganegara
holder yang (Denhardt dan
mempunyai Denhardt, 2007).
kepentingan
dengan Menurut Dwiyanto
pemanfaatan hutan (2004) governance
lindung. dipahami sebagai
Konsensus  yang sebuah proses dimana
telah disepakati para pemimpin dan
bersama antara inovator kebijakan dari
Perhutani dan stake berbagai lembaga yang
holder dapat ada di dalam dan di luar
dilakukan dengan pemerintahan
menggunakan mengembangkan
suatu bentuk jaringan untuk
Perjanjian  Kerja mengelola proses
Sama (PKS) yang kebijakan publik.
memuat  unsure-
unsur atau elemen Orientas yang tertuju
yang menjadi kepada arogansi
kesepakatan antara birokrasi harus diubah
Perhutani  dengan ke fokus kebutuhan
stake holder pelanggan dengan cara
tersebut. mendengarkan
pelanggan serta
2 | Mengadakan Para pihak  yang | Penyampaian topik | Terselenggaranya | memberikan pilihan
pertemuan dengan | memiliki topik atauisu | atau isu yang akan | pertemuan antara | kepada pelanggan untuk
stake holder yang  nanti akan | menjadi konsensus, | Perhutani dengan | menentukan keputusan
untuk membahas | dilakukan konsensus | dilakukan  dalam | pihak-pihak yang | (Osborne dan Gaebler,
topik atauisu kemudian suatu rapat atau | menginginkan 1992).
yang memerlukan | dikumpulkan dan | pertemuan antara | terjadinya
konsensus dilakukan pertemuan | Perhutani dengan | konsensus Effendi (2005)
yang difasilitas oleh | pihak yang | mengenai menjelaskan bahwa
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pengelolaan hutan
lindung. Penyaji perlu
menyampaikan
proposal atau

biasanya dilakukan
secara lisan dalam
pertemuan, jarang
yang

No | Aktivitas Model Dunia Nyata
Konseptual Deskripsi Aktivitas Prinsip Keluaran
Governansi: Aktivitas
Konsensus
Perhutani sebagal | menginginkan program
pihak yang memiliki | terjadinya  suatu | pemanfaatan
kewenangan dalam | konsensus hutan lindung
pengelolaan hutan | mengenai suatu
lindung. permasalahan
pemanfaatan
pengelolaan hutan
lindung. Pertemuan
tersebut misanya
terjadi antara
Perhutani  dengan
Lembaga
Masyarakat Desa
Hutan (LMDH)

3 Penjelasan Perhutani sebagai Aktivitas Tercapainya
mengenai proses | fasilitator dalam penjelasan pemahaman
pencapaian pertemuan dengan mengenal  proses | mengenai  proses
konsensus stake holder pencapaian terjadinya

memberikan informasi | konsensus kadang | konsensus di
dan gambaran tidak dilakukan | antara pihak-
mengenai segala hal oleh Perhutani. pihak yang terkait
yang berhubungan

dengan topik atau isu

yang akan disepakati

bersama sebagai

konsensus. Hal ini

sangat penting

dilakukan untuk

memastikan bahwa

setiap peserta harus

memahami secara

jelas mengenai

struktur dan teknik

diskusi sehingga

dalam proses

pencapaian konsensus

tidak ditemui kendala.

4 | Penyagjian topik Dalam pertemuan, Sake holder atau | Munculnya topik
atau isu yang para peserta diberi pesertayang terkait | atau isu  yang
menjadi kesempatan untuk menyampaikan disampaikan oleh
konsensus yang menyampaikan kepada Perhutani | para peserta
harus diputuskan | proposal atau topik mengenai topik | pertemuan

yang menurut mereka | atau isu yang mau | mengenai

perlu dilakukan suatu | disepakati atau | program
kesepatan untuk akan menjadi | pengelolan hutan
nantinya dapat dicapai | konsensustersebut. | lindung.

suatu konsensus dalam | Penyampaian topik

suatu program atau isu tersebut

Refleks Teoritis

dalam governance
mengandung makna
bagai mana cara suatu
bangsa
mendistribusikan
kekuasaan dan

mengel ola sumberdaya
dan berbagai masalah
yang dihadapi
masyarakat. Dengan
kata lain, dalam konsep
governance terkandung
unsur demokratis, adil,
transparan, rule of law,
partisipasi dan
kemitraan.

Menurut Susskind
dalam suatu artikel di
suatu Web yang
berjudul Governance:
What does it mean?
And, what is good
governance?
dinyatakan bahwa ada
tiga cara untuk
mengatasi
permasalahan
konsensus. Pertama ,
pemecahan masalah dan
pengambilan keputusan
difasilitas atau
dimediasi oleh seorang
yang ahli dan
professional.

Kedua, sebelum
pertemuan dilakukan,
fasilitator atau mediator
harus melakukan
pertemuan atau
pembicaraan awal
dengan para peserta.
Hal ini akan
mempermudah bagi
para peserta untuk
mengatasi konflik yang
mungkin terjadi serta
merancang pemecahan
masalah untuk kebaikan
kelompok atau
organisasi. Ketiga,
keputusan yang akan
diambil akan ditentukan
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No

Aktivitas M odel
Konseptual

Dunia Nyata

Deskripsi Aktivitas

Prinsip
Governansi:
Konsensus

Keluaran
Aktivitas

pemikirannya
mengenai sgjauhmana
relevansi dan
pentingnya topik atau
isu tersebut.

menyampaikan
dalam bentuk
tertulis atau
proposal.

Mendiskusikan
topik untuk
mencari kejelasan
pandangan  dan
pemikiran  yang
muncul

Proposal atau topik
yang dipresentasikan
oleh penyaji,
didiskusikan sehingga
dapat mendorong
munculnya komentar
dan interaks yang
kreatif  dari  para
peserta. Dalam diskusi
tersebut terdapat
kemungkinan
munculnya pro dan
kontra  menyangkut
proposa atau topik
yang diusulkan oleh
peserta pertemuan

Perhutani dan
pihak yang
berkepentingan
dengan topik atau
isu untuk
pencapaian
konsensus, saling
memberikan
pandangan
pemikirannya.
Sebagai contoh,
dalam pembagian
bagi hasil
(sharing),  pihak
LMDH  meminta
persentase bagi
hasil yang lebih
banyak dibanding
Perhutani.
Perhutani
juga
menyampaikan
argumentasi
mengenai
persentase  yang
mereka inginkan.

dan

sendiri

Terselenggaranya
diskusi
menyangkut topik
atau isu yang
diharapkan dapat
menjadi
konsensus  dari
pihak-pihak yang
terkait.

Mendorong
peserta untuk
aktif dalam
diskus topik atau
isu yang menjadi
konsensus

Memberikan dorongan
dan kesempatan yang
luass kepada stake
holder untuk
memberikan saran dan
masukan dari para
peserta  menyangkut
proposa  atau topik
yang sedang dibahas
dalam pertemuan
tersebut sehingga
dapat  menghasilkan
suatu kesepakatan
yang nantinya tercapai
suatu konsensus
bersama.

Diharapkan  para
peserta aktif dalam
diskus  mengenai
topik atau isu yang
akan dicapai
konsensusnya.
Namun tidak
semua peserta aktif
berdikskusi,
biasanya yang aktif
adalah  pimpinan
atau pengurus
lembaga yang
sedang
mengadakan
pertemuan.
Contohnya, yang
aktif dalam diskusi

antara LMDH
dengan Perhutani
adalah  pengurus
LMDH sendiri.

Munculnya
keaktifan para
peserta dalam
mengikuti diskusi
menyangkut topik
atau isu yang akan
menjadi
konsensus
menyangkut
pemanfaatan
hutan lindung

Refleks Teoritis

dengan sgjauh mana
konsensus di antara
peserta dapat tercapai
(The Concensus
Building).

Ketiga elemen ini
secara bersama-sama -
data, informasi, dan
pengetahuan -
merupakan dasar
keputusan yang dibuat
oleh pemerintah untuk
mencapai

tujuan pembangunan
nasional yang
berkelanjutan serta
meningkatkan
kehidupan warganya
(United Nations, 2013).

Proses konsensus
hanya
mempertimbangkan
proposal yang dibuat
untuk mencapai tujuan.
Dalam pembahasan
proposal, semua orang
bekerja untuk
meningkatkan kualitas
proposal untuk
membuat keputusan
yang terbaik. Semua
proposal dapat
diadopsi selamatidak
bertentangan dengan
kepentingan kelompok
( Butler dan Rothstein,
1991).

Menurut UNDP (1997)
governance yang baik
menjamin bahwa
politik, sosial dan
prioritas ekonomi
didasarkan pada
konsensus yang luas
dalam masyarakat.
Konflik biasanya
dianggap sebagai
halangan untuk
mencapai kesepakatan
serta mengganggu
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No | Aktivitas Model Dunia Nyata
Konseptual Deskripsi Aktivitas Prinsip Keluaran
Governansi: Aktivitas

Konsensus

7 Menggabungkan | Dari diskusi yang | Perhutani berusaha | Tercapainya
semua pandangan | dilakukan dalam | merangkum semua | kesatuan atau
dari parapeserta | pertemuan tersebut | pemikiran dari para | gabungan
pertemuan diusahakan dapat | peserta yang hadir | pemikiran dari

dicari suatu kesatuan | dalam pertemuan | para peserta
pandangan mengenai | tersebut. mengenai  topik
konsensus yang akan atau isu yang
dicapai. dibicarakan.

8 Menyusun usulan | Membuat suatu usulan | Semua usulan atau | Tersusunnya
atau pemikiran sebagai suatu hasil | topik yang menjadi | usulan atau
yang mengandung | yang disepakati | pemikiran dalam | rancangan  yang
aspek-aspek yang | bersama oleh para | ussha  mencapai | memuat elemen-
merupakan hasil | peserta mengenai | konsensus elemen yang akan
pemikiran dari topik atau isu yang | kemudian dibuat | menjadi suatu
diskusi akan disepakati | suatu rangkuman | konsensus  yang

bersama. yang memuat | nantinya akan
elemen-elemen diambil keputusan
dalam suatu
konsensus sehingga
hasiinya sudah
menjadi lebih
fokus.

9 Diskusikan dan | Usulan atau proposal | Kesepakatan yang | Terselenggaranya
perbaiki  usulan | yang telah disepakati | telah menjadi | pembicaraan
pemikiran bersama kemudian | konsensus mengenai  usulan
mengenai  topik | didiskusikan kembali | mengenai atau topik yang
atau isu yang | dan bilamana perlu | pemanfaatan atau | akan menjadi
menjadi dilakukan perubahan | pengelolaan hutan | konsensus.
konsensus sehingga benar-benar | lindung dituangkan

sebagai suatu usulan | dalam  Perjanjian

yang akan disepakati | Kerja Sama (PKYS)

bersama antara  Perhutani
dengan stake
holder.

10 | Melakukan tes Melakukan pencekan | Usulan atau | Terselenggaranya
atau menguji terakhir kepada | kesepatan yang | pencekan  hasil
kesepakatan topik | peserta pertemuan | akan menjadi | kesepakatan yang
atau isu yang sebelum topik atau isu | konsensus tersebut | dilakukan  para
menjadi yang akan disepakati, | diserahkan kepada | pihak yang terkait
konsensus diputuskan dan akan | pihak-pihak yang | dengan topik atau

ditetapkan sebagai

berkepentingan

isu yang akan

Refleks Teoritis

hubungan yang
harmonis. Namun
demikian untuk
mencapal suatu
konsensus formal,
adanya konflik tanpa
kekerasan tetap
diperlukan, karena
memberkan motivasi
untuk perbaikan
proposal ( Butler dan
Rothstein, 1991).

Nugraha (2007)
menyatakan
pemerintah tetap
memainkan peranan
penting, tetapi
kepemerintahan atau
governance
dilaksanakan secara
bersama dan sinerjik
oleh pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat
warganegara. Perlu
dialog secara
berkesinambungan agar
para pelaku saling
memahami  perbedaan-
perbedaan di antara
mereka. Hanya dengan
demikian akan tumbuh
konsesus, kerjasama
atau kooperasi dan
sinergi pada
keseluruhan tataran dari
sistem penyelenggaraan
negara bagi pencapaian
tujuan bernegara,
berbangsa dan bertanah
air.

Proses konsensus
hanya
mempertimbangkan
proposal yang dibuat
untuk mencapai tujuan.
Dalam pembahasan
proposal, semua orang
bekerja untuk
meningkatkan kualitas
proposal untuk
membuat keputusan
yang terbaik. Semua
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No

Aktivitas M odel
Konseptual

Dunia Nyata

Deskripsi Aktivitas

Prinsip
Governansi:
Konsensus

Keluaran
Aktivitas

suatu konsensus.

untuk dibaca dan
dipahami  kembali
menyangkut
kebenaran is atau
topik yang menjadi
kesepakatan.

dikonsensuskan.

11

Mengimplementa
skan keputusan
sesual hasi|
konsensus

Topik atau isu yang
telah disepakati dan
ditetapkan  bersama
dan sudah menjadi
suatu konsensus,
kemudian

diimplementasikan di
lapangan.

Apabila pihak-
pihak telah sepakat
mengenal  elemen
atau  aspek-aspek
yang menjadi
konsensus, maka
PKS tersebut di
tanda tangani oleh
pihak-pihak  yang
terkait.

Karena Perhutani
sebagai pihak yang
memiliki
kewenangan formal
dalam pengelolaan
dan  pemanfaatan
hutan lindung,
maka daam PKS
tersebut Perhutani
mempunyai  daya
tawar yang lebih
tinggi dimana
Perhutani  berhak
membatalkan
perjanjian  secara
sepihak.

Terimplementasi
nya keputusan
menyangkut
konsensus  yang
tertuang  dalam
Perjanjian  Kerja
Sama yang
dilakukan antara
Perhutani dengan
pihak yang terkait
dalam rangka
pemanfaatan atau
pengelolaan hutan
lindung.

Refleks Teoritis

proposal dapat
diadopsi selamatidak
bertentangan dengan
kepentingan kelompok
( Butler dan Rothstein,
1991).

Sumber: Olahan Pendliti, 2013

Tahap pertama dari model aktivitas dalam Sistem Konsensus adalah

menjalin hubungan atau menetapkan stake holder yang terkait dengan program

pengelolaan hutan lindung. Dalam kegiatan ini Perhutani mengidentifikasi

institusi yang memiliki topik atau isu yang akan disepakati sebagai konsensus

menyangkut

program

pengelolaan hutan lindung. Dari aktivitas ini maka

diharapkan adanya eksistens atau keberlangsungan hubungan Perhutani dengan

pihak yang terkait dengan program pengelolaan hutan lindung. Tahap kedua

dalam aktivitas ini menyangkut pelaksanaan pertemuan dengan stake holder

untuk membahas topik atau isu yang memerlukan consensus. Dalam aktivitas

ini para pihak yang memiliki topik atau isu yang nanti akan dilakukan
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konsensus kemudian dikumpulkan dan dilakukan pertemuan yang difasilitasi
oleh Perhutani sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan
hutan lindung. dari kegiatan ini diharapkan terselenggaranya pertemuan antara
Perhutani dengan pihak-pihak yang menginginkan terjadinya konsensus
mengenai program pemanfaatan hutan lindung.

Pada aktivitas ketiga dilakukan penjelasan mengenai proses pencapaian
konsensus. Perhutani sebagai fasilitator dalam pertemuan dengan stake holder
memberikan informasi dan gambaran mengenai segala ha yang berhubungan
dengan topik atau isu yang akan disepakati bersama sebagai konsensus. Hal ini
sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta harus
memahami secara jelas mengenai struktur dan teknik diskus sehingga dalam
proses pencapai an konsensus tidak ditemui kendala. Hasil akhir yang diharapkan
dari aktivitas ini adalah tercapainya pemahaman mengena proses terjadinya
konsensus di antara pihak-pihak yang terkait. Padatahap keempat dilaksanakan
penygjian topik atau isu yang menjadi konsensus yang harus diputuskan.
Daam pertemuan, para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan
proposal atau topik yang menurut mereka perlu dilakukan suatu kesepatan untuk
nantinya dapat dicapai suatu konsensus dalam suatu program pengelolaan hutan
lindung. Penyaji perlu menyampaikan proposal atau pemikirannya mengenai
sgauhmana relevansi dan pentingnya topik atau isu tersebut.  Harapan dari
akhtivitas ini adalah munculnya topik atau isu yang disampaikan oleh para
peserta pertemuan mengenal program pengelolan hutan lindung.

Tahap kelima mengenai diskus menyangkut topik untuk mencari
kgielasan pandangan dan pemikiran yang muncul dari para peserta. Proposal
atau topik yang dipresentasikan oleh penygji, didiskusikan sehingga dapat
mendorong munculnya komentar dan interaksi yang kreatif dari para peserta
Dalam diskus tersebut terdapat kemungkinan munculnya pro dan kontra
menyangkut proposal atau topik yang diusulkan oleh peserta pertemuan. Dari
aktivitas ini diharapkan terselenggaranya diskusi menyangkut topik atau isu
yang diharapkan dapat menjadi konsensus dari pihak-pihak yang terkait. Tahap
keenam dari aktivitasini adalah mengenai usaha mendorong peserta untuk aktif

dalam diskusi topik atau isu yang menjadi konsensus. Aktivitas yang dilakukan
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pada tahap ini adalah adanya upaya dari Perhutani untuk memberikan dorongan
dan kesempatan yang luas kepada stake holder untuk memberikan saran dan
masukan dari para peserta menyangkut proposal atau topik yang sedang
dibahas dalam pertemuan tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu
kesepakatan yang nantinya tercapai suatu konsensus bersama. Adapun harapan
dari aktivitas tersebut adalah munculnya keaktifan para peserta dalam mengikuti
diskusi menyangkut topik atau isu yang akan menjadi konsensus menyangkut
pemanfaatan hutan lindung.

Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ketujuh adalah menggabungkan
semua pandangan dari para peserta pertemuan. Dari diskusi yang dilakukan
dalam pertemuan tersebut diusahakan dapat dicari suatu kesatuan pandangan
mengenai konsensus yang akan dicapai. Harapan dari kegiatan yang dilakukan
tersebut adalah tercapainya kesatuan atau gabungan pemikiran dari para peserta
mengenai topik atau isu yang dibicarakan. Langkah selanjutnya setelah tahap
ketujuh adalah menyusun usulan atau pemikiran yang mengandung aspek-
aspek yang merupakan hasil pemikiran dari diskusi.

Langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu usulan sebagai
suatu hasil yang disepakati bersama oleh para peserta mengenai topik atau isu
yang akan disepakati bersama. Hal ini dilakukan dengan tujuan tercapainya
susunan usulan atau rancangan yang memuat el emen-elemen yang akan menjadi
suatu konsensus yang nantinya akan diambil keputusan. Pada langkah
kesembilan yaitu dilaksanakannya diskusikan dan perbaiki usulan pemikiran
mengenal topik atau isu yang menjadi konsensus. Dalam kegiatan ini maka
usulan atau proposal yang telah disepakati bersama kemudian didiskusikan
kembali dan bilamana perlu dilakukan perubahan sehingga benar-benar sebagai
suatu usulan yang akan disepakati bersama. Dengan aktivitas ini maka
diharapkan terselenggaranya pembicaraan mengenai usulan atau topik yang
akan menjadi konsensus. Pada langkah kesepuluh mengenal pelaksanaan tes
atau menguji kesepakatan topik atau isu yang menjadi consensus, maka hal ini
dilakukan pencekan terakhir kepada peserta pertemuan sebelum topik atau isu
yang akan disepakati, diputuskan dan akan ditetapkan sebagai suatu konsensus.
Harapan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pencekan hasil kesepakatan
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yang dilakukan para pihak yang terkait dengan topik atau isu yang akan
dikonsensuskan. Pada langkah terakhir yaitu langkah kesebelas,
mengimplementasikan keputusan sesual hasil konsensus. Aktivitas pada tahap
ini adalah topik atau isu yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dan sudah
menjadi suatu konsensus, kemudian diimplementasikan di lapangan.
Harapannya adalah terimplementasi nya keputusan menyangkut konsensus yang
tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan antara Perhutani dengan
pihak yang terkait dalam rangka pemanfaatan atau pengel olaan hutan lindung.
Pencapaian konsensus melibatkan berbagai pihak yang mengharapkan topik atau
isu berhubungan dengan suatu kebijakan dalam pengel olaan hutan lindung dapat
disepakati oleh para peserta yang terlibat. Dalam pengelolaan hutan lindung,
peran Perhutani sangat besar sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam
pengelolaan hutan lindung.

Dalam pencapaian konsensus, Perhutani dapat berperan sebagai fasilitator
yang memfasilitasi pertemuan berbaga pihak yang menginginkan terjadinya
suatu konsensus menyangkut suatu kebijakan program dalam pengelolaan hutan
lindung. Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung dan secara
lebih spesifik berkepentingan dalam pemanfaatan hutan lindung, misalnya
Lembaga Masyarakata Desa Hutan (LMDH), merupakah pihak yang
mengharapkan tercapainya konsensus dengan Perhutani. Daam hal hubungan
antara LMDH dan Perhutani, LMDH sebagai pihak yang lebih lemah
dibandingkan dengan Perhutani baik dilihat dari segi besarnya organisasi,
finansial, Sumber Daya Manusia, maupun Keuangan, sehingga Perhutani lebih
berperan sebagal fasilitator dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pertemuan
dalam rangka pencapaian konsensus dengan pihak LMDH. Dalam hal ini Peran
Perhutani sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Denhardt dan Denhardt
dimana peran utama pelayan publik adalah tidak semata merespon tuntutan
masyarakat, tetapi lebih fokus membangun hubungan kepercayaan dan
kerjasama dengan dan di antara warganegara (Denhardt dan Denhardt, 2007).

Konsensus dianggap penting sebagal salah satu cara untuk mengatas
konflik yang terjadi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu program atau
kegiatan. Konflik biasanya dianggap sebagai halangan untuk mencapai
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kesepakatan serta mengganggu hubungan yang harmonis. Namun demikian
untuk mencapai suatu konsensus formal, adanya konflik tanpa kekerasan tetap
diperlukan, karena memberkan motivasi untuk perbaikan proposal ( Butler dan
Rothstein, 1991). Prinsip konsensus sebagai salah satu elemen dalam governansi
juga terkait dengan pengembangan jaringan dimana dalam hal ini menyangkut
suatu  kesepakatan untuk mencapai konsensus bersama di antara pihak-pihak
yang terkait. Keadaan ini juga sama dengan yang disampaikan Dwiyanto (2004)
dimana gover nance dipahami sebagal sebuah proses dimana para pemimpin dan
inovator kebijakan dari berbagai lembaga yang ada di daam dan di luar
pemerintahan mengembangkan jaringan untuk mengelola proses kebijakan
publik. Sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan konsensus maka Perhutani
perlu lebih banyak mendengarkan pemikiran pihak lain. Orientasi yang tertuju
kepada arogansi birokrasi harus diubah ke fokus kebutuhan pelanggan dengan
cara mendengarkan pelanggan serta memberikan pilihan kepada pelanggan
untuk menentukan keputusan (Osborne dan Gaebler, 1992). Sedangkan Effendi
(2005) menjelaskan bahwa dalam governance mengandung makna bagaimana
cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan
berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep
governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law,
partisipasi dan kemitraan.

Susskind dalam suatu artikel di suatu Web yang berjudul Governance:
What does it mean? And, what is good governance? menyatakan bahwa adatiga
cara untuk mengatasi permasalahan konsensus. Pertama , pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan difasilitasi atau dimediasi oleh seorang yang ahli
dan professional. Kedua, sebelum pertemuan dilakukan, fasilitator atau
mediator harus melakukan pertemuan atau pembicaraan awal dengan para
peserta. Hal ini akan mempermudah bagi para peserta untuk mengatasi konflik
yang mungkin terjadi serta merancang pemecahan masalah untuk kebaikan
kelompok atau organisasi. Ketiga, keputusan yang akan diambil akan
ditentukan dengan sgjauh mana konsensus di antara peserta dapat tercapai (The
Concensus Building). Pertemuan yang membahas proposal ataupun pemikiran

dalam rangka pencapaian konsensus perlu dilaksanakan dengan memperhatikan
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setigp aspek yang menjadi dasar dalam penentuan kesepakatan. Proses
konsensus hanya mempertimbangkan proposal yang dibuat untuk mencapai
tujuan. Daam pembahasan proposal, semua orang bekerja untuk meningkatkan
kualitas proposal untuk membuat keputusan yang terbailk. Semua proposal
dapat diadopsi selama tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok (
Butler dan Rothstein, 1991).

Daam ha ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan tiga
aspek yang menjadi kunci penting dalam suatu pengambilan keputusan yang
dibuat oleh suatu ingtitusi pemerintahan dimana ketiga elemen ini secara
bersama-sama, yaitu data, informasi, dan pengetahuan, adalah merupakan dasar
keputusan yang dibuat oleh pemerintah  untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional yang berkelanjutan serta meningkatkan kehidupan warganya (United
Nations, 2013). Menurut UNDP (1997) governance yang baik menjamin bahwa
politik, sosial dan prioritas ekonomi didasarkan pada konsensus yang luas dalam
masyarakat. Nugraha (2007) menyatakan pemerintah tetap memainkan
peranan penting, tetapi kepemerintahan atau governance dilaksanakan secara
bersama dan snerjik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
warganegara. Perlu dialog secara berkesinambungan agar para pelaku saling
memahami  perbedaan-perbedaan di antara mereka. Hanya dengan demikian
akan tumbuh konsesus, kerjasama atau kooperasi dan sinergi pada keseluruhan
tataran dari sistem penyelenggaraan negara bagi pencapaian tujuan bernegara,
berbangsa dan bertanah air.

Daam reditas dunia nyata menyangkut prinsip konsensus dalam
governans pengelolaan hutan lindung pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan atau pengelolaan hutan
lindung namun belum dilaksanakan secara komprehensif. Pihak-pihak yang
terkait (stake holder) dalam pengelolaan hutan lindung misalnya Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Dinas Kehutanan, atau Organisas non
Pemerintah, dapat menyampaikan suatu pemikiran atau isu yang berhubungan
dengan suatu keputusan menyangkut kebijakan dalam pengelolaan hutan
lindung kepada Perhutani sebagai institusi yang memiliki kewenangan formal

dalam pengel olaan hutan lindung.
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Secara aturan dan kewenangan, berdasarkan PP No.72 tahun 2010,
Perum Perhutani memiliki landasan yang kuat sebagai lembaga yang
mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan hutan lindung. Namun
demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan hutan lindung yang berada di
Kabupaten Wonosobo berada di wilayah yang secara administratif berada di
daam kewenangan atau wilayah pemerintahan Kabupaten Wonosobo
berdasarkan undang-undang tentang otonomi daerah. Dilain pihak, di dalam
kawasan maupun di luar kawasan hutan lindung terdapat sekelompok
masyarakat yang sebagian besar kehidupannya tergantung dari hasil hutan.
Kondis tersebut menyebabkan terkadang muncul permasalahan atau konflik
baik antara Perhutani dan Pemda Wonosobo, maupun dengan masyarakat itu
sendiri. Salah satu konflik yang diakibatkan dengan keberadaan hutan lindung
di wilayah tersebut adalah terpecahnya masyarakat yang setuju hutan lindung
dikelola pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan sekelompok
masyarakat yang mendukung program Perhutani. Konflik yang terjadi
memunculkan adanya suatu program yang terkait dengan pengelolaan hutan
yang dibuat pemerintah daerah yang dinamakan PSDHBM (Pengelolaan
Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat). Di lain pihak, Perhutani sendiri
sudah memiliki program yang disebut dengan PHBM (Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat). Konflik antara Pemkab Wonosobo dengan Perum
Perhutani  tersebut kemudian dicoba diatasi dengan munculnya konsep
PSDHLT (Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari dan Terintegrasi). Namun
dalam prakteknya tidak mudah untuk menerapkan konsep PSDHLT tersebut
karena pada dasarnya Perhutani masih tetap menjalankan konsep PHBM nya
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Ketidakberdayaan PemKab
Wonosobo dalam ikut mengelola hutan lindung tersebut semakin nyata dengan
ditolaknya konsep PSDHBM oleh Menteri Dalam Negeri. Masyarakat di sekitar
kawasan tersebut juga dalam posisi yang sulit karena dianggap sebaga pihak
yang sering dianggap merusak kawasan hutan lindung antara lain dengan
melakukan penjarahan dan pemanfaaatn lahan di hutan lindung untuk ditanami

tanaman semusim. Salah satu ketua LSM yang ada di Wonosobo mengatakan:
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“Sesual konsep PSDHLT itu yang bisa mengelola hutan lindung adalah
KPH (Kelompok Petani Hutan) dan LMDH. Namun walaupun PSDHLT
itu telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pemkab Wonosobo dan
Unit Perhutani, tapi tetep Perhutani itu ya harus PHBM. Apalagi di
Wonosobo tidak ada bidang khusus yang menangani masalah itu
sehingga seiring berjalannya waktu, yang di masyarakat lebih dikenal
dengan konsep PHBM. PSDHLT banyak yang tidak mengenal. Padahal
konsep sebenarnya di Wonosobo itu jalan tengahnya tidak ikut
PSDHBM tidak ikut PHBM tapi PSDHLT. Tapi karena di Perhutani itu
kebijakan itu dari Pusat, jadi BKPH Wonosobo okelah bagaimana yang
penting masyarakat bisaikut terlibat di dalamnya.”

Sedangkan salah satu ketua LSM yang lain menjelaskan permasalahan
yang berkaitan dengan konsensus tersebut yaitu:

“Kapasitas khususnya pengurus LMDH dan para petaninya itu memang

perlu-perlu  kita tingkatkan mula dari mangemen, bagaimana

melakukan kerjasama, kemudian memahami tentang fungs hutan, dan

bagaimana memanfaatkan hasil hutan, manfaat hutan lindung itu hanya

dua, hijauan pakan ternak, jasa lingkungan itu yang memang kita

sebetulnya berpikir bagaimana temen-temen Perhutani juga ada

pendapatan, karena tidak boleh nebang tapi kan butuh pendapatan.

Masyarakat LMDH kan juga butuh pendapatan, mendapatkan |angsung

yang nilai ekonomi yang langsung. Nah ini yang memang saya rasakan

saat ini memang belum maksimal. Nah untuk maksimal ini memang

dibutuhkan tadi, kapasitas LMDH perlu kita tingkatkan, koordinasi-

koordinasi, kerjasama-kerjasama harus kita maksimakan. Agar fungsi

hutan lindung tetep terjaga ekonomi, tetep ada ini. Ini yang menurut

saya penting kita kawal. Di Petak 9 di Dieng itu Bappeda telah membuat

bagaimana luas hutan itu tidak merusak lingkungan, tapi juga masing-
masing pihak itu bisa mendapatkan ekonomi dari penjualan jasaitu.”

Walaupun dalam pemanfaatan atapun pengelolaan hutan lindung di

Kabupaten Wonosobo masih ditemui adanya hambatan ataupun permasalahan,
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namun pada dasarnya konsensus dapat dilakukan antara Perhutani sebagai pihak
yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan hutan lindung dengan
stake holder yang mempunyai kepentingan dengan pemanfaatan hutan lindung.
Konsensus yang telah disepakati bersama antara Perhutani dan stake holder
dapat dilakukan dengan menggunakan suatu bentuk Perjanjian Kerja Sama
(PKS) yang memuat unsur-unsur atau elemen yang menjadi kesepakatan antara
Perhutani dengan stake holder tersebut. Perhutani dan pihak yang
berkepentingan dengan topik atau isu untuk pencapaian konsensus, saling
memberikan pandangan dan pemikirannya. Sebagai contoh, dalam pembagian
bagi hasil (sharing), pihak LMDH meminta persentase bagi hasil yang lebih
banyak dibanding Perhutani. Perhutani sendiri juga menyampaikan argumentasi
mengenai persentase yang mereka inginkan. Namun demikian karena Perhutani
sebaga pihak yang memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan dan
pemanfaatan hutan lindung, maka dalam PKS tersebut Perhutani mempunyai
daya tawar yang lebih tinggi dimana salah satu klausul dalam PKS tersebut
adalah kewenangan Perhutani untuk membatalkan perjanjian secara sepihak
jika pihak kedua atau mitranya melanggar perjanjian tersebut, artinya pihak
kedua tidak boleh lagi melakukan kegiatan dalam memanfaatkan hutan lindung
karena sudah dilarang oleh Perhutani.

Apabila ingin melakukan kegiatan pemanfaatn hutan lindung kembali,
maka mitra Perhutani tersebut harus membuat PKS baru lagi yang telah
disepakati di antara keduanya. Dengan demikian pelaksanaan pencapaian
konsensus sebagal salah satu prinsip dalam governansi antara stake holder
dengan Perhutani dalam pemanfaatan atau pengelolaan hutan lindung dapat
diterapkan dengan memenuhi berbagai prosedur dan peraturan yang ada
khususnya menyangkut dengan peraturan pengelolaan hutan lindung seperti
tertuang dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Pencapaian konsensus dapat
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak yang
terlibat dalam pemanfaatan maupun pengelolaan hutan lindung yang pada
intinya adalah bagaimana konsensus yang nantinya dapat diterapkan tidak
merusak kesepakatan yang telah dibuat diantara pihak-pihak yang terkait. Pada
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prinsipnya apabila telah terjadi konsensus yang dilandasi oleh pemikiran yang
positif dalam rangka menjaga hutan lindung di Kabupaten Wonosobo, maka
kegiatan-kegiatan yang merusak fungsi hutan lindung tidak akan terjadi.

Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata menyangkut
Implementasi Kebijakan dan Koordinasi dalam Pengelolaan Hutan
Lindung (Problem Solving)

Dalam Sub Bab ini akan diuraikan perbandingan model konseptual dan
dunia nyata yang merujuk kepada problem solving serta akan menjawab
pertanyaan penelitian nomor dua yaitu yang berhubungan dengan implementasi
kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung serta menjawab pertanyaan nomor

tiga yang berhubungan dengan koordinasi dalam pengel olaan hutan lindung.

Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata menyangkut

Implementasi K ebijakan Pengelolaan Hutan Lindung

(Problem Solving)

Pada Sub Bab ini dilakukan uraian langkah ke 5 dari SSM mengenai
perbandingan model konseptual terhadap situasi dunia nyata yang merujuk pada
problem solving menyangkut sistem implementasi kebijakan dalam
pengelolaan hutan lindung. Tabel perbandingan antara model konseptual dengan
dunia nyata menyangkut implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan
lindung terdiri atas : (1) Aktivitas model konseptual, (2) Kondisi nyata
pengelolaan hutan lindung yang dirinci menjadi pertanyaan menyangkut: a)
Keberadaan, b) Bagaimana, c) Siapa, dan d) Baik atau jelek, yang dikaitkan
dengan aktivitas model konseptual, serta (3) Alternatif tindakan. Berikut ini
adalah tabel perbandingan model konseptual dengan situasi dunia nyata yang

berhubungan dengan Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung.
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Tabel 5.29 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem 7: Optimalisasi Implementasi K ebijakan M elalui Pemahaman

M asyar akat
No | Aktivitas Model Dunia Nyata Alternatif Tindakan
Konseptual Keberada- Bagaimana? Siapa? Baik/
annya? Jelek?

1 | Menetapkan Ada Rapat KPH Kedu Kurang | Tingkat pendidikan dan
aparatur Perhutani Internal Utara Optimal | pengetahuan aparatur Perhutani
yang berhubungan BKPH yang memadai dalam rangka
dengan WOnosobo implementasi kebijakan Perutani
implementasi
kebijakan

2 | Memastikan Ada Rapat KPH Kedu Sudah Menyiapkan aparatur Perhutani
pengetahuan dan Internal Utara Optimal | yang memiliki pemahaman
pemahaman mengenai kebijakan Perhutani
aparatur Perhutani
mengenai
kebijakan yang
diimplementasikan

3 | Mengidentifikasi Ada Rapat LMDH Sudah Menelaah stakeholder yang terkait
stakeholder yang Internal Pemerintah Optimal | dengan sosialisasi kebijakan
memerlukan Daerah Perhutani
sosialisasi LSM
mengenai Organisas
kebijakan nonpemerinta
pengelolaan hutan h(Ornop)
lindung

4 | Menyiapkan Ada Rapat KPH Kedu Sudah Menelaah dokumentasi berkaitan
kebijakan yang Internal Utara optimal dengan sosialisasi kebijakan
akan
disosialisasikan

5 | Menyiapkan Ada Pengajuan | KPH Kedu Kurang | Menambah anggaran sehingga
anggaran untuk Anggaran | Utara Optimal | implementasi kebijakan Perhutani
implementasi dapat terlaksana dan tepat sasaran
kebijakan

6 | Merancang media Ada Rapat KPH Kedu Kurang | Melakukan kajian
yang tepat dalam Internal Utara optimal sasaran/obyek/orang yang akan
rangka BKPH diberikan informasi
penyebarluasan WOnosobo
(diseminasi)
kebijakan kepada
stakehol der

7 | Membuat modul Ada Rapat KPH Kedu Perlu Harus ada gambaran yang
atau panduan Internal Utara Perbaikan | komprehensif mengenai diseminasi
sosidlisas kebijakan, menyangkut materi,
kebijakan sasaran, dsb.

8 | Menyusun jadwal Ada Rapat KPH Kedu Kurang | Perlukajian yang lebih
rangkaian Internal Utara optimal komprehensif mengenai sosialisasi
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No | Aktivitas Model Dunia Nyata Alternatif Tindakan
Konseptual Keberada- Bagaimana? Siapa? Baik/
annya? Jelek?

sosidisasi BKPH sehingga jadwal dapat terlaksana
kebijakan WOnosobo dan tepat sasaran

9 | Meakukan Ada Rapat KPH Kedu Belum o Lebih memperhatikan jadwal
sosidisas Koordinas | Utara optimal yang telah tersusun
kebijakan BKPH o Memperhatikan obyek/orang
stakeholder WOnosobo yang akan disosialisasikan

RPH sehingga obyek/orang dapat
Wonosobo memahami
o Melakukan pendekatan secara
individual sehingga sosialisasi
tepat sasaran

10 | Mengadakan Ada Rapat LMDH Belum o Perhutani Iebih memahami
koordinasi dan Koordinasi | Pemerintah optimal permasal ahan stakeholder
kerjasama dengan Daerah e Perhutani |ebih memahami
stakeholder terkait LsM kebutuhan stakehol der
dengan _ Organisas e Perhutani mencari cara dan
|mp| ementasi nonpemeri nta metode koordinasi yang tepat
kebijakan dari h(Ornop)
Perhutani

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014

Daam Tabel 6.7 diuraikan mengenai

implementasi kebijakan dalam

pengelolaan hutan lindung ini didasarkan atas beberapa isu yang muncul seperti
disampaikan oleh salah satu ketua LMDH :
“Masyarakat saya sudah sosialisasikan selama 2 tahun pak untuk tanam
kopi, dengan luas sekitar 90,2 hektar,
keterangan untuk penyelesaian SPKS. Ada 5 LMDH di Wonosobo yang

tapi sudah 1 tahun belum ada

mau buat percontohan kali pak, tapi sudah 1 tahun belum riil juga tentang

SPKS

itu. Jadi saya alih membina 1 tahun itu, kadang-kadang malah

dilontari pertanyaan dari anggota, wuah endi ngurus semene lawase,

padahal itu dari perhutani sing kesuwen pak.”

Dari pihak Perum Perhutani sendiri muncul pernyataan oleh Kepala
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
“Kadang LMDH itu tahunya hanya luas yang ada di buku atau administras,

Kabupaten Wonosobo:

sementarariil di lapangan ternyatatidak bisaditanami semua.”
Di lan ha Kepaa Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kabupaten
Wonosobo menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Perhutani dalam
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rangka pengelolaan hutan lindung belum maksimal. Masyarakat memiliki
informasi yang minim mengenai bagaimana nanti hasil yang akan dipetik dari
penanaman kopi. Disamping itu ada aturan bahwa dalam hutan lindung tidak
boleh dilakukan pencangkulan tanah. Masyarakat menganggap bahwa mereka
boleh menanam kopi sambil mencangkul tanah, namun ternyata hal tersebut
dilarang oleh Perhutani, sehingga masyarakat tidak melanjutkan kegiatan
penanaman kopi di daerah hutan lindung sehingga tanaman kopi menjadi
terbengkelai dan masyarakat menjadi tidak memperoleh manfaat dari kegiatan
tersebut. Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kabupaten Wonosobo
menyatakan:
“Kurang minatnya masyarakat merawat kopi itu karena masyarakat itu
tidak tahu hasilnya seberapa, karena hasilnya kan tahunan pak, tahunya
masyarakat merawat kopi sambil mencangkul, tapi aturan Perhutani
mencangkul itu tidak  boleh, masalahnya seperti itu, akhirnya
ditinggalkan dan tidak dirawat.”

Demikian juga dengan anggota LMDH, jika dalam suatu kebijakan atau
program sudah dibuat, dengan kesepakatan antara Perhutani dan LMDH, dengan
konsep win-win solution, harusnya anggota LMDH sudah memahami hal
tersebut, bailk menyangkut hak dan tanggung jawabnya. Namun dalam
prakteknya terkadang anggota LMDH menyalahi kesepakatan yang telah
dibuatnya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo
men;j el askan:

“Masalahnya pada LMDH, harusnya kalau sudah win-win solution,

harusnya mereka tahu hak dan tanggung jawabnya, sering mereka

menyalahi kesepakatan bersama. Mereka terbatas dalam hal personel,
termasuk aspek kualitasnya, karena yang kita sampaikan di level Asper,
mungkin mandor sama mantri di lapngan nggak paham.”

Menurut masyarakat, kebijakan dari Perhutani belum efektif karena
belum adanya share pendanaan yang memadai. Selain itu juga masih ditemui
adanya ketidaksepakatan atau ada perbedaan antara keinginan masyarakat
dengan keinginan Perhutani. Masyarakat desa hutan pada umumnya ingin

bebas dalam menanam di hutan lindung dalam rangka memenuhi kebutuhan
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hidupnya, sedangkan di pihak Perhutani sebagai perusahaan miliki negara,
dalam pengelolaan program sudah diatur dengan peraturan yang ada. Hal
tersebut disampaikan oleh Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten
Wonosobo:

“Cuma yang jadi masalah antara keinginan masyarakat dengan keinginan

Negara dalam hal ini adalah Perhutani adalah berbeda, kalau masyarakat

inginnya bebas menanam, tapi bagi Perhutani atau Negara,, sudah ada

aturan mainnya. Program belum efektif karena belum adanya share
pendanaan itu Iho.”

Hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program dari
Perhutani adalah keterbatasan SDM yang dimiliki oleh LMDH. Camat di
Kabupaten Wonosobo menyatakan: “ Secara umum masalahnya adalah SDM
pak, jadi untuk menggerakkan suatu institusi itu kan memang diperlukan suatu
SDM.” Pada tingkat LMDH itu sendiri, secara kelembagaan, LMDH yang ada
di Kabupaten Wonosobo belum kuat semua. Di Kabupaten Wonosobo, semua
desa sudah ber LMDH semua, tetapi pada umumnya hanya formalitas
kelembagaan. Oleh karena itu dalam rangka implementasi  kebijakan oleh
Perhutani, terdapat kendala mengenai kualitas sumberdaya manusia. Ketua
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan: “Di tingkat LMDH
sendiri, secara kelembagaan LMDH belum kuat semua, di Wonosobo semua
Desa sudah ber LMDH semua, tapi hanya formalitas.

Masalah sumberdaya manusia anggota LMDH dalam bidang pendidikan
masih belum mampu mengikuti irama kerja dari program yang diterapkan oleh
Perhutani. Karena apabila pendidikan dari anggota LMDH tidak ditingkatkan
makan pengalaman pengelolaan hutan lindung yang sifatnya merusak yang
pernah dilakukan pada masa lalu akan dapat terulang kembali dimana pada masa
lalu petani atau masyarakat desa hutan cara bekerjanya masih hanya
mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan secara
menyeluruh termasuk kelestarian dari hutan lindung itu sendiri. Pernyataan
yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang
ada di Kabupaten Wonosobo:
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“Kaau tidak ada pendidikan tidak bisa mengakses, maka LMDH itu

saya kira kalau menganut orang-orang tua dulu, yaitu, itu petani caranya

bertani masih egois, jadi saya ingin di tahun-tahun mendatang, LMDH
bisa mengakses pendidikan juga.”

Kondisi permasalahan tersebut di atas memunculkan kebutuhan suatu
perbaikan dalam rangka implementasi kebijakan yang dibuat oleh Perum
Perhutani. Oleh karena itu mode konseptua dalam rangka perbaikan
implementasi kebijakan terdiri atas serangkaian aktivitas — aktivitas sebagai
berikut: (1) Menetapkan aparatur Perhutani yang berhubungan dengan
implementasi kebijakan, (2) Memastikan pengetahuan dan pemahaman aparatur
Perhutani mengenai kebijakan yang diimplementasikan, (3) Mengidentifikasi
stakeholder yang memerlukan sosialisass mengenal kebijakan pengelolaan
hutan lindung, (4)Menyiapkan kebijakan  yang akan disosialisasikan, (5)
Menyiapkan anggaran untuk implementas kebijakan, (6) Merancang media
yang tepat dalam rangka  penyebarluasan (diseminasi) kebijakan kepada
stakeholder, (7) Membuat modul atau panduan sosidisas kebijakan, (8)
Menyusun jadwal rangkaian sosidisasi kebijakan, (9) Melakukan sosialisasi
kebijakan stakeholder, dan (10) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan
stakeholder terkait dengan implementasi.

Refleksi teori kegiatan ini adalah program akan berjalan dengan baik
apabila semua individu yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut
mengetahui tujuan dasar dari pelaksanan program tersebut. Oleh karena itu
sosialisas sangat penting bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan program
dengan mengetahui tujuan pelaksanaan program (Osborne dan Gaebler, 1992).
Peran utama pelayan publik adalah tidak semata merespon tuntutan masyarakat,
tetapi lebih fokus membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dengan

dan di antarawarganegara( Denhardt dan Denhardt, 2007).

Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata menyangkut K oordinasi
dalam Pengelolaan Hutan Lindung
(Problem Solving)

Pada tahap ini dilakukan perbandingan model konseptual terhadap situas

dunia nyata yang merujuk pada problem solving yang menyangkut sistem
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koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung. Tabel perbandingan antara model

konseptual dengan dunia nyata menyangkut koordinasi dalam pengel olaan hutan

lindung terdiri atas :

(1) Aktivitas model konseptual, (2) Kondis nyata

pengelolaan hutan lindung yang dirinci menjadi pertanyaan menyangkut: a)

Keberadaan, b) Bagaimana, ¢) Sigpa, dan d) Baik atau jelek yang dikaitkan
dengan aktivitas model konseptual tersebut, serta (3) Alternatif tindakan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan model konseptual dengan situasi dunia

nyata yang berhubungan dengan Koordinasi dalam pengel olaan hutan lindung.

Tabel 5.30 Perbandingan Model Konseptual dengan Situasi Dunia Nyata
Sistem 8: Efektivitas Koordinas Melalui Komunikas dan Interaksi

Antarinstitus

No | Aktivitas M odel Dunia Nyata Alternatif
Konseptual K eberada- |Bagaima- Siapa? Baik/

annya? na? Jelek?

1 Merencanakan Pernah Rapat KPH Kedu | Kurang Efektif Diperlukan analisis kegiatan
kegiatan  koordinasi Internal Utara kerjasama yang akan
yang berkaitan BKPH dilakukan  secara  lebih
dengan kebijakan WOnosobo komprehensif dengan ingtitusi
pengelolaan  hutan lan yang terkait dengan
lindung pengelolan hutan lindung

2 Mengidentifikasi Pernah Rapat KPH Kedu Sudah Efektif Tidak ada alternatif
institus yang akan Internal Utara
dikoordinasikan BKPH
menyangkut Wonosobo
kebijakan
pengelolaan hutan
lindung

3 Menjalin hubungan Pernah Rapat LMDH Kurang Efektif Diperlukan kegiatan
dengan institusi yang koordinasi | Pemerintah kerjasama yang lebih
terkait dengan Daerah komprehensif dengan institusi
kegiatan koordinasi LSM lain yang terkait dengan

Organisas pengelolan hutan lindung
nonpemerint
ah(Ornop)

4 Menyampaikan dan Pernah Rapat LMDH Kurang Efektif Menentukan cara dan strategi
menjelaskan koordinasi | Pemerintah yang tepat dalam
kebijakan yang Daerah penyampaian kebijakan
dikoordinasikan LSM, pengelolaan hutan lindung
kepada pihak lain. (Ornop) kepadainstitusi lain

5 Melakukan diskusi Pernah Rapat LMDH Kurang efektif Perlu intensitas yang lebih
dan curah pendapat koordinasi | Pemerintah mendalam dalam
(brainstorming) Daerah pelaksanaan brainstorming
mengenal kebijakan LSM
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Organisasi
nonpemerint
ah(Ornop)
Mengidentifikasi Pernah Rapat KPH Kedu Kurang efektif Diperlukan informasi yang
tugas dan tanggung koordinas | Utara lebih mendetail mengenai
jawab masing-masing LMDH tugas dan tanggung jawab
institusi/stakeholder Pemerintah masi ng-masing institusi
dalam rangka Daerah Diperlukan SDM yang lebih
koordinasi LSM memahami dan menguasai
pengel olaan hutan Organisas permasalahan dalam
lindung nonpemerint pengelolaan hutan lindung.
ah(Ornop)
Melakukan sosialisasi Pernah Rapat KPH Kedu Kurang Efektif Diperlukan intensitas yang
kebijakan yang telah koordinas | Utara lebih mendalam serta tepat
ditetapkan bersama. BKPH sasaran mengenai sosialisas
Wonosobo kebijakan.
Menyusun jadwal Pernah Rapat LMDH Kurang efektif Diperlukan kesepakatan serta
kegiatan koordinasi koordinasi | Pemerintah kesungguhan dari insitusi2
antarinstitusi yang Daerah yang terkait sehingga tersusun
terkait dengan LSM jadwal kegiatan koordinasi
kegiatan serta Organisas yang lebih baik.
program PHBM nonpemerint
dalam pengelolaan ah(Ornop)
hutan lindung

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014

Kegiatan dalam koordinas dalam rangka pengelolaan hutan lindung ini
(Tabel 6.8) didasarkan atas beberapa isu yang muncul seperti  disampaikan
Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH), Kabupaten Wonosobo: “Peraturan
tentang Paguyuban sendiri saya tidak tahu tapi pernah dengar adanya ditingkat
Unit atau KPH.” Yang menjadi masalah adalah Perhutani terkadang dalam
pelaksanaan pengelolaan hutan lindung tanpa mengaak pemerintah daerah,
maka penanganan terhadap masyarakat desa hutan tidak sinergis antara Perum
Perhutani dan pemerintah daerah, masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri.
Hal ini selring dengan pernyataan Dishutbun Kabupaten Wonosobo: “Perhutani
mempunyai masyarakat desa hutan sebagal binaan, namun terkadang dalam
pel aksanaanya Perhutani sering meninggalkan kami.”

Daam hubungan antara Perhutani dengan LMDH juga masih terjadi
kendala khususnya menyangkut petak-petak atau blok penggarapan lahan
Perhutani yang dilakukan olen LMDH. Hal ini disampaikan oleh salah seorang

anggota TKPD: “Blok-blok yang ada dimiliki olen dua LMDH, dimana
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pembagian blok Perhutani tidak sesua dengan batas wilayah administras

pemerintahan, batas administrasi sering menjadi permasalahan.” Sumber daya

manusia di tingkat LMDH menjadi suatu hambatan tersendiri. Hal tersebut

disampaikan oleh salah satu camat yang berada di Kabupaten Wonosobo:
“Daam ha koordinasi, sebetuinya masalah SDM, jadi untuk
menggerakkan suatu instituss memang diperlukan SDM, dengan SDM
yang biasa sgja, ya sulit. Jadi untuk menggerakkan suatu institus
memang diperlukan SDM pak, jadi kalo kita masih biasa-biasa sgja
dengan SDM semacam itu ya saya mengatakan sulit.”

Adapun seorang Lurah yang ada di Kabupaten Wonosobo
mengemukakan pendapatnya mengenai masalah koordinas yang terjadi dalam
rangka pengel olaan hutan:

“Karena di Kabupaten belum maksimal, di Kecamatan juga tidak
melalui Forkom Kecamatan tapi langsung ke Ketua Paguyuban
Kabupaten. Rendahnya SDM dari pendidikan, jadi pengertian tentang
pengel olaan dan pemanfaatan hutan sangat kurang.”

Hal yang hampir sama disampaikan oleh salah satu ketua LSM di
Kabupaten Wonosobo, dimana dinyatakan bahwa dalam pengel olaan hutan yang
ada di Kabupaten Wonosobo, terdapat Forum Koordinasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Wobosobo yang disebut dengan Forum Hutan
Wonosobo (FHW). Hal tersebut diungkap oleh LSM di Kabupaten
Wonosobo:

“Okelah yang penting Forum Hutan Wonosobo bagaimana masyarakat
bisaikut terlibat di dalamnya, bagaimana forum itu yamemfasilitasi dan
mengevaluas kegiatan PHBM di Wonosobo khususnya baik
menyangkut kerjasama maupun dalam pelaksanaan pengelolaan
bersama.”

Proses pengurusan kerjasama antara LMDH dengan Perum Perhutani,
masih ditemui ketidak jelasan mengenai kepastian penyelesaian Perjanjian
Kerjasama (PKS) antara LMDH dan Perum Perhutani. Hal tersebut diungkap
oleh LSM Kabupaten Wonosobo:
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“Lha kalau Perhutani itu kan sebetulnya sudah dapat hijaunya hutan
ataupun konservasi, tapi sayangya dalam bagi hasil itu Iho, itu saya yang
kurang sreg. Misalkan kita mengusulkan ke pak Admin, prosesnya
menunggunya itu lama pak.”

Kondis permasalahan tersebut di atas memunculkan kebutuhan suatu
perbaikan dalam rangka koordinasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Oleh
karena itu model konseptual dalam rangka perbaikan koordinasi  terdiri atas
serangkaian aktivitas — aktivitas sebagai berikut: (1) Merencanakan kegiatan
koordinas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan program
pengelolaan hutan lindung, (2) Mengidentifikas institus yang akan
dikoordinasikan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan program,
(3) Menjain hubungan dengan institusi yang terkait dengan kegiatan koordinasi,
(49) Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan program yang
dikoordinasikan kepada institusi, (5) Melakukan diskusi dan curah pendapat
(brainstorming), (6) Mengidentifikas tugas dan tanggung jawab masing-masing
institus dalam rangka koordinas kebijakan dan program, (7) Melakukan
sosialisasi kebijakan atau program yang telah ditetapkan bersama, (8)
Menyusun jadwal kegiatan koordinas antaringtitusi yang terkait dengan
kegiatan serta program PHBM dalam pengelolaan hutan lindung, (9) Melakukan
evaluas pelaksanaan koordinas antarinstitusi.

Refleks teori yang berhubungan dengan koordinasi dalam rangka
pengelolaan hutan lindung menurut Witzel (2004) adalah bahwa koordinasi
tidak terlepas dari aspek kontrol, karena agar koordinas dapat berjalan dengan
efektif maka perlu dilakukan kontrol atas koordinasi yang telah dilakukan
tersebut. Menurut Bolman dan Deal (1991) usaha organisasi dalam mencapai
koordinasi dan kontrol secara forma dilakukan melalui dua cara yaitu:
Pertama, vertically, yaitu kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui
mekanisme komando, supervisi, kebijakan, aturan, perencanaan, sistem kontrol.
Kedua, laterally, yaitu kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat, gugus
tugas, standing commitee, peranan koordinator khusus, atau struktur matriks.

Menyangkut peranan seseorang dalam melakukan koordinasi dalam suatu
organisasi, Stewart, et al (1999) menyatakan bahwa tidak ada pedoman formal
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mengenai  tugas seorang koordinator, namun demikian seorang koordinator
lebih berperilaku sesuai dengan konvens sosial daripada peraturan yang
terstruktur. Peran utama pelayan publik adalah tidak semata merespon tuntutan
masyarakat, tetapi lebih fokus membangun hubungan kepercayaan dan
kerjasama dengan dan di antara warganegara (Denhardt dan Denhardt, 2007).
Program akan berjalan dengan baik apabila semua individu yang terlibat dalam
pelaksanaan program tersebut mengetahui tujuan dasar dari pelaksanan program
tersebut. Oleh karena itu sosialisas sangat penting bagi anggota yang terlibat
dalam pelaksanaan program dengan mengetahui tujuan pelaksanaan program
(Osborne dan Gaebler, 1992).

5.4 Perubahan yang secara sistem diinginkan (Systematically Desirable)
dan secara budaya dapat dilakukan (Culturally Feasible)

Pada tahap ke 6 SSM ini dirumuskan rekomendasi perubahan yang
diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengatasi permasalahan
yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung baik yang menyangkut
research interest maupun problem solving interest. Sewaktu melakukan
perubahan yang diinginkan maka terdapat 2 aspek penting yang perlu
diperhatikan yaitu 1) argumennya dapat diterima (arguably and systematically
desirable) dan (2) secara kultural dapat dimungkinkan (culturally feasible)
(Checkland dan  Scholes, 1990; Checkland dan Poulter, 2006; dan
Hardjosukarto, 2012).

Menurut Checkland dan Poulter (2006), dalam melakukan suatu
perbaikan, penyempurnaan maupun perbaikan perlu mempertimbangkan 3 hal
perubahan yaitu yang menyangkut struktur, proses, dan sikap. Daam hal ini
Checkland dan Poulter (2006) lebih menekankan pada pemecahan masalah suatu
kasus (problem solving interest), sedangkan dalam konteks research interest
maka untuk perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan situasi problematik,
perubahan tersebut harus dilakukan secara sistemik dan disepakati di antara para
peneliti yaitu Promotor, Praktiss SSM  dan Penguji Akademik. Menurut
Fitriati (2012), perubahan tersebut dapat berupa rekomendasi yang searah
dengan research interest.
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Perubahan yang secara sistem diinginkan dan secara budaya dapat
dilakukan menyangkut Governansi Hutan Lindung

(Research Interest)

Ada berbagal konsep mengenai governansi (governance), namun pada
dasarnya governansi lebih menitikberatkan pada interaksi yang terjadi antara
tiga aktor yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Esensi dari
pengertian governans  adalah memperkuat interaks antarketiga aktor tersebut
dalam mendukung people-centered development (Cheema, 2007:34-35). Dalam
kaian ini yang menyangkut research interest, maka yang menjadi rujukan
penelitian adalah Perum Perhutani sebagal suatu organisas yang memiliki
kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung di wilayah Kabupaten
Wonoboso, dalam hal ini dilakukan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)
Kedu Utara yang membawahi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
Kabupaten Wonosobo. Dalam praktek governans dalam pengelolaan hutan
lindung di Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan perspektif teoritik maka ketiga
aktor tersebut nampak saling berhubungan erat satu dengan lainnya. Peranan
aktor- aktor tersebut berdampak pada praktik penyelenggaraan prinsip
governansi hutan lindung ( protection forest governance).

Food and Agriculture Organization-United Nations - FAO UN (2011)
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan governansi dalam lingkup pengelolaan
hutan ditunjukkan dengan adanya 5 prinsip governansi yang baik (good forest
governance) yaitu: (1) Participation, (2) Efficiency and  Effectiveness, (3)
Fairness/Equity, (4) Transparency, dan (5) Accountability. Sedangkan untuk
memperoleh kebaruan (novelty) dari penelitian ini maka prinsip yang
disampaikan oleh FAO-UN (2011) tersebut dikembangkan dengan prinsip
Konsensus (Consensus) sesuai kajian teoritik UNDP, 2007; Osborne dan
Gaebler, 1992; dan Denhardt dan Denhardt, 2007. Tabel 6.9 di bawah ini
menunjukkan perubahan yang secara sistem diinginkan dan secara budaya dapat
dilakukan menyangkut 6 prinsip governansi dalam pengelolaan hutan lindung

merujuk kepadaresearch interest.

229



Tabe 5.31. Systematically Desirable dan Culturally Feasible menyangkut
Governans dalam Pengelolaan Hutan Lindung

(Research Interest)

No | NamaRDs Desirable? Feasible? Possible Action

1 Partisipasi Mengembangkan konsep Y a, kegiatan dilakukan melaui e Perhutani
melalui pemberdayaan masyarakat | pemberian kepercayaan kepada memfasilitasi
Pemberdayaan yang terkait dengan masyarakat sehingga masyarakat masyarakat dengan
Masyarakat pengelolaan hutan lindung | akan bertindak dengan lebih menyediakan suatu

bertanggung jawab dalam forum atau wadah

pelaksanaan program pengel olaan sebagai tempat untuk

hutan lindung. menampung aspirasi
masyarakat.

2 Efisiensi dan Perlu perencanaan yang Y a, diperlukan keterlibatan e Dalam membuat SOP
Efektivitas tepat dan matang dalam pimpinan maupun aparatur harus jelas dan mudah
melal ui penyusunan SOP Perhutani yang memahami ; -
penyusunan permasalahan sesuai dengan SOP * Berorleptas kepada
SOP yang akan dibuat pemakal atau

pelaksana SOP.

3 Keadilan dan K esempatan stakehol der Ya, menciptakan situasi yang Memberikan
Kesetaraan lebih berperan dalam kondusif untuk berdialog dalam kemudahan bagi
melal ui merencanakan rangka penyusunan perencanaan stakeholder untuk
Perencanaan perencanaan program program memperoleh informasi
Program pengel olaan hutan lindung terkait dengan

perencanaan program
Perhutani

4 Transparansi
melal ui
Pelayanan
Masyarakat

Pengembangan prosedur
pelayanan masyarakat
terkait dengan program
Perhutani

Y a, penyusunan prosedur secara
lebih komprehensif yang berkaitan
dengan pelayanan kepada
masyarakat oleh Perhutani

Menginformasikan
secara maksimal baik
aktif maupun pasif
kepada
masyarakat.mengenai
aturan atau prosedur.

5 Akuntabilitas
melalui
Implementasi
Program

Penerapan program yang
sesuai dengan visi, misi,
dan tujuan Perhutani

Y a, melalui pemantauan dan
pelaporan kinerja aparatur
Perhutani

Menerapkan standar
kinerja secara konsisten
dalam implementasi
program dalam

pengel olaan hutan
lindung

6 Konsensus
melal ui

Pembuatan
Keputusan

Memperoleh kesepakatan
mengenai suatu kebijakan
atau peraturan dalam
implementasi program
pengel olaan hutan lindung

Y a, melalui bangunan
kepercayaan dan kerjasama antara
Perhutani dan stakeholder

Mitra Perhutani
menyiapkan proposal
sebagai bagian dari
proses pembuatan
keputusan

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014

Daam pembahasan yang berhubungan dengan Root Definitions 1 (RDs

1) Partispas melaui Pemberdayaan Masyarakat, menurut Darwanto (n.d)
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unsur-unsur pemberdayaan masyarakat terdiri atas: (1) inklusi dan partisipasi;
(2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas
pelaku pemberdaya, dimana keempat elemen ini terkait satu samalain dan saling
mendukung. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif,
maka reformasi kenegaraan, state reform, harus dilakukan pada tingkat nasional
maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-
nila dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin
berinteraks  secara efektif dengan pemerintah. Oleh karena itu dengan
pemberdayaan masyarakat maka diharapkan partisipas dapat meningkat
sehingga pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan harapan
seluruh masyarakat.

Implementas partisipasi masyarakat dalam pembagunan atau dengan kata
lain pembangunan yang partisipatif akan menghasilkan tata pemerintahan yang
lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat
bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata,
organisas masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih
terbuka (Darwanto, n.d). Meningkatnya peran masyarakat untuk berpartisipas
dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat
melalui penergpan prinsip partisipasi  aktif, berlandaskan nilai-nilai luhur
kemanusiaan dan prinsip kemasyarakat (Hasan, 2007). Salah satu kebijakan
yang tepat untuk meningkatkan partisipass masyarakat adalah melaui
pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam organisasi sosial
kemasyarakatan yang ada (Y ulianti, 2012).

Daam kaitannya dengan partisipas masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara
sistem diinginkan atau diharapkan (systematically desirable) adalah melakukan
suatu pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat yang sesua dengan
situasi dan kondisi wilayah hutan lindung yang berada di Kabupaten Wonosobo.
Pengembangan konsep pemberdayaan ini dapat dilakukan (culturally feasible)
dengan melalui suatu kebijakan yang dilakukan oleh Perhutani sebagai institusi
yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung dengan cara

memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat yang tinggal di
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wilayah sekitar hutan lindung (Masyarakat Desa Hutan). Dengan pemberian
kepercayaan kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat akan bertindak
dengan lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemanfaatan
maupun pengelolaan hutan lindung.

Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan (possible
action) oleh Perhutani dalam rangka peningkatan partisipass melalui
pemberdayaan masyarakat adalah dengan memfasilitas masyarakat khususnya
masyarakat desa hutan dengan menyediakan suatu wadah sebagai tempat untuk
menampung aspiras masyarakat. Memang sudah ada suatu wadah atau forum
dalam rangka memfasilitasi pertemuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam
pengelolaan hutan lindung, misalnya Forum Hutan Wonosobo (FHW), namun
FHW dalam kenyataannya tidak dapat berjalan sesuai harapan, seperti yang
disampaikan oleh salah seorang ketua LSM di Wonosobo:

“Okelah yang penting Forum Hutan Wonosobo bagaimana masyarakat
bisaikut terlibat di dalamnya, bagaimana forum itu yamemfasilitasi dan
mengevaluas kegiatan PHBM di Wonosobo khususnya bak
menyangkut kerjasama maupun dalam pelaksanaan pengelolaan
bersama.”

Pentingnya suatu forum atau wadah kegiatan untuk meningkatkan
partisipasi juga dinyatakan oleh Denhardt dan Denhardt (2007) yang
menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipas individu maka perlu
dikembangkan suatu forum untuk menciptakan dialog diantara individu-
individu tersebut dan mendorong individu memiliki motivasi untuk bertindak
dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Cheema (2007) juga
menambahkan bahwa yang paling penting adalah akses ke informasi yang
berkualitas, saluran terbuka untuk komunikasi elektronik, tanggap atas struktur
dan konektivitas administrasi dan jaringan antara warga negara. Apa yang
disampaikan Cheema tersebut  menunjukkan bahwa untuk melakukan
komunikas serta memperoleh informasi diperlukan adanya suatu sarana atau
wadah untuk menampung segala kegiatan tersebut. Adapun wadah atau forum
yang dibentuk oleh Perhutani tersebut sifatnya harus lebih operasional dan
mudah dalam pelaksanaanya, fleksibel, dan tidak terlalu birokratis. Dilain
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pihak, tindakan yang memungkinkan untuk merealisasikan peningkatan
partispass masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat adalah adanya
dukungan Perhutani dalam rangka pengembangan kualitas masyarakat. Salah
satu lembaga masyarakat yang langsung berhubungan dengan Perhutani adalah
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sebaga sebuah institus, LMDH
masih dianggap belum menjalankan fungsinya secara maksimal, salah satunya
adalah karena kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas. Oleh karena
itu perlu adanya dukungan Perhutani dalam peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa Hutan (MDH) melalui peningkatan
dan pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya kualitas SDM Masyarakat
Desa Hutan masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan partisipas
maupun pemberdayaan masyarakat. Hal itu dinyatakan oleh salah seorang
ketua LMDH yang menyatakan:
“Kaau tidak ada pendidikan, tidak bisa mengakses, maka LMDH itu
saya kira kalau menganut orang-orang tua dulu, ya itu, itu petani
caranya bertani masih egois, jadi saya ingin di tahun-tahun mendatang,
LMDH bisa mengakses pendidikan juga.”

Pernyataan tersebut disetujui oleh salah seorang ketua LMDH yang lain
yang mengatakan: ” Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan LMDH
belum kuat semua. Di Wonosobo semua Desa sudah ber LMDH semua, tapi
hanya formalitas.” Salah satu Lurah di Kabupaten Wonosobo juga
memberikan informasi mengenai kendala yang menyangkut Sumber Daya
Manusia LMDH: “ Rendahnya SDM dari pendidikan, jadi pengertian tentang
pengelolaan dan pemanfaatan hutan sangat kurang”. Dalam hal ini pentingnya
penguatan dan pemberdayaan masyarakat disampaikan oleh Denhardt (2004)
yang mengatakan bahwa melalui refleksi diri, masyarakat mampu memahami
kondisinya, sehingga pada akhirnya mampu mengatasi permasalahannya.
Melalui pengelolaan pendidikan, individu dapat memahami kebutuhannya
sehingga membuka pel uang komunikas dan dialog di antara mereka.

Dalam kaitannya dengan Root Definitions 2 (RDs 2) Efisiensi dan
Efektivitas melalui Penyusunan SOP, menurut LAN-RI (2009) SOP organisasi
merupakan mekanisme kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan secara
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teratur oleh sekelompok personil yang dengan sengaja dipersatukan dalam suatu
kerja sama yang efisien untuk mencapai tujuan.  Setigp organisasi mutlak
berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga secara sederhana
prinsip efisiensi dan efektivitas pada dasarnya berarti menghindari segala bentuk
pemborosan. Dalam hal ini SOP dapat dijadikan sebagai alat atau pedoman
dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Pentingnya SOP dalam pencapaian efisienss dan efektivitas
organisas juga disampaikan oleh Onzukrisno (2012) yang menyatakan bahwa
SOP merupakan salah satu aspek penting yang perlu dibuat dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis pada seluruth proses
penyelenggaraan administrasin pemerintahan. SOP dibuat secara detail untuk
mengatur pembagian pengguna beserta kewenangan masing-masing, sesual
dengan struktur organisasi (KemenPanRB, 2012).

Dalam kaitannya dengan Efisiensi dan Efektivitas melalui Penerapan SOP
daam rangka pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem
diinginkan atau diharapkan adalah dengan membuat suatu perencanaan
yang matang dalam penyusunan SOP. Perencanaan penyusunan SOP yang tepat
yang dibuat dalam institus Perhutani ini dapat dilakukan dengan melaui
melibatkan para pimpinan maupun pegawa Perhutani yang mengetahui dan
memahami permasalahan dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten
Wonosobo, sesuai dengan SOP yang akan dibuat. SOP yang dibuat oleh
aparatur yang tepat dan memahami permasalahan maka diharapkan SOP
tersebut nantinya dapat dijalankan oleh para petugas pelaksana tanpa harus
mengalami hambatan dan kesulitan. Treville, et a (2012) juga menambahkan
bahwa untuk perbaikan organisasi secara terus menerus, suatu prosedur yang
dibuat membutuhkan pengembangan yang berkelanjutan, dan dengan demikian,
membutuhkan ide-ide kreatif dan ide yang cemerlang sesuai dengan tugas dari
orang-orang menggunakan prosedur tersebut.

Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh
Perhutani dalam rangka penyusunan SOP adalah dengan membuat SOP yang
jelas dan mudah. Kemudahan dan kejelasan SOP sangat penting bagi para
petugas atau pejabat Perhutani yang sering berhubungan langsung dengan
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masyarakat misanya Mandor atau Mantri Hutan.  Persyaratan tersebut
diperlukan karena pada umumnya pendidikan yang dimiliki oleh pegawai
Perhutani yang ditempatkan di Kabupaten Wonosobo (BKPH Wonosobo)
kebanyakan setingkat sekolah menengah. Dari total jumlah pegawai BKPH
Wonosobo sebanyak 42 orang, hanya ada 1 orang yang lulusan Sarjana,
SMA=29 orang, SMP= 9 orang, dan SD = 3 orang (Data Statistik BKPH
Wonosobo, 2013). Dengan kemudahan dan kejelasan dalam penyusunan SOP
diharapkan para pegawai atau pelaksana SOP dapat memahami dan
mel aksanakan sesuai dengan petunjuk dalam SOP tersebut. Di lain pihak, SOP
yang dibuat oleh Perhutani juga digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi
masyarakat yang akan memanfaatkan hutan lindung tersebut seperti yang
disampaikan oleh Kepala Seks PHBM Perhutani Kedu Utara:
“Kita pada saat ini sudah mempunyai Standard Operating Procedures
mengenai Penanaman Tanaman di Bawah Tegakan Pak, dimana tanaman
tersebut  dapat digunakan sebaga acuan bagi masyarakat untuk
menanam pohon di kawasan hutan lindung.”

Namun demikian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung
tersebut (Masyarakat Desa Hutan) pada umumnya tingkat pendidikannya juga
masih belum memadai, seperti disampaikan oleh pimpinan KPH Kedu Utara: “
...ya LMDH itu..kita merasa mereka belum cukup baik, proses pemberdayaan
harus ditumbuhkan di LMDH itu”. Pernyataan ini juga disetujui oleh salah
seorang Camat di Kabupaten Wonosobo yang menyatakan: “  Untuk
menggerakkan institusi diperlukan SDM, jadi kalau masih biasa-biasa sasja SDM
nya, ya sulit’. Salah satu Lurah di Kabupaten Wonosobo juga memberikan
informasi mengena kendala yang menyangkut Sumber Daya Manusia LMDH: “
Rendahnya SDM dari pendidikan, jadi pengertian tentang pengelolaan dan
pemanfaatan hutan sangat kurang”.

Daam penyusunan SOP yang mudah dan jelas bagi para pengguna,
memerlukan konsentrasi dan waktu yang memadai sehingga penyusunan SOP
dapat maksimal, seperti disampaikan oleh Moreau (2010) yang mengatakan
bahwa perlu mencurahkan waktu untuk merencanakan bagaimana SOP akan

ditulis, dari konseps sampai produk akhir, adalah cara yang tepat untuk
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menghindari masalah dalam organisas maupun dalam tugas. Sedangkan Stup
(2002) menegaskan bahwa sama seperti kegiatan mangemen lainnya,
perencanaan yang baik dapat meningkatkan peluang sukses didasarkan atas
standar operasi prosedur. Proses pengembangan SOP yang efektif sangat penting
untuk keberhasilan pelaksanaan dimana proses  penyusunannya harus
mempertimbangkan masukan dari semua orang. Praktek terbaik untuk
mengembangkan  SOP adalah melalui keterlibatan aktif dari para pegawai.
Sedangkan Manghani (2011) menyatakan bahwa SOP yang terbaik adalah
ditulis oleh orang yang terlibat dalam aktivitas, serta proses fungs yang
diperlukan untuk ditetapkan atau tercakup dalam SOP.

Daam kaitan dengan Root Definitions 3 (RDs 3), Keadilan dan
Kesetaraan melalui Perencanaan Program Pengelolaan Hutan Lindung, institus
pemerintah baik yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun
sebagal institusi yang diberikan kewenangan untuk mencari keuntungan seperti
halnya Perum Perhutani, maka institus atau lembaga negara juga dapat
memberdayakan masyarakat yang merekalayani serta memberikan kesempatan
yang sama dan memastikan kepesertaan sosial, ekonomi dan politik dan akses
ke sumber daya (UNDP, 1997).

Institus pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya
dimana hal ini dapat berjalan apabila institusi pemerintah tersebut berkomitmen
untuk menciptakan kondisi dimana semua warganegara memiliki kesempatan
dan akses yang sama ke pemerintah (Rizvi, 2007). Menurut Denhardt dan
Denhardt (2007) selain peran pemerintah sebaga fasilitator, pemerintah juga
memiliki kewgjiban mora untuk memastikan bahwa setigp penyelesaian
permasalahan  sepenuhnya konsisten dengan normanorma keadilan dan
kewagjaran. Dengan demikian setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat perlu
memperhatikan aspek keadilan sehingga masyarakat akan merasa bahwa dalam
proses pembangunan, pemikiran maupun keikutsertaan mereka dapat diterima
oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan melalui perencanaan
program pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem diinginkan

atau dihargpkan adalah memberikan kesempatan bagi stakeholder atau mitra
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Perhutani untuk 1ebih berperan dalam merencanakan program pengelolaan hutan
lindung yang berada di Kabupaten Wonosobo. Mitra Perhutani yang terkait
atau berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung antara lain adalah
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Swadaya Masyarakat,
Dinas-dinas Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan kehutanan, Lembaga
Pendidikan, dan sebagainya. Pengembangan konsep keadilan dan kesetaraan
melalui perencanaan program pengelolaan hutan lindung ini dapat dilakukan
dengan melalui menciptakan situasi yang kondusif untuk berdialog dalam
rangka penyusunan perencanaan program. Adapun langkah atau tindakan yang
mungkin dapat dilakukan oleh Perhutani dalam rangka pengembangan konsep
keadilan dan kesetaraan melalui perencanaan program dalam pengelolaan hutan
lindung adalah memberikan kemudahan bagi stake holder untuk memperoleh
informasi terkait dengan perencanaan program Perhutani. Kemudahan tersebut
sangat diperlukan bagi stake holder yang belum memiliki kualitas institusi
seperti LMDH dimana pada umumnya tingkat pendidikan anggota belum
memadai. Dengan kemudahan tersebut maka akses untuk ikut dalam
penyusunan perencanaan program Perhutani sebagai pelaksanaan prinsisp
governans keadilan dan kesetaraan dapat lebih ditingkatkan. Seperti yang
disampaikan oleh salah seorang Camat di Kabupaten Wonosobo:
“Tanpa ada peran serta yang sangat signifitan dan aktif dari Perhutani
nonsense LMDH akan bisa bergerak to pak. Tanpa ada perhatian,
tanpa ada kepedulian dalam bentuk apapun dari pihak perhutani maka
LMDH tidak bisabergerak sesuai dengan yang diharapkan.”

Daam hubungannya dengan masyarakat maka sudah menjadi tugas dan
kewgjiban pemerintah dalam hal ini adalah Perhutani, untuk membantu
masyarakat yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah sehingga bantuan
tersebut dapat meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri untuk berperan
serta dalam suatu penyusunan perencanaan program yang hasilnya dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Rondinelli (2007) menyatakan bahwa
kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat dan swasta dapat
membawa ide-ide baru untuk merancang program dan proyek dimana

memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan
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sehingga penyusunan perencanaan program dapat sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan Rizvi mengatakan bahwa agar pemerintahan dapat lebih akuntabel,
transparan, dan responsif terhadap opini publik maka perlu menghormati hak
asasi manusia dan kesetaraan gender serta mengizinkan kebebasan berekspresi
dan beragama. Hal tersebut akan memungkinkan kreativitas dari warga negara
yang nantinya dapat mengembangkan bakat mereka sepenuhnya dan menerima
layanan yang mereka butuhkan dari pemerintah (Rizvi, 2007). Apa yang
disampaikan oleh Rizvi tersebut menunjukkan adanya kemauan dan itikad baik
dari pemerintah untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam
berkreativitas sehingga masyarakat dapat memahami layanan yang diberikan
pemerintah.

Dadam katan mengena  Root Definitions 4 (RDs 4) Transparans
melalui Pelayanan Masyarakat, Pope (2007) menunjukkan bahwa  dalam
membangun masyarakat terbuka yang sukses, jaminan akses ke informasi
adalah unsur yang paling penting. Kebebasan berbicara dan kebebasan
berserikat juga memainkan bagian penting. Warga harus dapat membahas isu-
isu hari, menghadapi media dan pemerintah, dan, turun ke jalan untuk
mendaftar protes mereka dalam demonstrasi damai. Pada gilirannya, mereka
yang memegang kepercayaan publik dan otoritas harus mendengarkan dan
memperhatikan  kepentingan warga. Adapun menurut OECD (2001),
pemerintah mempunyai kewajiban baik aktif maupun pasif dalam memberikan
informasi  kepada masyarakat sebagai wujud dilaksanakannya transparansi.
Daam kondis aktif, maka pemerintah mempunya kewagjiban untuk
memberikan informasi baik diminta atau tidak diminta oleh masyarakat.
Sedangkan kondisi pasif, pemerintah memberikan informasi apabila diminta
oleh masyarakat.

Dalam usahanya untuk melaksanakan prinsip Transparanss melaui
Pelayanan Masyarakat yang dilakukan oleh Perhutani dalam rangka pengel olaan
hutan lindung, perubahan yang secara sistem diinginkan atau diharapkan
adalah  pengembangan prosedur pelayanan masyarakat terkait dengan
pel aksanaan program Perhutani. Pengembangan prosedur pelayanan masyarakat
ini dapat dilakukan oleh Perhutani dengan melalui penyusunan prosedur
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secara lebih komprehensif yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat
oleh Perhutani. Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan
oleh Perhutani dalam rangka melakukan transparansi melalui pelayanan kepada
masyarakat adalah dengan cara menginformasikan secara maksimal baik aktif
maupun pasif kepada masyarakat.mengenai aturan atau prosedur yang dimiliki
oleh Perhutani. Tindakan perubahan yang mungkin dapat dilakukan tersebut
sesuai dengan yang dinyatakan oleh salah satu ketua LMDH di Kabupaten
Wonosobo menambahkan bahwa perlu ada kegelasan aturan atau prosedur
sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Ketua LMDH
tersebut menyatakan:
“Masyarakat perlu kegjelasan dari pihak-pihak terkait yang berhubungan
dengan hutan lindung khususnya Perhutani, sehingga dalam kaitannya
dengan pengelolaan hutan lindung, masyarakat tidak dipingpong ke
Dishutbun ataupun disuruh datang ke Perhutani.”

Apayang disampaikan oleh ketua LMDH tersebut juga tidak jauh berbeda
dengan yang dinyatakan oleh staf Dishutbun:

“Kirakira apa yang bisa dikerjasamakan, rambu-rambu apa sgja yang
tidak boleh. Kadang memang masyarakat ekspekatasinya terlalu besar,
padahal hutan lindung kan ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar.
Nah ini yang perlu kejelasan bagi masyarakat.”

Berkaitan dengan kejelasan aturan maupun prosedur maka Cheema (2007)
menegaskan bahwa dalam proses demokrasi transparansi dipromosikan melalui
suatu pelaporan dan umpan balik, proses dan prosedur yang jelas, perilaku dan
tindakan mereka yang memegang otoritas pengambilan keputusan. Dengan cara
itu maka membuat informasi  dapat diperoleh dan mudah dimengerti serta
adanya standar yang jelas yang dapat diakses oleh warga. Transparansi yang
tidak jelas akan merugikan semua pihak seperti disampaikan oleh Rondinelli
(2007) dimana dia menyatakan bahwa apabila suatu lembaga hukum tidak
transparan, maka aka nada sebuah proses yang membuka jalan bagi penyuapan
dan korupsi.

Dalam hubungannya dengan Root Definitions 5 (RDs 5) Akuntabilitas

melalui Implementasi Program, menurut Santoso dan Pambelum (2008:15)
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akuntabilitas kinerja instans pemerintah merupakan salah satu bagian isu
kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas
kinerja instanss pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good
governance. Sedangkan Wiranto (2009) menyatakan bahwa atribut utama
governans yang baik adalah bagaimana penerapan kekuasaan dan otoritas
dalam penyelesaian berbagai persoalan publik. Salah satu mekanisme yang
digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi
dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya. Pentingnya
akuntabilitas sebagal prinsip governans yang baik disampaikan oleh Cheema
(2007) yang menegaskan bahwa akuntabilitas adalah pilar demokrasi dan
governans yang baik yang memaksa negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil
untuk berfokus pada hasil, berusaha menjelaskan tujuan, mengembangkan
strategi yang efektif, memantau dan melaporkan kinerja.

Dalam kaitannya dengan Akuntabilitas melalui Implementasi Program
daam rangka pengelolaan hutan lindung dalam kelembagaan Perhutani,
perubahan yang secara sistem diinginkan atau diharapkan adalah penerapan
program dalam pengelolaan hutan lindung yang sesuai dengan visi, misi, dan
tujuan Perum Perhutani. Perubahan yang secara sistem dapat dilakukan terkait
dengan implementas program menyangkut akuntabilitas kinerja Perhutani
adalah dilakukan dengan melalui pemantauan dan pelaporan kinerja aparatur
Perhutani. Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh
Perhutani agar akuntabilitas dapat tercapai melalui implementasi program yang
dilakukan oleh Perhutani adalah menerapkan standar kinerja secara konsisten
dalam penyelenggaraan program pengelolaan hutan lindung. Kondisi untuk
melalukan perubahan tersebut sangat tepat untuk dilakukan sehingga
akuntabilitas kinerja Perhutani dapat terjaga sehingga akan tercipta prinsip
Governansi  yang baik. Akuntabilitas tidak dapat tercapai secara maksimal
apabila pegawa atau aparatur Perhutani yang berhubungan dengan pelayanan
masyarakat tidak melaksanakan tugas dan kewagjibannya secara baik. Di bawah
ini adalah tanggapan dari salah seorang pegawai Dishutbun Kabupaten

Wonosobo yang menyatakan:
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“Kenapa ada rapat-rapat seperti itu, pertemuan koordinas di tingkat
desa, muaranya kan masyarakat butuh lahan, sedangkan Perhutani
sebagai institusi yang punya lahan, tetapi mereka terbatas dalam hal
personel, termasuk aspek kualitasnya, karena yang kita sampaikan di
level Asper, mungkin Mandor sama Mantri di lapangan nggak mudeng,
nggak paham.”

Salah seorang anggota masyarakat desa hutan (M DH) menganggap bahwa
kinerja yang ditunjukkan oleh aparatur Perhutani masih belum maksimal seperti
diutarakan sebagai berikut: “Mboten wonten penyuluhan pak. Memang berat
pengolahan lahan kangge nanem kopi, gondani, 5 tahun niku”. Jadi tugas yang
dilakukan oleh petugas Perhutani yang langsung berhubungan dengan
masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Tindakan yang mungkin dapat
dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas melalui implementasi program
Perhutani yaitu penerapan standar kinerja secara konsisten  dalam
impelementasi  program terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Standar
kinerja terfokus pada seberapa baik tugas akan dilaksanakan sehingga agar
berdaya guna, setiap standar/kriteria harus dinyatakan secara cukup jelas
sehingga manger dan bawahan atau kelompok kerja mengetahui apa yang
diharapkan dan apakah telah tercapai atau tidak (Cokroaminoto, 2007). Cheema
(2007) menambahkan bahwa akuntabilitas administrasi menyiratkan sistem
kontrol internal pemerintah, termasuk standar pelayanan sipil dan insentif, kode
etik, dan review administratif.

Daam kaitan dengan Root Definitions 6 (RDs 6) Konsensus melalui
Pembuatan Keputusan, menurut UNDP (1997) governance yang bak
menjamin bahwa politik, sosial dan prioritas ekonomi didasarkan pada
konsensus yang luas dalam masyarakat. Hal yang sama diungkapkan oleh
Nugraha (2007) yang menyatakan pemerintah tetap memainkan peranan
penting, tetapi kepemerintahan atau governance dilaksanakan secara bersama
dan sinerjik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat warganegara dengan
demikian akan tumbuh konsesus, kerjasama atau kooperasi dan sinergi pada
keseluruhan tataran dari sistem penyelenggaraan negara bagi pencapaian tujuan

bernegara, berbangsa dan bertanah air.
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Adapun Osborne dan Gaebler (1992) menambahkan bahwa birokras
harus lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat atau pelanggan dengan cara
mendengarkan pelanggan serta memberikan pilihan kepada pelanggan untuk
menentukan keputusan. Apa yang diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler
tersebut menunjukkan perlu pencapaian kesepakatan dan konsensus dalam
rangka pembuatan keputusan yang akan berdampak kepada masyarakat. Dalam
kaitannya dengan konsensus melalui pembuatan keputusan  yang terkait
dengan pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem diinginkan
atau diharapkan adalah tercapainya kesepakatan mengenai suatu konsensus
tentang suatu program, kebijakan atau peraturan yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung yang diwujudkan dalam suatu keputusan.
Perubahan yang secara sistem dapat dilakukan terkait dengan konsensus dalam
implementasi program adalah dilakukan dengan melalui mewujudkan suatu
bangunan kepercayaan dan kerjasama antara Perhutani dan stakeholder.

Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh
Perhutani dalam rangka implementasi prinsip konsensus melalui implementasi
program adalah pengusulan proposal yang dibuat oleh mitra Perhutani sebagai
bagian dari proses pembuatan keputusan. Pada saat penelitian ini dilakukan,
implementasi  dari pencapaian konsensus dalam mencapai  kesepakatan
menyangkut pembuatan keputusan tentang pengelolaan hutan lindung belum
dilaksanakan. Ha ini sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh
Perhutani dalam pengelolaan hutan lindung, sehingga ada anggapan semua
kegiatan harus mengikuti aturan Perhutani, masyarakat hanya mengikut sgja,
seperti yang disampaikan oleh salah seorang Ketua LSM:

“Bagaimana masyarakat bisa ikut dalam program baik pemerintah
maupun perhutani. Bagaimana masyarakat merasa memiliki, karena
kalau merasa ikut memiliki berarti dapat ikut merawat, selamaini kan
ditentukan oleh Perhutani.”

Hal ini ditambahkan oleh salah seorang Ketua LMDH yang menyatakan:

“ Lha kalau Perhutani itu susahnyaitu kalau sharing. Tapi dari hasil
nanti, sayangnya itu tetep minta 40 %, itu yg sayangnya itu pak, saya
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kurang sreg itu, yang padahal merintisnya wong tani itu kan ga

sembarangan pak, berangkat ke gunung itu bener-bener puasa pak.”

Tindakan yang mungkin dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian
konsensus adalah dengan menyigpkan suatu topik-topik yang sudah
dicantumkan dalam proposal. Proposal tersebut nantinya akan dibahas dan
apabila disetujui oleh pihak-pihak yang terkait, dapat dibuat suatu keputusan
untuk diimplementasikan. Penyusunan proposal dalam rangka konsensus
dinyatakan oleh Butler dan Rothstein (1991) yang menyatakan bahwa proses
konsensus hanya mempertimbangkan proposal yang dibuat untuk mencapai
tujuan. Dalam pembahasan proposal, semua orang bekerja untuk meningkatkan
kualitas proposal untuk membuat keputusan yang terbaik. Semua proposal
dapat diadops selama tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok.
Proposal tersebut perlu dibahas bersama melalui suatu dialog yang yang
berkesinambungan sehingga akan tercapal suatu konsensus.  Perlu dialog
secara berkesinambungan agar para pelaku saing memahami  perbedaan-
perbedaan di antara mereka. Hanya dengan demikian akan tumbuh konsesus,
kerjasama atau kooperasi dan sinergi pada keseluruhan tataran dari sistem
penyelenggaraan negara bagi pencapaian tujuan bernegara, berbangsa dan
bertanah air (Nugraha, 2007).

Perubahan yang secara sistem diinginkan dan secara budaya dapat
dilakukan menyangkut | mplementas Kebijakan dan Koordinas
(Problem Solving)

Daam perubahan yang diinginkan dan dapat dilakukan (systematically
desirable and culturally feasible) yang didasarkan atas Checkland dan Scholes
(1990), maka aplikasi SSM untuk problem solving interest pertimbangannya
didasarkan atas pihak-pihak yang langsung terkait dengan permasalahan
(problem owners) (Checkland and Scholes, 1990 dan Hardjosoekarto, 2012).
Dalam tabel di bawah ini diuraikan mengenai perubahan yang diinginkan dan
dapat dilakukan merujuk kepada problem solving interest menyangkut

implementasi kebijakan dan koordinasi dalam pengel olaan hutan lindung.
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Tabe 5.32 Systematically Desirable dan Culturally Feasible M enyangkut
K ebijakan dan Koordinasi dalam

Implementasi

Pengelolaan Hutan Lindung (Problem Solving)

No | NamaRDs Desirable? Feasible? Possible Action

1 Implementasi Mengembangkan konsep Y a, merancang media yang tepat Peningkatan kualitas
Kebijakan pemahaman masyarakat dalam rangka sosialisasi program SDM masyarakat
melalui terhadap kebijakan dan Perhutani desa hutan (MDH)
Pemahaman program Perhutani
Masyarakat

2 Koordinasi Sudah dilakukan, perlu Y a, melalui penjadwalan pelaksanaan | Penyediaan informasi
melal ui peningkatan kerjasama kerjasama menyangkut program
Komunikasi antaringtitusi Perhutani
dan Interaksi

Sumber: Hasil Olahan Pendliti, 2014

Dalam kaitan dengan Root Definitions 1 (RDs 1) Implementas
Kebijakan melalui Pemahaman Masyarakat, merujuk problem solving interest,
Akib (2010:6) menyatakan bahwa ada empat syarat pengelolaan diseminasi
kebijakan, yakni: 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas
pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan; 2) adanya
kesadaran masyarakat untuk menerima serta melaksanakan kebijakan; 3)
keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan 4) pemahaman bahwa
meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring
dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebaga sesuatu
yang wajar dilaksanakan.

Pemahaman masyarakat mengenai suatu kebijakan juga sangat penting
untuk terlaksananya implementasi kebijakan tersebut seperti disampaikan oleh
Baedhowi (2004) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik
memerlukan beberapa faktor penting agar dapat berjalan dengan baik, salah
satunya yaitu sasaran kebijakan publik yang mampu merespon dengan baik dan
berpartisipasi  aktif terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. sasaran
kebijakan publik dapat bermacam-macam, di antaranya adalah masyarakat
dalam suatu wilayah tertentu yang terkena implementasi kebijakan tersebut.
FAO-UN (2010) menjelaskan bahwa proses secara partisipatif bottom-up yang
menggunakan lokakarya multipihak adadah cara yang tepat untuk
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mengembangkan suatu  implementasi  kebijakan yang  bermanfaat.
Pemerintah tidak harus bekerja sendirian namun pemerintah perlu
mempromosikan dan memfasilitasi implementasi kebijakan, sesuai dengan
tanggung jawab yang terkait dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam katannya dengan implementasi kebijakan dalam rangka
pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem diinginkan atau
diharapkan adalah melakukan pengembangan suatu pola atau konsep
pemahaman masyarakat terhadap kebijakan atau program Perhutani terkait
dengan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Perubahan yang
secara sistem dapat dilakukan terkait dengan implementasi kebijakan Perhutani
dalam pengelolaan hutan lindung adalah merancang media atau sarana yang
tepat dalam rangka sosialisasi kebijakan program Perhutani kepada masyarakat.
Adapun langkah atau tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh Perhutani
dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat adalah melalui peningkatan
kualitas SDM masyarakat desa hutan (MDH). Dengan peningkatan pemahaman
masyarakat desa hutan maka fungsi hutan lindung bagi kemaslahatan manusia
dapat tetap terjaga disamping menjaga keharmonisan hubungan dengan Perum
Perhutani sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan
[indung.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang menyatakan: “Di tingkat LMDH sendiri, secara kelembagaan
LMDH belum kuat semua, di Wonosobo semua Desa sudah ber LMDH semua,
tapi hanya formalitas.” Hal yang senada disampaikan oleh anggota Tim Kerja
Pemulihan Dieng (TKPD) Kabupaten Wonosobo yang mengungkapkan: “Cuma
yang jadi masal ah antara keinginan masyarakat dengan keinginan Negara dalam
hal ini adalah Perhutani adalah berbeda, kalau masyarakat inginnya bebas
menanam, tapi bagi Perhutani atau Negara, sudah ada aturan mainnya.”
Weiland (2010) mengatakan bahwa banyak negara berkembang masih memiliki
kendala menyangkut dana dan sumber daya manusia yang memadai untuk
menyiapkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan hutan. Menurut
Dwidjowiyoto (2005) inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah

bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang
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tersedia. Dengan demikiann dalam implementasi kebijakan diperlukan sumber
daya yang memadai sehingga program yang terkait dengan pengelolaan hutan
lindung dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitan dengan Root Definitions 2 (RDs 2) Koordinasi melalui
Komunikasi dan Interaksi, merujuk problem solving interest, efektivitas
penyelenggaraan suatu proyek kegiatan tidak hanya diukur dengan volume
sumber daya yang dialokasikan untuk itu namun didasarkan pada koordinasi
sumber daya manusia, proses kerja, dan dat-alat yang efektif ( Badiru, 2008).
Sedangkan menurut Ashton (2013), pelaksanaan koordinasi yang menyangkut
aktivitas dan tujuan dalam pengelolaan hutan yang berhubungan dengan
pemilik lahan hutan memerlukan syarat-syarat yaitu: @) dorongan dari diri
sendiri, b) Waktu, dan c) kepercayaan. Adapun Kellogg, et a (2006:23-44)
menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi yang berubah dengan cepat dan
lingkungan kerja yang dilengkapi dengan peralatan digital, diperlukan suatu
dukungan aktor dalam suatu praktek koordinasi yang didasarkan atas
penggunaan teknologi.

Pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung belum berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan seperti disampaikan
oleh staf Dishutbun Kabupaten Wonosobo yang mengatakan: *“Perhutani
mempunyai masyarakat desa hutan sebagal binaan, namun terkadang dalam
pel aksanaanya Perhutani sering meninggalkan kami”. Sedangkan salah seorang
camat di Kabupaten WWonosobo juga menyatakan:

“Dalam hal koordinasi, sebetulnya masaah SDM, jadi untuk
menggerakkan suatu instituss memang diperlukan SDM, dengan SDM
yang biasa sga, ya sulit. Jadi untuk menggerakkan suatu institusi
memang diperlukan SDM pak, jadi kalo kita masih biasa-biasa sga
dengan SDM semacam itu ya saya mengatakan sulit.”

Dalam kaitannya dengan koordinas melalui komunikasi dan interaks
dalam rangka pengelolaan hutan lindung, perubahan yang secara sistem
diinginkan atau diharapkan adalah melakukan peningkatan kerjasama antarstake
holder. Perubahan yang secara sistem dapat dilakukan terkait dengan koordinasi
melalui komunikasi dan interaksi dalam rangka pengelolaan hutan lindung
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adalah dilakukan dengan melalui melalui penjadwalan pelaksanaan kerjasama
secara terpadu. Setiagp tindakan koordinasi perlu dirancang jadwal
pelaksanaannya dengan cara melalukan konfirmasi secara lebih akurat sehingga
tujuan kerjasama melaui koordinasi dapat tercapai. Adapun langkah atau
tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh Perhutani dalam rangka
peningkatan koordinasi melaui komunikasi dan interaksi adalah penyediaan
informasi oleh Perhutani menyangkut program Perhutani. Dalam koordinasi,
aspek informasi sangat penting karena akan memberikan pemahaman kepada
masing-masing peserta mengenal materi yang akan dikoordinasikan tersebut.
dengan tersedianya informasi secara lebih lengkap dan akurat, maka diharapkan
koordinasi dapat berjalan secaramaksimal.

Daam ha ini pelaksanaan koordinas menyangkut pekerjaan yang
berhubungan dengan orang lain, misalnya  dalam rangka mengumpulkan
informasi maka diperlukan koordinasi dengan orang lain yang memiliki,
melindungi, atau mengelola informas (Badiru, 2008). Dalam media massa
mengandung unsur informasi sehingga media massa penting daam rangka
pelaksanaan koordinasi. Menurut Waldherr (2012) media massa merupakan
faktor penting dalam masyarakat modern, dan penting dalam suatu sistem
inovasi, serta relevan bagi suatu kebijakan yang menyangkut high-tech.
Media massa dengan demikian berkontribus terhadap beberapa fungsi yang
penting, salah satunya adalah fungsi  koordinasi.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesmpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis penataan ulang governansi yang
menyangkut prinsip-prinsip governansi yang baik, optimalisasi implementasi
kebijakan, serta koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung. Dari
kajian yang telah dilakukan dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kgian ini menemukan 6 (enam) prinsip governansi yang baik dalam
pengelolaan hutan lindung. Pertama, pentingnya aspek pemberdayaan
masyarakat  untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam
pengelolaan hutan lindung. Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan hutan lindung dapat didukung melalui penyusunan Standard
Operating Procedure (SOP) yang baik. Ketiga, perencanaan program yang
memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan dapat mewujudkan
governanss yang bak dalam pengelolaan hutan lindung. Keempat,
pentingnya peningkatan pelayanan  kepada masyarakat  untuk
mengoptimalkan transparansi dalam pengelolaan hutan lindung. Kelima,
akuntabilitas dapat dimaksimalkan melalui  implementas program yang
tepat dalam pengelolaan hutan lindung. Keenam, pembuatan keputusan
sangat penting melalui  kesepakatan dari para pemangku kepentingan
(stakeholder) sehingga tercapai konsensus secara optimal dalam
pengel olaan hutan lindung.

2. Kgian mengena penataan ulang governansi menunjukkan pentingnya
pemahaman masyarakat mengena kebijakan Perum Perhutani sehingga
dapat meningkatkan peran masyarakat desa hutan untuk menjaga kelestarian
fungs hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Namun hasil kagian
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungs
hutan lindung belum maksmal. Masih terdapat pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar  wilayah hutan

lindung yang merugikan fungsi dan peran hutan lindung. Hal ini tidak
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terlepas dari kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi khususnya
dari Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan.

3. Kagian ini juga menunjukkan bahwa peran komunikasi dan interaksi
antaringtitusi sebagal faktor penting untuk menciptakan koordinas yang
efektif dalam pengelolaan hutan lindung. Namun demikian, hasil kajian
menunjukkan bahwa dalam pengelolaan hutan lindung belum terjain
koordinas yang efektif karena masing-masing stakeholder melaksanakan
program dan aktivitasnya secara parsial. Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonosobo yang memiliki masyarakat desa hutan kurang melibatkan Perum
Perhutani dalam melakukan aktivitas yang melibatkan masyarakat desa
hutan. Sebaliknya Perum Perhutani kurang memberikan peran yang lebih
besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam
memberdayakan masyarakat desa hutan.

6.2 Saran
Dari hasil penditian yang dilakukan, maka dapat dirumuskan
rekomendasi sebagai berikut:

1. PP. No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
khususnya menyangkut bidang kehutanan sesua pasal 2 ayat 4 perlu
diimplementasikan dengan tegas sehingga dapat dilakukan penataan ulang
governans agar permasal ahan menyangkut hutang lindung dapat teratasi.
Berkaitan dengan penyelenggaraan governasi yang baik dalam pengelolaan
hutan lindung:

a) Pada prinsip partisipasi, perlu disediakan suatu forum atau wadah sebagai
tempat untuk menampung aspirasi masyarakat.

b) Pada prinsip efisens dan efektivitas, perlu penyusunan Sandard
Operating Procedure (SOP) yang berorientasi kepada kepentingan
masyarakat. SOP yang sudah dibuat oleh Perum Perhutani perlu dikaji
lebih jauh oleh para peneliti yang lain sehingga SOP tersebut dapat
bermanfaat bagi masyarakat.
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c) Untuk prinsip keadilan dan kesetaraan, perlu adanya kemudahan bagi
stakeholder untuk memperoleh informasi terkait dengan perencanaan
program Perhutani.

d) Untuk prinsip transparans, pelayanan kepada masyarakat perlu
ditingkatkan melalui diseminasi informasi mengenai aturan dan prosedur
dalam pengelolaan hutan lindung secara maksimal.

e) Pada prinsip akuntabilitas, perlu adanya suatu standar kinerja secara
konsisten dalam implementasi program pengel olaan hutan lindung.

f) Menyangkut prinsip konsensus, stakeholder diberi  kesempatan
merencanakan proposal menyangkut pengelolaan hutan lindung sebagai
bagian dari proses pembuatan keputusan.

. Sehubungan dengan optimalisas implementasi kebijakan dalam

pengelolaan hutan lindung maka diperlukan adanya peningkatan kualitas

SDM masyarakat desa hutan.

. Berkaitan dengan peningkatan efektivitas koordinasi antarpihak-pihak yang

terkait dengan pengelolaan hutan lindung maka perlu adanya penyediaan

informasi menyangkut program Perhutani secara memadai.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

NO

YANG
DIWAWANCARAI

PEDOMAN UMUM WAWANCARA MENDALAM

1

Lembaga  Masyarakat
Desa Hutan (LMDH)

o g rw N

Apayang Bapak ketahui tentang Pengelolaan Hutan Lindung di
Kabupaten Wonosobo?

Bagaimana pandangan Bapak selama menjadi pengurus LMDH
terkait dengan pengelolaan hutan lindung?

Bagaimana peran LMDH dalam pengelolan hutan lindung?
Bagaimana kepuasan Bapak mengenai program yang
diimplementasikan oleh Perhutani khususnya menyangkut PHBM?
Apakah masyarakat puas dengan pengelolaan hutan lindung oleh
Perhutani?

Bapak mengetahui bagaimana koordinasi antara LMDH dengan
Perhutani dan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka
pengel olaan hutan lindung?

LSM Koling, Pemerhati
Hutan dan Lingkungan

Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung di
Wonosobo?

Bagaimana koordinasi instansi-instansi yang terkait dengan
pengelolaan hutan lindung ?

Instansi manayang paling tepat  untuk mengelola hutan lindung di
Wonosobo?

Bagaimana prospek pengelolaan hutan lindung di wonosobo?

Sejauh mana pengelolaan hutan lindung yang dilakukan oleh Perhutani
di Wonosobo?

Apakah masyarakat puas dengan pengelolaan hutan lindung oleh
Perhutani?

Bagaimana peran masyarakat dalam program yang dibuat oleh
Perhutani?

Tim Kerja Pemulihan
Kawasan Dieng (TKPD)
Wonosobo

Apayang Bapak ketahui tentang pengelolaan hutan lindung di
Wonosobo?

Apaperan dan fungsi TKPD dalam kaitannya dengan pengel olaan
hutang lindung?

Bagaimana prospek dan permasal ahan pengelolaan hutang lindung di
Wonosobo?

Bagaimana keterlibatan ingtitusi lain dalam kaitannya dengan
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pengelolaan hutan lindung di Wonosobo?

5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai program yang dibuat
Perhutani dalam kaitannya dengan hutan lindung?
6. Bagaimana pengalaman Bapak mengenai koordinasi dalam rangka
pengel olaan hutan lindung di Wonosobo
Kepala Desa/lK elurahan 1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung di
Wonosobo?
2. Bagaimana peran Bapak dalam kaitannya dengan program Perhutani
yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung?
3. Bagaimana masyarakat memahami peraturan pengelolaan hutan
lindung?
4. Bagaimanaperan ingtitusi yang terkait dengan pengelolaan hutan
lindung terhadap peran masyarakat desa hutan?
Camat 1. Apaperan Bapak dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan lindung?
2. Apapandangan Bapak mengenai permasal ahan pengelolaan hutan
lindung?
3. Apakesulitan dalam pengelolaan hutan lindung?
4. Bagaimana program yang dibuat oleh Perhutani dalam rangka
pengel olaan hutan lindung?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang terjadi selamaini dalam
hubungannya dengan pengel olaan hutan lindung?
6. Bagaimanapandangan masyarakat terhadap pengelolaan hutan
lindung yang dilakukan oleh Perhutani?
Dinas Kehutanan dan 1. Bagaimana pengalaman Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung
Perkebunan (Dishutbun) di Wonosobo?
Wonosobo 2. Bagaimana peran Dishutbun dalam kaitannya dengan pengel olaan
hutan lindung?
3. Bagaimana prospek pengelolaan hutan lindung di Wonosobo?
4. Apapermasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung dan
bagai mana pemecahannya
5. Bagaimana kebijakan pengelolaan hutan lindung untuk saat ini?
6. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung
untuk masa mendatang?
7. Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung?
Resor Pemangkuan 1. Bagaimana pengalaman Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung
Hutan (RPH) Wonosobo di Wonosobo?
2. Apasgapermasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan
lindung ? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
3. Bagaimana Bapak memahami masyarakat yang melakukan kegiatan di
hutan lindung?
4. Bagaimana masyarakat menjalankan kebijakan atau program di hutan
lindung?
5. Apayang Bapak lakukan terhadap masyarakat yang melakukan
pelanggaran aturan dalam pengelolaan hutan lindung?
Bagian Kesatuan 1. Bagaimana pengalaman Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung
Pemangkuan Hutan di Wonosobo?
(BKPH) Wonosobo 2. Apasgapermasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan
lindung? Bagai mana cara mengatasi masalah tersebut?
3. Bagaimana mengakomodasi aspirasi dan kepentingan berbagai pihak
yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap institusi lain yang terkait
dengan pengelolaan hutan lindung?
5. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai kepentingan institusi atau
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pihak lain dalam pengelolaan hutan lindung?

K esatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Kedu
Utara

Bagaimana pemahaman Bapak mengenai pengelolaan hutan lindung di
Kabupaten Wonosobo?

Apa saja permasal ahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan
lindung? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?

Bagaimana mengakomodasi aspirasi dan kepentingan berbagai pihak
yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung?

Bagaimana pemahaman Bapak mengenai kepentingan institusi atau
pihak lain dalam pengelolaan hutan lindung?

Bagaimana pemahamaan Bapak mengenai kebijakan pengelolaan
hutan lindung di Wonosobo?

Bagaimana bentuk koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung?

10

Masyarakat Desa Hutan
Non LMDH

o O AW N e

Apayang Bapak ketahui tentang Pengelolaan Hutan Lindung di
Kabupaten Wonosobo?

Bagaimana pandangan Bapak sebagai Masyarakat Desa Hutan terkait
dengan pengelolaan hutan lindung?

Bagaimana peran LMDH dalam pengelolan hutan lindung?
Bagaimana kepuasan Bapak mengenai program yang
diimplementasikan oleh Perhutani khususnya menyangkut PHBM?

Apakah masyarakat puas dengan pengelolaan hutan lindung oleh
Perhutani?

Apaalasan Bapan tidak menjadi anggota LMDH?
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